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PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

PERUBAHAN

RKPD KAB. BANJAR
TAHUN 2024




BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANJAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 sampai
dengan triwulan II menunjukan adanya perkembangan yang
tidak sesuai dengan asumsi Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun Anggaran 2024, sehingga perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) huruf a
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, perubahan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi
pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukan adanya
ketidaksesuaian dengan asumsi prioritas pembangunan
daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah,
rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah berkenaan serta penggunaan saldo anggaran lebih
tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun
berjalan;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 355 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rancangan Peraturan
kepala daerah tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2024
disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah guna
memperoleh persetujuan untuk ditetapkan menjadi Peraturan
Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
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bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2024;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai
Undang-Undang  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6409);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomeor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6736);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757),

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan
Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2021 Nomor 172);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-
5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2
Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-
2026, (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2022
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Banjar 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Banjar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Banjar Nomor 2);
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Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah
Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

Daerah adalah Kabupaten Banjar.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Banjar.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat
RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1
(satu) tahun.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang
selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen
perubahan perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen
perubahan perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1
(satu) tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUPA adalah
dokumen yang memuat perubahan kebijakan bidang
pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang
mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
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11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang
selanjutnya disingkat PPAS P adalah rancangan program
prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk setiap
program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja
Anggaran Perubahan Perangkat Daerah sebelum disepakati
dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB II
MATERI PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

Pasal 2

(1) Perubahan RKPD Tahun 2024 memuat:

a. rancangan ekonomi dan keuangan Daerah;

b. target sasaran pembangunan Daerah;

c. prioritas pembangunan Daerah;

d. penambahan dan pengurangan program;

e. kegiatan Perangkat Daerah;

f. sub kegiatan Perangkat Daerah; dan

g. target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

(2) Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BABI : PENDAHULUAN
BABII : EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024
BAB Il : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

BABIV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
DAERAH

BABV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI : PENUTUP

(3) Rincian Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PELAKSANAAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

Pasal 3

Perubahan RKPD Tahun 2024 menjadi pedoman penyusunan
KUPA dan PPAS-P dalam penyusunan rancangan perubahan
APBD tahun anggaran 2024 serta menjadi pedoman Perubahan
Renja Perangkat Daerah.
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BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
e g@a tanggal 26 Juli 2024

e

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

JPATI BANJAR,

)
. :
-

Diundangkan di Martapura
pada tanggal

/
MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2024 NOMOR


bintangfarris@gmail.com
Typewritten text
26 Juli 2024
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BAB |
PENDAHULUAN

I.1.  Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RPKD) berperan sangat strategis bagi Pemerintah
Kabupaten Banjar. Dokumen ini merupakan penjabaran rencana strategis ke dalam rencana
operasional yang menjamin konsistensi capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah.
Dokumen perencanaan tahunan ini mengarahkan proses penyusunan Rencana Kerja (RENJA)
Tahun 2024 dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD)
Tahun 2024. RKPD Tahun 2024 menjadi pedom.an penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA),
Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS), serta RAPBD Tahun 2024. Mengingat posisi
strategis dokumen RKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka perhatian yang besar
pantas diberikan sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RKPD agar dapat
dihasilkan dokumen RKPD yang berkualitas.

RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2024 telah disusun dan ditetapkan dengan Peraturan
Bupati Banjar Nomor 24 Tahun 2023, dengan memperhatikan keterkaitan, sinergi, dan konsistensi
dengan dokumen perencanaan lain tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional. Rumusan
sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam RKPD juga dirancang untuk menjawab
permasalahan yang dihadapi dengan berdasarkan analisis data dan asumsi- asumsi pada saat
dokumen perencanaan disusun. Semua program dan kegiatan pembangunan yang direncanakan
diharapkan dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun demikian,
kondisi saat pelaksanaan rencana ternyata terdapat hal-hal yang berbeda dengan asumsi yang
telah disusun, sehingga mengharuskan adanya penyesuaian dan perubahan rencana untuk
menjamin terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang akan dicapai pada tahun
2024.

Seiring dengan berjalannya waktu dan dinamika kondisi yang berlangsung, RKPD
Kabupaten Banjar Tahun 2024 mengalami ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan
dalam tahun berjalan. Diantaranya adanya perkembangan yang tidak sesuai terkait asumsi
kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta target-target indikator makro dan
perlunya penyesuaian terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat dan Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran (SiLPA) Tahun 2023 yang harus disesuaikan dengan hasil Audit BPK atas Laporan
Keuangan APBD Tahun Anggaran 2023. Pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah,
penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau
pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran
kegiatan, maka Pemerintah Kabupaten Banjar memandang perlu untuk melakukan Perubahan
RKPD Tahun 2024 sebagai respons atas perkembangan situasi sesuai dengan peraturan
perundangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam Pasal 343 menyebutkan bahwa perubahan RKPD dan
Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya
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dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan,
meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka
ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;

b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus
digunakan untuk tahun berjalan.

I1.2.  Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 didasarkan pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Otonom
Provinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
(RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6219);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
927);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
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25. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023
tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 175 Tahun
2023);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 630);

27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5- 1317 Tahun 2023 Tentang
Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang
Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 02);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun
2013 Nomor 03);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banjar 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Banjar Tahun 2013 Nomor 4)

31. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Banjar No 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2041

33. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah
Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 5);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022
Nomor 13);

35. Peraturan Bupati Banjar Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Banjar Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2023 Nomor 24);

I.3.  Hubungan Antar Dokumen Perubahan RKPD dengan Dokumen Perencanaan
Lainnya

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat
rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan
pendanaannya. RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah, namun apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan
RKPD dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan
keadaan, maka dapat dilakukan Perubahan RKPD yang meliputi perubahan kerangka ekonomi
dan keuangan daerah, target sasaran pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah,
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penambahan dan atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah dan target kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perubahan RKPD juga memiliki kedudukan, peran dan
fungsi yang sama dengan RKPD yaitu menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun
Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Perubahan yang merupakan sebagai landasan penyusunan R-APBD Perubahan tahun berjalan.

1.3.1.  RKPD dan RPJMD Kabupaten Banjar

Penyusunan RPKD Kabupaten Banjar 2024 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar 2021-2026 terutama visi, misi, strategi dan arah
kebijakan pembangunan. RKPD Tahun 2023 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD
Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana
Kerja SKPD. Proses pembahasan dan penetapan pilihan—pilihan prioritas mengedepankan asas
musyawarah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan
secara berjenjang mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, hingga tingkat Kabupaten.

I.3.2. RKPD dan RTRW Kabupaten Banjar

Penyusunan RKPD Kabupaten Banjar tahun 2024 memperhatikan dan mempertimbangkan
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banjar terutama menyangkut penetapan pola
dan struktur tata ruang, serta penetapan kawasan strategis sebagai acuan dalam penetapan lokasi
program dan kegiatan pembangunan. Keserasian dokumen RKPD dan RTRW untuk menjamin
terwujudnya pengelolaan sumber daya dan lingkungan hidup di Kabupaten Banjar secara
berkelanjutan.

1.3.3.  RKPD dengan RKPD Provinsi dan RKP

Penyusunan RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2024 memperhatikan dan mengacu tujuan,
sasaran dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam RKPD Provinsi Kalimantan Selatan
untuk mewujudkan sinkronisasi dan sinergi dalam mendorong peningkatan kinerja pembangunan
daerah. Di samping itu juga mempertimbangkan dan mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan
kebijakan, serta prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2024.

I.3.4. RKPD dan Rencana Kerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah

RKPD Kabupaten Banjar menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat
Daerah (Renja PD). Renja PD merupakan penjabaran teknis dari perwujudan visi dan misi, tujuan
dan sasaran dari RPJMD Kabupaten Banjar dan Renstra SKPD 2021-2026. Renja PD juga menjadi
dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang
dilengkapi dengan sasaran dan indikator kinerja, lokasi dan anggaran sesuai dengan urusan
bidang dan/atau fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam satu tahun.
Renja PD disusun oleh setiap Perangkat Daerah (PD) di bawah koordinasi Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar.

1.3.5. RKPD dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa)

RKPDesa memuat Daftar Usulan yang akan disampaikan ke tingkat lebih tinggi, berupa
usulan kegiatan yang mendesak di desa namun diluar dari kewenangan pemerintahan desa. Pada
tingkat kecamatan, usulan masing-masing desa akan disepakati melalui Musrenbang kecamatan
menjadi usulan prioritas kecamatan dan akan disampaikan ke Kabupaten untuk diselaraskan
dengan program prioritas daerah. Usulan prioritas yang disampaikan oleh desa memperhatikan
prioritas daerah yang ada di RKPD.
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1.3.6. RKPD dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Pelaksanaan RKPD Kabupaten Banjar setiap tahun dijabarkan ke dalam Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) sebagai suatu dokumen anggaran yang
memuat kebijakan pendapatan, kebijakan belanja, dan kebijakan pembiayaan pembangunan
untuk mendukung sepenuhnya pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan
tema dan prioritas pembangunan tahun 2024

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1.  Maksud
Maksud dari penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2024 adalah
sebagai berikut:

1. Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dalam rangka menyusun Perubahan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului dengan
penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), serta penentuan perubahan Prioritas
dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS-Sementara) Tahun 2024

2. Sebagai pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
(Renja SKPD) Tahun 2024

1.4.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2024 adalah untuk
menciptakan sinergitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor
pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya
dalam pembangunan daerah, Pengalokasian sumber daya berdasarkan hasil pencapaian indikator
kinerja pelaksanaan RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2024 sampai triwulan Il.

1.5. Sistematika Perubahan RKPD

Sistematika dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

BAB | Pendahuluan
Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan,
sistematika penulisan dan dasar pertimbangan perubahan

BAB Il Evaluasi Hasil Triwulan Il Tahun 2024
Bab ini menyampaikan tentang hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
RKPD Tahun 2024 sampai dengan Triwulan Il

BAB Il Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah
Bab ini berisi tentang perubahan arah kebijakan ekonomi daerah dan perubahan
asumsi kebijakan keuangan daerah

BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
Bab ini memuat tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Banjar, sasaran dan
prioritas pembangunan 2024

BAB V Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah
Bab ini berisi tentang garis besar rencana program dan prioritas daerah dalam
Perubahan RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2024

BAB VI Penutup
Bab ini dijelaskan kesimpulan dari penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Banjar
Tahun 2024
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BAB Il
EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN Il TAHUN
BERKENAAN

Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan bertujuan untuk melihat perkembangan
pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang
muncul dan atau akan muncul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Hasil evaluasi dapat
dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan untuk perbaikan
kebijakan dan perencanaan di masa yang akan datang, maupun pelaksanaan program/kegiatan
yang sedang berjalan. Evaluasi ini bermaksud untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran
pembangunan daerah yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan dan penyesuaian selama
pelaksanaan rencana tersebut. Selain itu, evaluasi juga bertujuan untuk menjaga konsistensi
antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah, konsistensi antara
dokumen perencanaan, kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator
kinerja yang ditetapkan

II.1.  Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama

Pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2023 bermuara pada tujuan dan sasaran
pembangunan yang diharapkan yang dapat dikonfirmasi melalui capaian indikator kinerja utama
(IKU) yang telah ditetapkan. IKU 2023 tersebut terdapat beberapa indikator yang masih
dipertahankan menjadi IKU di tahun 2024. Capaian kinerja 2023 sebagian besar telah memenuhi
target yang ditetapkan yang terlihat dalam Tabel berikut :

Tabel II. 1. Tabel Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama 2023

No Tujuan / Sasaran Indikator Kinerja | Satuan Target Realisasi Ca(r:/ao;an Kategori
I | Terwujudnya sumber Indeks Indeks 70,64 74,01 104,77 | Sangat
daya manusia yang Pembangunan Tinggi
berkualitas Manusia (IPM)
Indeks Indeks 92,17 92,49 100,35 | Sangat
Pembangunan Tinggi
Gender (IPG)
1 | Meningkatnya derajat Indeks Kesehatan Indeks 73.76 73.86 100,14 Sangat
kesehatan masyarakat Tinggi
2 | Meningkatnya Kualitas Indeks Indeks 62,32 62,66 100,55 Sangat
Pendidikan Pendidikan Tinggi
3 | Meningkatnya daya beli Indeks Daya beli Indeks 78.29 78,85 100,72 Sangat
masyarakat Tinggi
4 | Meningkatnya ketahanan Indeks Ketahanan Indeks 80.29 81,63 99,85 Sangat
pangan dan gizi Pangan Tinggi
masyarakat
5 | Meningkatnya Indeks Indeks 0,483 0,50 96,89 Sangat
pemberdayaan dan Ketimpangan Tinggi
Gender (IKG)
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Capaian

No Tujuan / Sasaran Indikator Kinerja | Satuan Target Realisasi (%) Kategori
perlindungan perempuan Indeks Indeks 67,43 61.52 91,23 Sangat
serta perlindungan anak Perlindungan Tinggi

Anak (IPA)

Il | Terwujudnya ekonomi Laju persen 3,42 4,35 127,19 Sangat
berbasis kerakyatan yang | Pertumbuhan Tinggi
dapat mendorong Ekonomi
kemandirian, produktif, Pendapatan Per Rupiah | 21.177.000 | 22.954.520 | 108,39 | Sangat
berdaya saing dan kokoh | Kapita Tinggi
dengan pertumbuhan
yang inklusif dan
berkualitas

6 | Meningkatnya ketersediaan | Indeks Indeks 72,70 79,10 108,80 Sangat
infrastruktur wilayah dan Konektivitas Tinggi
konektivitas

7 | Meningkatnya keunggulan | LPE sub sektor Persen 2,25 0,78 34,67 Sangat
pertanian dan perikanan pertanian Rendah

LPE sub sektor Persen 3,74 3,43 84,49 Tinggi
perikanan

Nilai Tukar Petani 106,42 113,16 106,33 Sangat
(NTP) Tinggi

8 | Meningkatnya industri LPE sektor Persen 4,02 2,27 61,44 Rendah
pengolahan, Ekonomi industri
kreatif dan Pariwisata, dan | Pengolahan
Ekonomi Digital Jumlah Jumlah 4.250.000 3.255.500 76,60 Tinggi

kunjungan
wisatawan

Il | Terwujudnya penurunan Persentase persen 2,72 2,44 110,29 Sangat
kemiskinan, Ketimpangan | Penduduk Tinggi
distribusi pendapatan dan | miskin
angka pengangguran Indeks Gini Indeks 0,312 0,297 104,81 Sangat

Tinggi |

9 | Menurunnya Tingkat Tingkat Persen 2,70 2.73 98,89 Sangat

Pengangguran Pengangguran Tinggi
Terbuka

10 | Meningkatnya Persentase Persen 39,64 39,72 100,20 Sangat
produktivitas dan daya Koperasi Tinggi
saing koperasi dan UM Berkualitas

Persentase Usaha Persen 13,85 13,71 98,99 Sangat
Mikro yang Tinggi
menjadi

wirausaha

11 | Meningkatnya sistem Persentase Persen 17,00 29,77 175,12 Sangat
perlindungan sosial Pemerlu Tinggi

Pelayanan
Kesejahteraan

Sosial (PPKS)
yang mandiri
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Capaian

No Tujuan / Sasaran Indikator Kinerja | Satuan Target Realisasi (%) Kategori
12 | Menurunnya kemiskinan Indeks Desa Indeks 0.6793 0,73 107,17 Sangat
dan kesenjangan di Membangun Tinggi
perdesaan melalui (IDM)
Pembangunan Perdesaan
13 | Terciptanya ekonomi Persentase Usaha Persen 57,00 97,30 170,70 Sangat
keluarga yang kuat yang Peningkatan Tinggi
mampu menciptakan Pendapatan
mandiri ekonomi rumah Keluarga
tangga Sejahtera (UPPKS)
yang mandiri
14 | Meningkatnya infrastruktur | Indeks Indeks 76,83 78,55 102,24 Sangat
untuk pemerataan Infrastruktur Tinggi
pembangunan antar
wilayah
IV | Terwujudnya Indeks Kualitas Indeks 69,00 71,62 103,79 | Sangat
pembangunan yang Lingkungan Tinggi
berkelanjutan Hidup
15 | Terwujudnya kesesuaian Persentase Persen 94.519 94.52 100,00 Sangat
pemanfaatan ruang kepatuhan Tinggi
terhadap Rencana
Tata Ruang
16 | Terciptanya pemukiman Persentase Persen 9.18 9.12 100,65 Sangat
yang nyaman dan layak Kawasan Kumuh Tinggi
huni
17 | Meningkatnya Mitigasi Indeks Resiko Indeks 150,60 133,44 111,39 Sangat
kebencanaan Bencana Tinggi
18 | Meningkatnya kesadaran Persentase Persen 22,85 22,85 100,00 Sangat
hukum masyarakat di penurunan Tinggi
bidang lingkungan hidup pelanggaran
lingkungan hidup
V | Terwujudnya birokrasi Indeks Indeks 65,00 76,4 117,54 | Sangat
yang amanah, baik, bersih | Reformasi Tinggi
dan efektif Birokrasi
Indeks Inovasi Indeks 50,05 57,64 115,16 | Sangat
Daerah Tinggi |
19 | Meningkatnya pendapatan | Persentase Persen 4,00 30,00 750,00 Sangat
daerah Peningkatan Tinggi
Pendapatan Asli
Daerah
20 | Meningkatnya kualitas dan | Indeks Kepuasan Indeks 85 85,56 100,66 Sangat
inovasi pelayanan publik Masyarakat Tinggi
21 | Meningkatnya kapasitas Nilai SAKIP Nilai 74,49 68,10 91,42 Sangat
dan akuntabilitas Tinggi
penyelenggaraan Nilai Opini BPK Nilai WTP WTP 100,00 Sangat
pemerintah Tinggi
Indeks Perilaku Indeks 4,20 4,06 96,67 Sangat
Anti Korupsi Tinggi
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No Tujuan / Sasaran Indikator Kinerja | Satuan Target Realisasi Cag/ao;an Kategori
Indeks SPBE Indeks 2,66 2,87 107,89 Sangat
Tinggi
22 | Berkembangnya Indeks Indeks 61,50 63,98 104,03 Sangat
profesional ASN Profesionalitas Tinggi
ASN
VI | Terwujudnya masyarakat | Rasio Rasio 7,70 14,07 17,27 Sangat
yang berkarakter dan Kriminalitas Rendah
memiliki kepribadian
yang religius, berakhlak
baik dan berkepribadian
luhur
Indeks persen 73,32 73,53 100,29 | Sangat
Kerukunan Umat Tinggi
Beragam
23 | Meningkatnya toleransi Angka kasus Angka 0 0 100,00 Sangat
antar dan inter umat konflik ideologi, Tinggi
beragama SARA, Sosial,
Budaya dan
Ekonomi di
Masyarakat
24 | Meningkatnya pelestarian Persentase persen 55,56 60,00 107,99 Sangat
seni budaya cakupan Tinggi
pelestarian
budaya
25 | Meningkatnya peran serta Prestasi pemuda Medali 108,00 76,00 70,37 Sedang
pemuda dan santri dalam dan Santri dalam
memajukan olahraga Olahraga
26 | Meningkatkan ketertiban Rasio Rasio 0,98 1,00 98,37 Sangat
umum dan ketenteraman di | pelanggaran Tinggi
masyarakat perda dan
trantibum

Sumber : LK|jIP Kab. Banjar Tahun 2023

Berdasarkan tabel realisasi kinerja Pemerintah Daerah di atas, pada level tujuan yang juga
merupakan indikator kinerja Makro Pemerintah Kabupaten Banjar, dari 11 indikator kinerja, 10
kinerja masuk ke dalam kategori sangat tinggi, dan 1 indikator yang masuk ke dalam kategori
sangat rendah, yaitu rasio kriminalitas.

Pada tahun 2023, berdasarkan data pemutakhiran perhitungan IPM dengan menggunakan
data hasil long form SP 2020, angka Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banjar mencapai
74,01 masuk dalam kategori tinggi. Perkembangan IPM kabupaten Banjar Tahun 2023 meningkat
sebesar 0.76 poin dari tahun 2022 di angka 73,25 menjadi 74,01 tahun 2023. Pencapaian
keberhasilan peningkatan IPM ini diikuti dengan kenaikan dari 3 dimensi pembentuk IPM itu
sendiri, baik kesehatan, pendidikan maupun pengeluaran masyarakat, yaitu umur panjang dan
hidup sehat (UHH), pengetahuan (HLS dan RLS) dan standar hidup layak (pengeluaran per kapita).
Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang baru lahir pada tahun 2023 memiliki
harapan untuk dapat hidup hingga 68,01 tahun, meningkat 0,28 tahun dibandingkan dengan bayi
yang lahir di tahun sebelumnya dengan usia harapan hidup 67,73. Sementara itu, pada dimensi
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pengetahuan, harapan lama sekolah penduduk umur 7 tahun meningkat 0,01 tahun dibandingkan

tahun 2022, dari 13,02 menjadi 13,03 tahun, hal ini menunjukkan bahwa peluang anak usia 7 tahun

keatas di Kabupaten Banjar untuk mengenyam pendidikan formal atau memiliki peluang

menamatkan pendidikan mereka hingga lulus D1/D2. Rata-rata lama sekolah penduduk umur 15

tahun ke atas meningkat 0,23 tahun dari 7,71 menjadi 7,94 tahun pada tahun 2023. Kemudian,

dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita
perbulan (yang disesuaikan) sebesar Rp1.322.295 atau tumbuh positif 3,05% dibandingkan
pengeluaran tahun sebelumnya. Sejalan dengan IPM, Indeks Pembangunan Gender juga

mengalami perbaikan, di tahun 2023, IPG Kabupaten Banjar adalah sebesar 92,49 meningkat 0,37

poin dari tahun 2022 sebesar 92,12. Peningkatan angka ini memperlihatkan ketimpangan

pembangunan antara perempuan dan laki-laki di Kabupaten Banjar rendah atau mendekati
kesetaraan antara pembangunan laki-laki dan perempuan.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar juga semakin menunjukkan perbaikan,
setelah sebelumnya di tahun 2021 sebesar 3,21%, tumbuh positif di 2022 mencapai 4,48%
walaupun pada tahun 2023 ini mengalami kontraksi menjadi 4,35%. Pada tahun 2023 El nino
melanda sebagian besar wilayah indonesia yang mengakibatkan penurunan pertumbuhan
ekonomi karena dapat membatasi pasokan komoditas pertanian yang bergantung pada air hujan
dan mendorong kenaikan harga barang.

Selain itu, persentase penduduk miskin di Kabupaten Banjar mengalami penurunan yakni
sebesar 2,44% atau sekitar 14.773 jiwa penduduk miskin. Kondisi ini menunjukkan pengurangan
dari tahun 2022 yang lalu, dimana persentase kemiskinan di Kabupaten Banjar sebesar 2,79%.
Turunnya penduduk miskin, juga berdampak pada tingkat ketimpangan yang semakin berkurang.
Di tahun 2022, indeks gini 0,300 dan di tahun 2023, indeks gini Kabupaten Banjar berhasil
mencapai angka 0,297.

Jika dilihat dari indikator makro yang lain, pertumbuhan ekonomi yang makin kuat juga
terlihat dari sisi ketenagakerjaan di Kabupaten Banjar. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kabupaten Banjar tahun 2023 sebesar 2,73 persen, mengalami kenaikan 0,1 persen dibandingkan
tahun 2022 sebesar 2,72 persen. Kenaikan TPT ini utamanya disebabkan adanya kekeringan yang
melanda beberapa wilayah di Kabupaten Banjar sehingga terjadi gagal panen, kemampuan sektor
pertanian dalam menyerap tenaga kerja pemanenan berkurang, selain itu terjadinya pemutusan
hubungan kerja oleh perusahaan di sektor pertambangan.

Pengelolaan lingkungan hidup, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup juga semakin
menunjukkan perbaikan, dari target 69,00 IKLH Kabupaten Banjar tahun 2023 adalah 71,62 dan
berhasil masuk dalam kategori sangat tinggi. Sementara itu, dari pengelolaan tata pemerintah
yang diukur dengan Indeks Reformasi Birokrasi, dari target tahun 2023 sebesar 65,00 dapat
direalisasi sebesar 76,4 berhasil masuk dalam kategori sangat tinggi.

Sementara itu, indikator kinerja yang masuk dalam kategori rendah adalah rasio
kriminalitas, angka ini menunjukkan bahwa tingginya angka kriminalitas, jumlah kasus kriminalitas
di tahun 2023 sebanyak 809 dari jumlah penduduk 575.115 jiwa, jika dibandingkan dengan tahun
2022 jumlah kasus kriminalitas di tahun 2023 mengalami kenaikan.

Berdasarkan hasil evaluasi RKPD Triwulan IV dan Evaluasi RPJMD Tahun 2023, rekomendasi
yang dapat diberikan antara lain:

1. Terdapat realisasi indikator tujuan dan sasaran tahun 2023 yang telah melampaui target,
sehingga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan target kinerja melalui pengendalian
proses perencanaan pada tahapan perubahan RKPD tahun berjalan dan RKPD tahun
berikutnya.
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2. Indikator tujuan dan sasaran RPJMD yang pencapaiannya masih rendah agar menjadi
perhatian utama bagi Pemerintah Daerah di tahun 2025 untuk dapat diperbaiki kinerjanya.
Beberapa indikator sasaran RPJMD yang kriteria kinerjanya masuk dalam kategori rendah dan
sangat rendah adalah LPE sektor industri Pengolahan dan LPE subsektor pertanian.

Berkenaan dengan capaian kinerja yang dalam kategori rendah dan sangat rendah
tersebut, perlu menjadi evaluasi dan untuk dapat diakselerasi dalam rangka meningkatkan

ketercapaian kinerja pembangunan. Berikut catatan evaluasi berkenaan dengan capaian 2

indikator tersebut antara lain:

1. LPE sektor industri pengolahan, kendala yang dihadapi sehingga indikator ini tidak bisa
tercapai disebabkan karena perubahan iklim yg cepat dan ekstrim yg menyebabkan gagal
panen dan akhirnya berpengaruh terhadap ketersediaan bahan baku; kurangnya inovasi dan
diversifikasi produk IKM untuk penyesuaian selera pasar yang beragam; belum meratanya
pembinaan/fasilitasi untuk IKM dan pelaku usaha; belum optimalnya pemasaran produk
secara online; banyak IKM yang belum melegalkan usaha; banyaknya IKM yang belum
memahami standardisasi di sektor industri; rendahnya kesadaran perusahaan industri akan
kewajiban melaporkan data industrinya.

2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Subsektor Pertanian, kendala yang dihadapi dalam mencapai
sasaran strategis ini adalah kondisi di lapangan sangat dipengaruhi DPI (dampak perubahan
Iklim) Cuaca ekstrim (La-nina dan El-nino); Keterlambatan penyediaan saprodi sehingga
jadwal tanam terlambat; sebagian besar petani masih menggunakan benih padi varietas lokal
daripada benih unggul untuk usahataninya; kurangnya minat petani muda bekerja disektor
pertanian; tingginya tingkat serangan OPT terutama Tungro; kurangnya bahan pengendalian
untuk serangan hama dan penyakit pada tanaman pangan khususnya komoditas padi; Terjadi
banjir pada akhir tahun 2022, sehingga petani tidak memiliki stok benih untuk melakukan
usahatani pada musim tanam selanjutnya; jumlah penyuluh tidak sebanding dengan jumlah
wilayah desa/keluarahan di Kabupaten Banjar; dan Kelompok tani di Kabupaten Banjar
Sebagian besar belum terintegrasi dan berbadan hukum dalam bentuk Kelembagaan
Ekonomi Petani. Berdasarkan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman
pemberian hibah dan bansos yang bersumber dari APBD, maka bantuan tersebut hanya bisa
diberikan kepada kelompok tani yang berbadan hukum, minimal 3 tahun. Akibatnya realisasi
bantuan dari pemerintah daerah, provinsi maupun pusat kepada Poktan/gapoktan
berpotensi menjadi terhambat/tidak terserap, tidak tepat sasaran dan akan menimbulkan
permasalahan dengan hukum.

I1.2. Perkembangan Isu Strategis Tahun 2024

Pada RKPD Kab. Banjar Tahun 2024 telah ditetapkan isu strategis, perkembangan isu
tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pembangunan ekonomi yang inklusif yang mendorong pemerataan kesejahteraan
masyarakat yang belum tercapai secara optimal
Perkembangan isu tersebut dapat diketahui dari perkembangan Permasalahan pokok yang
dihadapi sebagai berikut :
— Meningkatnya jumlah Pengangguran Terbuka dampak dari PHK sektor pertambangan
Kinerja Pemerintah Daerah di sektor ketenagakerjaan pada kondisi Triwulan Il Tahun 2024
masih belum menunjukkan kondisi yang baik. Permasalahan pokok pada sektor
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ketenagakerjaan yang dapat teridentifikasi berdasarkan data capaian kinerja antara lain
masih tingginya angka Tingkat Pengangguran Terbuka dan belum optimalnya penempatan
tenaga kerja karena rendahnya kompetensi pencari kerja dan masih perlunya peningkatan
kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang sudah bekerja. Selain itu kurang optimalnya
fungsi dari Mediator Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
padahal fungsi mereka adalah sebagai mediator apabila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK), dan berdasarkan kurun waktu Triwulan IV 2023 dan Triwulan Il 2024 telah terjadi PHK
yang cukup banyak di sektor pertambangan batubara yang belum bisa dimediasi oleh
mediator.

Sektor pariwisata belum tumbuh dan berkembang secara optimal

Kabupaten Banjar memiliki banyak obyek wisata, baik wisata religi, wisata alam maupun
wisata buatan, selain itu Kabupaten Banjar terus melakukan upaya perbaikan dalam
pengelolaan wisata di Kabupaten Banjar, yang menjadi fokus antara lain wisata alam dan
wisata religi, akan tetapi secara pengelolaan untuk wisata religi masih belum optimal.
Adapun kendala dalam pengembangan wisata dalam hal ini wisata religi antara lain (1)
manajemen belum profesional karena pengelolaan oleh garis keturunan yang bersangkutan
(2) Informasi akses menuju lokasi belum baik karena minimnya petunjuk menuju daerah
tujuan (3) sarana dan prasarana yang masih terbatas (akses jalan, parkir, toilet, tempat
wudhu, mushola/masjid, penjualan souvenir, dan tempat sampah) (4) perlu peningkatan
keramah-tamahan agar pengunjung merasa lebih nyaman, (6) perlu strategi pemasaran
(misalnya agen perjalanan). Perlu adanya kolaborasi antar pemangku kepentingan sangat
dibutuhkan dalam mendorong potensi wisata di Kabupaten Banjar. Pemerintah daerah
melalui Perangkat Daerah terkait harus saling bersinergi, misalnya melalui Dinas PUPR
diharapkan dapat mendorong aksesibilitas melalui pembangunan infrastruktur jalan dan
transportasi serta mengoptimalkan sarana dan fasilitas pendukung untuk meningkatkan
jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Banjar. Disbudporapar diharapkan dapat
meningkatkan peran Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) dalam meningkatkan
keramahtamahan/hospitality dan profesionalisme para pelaku usaha wisata, selain itu Dinas
Perhubungan agar dapat menyediakan fasilitas transportasi yang memadai menuju tempat
wisata guna meningkatkan aksesibilitas wisatawan, contohnya melalui penambahan rute
dan armada Bus Transbanjarbakula.

Berdasarkan data yang ada bahwa kondisi di Triwulan Il 2024 ini terjadi
peningkatan sektor pariwisata, baik dari indikator jumlah kunjungan wisata, lama kunjungan
wisata, dan pengeluaran wisatawan. Telah tercatat jumlah kunjungan wisata di Kabupaten
Banjar sebanyak 4.439.537 orang hingga Triwulan Il ini. Ini didasarkan dari pelaksanaan
event Haul Guru Sekumpul di Kabupaten Banjar, dan juga event-event wisata lain ataupun
event religi lainnya.

Penghapusan kemiskinan ekstrem memerlukan kolaborasi dan sinergitas lintas sektor

Percepatan penghapusan Kemiskinan ekstrem menjadi salahsatu prioritas oleh Pemerintah
yang harus dilaksanakan, Kabupaten Banjar berdasarkan data terbaru di tahun 2024
mengalami kenaikan jumlah penduduk miskin ekstrem yang sangat signifikan. Hal ini
menjadi perhatian serta memerlukan kolaborasi dan sinergitas lintas sektor, karena
Kabupaten Banjar pada tahun 2023 angka kemiskinan ekstremnya adalah nol persen, akan
tetapi dengan adanya kenaikan jumlah penduduk miskin ekstrem tentunya angka
kemiskinan ekstrem menjadi naik. Secara data terkait kemiskinan ekstrem ini sudah by name
by address (BNBA) dari desil 1-4. Untuk itu perlu adanya intervensi bagi penduduk miskin
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ekstrem khususnya desil 1 agar bisa menerima program pemerintah yang relevan dalam
upaya penghapusan kemiskinan ekstrem, yaitu dengan pengurangan beban pengeluaran
berupa pemberian subsidi, peningkatan pendapatan melalui pemberian bantuan sosial
daerah, ataupun dengan mengurangi kantong-kantong atau wilayah kemiskinan ekstrem
yang sangat tinggi.

— Terjadinya ketidakpastian global
Ketidakpastian global di tahun 2024 ini telah menjadi isu strategis yang sangat penting.
Beberapa hal penting terkait isu ini yaitu perekonomian Indonesia pada 2024 diperkirakan
tetap tumbuh di atas 5 persen di tengah ketidakpastian global, ketidakpastian global antar
negara-negara utama dapat menjadi pemicu penurunan ekonomi global melalui konflik,
perselisihan perdagangan, atau perubahan dalam dinamika politik internasional. Eskalasi
tensi geopolitik dan disrupsi rantai pasok global yang belum sepenuhnya pulih akibat
adanya agresi Rusia ke Ukraina, serta agresi Israel ke Palestina, serta potensi perang dunia
ketiga antara sekutu Amerika melawan Rusia-Korea Utara-China-Iran menjadi risiko yang
harus diwaspadai.

— Krisis pangan dan energi
Salah satu isu strategis yang sangat penting dan terkait dengan krisis pangan dan energi
adalah ketahanan pangan dan energi. Krisis pangan dan energi dapat berdampak pada
keterjangkauan pangan dan energi, serta kualitas hidup masyarakat. Krisis pangan dan
energi global telah meningkatkan harga pangan dan energi, dengan harga pangan naik 20,8
% dan harga energi meningkat 50 % di banding tahun lalu. Kondisi Geopolitik Rusia-Ukraina
dan Israel-Palestina telah mengganggu supply chain/rantai pasok pangan dan energi global,
menyebabkan kenaikan harga pangan dan energi yang signifikan. Selama ini bahan baku
pupuk diimpor dari Rusia dan India, akan tetapi akibat adanya perang maka mengganggu
kebutuhan dalam negeri. Tentunya Kabupaten Banjar telah mengembangkan berbagai
upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan, seperti penyediaan pupuk bersubsidi,
pembangunan infrastruktur dan pengembangan kawasan pertanian, meskipun masih
sangat ketergantungan dari impor.

2. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang masih perlu didorong dengan
optimal
Perkembangan isu tersebut dapat diketahui dari perkembangan Permasalahan pokok yang
dihadapi sebagai berikut :

— Angka Rata-Rata lama Sekolah masih rendah karena banyak peserta didik yang setelah lulus
sekolah dasar atau sekolah menengah pertama langsung masuk pondok pesantren yang
tidak menyelenggarakan pendidikan formal.

Masih memerlukan perhatian, Rata-Rata Lama Sekolah pada tahun 2023 sebesar 7.94 tahun
atau setara kelas 2 SMP, terjadi peningkatan yang cukup baik sebesar 0.23 poin dari tahun
2022 akan tetapi angka tersebut masih di bawah Provinsi dan Nasional.

- Masih banyak sarana dan prasarana sekolah yang kurang memadai seperti ruang kelas,
toilet, meja dan kursi siswa.

— Angka kematian ibu, Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Neonatal masih tinggi;
Masih memerlukan perhatian, Tahun 2023 Masih adanya angka kematian ibu dengan
144,79/100.000 KH (13 kasus) yang disebabkan karena pendarahan, infeksi, eklamsi dan
lain-lain, serta kunjungan K-4 masih belum maksimal (89,77%). Sampai dengan Bulan Mei
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Tahun 2024 Angka Kasus Kematian Ibu sudah Mencapai 11 Kasus, Angka Kematian Bayi
terjadi sebanyak 8 Kasus, dan Angka Kematian Neonatal sebanyak 50 Kasus.

— PHBS perlu ditingkatkan;
Masih ada masyarakat yang BAB di sungai

— Stunting masih di angka 30,1 di tahun 2023 berdasarkan hasil Survey Status Gizi Indonesia
(SSGI) dari Survey Kesehatan Indonesia (SKI).
Masih harus membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah untuk percepatan
penurunan angka prevalansi stunting di Kabupaten Banjar. Berdasarkan data Aplikasi
Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat atau yang disebut e-PPGBM yang
dilakukan Intervensi Serentak Percepatan Penurunan Stunting di Bulan Juni tahun 2024
dengan Penarikan Data tanggal 05 Juli 2024 Kabupaten Banjar dengan nilai D/S atau
kunjungan ke Posyandu sebesar 95,56% menunjukan angka Kondisi Stunting sebesar
24,44%. Dimana angka tersebut masih tinggi dari target nasional sebesar 14%.

— Masih ada masyarakat yang Buang Air Besar di sungai serta kurangnya pemahaman
masyarakat terkait pentingnya kesehatan lingkungan.

— Kepesertaan Jaminan Sosial ideal 95% dari jumlah penduduk.
Pada Tahun 2023 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan sudah cukup baik, yaitu di
angka 96,20 persen (548.661 jiwa) dari target UHC 98 persen. Status 1 Juni 2024 Status
Kepesertaan Jaminan Kesehatan sudah mencapai 97,97 persen (575.115 jiwa).

— ODF masih cukup tinggi;
Masih memerlukan perhatian, Masih ada masyarakat yang BAB di sungai. Sehingga cakupan
Desa ODF Kabupaten Banjar Belum maksimal. Untuk capaian persentase Desa ODF per Juni
2024 berada di angka 83,4%.

— Fasilitas Pelayanan Kesehatan belum optimal
Masih perlu peningkatan, Jumlah pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) induk di
Kabupaten Banjar sebanyak 25 buah dengan rincian 4 buah puskesmas dengan layanan
rawat inap dan 21 buah tanpa layanan rawat inap. Kabupaten Banjar juga masih belum
memiliki Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit Tipe D serta beberapa Puskesmas mengalam
Overload pasien dengan cakupan wilayah dan penduduk yang besar seperti Puskesmas
Martapura 1 serta Puskesmas Gambut.

— Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Masih memerlukan perhatian, pada tahun 2022, jumlah perempuan sebagai korban
kekerasan terhadap perempuan sebanyak 18 kasus dengan bentuk kekerasan berupa fisik
psikis, seksualitas, penelantaran dan lainnya. Sedangkan Pada tahun 2023, menunjukkan
kenalkan dimana terjadi kekerasan terhadap perempuan sebanyak 25 kasus. Dari semua
Kasus tersebut telah dilakukan pendampingan oleh SKPD teknis

— Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) masih Rendah
Sudah mengalami peningkatan, Pada Tahun 2023 terjadi peningkatan menjadi 80,86
dibanding tahun 2022 sebesar 80.84.

3. Pembangunan infrastruktur ekonomi yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan
infrastruktur layanan dasar yang memenuhi kebutuhan pelayanan dasar dan pengelolaan
lingkungan belum terpenuhi secara optimal

Perkembangan isu tersebut dapat diketahui dari perkembangan Permasalahan pokok
yang dihadapi sebagai berikut :
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— Masih terdapat backlog terhadap pemenuhan kebutuhan layanan dasar, seperti rumah layak
huni, air bersih, air limbah, dan lainnya.

Masih ada rumah tidak layak huni. Untuk jumlah total Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang
sudah ditangani Pemerintah Kabupaten Banjar, baik melalui APBD, DAK, maupun program
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), hingga 2023 lalu berjumlah 7.650 unit di 20
kecamatan. Kabupaten Banjar mendapatkan program BSPS dari tahun 2012 hingga 2022.
Sedangkan untuk DAK didapatkan di tahun 2017, 2019, 2020, dan terakhir di 2021. Dari
data terakhir, untuk pemenuhan perumahan di Kabupaten Banjar didapatkan perhitungan
backlog hunian rumah sebesar 10.958 unit. Kegiatan RTLH pada tahun 2023 hanya
dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saja, yakni sebanyak
15 unit yang akan ditangani. Karena di tahun ini untuk Kabupaten Banjar masih belum tahu
apakah akan kembali mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) seperti di tahun
sebelumnya. Karena harga bahan bangunan setiap tahun mengalami kenaikan, maka
Pemerintah Kabupaten Banjar mengusulkan pagu anggaran sebesar Rp27.000.000 untuk
satu unit. Besaran usulan ini tentunya juga mengacu kepada anggaran DAK di tahun
sebelumnya.

Capaian Air Minum hingga tahun 2023 berdasarkan data Dinas PUPRP adalah 86,94%. Dari
20 Kecamatan hanya 16 Kecamatan yang dapat dijangkau oleh layanan perpipaan PTAM,
beberapa daerah tidak optimal karena terbatasnya infrastruktur PTAM dan di beberapa
wilayah kesadaran masyarakat untuk menggunakan layanan PTAM masih rendah serta
terkendala dengan biaya

Capaian akses sanitasi juga masih kurang memuaskan. Meskipun pada 2023 akses sanitasi
layak sudah 84,95%, namun capaian akses sanitasi aman masih sekitar 9,55%.

— Kemantapan jalan, baik jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten , maupun jalan poros

desa belum tertangani secara optimal.
Tingkat Kemantapan Jalan pada Tahun 2021 sebesar 71,74%, pada tahun 2022 menurun
menjadi 69,22 % dan pada tahun 2023 meningkat lagi menjadi 75,72%. Elevasi badan jalan
pada beberapa ruas jalan yang berada di bawah permukaan air tertinggi lingkungan
sekitarnya, yang menyebabkan terendamnya badan jalan tersebut secara rutin sehingga
mempercepat kerusakan badan jalan.

— Pengelolaan sektor persampahan yang belum dilakukan secara komprehensif dengan

mengoptimalkan sinergitas dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
Timbunan Sampah yang makin meningkat, disebabkan sarana prasarana armada
persampahan yang belum memadai dan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap
perilaku membuang sampah sembarangan dan belum melakukan pemilahan. Persentase
penanganan sampah masih sebesar 61,57% (2023).

— Pengelolaan kebencanaan daerah yang belum dilakukan secara holistik dengan
mengoptimalkan kolaborasi dan sinergitas antar pemangku kepentingan, baik itu antar
lembaga pemerintah, maupun antara pemerintah dengan masyarakat/komunitas.
Ancaman Bencana Banjir dan Kebakaran Hutan, Bencana banjir mengancam pada saat
musim hujan dengan intensitas tinggi pada bulan Desember, Januari dan Maret, hampir
setiap tahun selalu ada wilayah yang terkena banjir terutama di dekat bantaran sungai
Martapura. Pada musim kemarau bencana yang mengancam adalah kebakaran hutan dan
lahan. Ancaman Bencana Banjir dan Kebakaran Hutan, Berdasarkan Dokumen Rencana
Kontijensi Banjir dari 20 Kecamatan terdapat 14 Kecamatan yang memiliki resiko banjir
tinggi. Dari hasil informasi BMKG tentang potensi banjir pada tahun 2022 - 2023 secara
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Umum Potensi Banjir di Kabupaten Banjar bisa terjadi kapan saja dampak umum banjir
umumnya adalah Banjir sungai. Bencana banjir mengancam pada saat musim hujan dengan
intensitas tinggi pada bulan Desember, Januari dan Maret, hampir setiap tahun selalu ada
wilayah yang terkena banjir terutama di dekat bantaran sungai martapura. Pada musim
kemarau bencana yang mengancam adalah kebakaran hutan dan lahan

— Upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup belum dilakukan secara optimal, baik

dari aspek kualitas air, kualitas udara, maupun tutupan lahan.
Indeks kualitas Air Masih Rendah. Kategori Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Banjar hasil
perhitungan menggunakan aplikasi IKLH diperoleh angka IKA sebesar 58,80 (SEDANG,
angka rentang 50 < x < 70), sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Perlu dilakukan
usaha untuk meningkatkan kualitas air di Kabupaten Banjar, selain perlunya penanganan
kandungan bahan kimia dan logam berat berbahaya dari aktivitas pertambangan, pertanian,
perikanan ataupun industri rumah tangga juga adanya pencemar berupa bakteri dari hasil
pembuangan limbah organik manusia.

— Upaya pengendalian lingkungan akibat perubahan iklim belum optimal dilaksanakan.
Masih terbatasnya ruang terbuka hijau (RTH) cakupan saat ini hanya 2%, tantangan terbesar
salah satunya adalah besarnya anggaran untuk pembebasan lahan di kawasan permukiman
perkotaan yang sangat padat.

— Penyediaan Angkutan Umum Masih Rendah
Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar telah
mengusulkan perpanjangan jalur Bus Rapid Transit (BRT) Banjarbakula hingga masuk ke
area Pondok Pesantren Darussalam. Diharapkan dengan adanya jalur baru ini, menjadi
alternatif pilihan bagi masyarakat untuk menggunakan angkutan umum yang disediakan.
Data terakhir (2023) menunjukkan angkutan umum yang beroperasi hanya sebesar 52,28%.

4. Penguatan karakter agamis, dan kehidupan masyarakat yang demokratis masih perlu
didorong dan ditingkatkan
Perkembangan isu tersebut dapat diketahui dari perkembangan Permasalahan pokok yang
dihadapi sebagai berikut :
— Adanya Kasus HIV / AIDS
Kasus HIV/AIDS di Kabupaten Banjar menunjukkan trend peningkatan setiap tahun, pada
tahun 2022 sebanyak 81 kasus dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 96 kasus. Dari 96
kasus meninggal 12 orang /kasus baru dan lama.
— Meningkatnya Kasus Napza
Masih terjadinya kasus penyalahgunaan Napza . Pada tahun 2022 terdapat 28 kasus dan
pada tahun 2023 meningkat menjadi 38 kasus.
— Masih Tingginya kriminalitas di Kabupaten Banjar. Pada tahun 2023 terdapat 809 kasus
tindak pidana.

5. Penyelenggaraan kepemerintahan yang amanah, baik dan bersih belum dilaksanakan secara
optimal
Perkembangan isu tersebut dapat diketahui dari perkembangan Permasalahan pokok yang
dihadapi sebagai berikut :
— Indeks SPBE masih rendah
— Nilai indeks SPBE sudah menunjukkan perbaikan 2.64
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— Masih terdapat desa yang belum terkoneksi internet karena aspek geografis, yaitu 22 desa
di 9 kecamatan

— Kesadaran penduduk untuk mengurus dokumen kependudukan rendah;
Masih ada penduduk yang belum memiliki dokumen kependudukan yang lengkap

— Pelayanan publik yang belum optimal dan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang
belum maksimal.
Sudah menunjukkan perbaikan, Selain Mal Pelayanan Publik juga di buka 2 (dua) plaza
pelayanan publik yakni di Kec simpang empat dan di kecamatan Gambut

— Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah yang belum optimal.
Masih memerlukan perhatian, Nilai Sakip ptidak mengalami kenaikan yang signifikan

I1.3.  Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 sampai
dengan Triwulan Il

Evaluasi hasil RKPD Tahun 2024 dilakukan melalui telaahan terhadap hasil evaluasi status
dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi
pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024 sampai dengan bulan Mei triwulan
kedua. Berdasarkan hasil evaluasi, rata-rata capaian kinerja SKPD adalah 33,06% atau masuk
kategori sedang, sedangkan rata-rata realisasi keuangan sebesar 31,03%, atau kategori sedang.
Secara rinci, capaian kinerja dan realisasi keuangan SKPD dapat dilihat pada lampiran Perubahan
RKPD ini, Kesimpulan dari evaluasi terhadap hasil RKPD Kab. Banjar sebagai beriikut :
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Tabel II. 2. Formulir Kesimpulan Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kabupaten Banjar Triwulan Il Tahun 2024

Rata-Rata Tingkat

Predikat Tingkat

No. SKPD Capaian RKPD (%) Capaian RKPD Faktor Penghambat Faktor Pendorong
Keuangan | Kinerja | Keuangan | Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8
1 | BADAN KEPEGAWAIAN 23,68 28,19 SR R 1. belum siapnya aplikasi dari BKN 1. Adanya Database Non ASN dan ASN
DAN PENGEMBANGAN 2. Penyesuaian peta jabatan yang belum fix 2. Adanya Rakor dan Bimtek Penyusunan
SUMBER DAYA 3. Rincian formasi jabatan teknis yang belum | Kebutuhan ASN Tahun 2024
MANUSIA terinventarisir 3. Koordinasi yang baik dengan PD di
4. simpeg yang masih belum bisa diakses Lingkungan Pemkab Banjar
sehingga menghambat mencari Data 4. sarana dan prasarana yang
Pegawai Yang Memasuki Batas Usia Pensiun | mendukung’
5. Dokumen yang tidak sesuai persyaratan 5. Jaringan internet yang memadai
6. Server yang tidak stabil 6. Konsultasi dengan Wilker Kanreg VIII
7. Perbedaan cara perhitungan masa kerja BKN
golongan dan masa kerja pensiun 7. Koordinasi dg peserta pelatihan dan
8. Ketidaksesuaian data kepegawaian dengan | dukungan dari pimpinan berjalan dengan
aplikasi SIASN baik
'9. adanya perubahan tema pengembangan 8. Keputusan Bupati Banjar Nomor
kompetensi dari rencana awal 188.45/188/KUM/2022 Tahun 2022
Belum tersusunnya rencana kebutuhan diklat | tentang Pembentukan Tim Pemantauan,
10. sebagian pelaksanaan sub kegiatan baru | Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan
akan dimulai pada triwulan 1l Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Banjar
2 | BADAN KESATUAN 66,31 45,68 ST ST 1. Tidak ada kendala pada saat sosialisasi 1. kerjasama yang sangat baik dengan

BANGSA DAN POLITIK

pemilih pemula

‘2. terkait pencairan hibah, Kodim 1006
Banjar belum merupakan Satker maka

pengelolaan harus dibawah Korem 101
Antasari.

perangkat daerah dan perangkat desa
dalam menyelenggarakan sosialisasi di
luar bakesbangpol

2. tersedianya SDM

3. adanya komitmen pimpinan
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Rata-Rata Tingkat

Predikat Tingkat

No. SKPD Capaian RKPD (%) Capaian RKPD Faktor Penghambat Faktor Pendorong
Keuangan | Kinerja | Keuangan | Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8
3 | BADAN 28,92 44,84 R T Nilai realisasi Indeks Peningkatan Efektivitas 1. Kerjasama dan koordinasi yang baik
PENANGGULANGAN Pencegahan dan Mitigasi Bencana, Indeks antar unit kerja diinternal BPBD.
BENCANA DAERAH pengembangan sistem pemulihan bencana, 2. Adanya komitmen yang tinggi dari

dan Indeks perkuatan kesiapsiagaan dan
penanganan Darurat Bencan akan
didapatkan pada Triwulan IV, namun telah
dilakukan aktivitas untuk pencapaiannya.

masing-masing pengampu kinerja untuk
bersama-sama mencapai target kinerja
BPBD, yang ditandai dengan
penandatangan komitmen bersama
pencapaian target kinerja.

3. Adanya jadwal pelaksanaan rakor
perhitungan IKD yang telah direncanakan
pada tahun ini.

4. Fasilitas penunjang kerja yang cukup
memadai.

5. Dukungan dan komitmen instansi dan
stakeholder terkait terhadap terwujudnya
ketangguhan ketahanan/kapasitas daerah
dari ancaman bencana.

6. Telah melakukan tahapan untuk
menunjang penilaian indikator program
diantaranya telah melakukan
penyebarluasan informasi dan kegiatan
Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di 2
lokasi yang terdiri dari Desa Pingaran Ulu
Kecamatan Astambul dan Desa Tangkas
Kecamatan Martapura Barat pada
kegiatan Sosialisasi, Komunikasi,
Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan
Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis
Ancaman Bencana)
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Rata-Rata Tingkat

Predikat Tingkat

No. SKPD Capaian RKPD (%) Capaian RKPD Faktor Penghambat Faktor Pendorong
Keuangan | Kinerja | Keuangan | Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8
4 | BADAN PENGELOLAAN 48,00 43,78 ST T 1. Wajib Pajak yang datanya tidak ada 1. Adanya dukungan dari pimpinan
KEUANGAN, atapaun pindah menjadi hambatan dalam 2. Adanya Aplikasi Zona Nllai Tanah (ZNT)

PENDAPATAN DAN
ASET DAERAH

proses peningkatan PAD

2. Masih perlunya peningkatan partisipasi
bagi wajib pajak

3. Adanya beberapa perubahan pelaku usaha
yang tidak melaporkan kegiatan usaha
sehingga masih tercatat sebagai wajib pajak
lama

4. Wajib Pajak banyak yang tidak berdomisili
di tempat objek pajak berada

5.. Data wajib pajak masih data lama (KPP
Pratama)

6. Aplikasi penatausahaan yang masih dalam
tahap pengembangan baik dari data
pengeluaran dan data penerimaan

7. Pengurus Barang kurang cermat dan teliti
dalam penghimpunan data terkait
penambahan dan pengurangan BMD;

3. Penggunaan Pos pemantau MBLB

4. Koordinasi dengan pendapatan Rumah
Sakit Daerah

5.Sinergitas dan solidaritas Tim dalam
meningkatkan PAD

6.Peran aktif desa dalam kegiatan
updating data objek dan subjek pajak
7.Dukungan aplikasi pengelolaan
pendapatan beserta pendampingnya
telah bisa dimanfaatkan

8.Kenaikan pembayaran pajak melalui
transaksi non tunai sebesar 25,7%
9.Koordinasi yang bagus antara Bidang
Perbendaharaan dan SKPD

10. Penyampaian Laporan BMD SKPD
tepat waktuy;
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Rata-Rata Tingkat Predikat Tingkat

SKPD Capaian RKPD (%) Capaian RKPD Faktor Penghambat Faktor Pendorong
Keuangan | Kinerja | Keuangan | Kinerja
2 3 4 5 6 7 8

BADAN 19,54 21,91 SR SR 1. adanya perubahan SIPD ke SIPD Rl dan 1. Koordinasi yang baik, antara SKPD,

PERENCANAAN perubahan kebijakan dalam dokumen bidang mitra sehingga proses

PEMBANGUNAN perencanaan sehingga perlu penyesuaian perencanaan daerah bisa berjalan sesuai

DAERAH, PENELITIAN waktu kembali jadwal

DAN PENGEMBANGAN 2. inkonsistensi antar dokumen perencanaan | 2. Adanya dokumen perencanaan jangka
3. Kurangnya data dan informasi yang akura | menengah yang menjadi acuan dalam
4. Jadwal pelaksanaan kegiatan yang penyusunan perencanaan tahunan
berbenturan dengan dengan penyusunan 3. sinergisitas antara SKPD mitra dan
dokumen perencanaan dan pelaporan internal bidang yang koordinatif dan

5. Terjadinya mutasi jabatan pada SKPD mitra | responsif
yang cukup banyak ,khususnya pada subbag | 4. Koordinasi dan kerjasama yang baik

perencanaan sehingga beberapa harus intern bidang
melakukan koordinasi dan pendampingan 5. Koordinasi dan kerjasama yang baik
dari awal kembali. dengan SKPD mitra bidang sektor

Bappedalitbang, lintas SKPD dan
stakeholder lainnya.

6. Prasarana dan sarana yang memadai
untuk kelancaran pelaksanaan tugas
bidang pemerintahan dan pembangunan
manusia
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Rata-Rata Tingkat

Predikat Tingkat

No. SKPD Capaian RKPD (%) Capaian RKPD Faktor Penghambat Faktor Pendorong
Keuangan | Kinerja | Keuangan | Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8
6 | DINAS KEBUDAYAAN, 25,52 23,79 R SR 1. Data dukung yg kurang dalam upaya 1.Koordinasi yang baik dan support

KEPEMUDAAN, OLAH
RAGA DAN
PARIWISATA

untuk meregistrasi dan mengidentifikasi
WBTB

2. Belum ada pemberitahuan pendaftaran
WABTB dari provinsi, sehingga penyampaian
dokumen pendaftaran WBTB belum dapat
terealisasikan

3. Hasil POPDA 2024 Kabupaten Banjar
berada diperingkat 4, mendapatkan 3 emas
10 perak dan 13 perunggu dengan total 26
medali

pimpinan terhadap pelaksaan kegiatan
2.Koordinasi yang baik dengan pengelola
destinasi untuk kegiatan yang akan
dilaksanakan

3. Terdapanya SDM

4.Terdapatnya WBTB yang diidentifikasi
dan sudah diregistrasi menjadi WBTB
Nasional

5.Tersedianya anggaran untuk Pembinaan
olahraga pelajar dan olahraga rekreasi
untuk latihan rutin maupun pemusatan
latihan dalam menghadapi event tahunan
seperti Kejuaraan Provinsi Daerah
6.Pelaksanaan Pekan Olahraga Daerah
Tingkat Provinsi (POPDA) dan Festival
Olahraga Rekreasi Daerah Tingkat
Provinsi (FOPDA) tahun 2024
mendapatkan hasil yang maksimal

7. antusiasme peserta untuk mengikuti
pelatihan ekonomi kreatif
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Rata-Rata Tingkat Predikat Tingkat

SKPD Capaian RKPD (%) Capaian RKPD Faktor Penghambat Faktor Pendorong
Keuangan | Kinerja | Keuangan | Kinerja
2 3 4 5 6 7 8

DINAS 38,45 52,29 T T 1. Jumlah wajib KTP yang dinamis (selalu 1. Dengan adanya aplikasi STAR BANJAR

KEPENDUDUKAN DAN bertambah setiap tahun nya) memudahkan masyrakat khususnya

PENCATATAN SIPIL 2. Blanko KTP-el yang tidak bisa diadakan wilayah Kab Banjar dalam mendapatkan
oleh Daerah sehingga seringkali sisa blanko pelayanan Administrasi Kependudukan
KTP yang tersedia tidak mencukupi sesuai secara online
kebutuhan sehingga harus menunggu 2. Adanya peraturan perundang-
blanko KTP dari pusat undangan sebagai dasar untuk pelayanan
3. Jumlah operator yang masih belum kependudukan
mencukupi dibandingkan cakupan wilayah 3. Pelayanan jemput bola administrasi
dan penduduk yang ada di Kab Banjar. kependudukan yang dilakukan secara
4. Tidak seperti KTP-el, KIA masih belum langsung ke Desa dan Kelurahan di
dirasakan manfaatnya dalam berbagai hal Kabupaten Banjar
khusus nya dalam mendapatkan pelayanan 4.Pelayanan pencatatan sipil dilakukan

publik mendasar. beberapa kebijakan untuk | secara langsung di 6 (enam) titik layanan,
pemanfaatan KIA melalu kerja sama dengan | yaitu di Kantor Induk, Mall Pelayanan
berbagai pihak seperti penyedia jasa hiburan | Publik, UPT Gambut, UPT Mataraman,

dn rekreasi hanya bersifat sektoral. Plaza Simpang Empat, Plaza Gambut,

5. KIA tidak memiliki daya paksa seperti KTp- | sehingga memberi kemudahan bagi

el sehingga masyarakat masih belum merasa | masyarakat untuk meakses layanan
wajib memiliki KIA . secara langsung

6.Pelaksanaan Pelayanan Jempol pelanduk 5.Dengan adanya aplikasi STAR BANJAR
dan penyisiran Akta belum maksimal karena | memudahkan masyrakat khususnya

Pelayanan difokuskan untuk Identitas wilayah Kab Banjar dalam mendapatkan
Kependudukan Digital.194 pelayanan Administrasi Kependudukan
7.sosialisasi pencatatan sipil dan pelayanan secara online

door to door masih belum dilaksanakan 6. Pengetahuan pegawai tentang

peraturan-peraturan terkait pelaksanaan
pelayanan (UU, PP, Permendagri, dan
lainnya

7. Dengan adanya aplikasi STAR BANJAR
memudahkan masyrakat khususnya
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Rata-Rata Tingkat

Predikat Tingkat

No. SKPD Capaian RKPD (%) Capaian RKPD Faktor Penghambat Faktor Pendorong
Keuangan | Kinerja | Keuangan | Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8

wilayah Kab Banjar dalam mendapatkan
pelayanan Administrasi Kependudukan
secara online
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Rata-Rata Tingkat

Predikat Tingkat

No. SKPD Capaian RKPD (%) Capaian RKPD Faktor Penghambat Faktor Pendorong
Keuangan | Kinerja | Keuangan | Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8
8 | DINAS KESEHATAN 28,35 44,86 R T 1. akreditasi akan dilakukan 5 tahun sekali jd | 1. semua pkm sdah dilakukan survei
akan di re akreditasi Ig pada tahun 2028 akreditasi pada tahun 2023
2. Terjadi kekosongan salah satu tenaga 2.Di setujuinya penambahan tenaga
kesehatan profesi dokter d puskesmas dokter dari kementerian Kesehatan RI
melalui Program Nusantara Sehat utk
PKM sungai pinang tsb namun saat ini
masih dalam tahap seleksi nasional
9 | DINAS KETAHANAN 23,82 20,34 SR SR 1. Belum adanya koordinasi penyuluh dan 1. Telah dibuat rekapitulasi calon

PANGAN DAN
PERIKANAN

pembudidaya ikan yang menerima bantuan
2. Cuaca yang sering hujan sehingga
meyebabkan volume air menjadi tidak
terkontrol

3. Kurangnya Informasi layanan Kesehatan
Ikan dan lingkungan serta kesadaran
pembudidaya ikan untuk memeriksakan
kondisi lingkungan budidaya perikanannya.
4. Belum ada Feedback dari penyuluh
maupun pembudidaya ikan untuk kegiatan
pembinaan

5. Belum adanya enumerator kabupaten

6. Kurangnya minat masyarakat konsumsi
hasil perikanan

7. Laporan produksi dari Unit Pengolahan
Ikan (UPI) yang terlambat

8. Pembangunan aplikasi perlu penyesuaian
dengan keperluan Daerah dan Nasional

kelompok pembudidaya ikan dimana
sasaran TDPIK adalah anggota
POKDAKAN

2. Telah dilakukan koordinasi dengan
penyuluh lokasi (Desa) yang mengusulkan
POKDAKAN

3. Kerjasama dengan unit terkait

4. Tersedisanya data Pembudidaya lkan
5. Koordinasi yang baik antar bidang

6. adanya penyuluh dan Pengawas
Perikanan

7.Tersedianya sarana dan prasarana
peralatan kantor

8. Adanya kerjasama yang baik antara
pihak terkait

9. tersedianya data laporan produksi UPI
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No. SKPD Capaian RKPD (%) Capaian RKPD Faktor Penghambat Faktor Pendorong
Keuangan | Kinerja | Keuangan | Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8
10 | DINAS KOMUNIKASI 53,67 42,55 ST T 1.Penentuan waktu pelaksanaan Kegiatan 1. koordinasi dengan PD terkait
DAN INFORMATIKA, yang masih dalam tahap koordinasi 2.kerja tim yang baik
STATISTIK DAN 2.kurangnya SDM jurnalistik 3. dukungan pimpinan dan koordinasi
PERSANDIAN 3. Kurangnya sarana dan prasarana yang baik dengan staf
pendukung kegiatan 4. terkoneksinya internet antar SKPD
4. Belum tersedianya dokumen Arsitektur Kab.Banjar
dan Peta Rencana SPBES.
5. dokumen proses bisnis Belum ada
6.Terbatasnya tenaga programmer
7. Terbatasnya jumlah programmer
8. Kurangnya pengetahuan serta kurangnya
SDM tentang keamanan informasi
11 | DINAS KOPERAS], 27,80 16,99 R SR 1. Belum meratanya potensi usaha mikro 1. Dukungan, kerjasama dan support

USAHA MIKRO,
PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN

masing-masing daerah

2. Kurangnya inovasi dalam industri
sehingga produk sulit bersaing pada
permintaan pasar yang berubah-ubah.

3. kurangnya investasi dalam pengembangan
produk dan proses baru.

4. Pasar yang Terbatas

5. Ketidakstabilan Ekonomi dan Kebijakan:

6. Cuaca yang ekstrim menyebabkan gagal
panen dan berpotensi pada ketersediaan dan
distribusi barang kebutuhan pokok dan akan
mempengaruhi harga

pemerintah daerah dalam pelaksanaan
kegiatan
2.Tersedianya sarana transportasi
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12 | DINAS PEKERJAAN 7,71 25,65 SR R 1. Proses administrasi yg memerlukan sedikit | 1. Tersedianya Angaran Perencanaan Dan

UMUM, PENATAAN
RUANG DAN
PERTANAHAN

waktu karena harus berkoordinas antar 2
dinas

2. kondisi cuaca yang tidak bisa diprediksi

3. pekerjaan fisik Sistem Pengelolaan Air
Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan
dan Dipeliharaakan dilaksanakan pada
triwulan 3

4. realisasi Rumah Tangga yang Memiliki
Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan
Standar akan terpasang pada triwulan 4

5. Masih dalam tahap perencanaan untuk
sub kegiatan pembangunan, peningkatan
dan rehabilitasi saluran drainase
berkurangnya SDM

Banyak saluran yang tertutup plat beton atau
rumah kediaman tanpa ada manhole,
Armada angkut sering mengalami kerusakan
6. Dalam proses penyusunan produk hukum
daerah khususnya produk hukum daerah
tentang penataan ruang diperlukan
koordinasi dengan kementerian terkait sesuai
dengan dengan Peraturan Menteri Agraria
dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Pembuatan Persub dan Revisi RTRW dan
RDTR.

Belum tersedianya NSPK dari turunan PP 21
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
terkait aturan lebih lanjut dalam penentuan
kesesuaian pemanfaatan ruang

Konsultan Perencanaan

2. pelaksanaan persiapan pengadaan
barang/jasa dapat dilaksanakan sesuai
rencana

3. Tersedianya sarana dan prasarana alat
berat yang mendukung pelaksanaan
pekerjaan di lapangan

4. Dukungan dari

- Tim Air Minum,

- Tim fasilitator Air Minum,

- Pokja PKP,

- Kontraktor dan konsultan

5. Tersedianya anggaran Operasional dan
pemeliharaan, pembangunan,
peningkatan dan rehabilitasi saluran
drainase

6. 'Tersedianya produk hukum daerah
berupa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun
2021 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2021-
2041 sebagai dasar peraturan untuk
kegiatan penyelenggaraan penataan
ruang untuk pengaturan, pembinaan dan
pelaksanaan
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13 | DINAS PEMADAM 33,77 48,79 S T 1. Lokasi kejadian yang jauh memerlukan 1. kesiapsiagaan petugas piket setiap
KEBAKARAN DAN waktu yang lebih lama untuk sampai kelokasi | harinya
PENYELAMATAN 2. medan yang tidak selalu bagus dilewati 2. adanya koordinasi yang baik dalam
unit kerja dan pihak penyedia
14 | DINAS 41,95 26,75 T R 1. belum ada peraturan yang mengatur 1. adanya dukungan pimpinan
PEMBERDAYAAN tentang pembangunan kawasan pedesaan 2. 'Koordinasi yang baik dengan Tim
MASYARAKAT DAN 2. masih ada Bumdes yang masih sulit untuk | 3. semua desa sudah ada potensi desa
DESA melakukan kerjasama dengan pihak ketiga
3. masih banyak aparat desa yang belum
memahami tentang administrasi
pemerintahan
15 | DINAS PENANAMAN 31,84 30,84 R R 1. Sarana dan prasarana yang belum 1. Komitmen Pimpinan untuk perbaikan

MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

maksimal

2. Aplikasi mandiri (Si-Ari) yang masih
bermasalah dan tahap perbaikan

3. Regulasi dari pemerintah pusat yang
masih belum mengakamodir dengan
pelaksanaan kegiatan dilapangan

layanan

2. Tersedianya tempat khusus untuk
pelayanan konsultasi

3. SDM yang kompeten

4. Koordinasi yang baik dengan SKPD
Teknis

5.Terlaksananya tahapan rapat
pembahasan rancangan PERDA sesuai
tahapan jadwal yg sdh ditetapkan.
6.Harmonisasi dan Sinkronisasi rancangan
PERDA ke Kanwil Kemenkum HAM, Biro
Hukum Setda Prov Kalsel dan Bagian
Hukum Setda Kabupaten Banjar berjalan
dengan baik.
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16 | DINAS PENDIDIKAN 27,24 16,90 R SR 1. Angka Realisasi akan didapat setelah 1. adanya koordinasi terkait data dengan
tersedia data kependudukan semester 1 pihak-pihak pemberi data yang akan
tahun 2024 menjadi catatan untuk pekerjaan
2. Ketidaksesuaian antara latar belakang selanjutnya
pendidikan guru dengan mata pelajaran 2. Lulusan PPPK yang saat ini sudah
yang diajar mewajibkan linearitas antara mata
3. 'Rapat mutasi guru untuk pemerataan pelajaran yang diampu dengan
pendidik sudah dilaksanakan tetapi untuk pendidikan membuat guru semakin
Surat Keputusan belum terbit banyak terpenuhi kebutuhan untuk
4. Adanya mutasi dan promosi guru yang mengajar
menjadi pengawas sekolah 3. Kebutuhan Guru dan Siswa Paud yang
5. Adanya guru yang memasuki masa sudah terpenuhi sesuai aturan yang
pensiun berlaku
6. Belum mendapatkan guru tambahan
Latar belakang pendidikan tenaga
pendidikan masih ada yang rendah

17 | DINAS PERHUBUNGAN 32,55 31,58 S R tersedianya data dan informasi Kekurang SDM yang kompeten
adanya komitmen dan koordinasi yang baik

18 | DINAS PERPUSTAKAAN 30,69 39,84 R T 1. terdapat beberapa perpustakaan yang 1. adanya koordinasi dengan petugas

DAN KEARSIPAN

belum dan tidak melaporkan mengenai data
perpustakaannya seperti jumlah pengelola
perpustakaan, jumlah pengunjung dan
jumlah koleksi perpustakaan

2. Belum dilaksanakannya survey kepuasan
masyarakat

survey
2.Adanya bantuan dari Dinas Pendidikan
terkait pemenuhan data perpustakaan
sekolah, ada beberapa perpustakaan
yang memiliki komitmen kuat ingin
memajukan pengelolaan
perpustakaannya
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Keuangan | Kinerja | Keuangan | Kinerja
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19 | DINAS PERTANIAN 31,22 25,70 R R 1,Kurangnyasarana dan prasarana untuk 1. Adanya bantuan dari APBD Provinsi

pertanian, peternakan dan perkebunan

2. kurangnya pengetahuan

peternak untuk meningkatkan Produksi,
Benih/Bibit Ternak Unggas

3. Keadaan cuaca terkadang kurang
mendukung, sehingga terdapat perubahan
jadwal pelaksanaan

4. Keterlambatan droping bantuan benih
padi unggul dari provinsi, sehingga terjadi
perubahan jadwal tanam dari petani

3. Kurang optimalnya pengawasan dari
penyuluh setempat terkait alat dan mesin
pertanian yang sudah di hibahkan ke
kelompok tani

4. Ketidakluarsaan badan hukum dari
beberapa kelompok tani, sehingga terdapat
kendala dalam pemberian bantuan hibah
kepada kelompok tani

5. Kurangnya minat petani untuk mengurus
badan hukum karena terkendala biaya
administrasi pembentukan badan hukum
kelompok tani

6. Peraturan/JuKNIS yang selalu berubah-
berubah dari Kementerian Pertanian
mengenai sistematika penyaluran pupuk
bersubsidi

7. Belum adanya aturan tetap kepada pihak
peminjam (UPJA, Gapoktan dan Poktan)
mengenai klasifikasi pemisahan alat-alat
berat (combine, traktor roda 4) dengan alat

2. Adanya koordinasi denga Provinsi

3. Adanya koordinasi dengan penyuluh
4. Adanya penambahan
kouta/pengalokasian pupuk dari arahan
Presiden dan Kementerian Pertaniian

5. Adanya anggaran verifikasi lapangan
dan monitoring pemanfaatan alat dan
mesin pertanian di Kabupaten Banjar

7. Tersedianya anggaran untuk pembelian
suku cadang, plumas dan BMM untuk
alatdan mesin pertanian

8. Tersedianya Sumber Daya Manusia
Penyuluh

9. Adanya dukungan dari pimpinan

4. Adanya target nasional terhadap
penyuluh mengenai peningkatan skor
kelas sebanyak 5 kelompok tani untuk 1
penyuluh
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kecil (handspyaer dan alkon robin besin 3 in)
dan alat menengahnya (power thresher, con
shiler dan pompa disel 4 in)

11. Tidak adanya biaya upah perbengkelan
perbaikan alat dan mesin pertanian
12.kreatifitas untuk olahan yang di
kembangkan belum banyak

13. Jumlah poktan yang ada belum
sebandingan dengan jumlah penyuluh di
Kabupaten Banjar, misal terdapat 1 penyuluh
membina poktan lebih dari 8 poktan, ada
beberapa penyuluh merangkap WKPP, masih
terdapat beberapa petani merakap petugas
lainnya seperti petugas korbal, supervisi,
admin SIMLUHTAN, PUMK, Matri Tani
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20 | DINAS PERUMAHAN 29,18 26,51 R R 1. kurangnya SDM untuk Proses pematauan 1. Kerjasama tim yang baik dan
RAKYAT, KAWASAN 2. Masyarakat masih minim pengetahuan pelaksanaan sesuai SOP
PERMUKIMAN DAN dalam pengelolaan sampah 2. Masyarakat Aktif dalam mengurangi
LINGKUNGAN HIDUP 3. menunggu Ekspose hasil final Target IKLH | sampah dari sumbernya
2025 - 2045 dari Pusat KLHK 3.adanya keinginan untuk Mencegah
4. Jadwal kegiatan rutin yang harus terjadinya Kawasan Kumuh Kembali
dilaksanakan sesuai dengan target 4.Simulasi perhitungan metode baru IKA -
INA
21 | DINAS SOSIAL, 23,82 20,54 SR SR 1. kegiatan pelayanan bagi pemerlu 1. Kerjasama yang Baik Antar Pihak
PEMBERDAYAAN Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Terkait
PEREMPUAN, rehabilitasi masih dilaksanakan secara 2. Sarana dan Prasarana penunjang Untuk
PERLINDUNGAN bertahap, Pelayanan PPKS sudah cukup memadai
ANAK, PENGENDALIAN 2. koordinasi dengan pihak kecamatan 3. adanya Koordinasi Lintas Sektor
PENDUDUK DAN untuk pelaksanaan kegiatan belum optimal 4.Dukungan dari Pimpinan.
KELUARGA 3. Terbatasnya sumber daya manusia,
BERENCANA 4. Masih belum terbiasa menggunakan e-
katalog, sehingga proses pengadaannya
terlambat.
22 | DINAS TENAGA KERJA 1717 39,72 SR T 1. sebagian kegiatan mengalami 1. Profesionalisme dari SDM petugas

DAN TRANSMIGRASI

keterlambatan karena masih ada beberapa
persiapan administrasi pelatihan

2.masih melakukan Koordinasi dengan
Instansi terkait dan LPK dalam persiapan
kegiatan

3.belum semuanya calon peserta pelatihan
mengumpul data diri untuk mengikuti
pelatihan

4. Keterlambatan perusahaan memberikan
data dukung

5.Penyandang Disabilitas yang dilayani
melalui Unit Layanan Disabilitas masih minim

dalam melakukan pelayanan kepada
masyarakat umum dan para penyandang
disabilitas

2. Adanya dukungan oleh atasan

3. Koordinasi yang baik dengan Bidang
4 Koordinasi dengan Instansi terkait dan
LPK dalam persiapan kegiatan
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dikarenakan keberadaan layanan ini belum
banyak diketahui
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23 | INSPEKTORAT DAERAH 25,60 47,77 R ST 1) Adanya pedoman baru yang 1) Kegiatan pengawasan dilaksanakan
mengharuskan adanya penyesuaian terhadap | sesuai dengan rencana yang tercantum
proses pengawasan dalam dokumen PKPT 2024 guna
2) Kurang lengkapnya data yant dibutuhkan mendorong pencapaian target
dalam proses pengawasan, sehingga tim 2) Terdapat petunjuk teknis terkait
pengawasan memerlukan waktu yang lebih pelaksanaan pengawasan baik yang
untuk menyelesaikan pengawasan disusun senditi oleh Inspektorat, maupun
3) Kurang akuratnya data yang disajikan, dari kementrian/lembaga pembina
sehingga memerlulan konfirmasi dan 3) Terjalinnya koordinasi yang baik
klarifikasi lebih lanjut dengan Perangkat Daerah dalam
4). Penugasan mandatori menyebabkan pelakanaan pengawasan maupun
pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pendampingan
pada Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa | 4) Terjalinnya koordinasi yang baik
tidak dapat dilaksanakan secara menyeluruh | dengan Pemerintah Desa dalam
dan berkala pelaksanaan penSawasan, pembinaan
maupun pendampingan
5) Adnya kendali mutu pengawasan yang
memastikan pengawasan yang
dilaksanakan sesuai dengan standar
6) Pengguna layanan APIP telah
kooperatif dalam mengisi kuesioner
sesuai jadwal
24 | KECAMATAN ALUH- 28,45 37,11 R S Jumlah SDM yang tersedia tidak sebanding Komitmen dari pimpinan untuk
ALUH dengan beban kerja, sehingga beberapa pelaksanaan program kegiatan dan
kegiatan tidak berjalan optimal koordinasi yang baik secara internal
maupun dengan stakeholder terkait
25 | KECAMATAN ARANIO 33,10 35,33 S S Jumlah SDM yang tersedia tidak sebanding Komitmen dari pimpinan untuk

dengan beban kerja, sehingga beberapa
kegiatan tidak berjalan optimal

pelaksanaan program kegiatan dan
koordinasi yang baik secara internal
maupun dengan stakeholder terkait
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26 | KECAMATAN 33,50 26,05 S R Jumlah SDM yang tersedia tidak sebanding Komitmen dari pimpinan untuk
ASTAMBUL dengan beban kerja, sehingga beberapa pelaksanaan program kegiatan dan
kegiatan tidak berjalan optimal koordinasi yang baik secara internal
maupun dengan stakeholder terkait

27 | KECAMATAN 35,12 43,29 S SR Jumlah SDM yang tersedia tidak sebanding Komitmen dari pimpinan untuk
BERUNTUNG BARU dengan beban kerja, sehingga beberapa pelaksanaan program kegiatan dan
kegiatan tidak berjalan optimal koordinasi yang baik secara internal
maupun dengan stakeholder terkait

28 | KECAMATAN CINTA 32,95 37,22 S S Jumlah SDM yang tersedia tidak sebanding Komitmen dari pimpinan untuk
PURI DARUSSALAM dengan beban kerja, sehingga beberapa pelaksanaan program kegiatan dan
kegiatan tidak berjalan optimal koordinasi yang baik secara internal
maupun dengan stakeholder terkait

29 | KECAMATAN GAMBUT 31,43 34,43 R S Jumlah SDM yang tersedia tidak sebanding Komitmen dari pimpinan untuk
dengan beban kerja, sehingga beberapa pelaksanaan program kegiatan dan
kegiatan tidak berjalan optimal koordinasi yang baik secara internal
maupun dengan stakeholder terkait

30 | KECAMATAN KARANG 34,16 40,46 S T Jumlah SDM yang tersedia tidak sebanding Komitmen dari pimpinan untuk
INTAN dengan beban kerja, sehingga beberapa pelaksanaan program kegiatan dan
kegiatan tidak berjalan optimal koordinasi yang baik secara internal
maupun dengan stakeholder terkait

31 | KECAMATAN KERTAK 32,96 34,34 S S Jumlah SDM yang tersedia tidak sebanding Komitmen dari pimpinan untuk
HANYAR dengan beban kerja, sehingga beberapa pelaksanaan program kegiatan dan
kegiatan tidak berjalan optimal koordinasi yang baik secara internal
maupun dengan stakeholder terkait

32 | KECAMATAN 30,85 25,94 R R Jumlah SDM yang tersedia tidak sebanding Komitmen dari pimpinan untuk
MARTAPURA dengan beban kerja, sehingga beberapa pelaksanaan program kegiatan dan

kegiatan tidak berjalan optimal

koordinasi yang baik secara internal
maupun dengan stakeholder terkait
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33 | KECAMATAN 39,67 21,90 T SR Jumlah SDM yang tersedia tidak sebanding Komitmen dari pimpinan untuk
MARTAPURA BARAT dengan beban kerja, sehingga beberapa pelaksanaan program kegiatan dan
kegiatan tidak berjalan optimal koordinasi yang baik secara internal
maupun dengan stakeholder terkait

34 | KECAMATAN 20,56 34,41 SR S Jumlah SDM yang tersedia tidak sebanding Komitmen dari pimpinan untuk
MARTAPURA TIMUR dengan beban kerja, sehingga beberapa pelaksanaan program kegiatan dan
kegiatan tidak berjalan optimal koordinasi yang baik secara internal
maupun dengan stakeholder terkait

35 | KECAMATAN 31,58 55,60 R T Jumlah SDM yang tersedia tidak sebanding Komitmen dari pimpinan untuk
MATARAMAN dengan beban kerja, sehingga beberapa pelaksanaan program kegiatan dan
kegiatan tidak berjalan optimal koordinasi yang baik secara internal
maupun dengan stakeholder terkait

36 | KECAMATAN 30,49 21,36 R SR Jumlah SDM yang tersedia tidak sebanding Komitmen dari pimpinan untuk
PARAMASAN dengan beban kerja, sehingga beberapa pelaksanaan program kegiatan dan
kegiatan tidak berjalan optimal koordinasi yang baik secara internal
maupun dengan stakeholder terkait

37 | KECAMATAN 27,03 80,79 R T Jumlah SDM yang tersedia tidak sebanding Komitmen dari pimpinan untuk
PENGARON dengan beban kerja, sehingga beberapa pelaksanaan program kegiatan dan
kegiatan tidak berjalan optimal koordinasi yang baik secara internal
maupun dengan stakeholder terkait

38 | KECAMATAN 32,61 38,21 S T Jumlah SDM yang tersedia tidak sebanding Komitmen dari pimpinan untuk
SAMBUNG MAKMUR dengan beban kerja, sehingga beberapa pelaksanaan program kegiatan dan
kegiatan tidak berjalan optimal koordinasi yang baik secara internal
maupun dengan stakeholder terkait

39 | KECAMATAN SIMPANG 35,81 27,90 S R Jumlah SDM yang tersedia tidak sebanding Komitmen dari pimpinan untuk
EMPAT dengan beban kerja, sehingga beberapa pelaksanaan program kegiatan dan
kegiatan tidak berjalan optimal koordinasi yang baik secara internal
maupun dengan stakeholder terkait
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40 | KECAMATAN SUNGAI 12,80 16,10 SR SR Jumlah SDM yang tersedia tidak sebanding Komitmen dari pimpinan untuk
PINANG dengan beban kerja, sehingga beberapa pelaksanaan program kegiatan dan
kegiatan tidak berjalan optimal koordinasi yang baik secara internal
maupun dengan stakeholder terkait
41 | KECAMATAN SUNGAI 26,03 36,04 R S Jumlah SDM yang tersedia tidak sebanding Komitmen dari pimpinan untuk
TABUK dengan beban kerja, sehingga beberapa pelaksanaan program kegiatan dan
kegiatan tidak berjalan optimal koordinasi yang baik secara internal
maupun dengan stakeholder terkait
42 | KECAMATAN TATAH 31,07 30,85 R R Jumlah SDM yang tersedia tidak sebanding Komitmen dari pimpinan untuk
MAKMUR dengan beban kerja, sehingga beberapa pelaksanaan program kegiatan dan
kegiatan tidak berjalan optimal koordinasi yang baik secara internal
maupun dengan stakeholder terkait
43 | KECAMATAN TELAGA 28,58 37,11 R S Jumlah SDM yang tersedia tidak sebanding Komitmen dari pimpinan untuk
BAUNTUNG dengan beban kerja, sehingga beberapa pelaksanaan program kegiatan dan
kegiatan tidak berjalan optimal koordinasi yang baik secara internal
maupun dengan stakeholder terkait
44 | RUMAH SAKIT UMUM 38,01 54,60 T T 1. Kegiatan pengadaan alat 1.Adanya dukungan dari pemerintah

DAERAH RATU
ZALECHA

kesehatan/kedokteran sering terjadi
kenaikan harga sehingga pagu anggaran
yang telah direncanakan tidak mencukupi,
namun dapat diatasi dengan cara negosiasi
dengan penyedia.

2. Sering terjadi gangguan sistem pada e-
katalog sehingga banyak terjadi pembatalan
secara otomatis dari sistem e - katalog, selain
itu pemberlakuan e kontrak yang sedikit
mempersulit dan memakan waktu yang
cukup lama dalam pengiriman barang.

3. Koordinasi antar bidang dan unit untuk
pelaksanaan kegiatan SPM dan pelaporan
belum maksimal

daerah

2.Tersedianya anggaran belanja Obat,
BAKHP dan Bahan Perlengkapan pada
seksi pelayanan farmasi dan alat
kesehatan

3. Koordinasi dengan unit pelayanan
rawat inap dan rawat jalan terjalin baik.
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Rata-Rata Tingkat

Predikat Tingkat

No. SKPD Capaian RKPD (%) Capaian RKPD Faktor Penghambat Faktor Pendorong
Keuangan | Kinerja | Keuangan | Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8
45 | SATUAN POLISI 41,84 36,14 T S 1. Kegiatan belum terencana dengan baik 1. Komitmen dan dukungan pimpinan

PAMONG PRAJA

2. Kegiatan terfokus pada pelaksanaan
Pemilu Pilpres dan Plieg sehingga kegiatan
lain tertunda

3. Kurangnya sarana dan prasarana dalam
mendukung pelaksanaan kegiatan

4.SOP yang ada belum diperbaharui sesuai
kondisi sekarang

5. Alur kerja SOP masih monoton dan sulit
dirubah

6. Belum adanya kerjasama antara SKPD
pemilik Perda/Perkada yang disosialisasikan

2. Kerjasama yang baik antar anggota
3. tersedianya SDM
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Rata-Rata Tingkat

Predikat Tingkat

No. SKPD Capaian RKPD (%) Capaian RKPD Faktor Penghambat Faktor Pendorong
Keuangan | Kinerja | Keuangan | Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8
46 | SEKRETARIAT DAERAH 32,60 39,62 S T 1. Bagian Administrasi Pembangunan belum | 1. Adanya Instruksi Bupati Banjar untuk

mempunyai posisi dan peran yang berarti
dalam mendukung pelaksanaan kegiatan
pembangunan karena masih ada perangkat
daerah yang tidak melibatkan Bagian
Administrasi Pembangunan dalam
membantu, mengawal kegiatan
pembangunan

2. Belum tersistemnya informasi yang
diperlukan untuk mendapatkan data
kegiatan pelaksanaan pembangunan yang
dilaksanakan perangkat daerah

3. Belum terilibat dalam kegiatan
perencanaan pembangunan sehingga tidak
mempunyai informasi terkait usulan yang
bersifat trategis dan kegiatan pembangunan
yang menjadi prioritas untuk dilakukan
pengawalan.

4. Kepatuhan OPD-OPD dalam
pemanfaatan SPSE untuk e-Purchasing
belum optimal terutama PPK dalam
menginput kontrak dan penilaian kinerja
penyedia. 5.Tidak diinputnya Pengadaan
Langsung dan Penunjukkan Langsung ke
dalam non e-Tendering/e-Purchasing pada
SPSE oleh PPK. 6.Tidak adanya Tim
Pendukung untuk PPK dalam pengadaan
barang/jasa. 7.Keterisian JF Pengelola PBJ
pada UKPBJ Kabupaten Banjar baru
mencapai 52% atau 13 orang dari penetapan
kebutuhan sebanyak 25 orang. Sehingga

melakukan percepatan pengadaan
barang/jasa.

2. Pembentukan Tim Pendamping untuk
percepatan pengadaan barang/jasa.

3. Pengajuan permohonan usulan CPNS
dan PPPK untuk pengisian formasi JF
Pengelola PBJ dan melakukan recruitment
SDM dari Perangkat Daerah di Kabupaten
Banjar maupun dari luar Kabupaten
Banjar yang memenuhi syarat menjadi JF
Pengelola PBJ.

4.Adanya hubungan komunikasi yang
baik dengan perangkat daerah sehingga
memudahkan untuk mendapatkan
informasi apa yang dibutuhkan.

5. Motivasi untuk melakukan kinerja yang
baik dengan selalu melakukan upaya dan
terobosan agar tugas dan fungsi dapat
berjalan dengan lancar

6.. Dukungan dari pimpinan untuk
membantu atau mensosialisasikan peran
Bagian Administras Pembangunan sesuai
tugas dan fungsi.
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Rata-Rata Tingkat

Predikat Tingkat

No. SKPD Capaian RKPD (%) Capaian RKPD Faktor Penghambat Faktor Pendorong
Keuangan | Kinerja | Keuangan | Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8

untuk memenuhi hal tersebut, perlu untuk
dilakukan kembali pengisian formasi JF
Pengelola PBJ, baik melalui pengangkatan
pertama (CPNS maupun melalui Perpindahan
dari Jabatan Lain). 8.Terbatasnya
Staf/Pelaksana ASN pada Bagian Pengadaan
Barang/Jasa, sehingga masih belum sesuai
dengan beban kerja pada Bagian Pengadaan
barang dan Jasa
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Rata-Rata Tingkat

Predikat Tingkat

Faktor Pendorong

No. SKPD Capaian RKPD (%) Capaian RKPD Faktor Penghambat
Keuangan | Kinerja | Keuangan | Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8
47 | SEKRETARIAT DPRD 40,10 29,50 T R 1. rapat tidak memenuhi kuorom 2. padatnya | 1.Komitmen pimpinan untuk

kegiatan anggota dprd
3. laporan reses anggota DPRD yang
terlambat

melaksanakan kegiatan

2.Kerjasama antar mitra berjalan dengan
lancar

3. kegiatan rapat sudah terjadwal

4. Terlaksananya kegiatan reses anggota
DPRD yang dilaksanakan 3 kali dalam 1
tahun
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Dari formulir kesimpulan Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Banjar Triwulan Il Tahun 2024 di
atas, untuk kinerja Pemerintah Kabupaten Banjar terdapat 2 SKPD dengan predikat sangat tinggi,
14 SKPD dengan predikat tinggi, 9 SKPD dengan predikat sedang, 12 SKPD dengan predikat
rendah dan 10 SKPD dengan predikat sangat rendah. Lebih jelas, distribusi proporsi Capaian
kinerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan Il Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar
berikut.

Gambar 1.1 Proporsi Capaian Kinerja Perangkat Daerah s.d Triwulan Il Tahun 2024

Capaian Kinerja Perangkat Daerah

4,26

Ve
'~ 19,15

m Sangat Tinggi = Tinggi Sedang Rendah = Sangat Rendah

Sumber : Bappeda Litbang Kab. Banjar, 2024

Untuk kinerja keuangan sampai dengan triwulan Il Tahun 2024, 1 SKPD berada dalam
predikat sangat rendah, terdapat 3 SKPD dengan predikat sangat tinggi, 6 SKPD dengan predikat
tinggi, 11 SKPD dengan predikat sedang, 19 SKPD dengan predikat rendah dan 8 SKPD dengan
predikat sangat rendah. Rata-rata capaian realisasi keuangan sebesar 31,03%, lebih rendah
daripada rata-rata capaian fisik semua SKPD. Berikut Proporsi Capaian Keuangan Perangkat
Daerah sampai dengan Triwulan Il Tahun 2024 pada gambar di bawah ini:

Gambar 11.2 Proporsi Realisasi Keuangan Perangkat Daerah s.d Triwulan Il
Tahun 2024

Realisasi Keuangan Perangkat Daerah

6,38

17,02 '12’77

23,40
40,43

e

= Sangat Tinggi Tinggi Sedang Rendah Sangat Rendah

Sumber : Bappeda Litbang Kab. Banjar, 2024
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Il.4. Faktor Pendorong, Faktor Penghambat, dan Rekomendasi Atas Evaluasi Triwulan Il
Tahun 2024

Sampai dengan Triwulan Il Tahun 2024, faktor penghambat atas keberhasilan kinerja
program dan sub kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Adanya perubahan sistem aplikasi dan kebijakan sehingga memerlukan waktu untuk
penyesuaian;

2. Kinerja Sumber Daya Manusia belum optimal dikarenakan kompetensi yang tidak sebanding
dengan beban kerja;

3. Sarana dan prasarana yang kurang memadai;

4. Data dan informasi yang tidak tersedia tepat waktu;

5. Kepatuhan Perangkat Daerah dalam pemanfaatan SPSE untuk e-Purchasing untuk proses
pengadaan barang dan jasa belum optimal;

6. Proses perencanaan pengadaan barang dan jasa tidak terjadwal dengan baik sehingga
mempengaruhi program/kegiatan yang telah direncanakan;

7. Permasalahan internal beberapa SKPD terkait perencanaan dan keuangan yang
berpengaruh pada batas waktu penyelesaian kegiatan;

Faktor pendorong keberhasilan kinerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I

Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Komitmen yang tinggi dari pimpinan dan jajaran untuk mencapai target

program/kegiatan/subkegiatan secara maksimal;

Adanya motivasi yang tinggi untuk melaksanakan kegiatan dengan sebaik- baiknya;

Adanya koordinasi lintas sektor yang baik;

Adanya inovasi yang dilaksanakan Perangkat Daerah;

Kepatuhan pelaksana kegiatan terhadap peraturan perundangan yang berlaku;

Kegiatan yang dilaksanakan sebagian besar merupakan kegiatan rutin yang

dilaksanakan setiap tahun
Dari uraian faktor-faktor penghambat keberhasilan diatas, terdapat beberapa

rekomendasi perbaikan kinerja selanjutnya sebagai berikut:

1. Meningkatkan komitmen, intensitas koordinasi dan konsultasi baik secara horizontal dan
vertikal untuk mengatasi permasalahan dalam rangka memperlancar capaian kinerja.
Peningkatan pencapaian kinerja perlu dilakukan Perangkat Daerah secara terus menerus
supaya permasalahan bisa diantisipasi sejak awal dan tidak terjadi penumpukan penyelesaian.

2. Peningkatan kerjasama yang baik dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar yang
dilaksanakan secara formal maupun informal untuk menciptakan kondusivitas pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi.

3. Pengembangan secara berkelanjutan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sipil
negara

4. Merealisasikan pengadaan barang dan jasa di masing-masing SKPD sesuai jadwal waktu
dengan memperhatikan peraturan yang berlaku sehingga tidak terjadi penumpukan di akhir
tahun anggaran.

5. Pemanfaatan teknologi informasi komunikasi/sistem informasi haru dioptimalkan untuk
efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu aplikasi sistem informasi
tersebut dapat diintegrasikan dengan aplikasi yang sudah ada.

6. Sistem pelaporan pengendalian dan evaluasi triwulanan harus dioptimalkan agar setiap
permasalahan dapat segera diantisipasi.

ok LN

Il.5. Dasar Pertimbangan Perubahan
Dilihat dari realisasi keuangan sampai dengan triwulan kedua tahun 2024 dan terdapat
indikasi ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang terjadi, termasuk dalam hal kondisi
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dan kemampuan keuangan daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka RKPD Kabupaten Banjar

Tahun 2024 perlu dilakukan penyesuaian. Secara rinci, beberapa hal yang menjadi pertimbangan

dilakukannya perubahan RKPD sebagai berikut:

1. Adanya tambahan pendapatan transfer dari DAK Fisik dan Non Fisik serta Dana Desa, telah
ditambahkan pada tahap penyusunan APBD namun perlu dicatat lagi pada Perubahan RKPD
2024

2.  Déefisit belanja pada tahun 2024 yang ditutupi oleh Pembiayaan terutama dari SiLPA tahun
2023, berdasarkan hasil audit BPK bahwa SiLPA pada kas daerah diatas asumsi APBD Tahun
Anggaran 2023. Pada APBD 2023 nilai SiLPA diasumsikan sebesar Rp. 174.146.101.104
sedangkan dari Hasil Laporan Audit Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar oleh Badan
Pemeriksa Keuangan didapatkan nilai SiLPA Rp. 429.120.334.540,89 sehingga terdapat
kelebihan sebesar Rp. 254.974.233.436,89 yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan
daerah.

3. Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Banjar sampai dengan triwulan
kedua tahun 2024 dari masing-masing kegiatan. Berdasarkan evaluasi kinerja triwulan kedua
tahun 2024 capaian pelaksanaan kegiatan APBD baru sampai pada 33,06%. Terdapat
permasalahan dan faktor penghambat yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan, sehingga
perlu dilakukan perubahan atau penyesuaian untuk mendorong percepatan capaian kinerja
APBD Kabupaten Banjar sehingga pembangunan dapat lebih cepat dirasakan oleh
masyarakat.

4.  Perubahan belanja digunakan untuk menjawab isu strategis pada RKPD 2024 dan juga untuk
Percepatan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD
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BAB Il
KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

lI.L1. Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Dalam perekonomian terbuka, ekonomi suatu daerah bisa terpengaruh oleh fenomena-
fenomena yang terjadi di luar wilayahnya. Pergerakan ekonomi secara global maupun domestik
dapat memberikan pengaruh pada level kabupaten. Kabupaten Banjar merupakan salah satu
kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki komoditas ekspor yang merupakan
penghubung dengan ekonomi luar wilayahnya. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan konsumsi
penduduknya, kabupaten Banjar juga melakukan aktivitas impor yang masuk dalam mekanisme
perdagangannya. Oleh karena itu, Kabupaten Banjar harus juga memperhitungkan kondisi
ekonomi global dalam menentukan arah kebijakan ekonomi daerahnya.

111.1.1. Kondisi Ekonomi Global

International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia pada
tahun 2024 ini pada posisi 3,2 persen, sama dengan realisasi di tahun 2023. Untuk tahun 2025 IMF
juga memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi dunia akan tumbuh di kisaran 3,2 persen. Pada
IMF World Economic Outlook yang dirilis April 2024 tadi, negara-negara di dunia dibagi menjadi
2 bagian yaitu negara maju dan negara berkembang. Negara-negara maju diprediksi tumbuh
lebih cepat namun masih di bawah rata-rata. Negara maju diprediksi tumbuh 1,7 persen di tahun
2024 lebih cepat dibanding tahun 2023 yang tumbuh 1,6 persen. Negara-negara berkembang
diprediksi tumbuh melambat namun masih di atas rata-rata. Negara-negara berkembang
diprediksi tumbuh 4,2 persen, melambat dibanding tahun 2023 yang tumbuh 4,3 persen.

Selama Januari — Maret 2024, aktivitas bisnis global berada di zona ekspansif. Pada Maret
2024, PMI Manufaktur negara mitra dagang utama, seperti Tiongkok (51,1), India (59,1) dan
Amerika Serikat (51,9) berada di zona ekspansif. Harga-harga komoditas di pasar global
sebagaimana dirilis oleh Bank Dunia mengalami penurunan. Secara year on year, minyak kelapa
sawit, bijih besi, batubara, nikel, dan gas alam mengalami penurunan masing-masing sebesar 7,66
persen; 2,17 persen; 46,6 persen; 36,22 persen; 19,59 persen. Sementara untuk komoditas minyak
mentah mengalami peningkatan secara year on year sebesar 1,95 persen. Meskipun banyak
komoditas mengalami penurunan harga, namun nilai dan volume perdagangan global juga
diperkirakan mengalami peningkatan pada 2024 (UNCTAD).

111.1.2. Kondisi Ekonomi Nasional

Dari sisi domestik memasuki awal tahun 2024, ekonomi Indonesia tetap terjaga dan
tumbuh solid. Ekonomi Indonesia di triwulan 1 2024 telah dirilis tumbuh sebesar 5,11 persen
secara year on year. Lima lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap ekonomi, yakni
Industri Pengolahan, Perdagangan, Konstruksi, dan Pertambangan menunjukkan pertumbuhan
positif, sedangkan Pertanian mengalami pertumbuhan negatif. Lapangan usaha dengan
pertumbuhan tertinggi adalah Administrasi Pemerintahan yang didorong oleh peningkatan
belanja pegawai (THR dan kenaikan gaji), Jasa Kesehatan yang didukung oleh peningkatan belanja
pegawai institusi kesehatan pemerintah, Jasa Perusahaan yang didorong peningkatan
pendapatan penyelenggara acara (Event Organizer) dan berbagai aktivitas jasa perusahaan
lainnya seiring perhelatan Pemilu 2024. Pada Triwulan 1-2024 (y-on-y), Industri Pengolahan
menjadi sumber pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar Industri Pengolahan Konstruksi
Pertambangan 0,86%.
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Dari sisi pengeluaran, semua komponen mengalami pertumbuhan yang positif. Konsumsi
rumah tangga masih menjadi penyumbang utama PDB. Konsumsi LNPRT mengalami
pertumbuhan paling tinggi dibanding komponen lain yang didorong oleh kegiatan pemilihan
umum dan momen Ramadhan. Konsumsi Pemerintah mengalami pertumbuhan positif yang
didorong oleh belanja pemilihan umum dan belanja pegawai.

111.1.3. Kondisi Ekonomi Kalimantan Selatan

Ekonomi Kalimantan Selatan triwulan 1 2024 tumbuh 4,96 persen secara year on year. Dari
sisi penawaran, kontributor terbesar adalah pada sektor pertambangan. Hampir sepertiga (29,05
persen) sektor pertambangan memberikan sumbangan pada perekonomian Kalimantan Selatan.
Ranking kedua penyumbang ekonomi di Kalimantan Selatan secara triwulanan bergantian antara
industri pengolahan dan pertanian. Untuk triwulan 1, biasanya ranking dua nya adalah sektor
industri pengolahan sehubungan dengan pola panen padi yang mewarnai nilai tambah sektor
pertanian. Pola panen padi di Kalimantan Selatan apabila dilihat bulanan dalam satu tahun
berbentuk seperti huruf U terbalik, atau belum panen raya pada triwulan 1 sehingga kontribusi
sektor pertanian masih berada pada urutan ketiga.

Apbila dilihat dari sisi pengeluaran, ekonomi Kalimantan Selatan hampir separuh (45,13
persen) digerakkan oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pada triwulan 1 tahun
2024 komponen ini mampu tumbuh sebesar 5,48 persen secara year on year. Periode triwulan 1
2024 yang memuat momen Ramadhan dan Idul Fitri, serta perhelatan akbar pemilu juga dapat
dibaca pada komponen-komponen lain dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sisi
pengeluaran. Komponen pengeluaran lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga pada
triwulan 1 2024 ini tumbuh dobel digit mencapai 20,32 persen. Selain itu, komponen pengeluaran
konsumsi pemerintah juga mengalami pertumbuhan yang relatif tinggi yaitu sebesar 9,26 persen.

Secara tahunan, perekonomian Kalimantan Selatan mengalami pertumbuhan sebesar 4,84
persen di tahun 2023, sedikit melambat dibandingkan dengan pertumbuhan 5,11 persen pada
tahun 2022. Penurunan laju pertumbuhan ini mencerminkan berbagai dinamika ekonomi yang
terjadi di wilayah tersebut selama dua tahun terakhir. Meskipun terjadi perlambatan, beberapa
sektor usaha menunjukkan kinerja yang sangat baik dan memberikan kontribusi signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi. Sektor Transportasi dan Pergudangan mencatat pertumbuhan
tertinggi sebesar 11,18 persen, diikuti oleh Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang
tumbuh 9,28 persen, serta Jasa Keuangan dan Asuransi yang meningkat 8,62 persen.
Pertumbuhan di sektor-sektor ini menunjukkan adanya peningkatan mobilitas dan aktivitas
ekonomi yang lebih dinamis di Kalimantan Selatan.

Meskipun ada penurunan laju pertumbuhan dari tahun sebelumnya, perekonomian
Kalimantan Selatan menunjukkan resilien dan kemampuan beradaptasi dengan berbagai
tantangan. Hal ini terlihat dari kontribusi signifikan sektor-sektor non-ekstraktif terhadap PDRB.
Sektor Transportasi dan Pergudangan mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 11,18 persen,
menunjukkan peningkatan mobilitas dan logistik yang mendukung aktivitas ekonomi. Sektor
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh 9,28 persen, mengindikasikan peningkatan
pariwisata dan konsumsi lokal. Selain itu, Jasa Keuangan dan Asuransi tumbuh 8,62 persen,
mencerminkan stabilitas dan peningkatan kepercayaan dalam sektor keuangan. Dengan
penguatan sektor-sektor non-ekstraktif dan dukungan kebijakan yang tepat, Kalimantan Selatan
memiliki potensi untuk mempertahankan dan bahkan meningkatkan laju pertumbuhan
ekonominya di masa mendatang, mengurangi ketergantungan pada sektor ekstraktif.

Angka inflasi gabungan kota IHK di Provinsi Kalimantan Selatan pada triwulan 1 2024
(secara year-on-year) relatif lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya. Peningkatan ini terutama
disebabkan oleh kenaikan harga bahan pangan dan komoditas inti, seperti beras yang harganya
terus naik akibat penurunan produktivitas tanaman pangan karena cuaca ekstrim dan curah hujan
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tinggi. Selain itu, harga daging dan telur ayam ras meningkat seiring dengan kenaikan permintaan
konsumen di tengah mahalnya harga pakan ternak. Harga gula juga mengalami kenaikan karena
penyesuaian Harga Acuan Pembelian (HAP) di tengah penurunan pasokan. Tarif angkutan udara
naik menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri, menambah tekanan inflasi.
Peningkatan inflasi ini mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam menjaga stabilitas harga di
tengah kondisi cuaca yang tidak menentu dan permintaan yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan
kebijakan pengendalian inflasi yang efektif dan koordinasi antara pemerintah daerah, produsen,
dan pelaku pasar untuk menjaga kestabilan ekonomi masyarakat.

Sementara itu, jika dilihat pada periode sebelumnya, inflasi gabungan kota IHK di Provinsi
Kalimantan Selatan sepanjang tahun 2023 diperkirakan lebih rendah dibandingkan tahun 2022,
kembali berada dalam rentang target 3%+1% (yoy). Penurunan ini terutama didorong oleh
pengendalian yang efektif terhadap permintaan domestik, penurunan harga energi global, serta
pengurangan dampak inflasi impor. Penyediaan pasokan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan
barang dan jasa, serta upaya pemerintah dalam memperluas Kerjasama Antar Daerah (KAD) untuk
memastikan ketersediaan pasokan, juga berkontribusi besar. Penguatan kerjasama dan koordinasi
kebijakan melalui TPID dalam menghadapi risiko EI-Nino, serta intensifnya penerapan Gerakan
Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) sepanjang tahun 2023, turut menjadi faktor penting
dalam menekan inflasi.

111.1.4. Kondisi Ekonomi Kabupaten Banjar

Sejalan dengan kebijakan Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan yang optimis terhadap
pertumbuhan ekonomi, maka pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banjar juga diselaraskan
terhadap kebijakan tersebut. Nilai PDRB Kabupaten Banjar atas dasar harga berlaku pada tahun
2023 mencapai 22,63 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami peningkatan
mencapai 1,56 triliun bila dibandingkan pada tahun 2022 yang sebesar 21,07 trilyun rupiah.
Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga berlaku di tahun 2023 tersebut dipengaruhi oleh
kenaikan harga komoditi beras. pada tahun 2021 hingga 2023, secara perlahan kondisi
perekonomian mulai menunjukan perbaikan hal ini terlihat dari mulai pulihnya hampir seluruh
kategori yang terkena hantaman akibat pandemi Covid 19. Di sisi lain, Besarnya kontribusi sektor
pertambangan pada tahun 2022-2023 sangat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja
perekonomian di Kabupaten Banjar secara keseluruhan. Tingginya permintaan dan produksi
kegiatan tambang terutama batubara cukup berhasil mendongkrak naik pertumbuhan ekonomi
kenaikan permintaan produksi batubara membuat harga komoditas batubara semakin tinggi.
Meskipun demikian, kenaikan harga batubara pada tahun 2023 ini tidak sebesar kenaikan yang
terjadi tahun 2022. Pertumbuhan LPE didukung oleh semua kategori produksi, lebih rinci
sebagaimana tabel berikut :

Tabel Ill. 1. Nilai PDRB Kabupaten Banjar Atas Dasar harga Berlaku Tahun 2021-2023
menurut lapangan usaha (Juta Rupiah)

Kategori Uraian 2021 2022 2023
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 3.008.156 3.176.231 3.360.998
B Pertambangan dan Penggalian 2.884.093 4.860.825 4.990.448
C Industri Pengolahan 1.223.631 1.321.488 1.347.081
D Pengadaan Listrik, Gas 27.108 29.450 32.298
E Pengadaan Air 42.116 47.703 51.790
F Konstruksi 1.855.067 2.020.987 2.205.430
G Perdagangan Besar dan Eceran, dan

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 2.568.427 2.882.375 3.304.951
H Transportasi dan Pergudangan 819.427 903.636 1.047.653
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 576.055 632.348 701.356
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Kategori Uraian 2021 2022 2023

J Informasi dan Komunikasi 740.447 800.483 870.060

K Jasa Keuangan 403.646 414.065 442929

L Real Estate 643.280 683.458 733.850

M,N Jasa Perusahaan 65.029 71.455 81.058
O Adm|n|s’Fra5| Perr?ermta.han, Pertahanan 1261.898 1290.261 1374075

dan Jaminan Sosial Wajib

P Jasa Pendidikan 1.039.071 1.086.670 1.163.983

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 475.236 519.104 567.301

RS, TU | Jasalainnya 302.187 330.686 359.243
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 17.934.873 | 21.071.225 22.634.503

Sumber : Publikasi PDRB Kabupaten Banjar menurut Lapangan Usaha 2019-2023

Secara umum dapat dikatakan bahwa perekonomian Kabupaten Banjar sepanjang tahun
2019 hingga 2023 cukup fluktuatif dengan kecenderungan semakin membaik pasca pandemi
covid 19. Setelah terjadi kontraksi pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar yang tumbuh
negatif tahun 2020, akibat pandemi Covid-19 yang terjadi di hampir seluruh negara di dunia
namun kondisi itu mulai membaik di tahun 2021-2023. Pada akhir tahun 2022 keadaan ekonomi
mulai membaik, dimana sudah tidak ada lagi PPKM dan ditunjang dengan keluarnya Kepres No.
17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) di Indonesia yang mendorong peningkatkan ekonomi di Indonesia. Di daerah
khususnya Kabupaten Banjar, perubahan indikator ekonomi makro semakin membaik seiring
dengan digiatkannya berbagai intervensi pemerintah daerah di seluruh sektor PDRB. Secara total
perekonomian Kabupaten Banjar pada tahun 2023 tumbuh positif namun lebih lambat bila
dibandingkan tahun 2022, yaitu dari 4,48 persen di tahun 2022 menjadi 4,35 persen di tahun 2023.
Perlambatan yang terjadi ditahun 2023 ini disebabkan oleh melambatnya kategori pertambangan
dari yang sebelumnya 7,63 persen di tahun 2022 menjadi 3,13 persen di tahun 2023. Di sisi lain
subsektor tanaman pangan juga mengalami pertumbuhan yang masih negatif karena komoditi
padi mengalami penurunan produksi akibat serangan penyakit, hama dan kekeringan pada tahun
2023. Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah daerah antara lain memberikan bantuan sarana
produksi pertanian, perbaikan infrastruktur pertanian seperti irigasi dan jalan usaha tani serta
penyuluhan pertanian. Pemerintah daerah juga meluncurkan inovasi batumbang ini guna
meningkatkan produksi pertanian.

Dengan melihat perkembangan indikator ekonomi makro daerah sampai dengan tahun
2023 dan berdasarkan RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2023, terlihat bahwa capaian indikator
ekonomi makro daerah 2023 ada yang sudah melampaui target di 2023, dan diharapkan dapat
ditingkatkan lagi di 2024.

Tabel lll. 2. Capaian Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Banjar Realisasi Tahun 2023
dan Target RPJMD Tahun 2024

No. Indikator Reza(;i;; si Targ;toz:JMD
1  Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 74,01 71,09
2  Indeks Pembangunan Gender (IPG) 92,75 92,32
3 Laju Pertumbuhan Ekonomi 4,35% 3,53%
4  Pendapatan Per Kapita (Rp) 22.954.520 21.628.000
5 Persentase Penduduk miskin 2,44% 2,70%
6 Indeks Gini 0,297 0,311
7  Tingkat Pengangguran Terbuka 273 % 3,06
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. Realisasi Target RPJMD
No. Indikator 2023 2024

8 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 66,03 62,58

Dilihat dari realisasi pencapaian indikator ekonomi makro daerah sampai dengan triwulan
[l tahun 2024, terlihat bahwa terjadi indikasi perbaikan perkembangan keadaan. Berdasarkan hal
tersebut, maka RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2024 perlu dilakukan penyesuaian.

I11.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan
sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam
pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan
pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik.
Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari
faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula.

Kebijakan keuangan Kabupaten Banjar Tahun 2024 tidak terlepas dari kemampuan
keuangan daerah sebagai salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pembangunan di
Kabupaten Banjar. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 disusun
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 meliputi aspek
Pendapatan dan aspek Belanja, serta aspek Pembiayaan. Aspek Pendapatan terdiri dari
Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
Sedangkan aspek Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak
Terduga dan Belanja Transfer. Adapun Aspek Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan
Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Tantangan serta prospek perekonomian daerah tahun 2024 dijawab melalui instrumen
kebijakan keuangan daerah yang ekonomis, efisien dan efektif. Kebijakan keuangan daerah.
merupakan pengaturan instrumen fiskal daerah yang bertujuan pertumbuhan ekonomi daerah
yang berkelanjutan serta harga-harga relatif terjaga / stabil. Dengan demikian prioritas kebijakan
fiskal daerah saat ini adalah upaya meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam mencapai target
sumber-sumber penerimaan daerah agar sebanding dengan kebutuhan belanja pembangunan
serta berpedoman pada ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

ll.2.1. Perubahan Asumsi Kebijakan Keuangan Daerah

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pendanaan penyelenggaraan
pemerintahan telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk
mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang
pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari
APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah
dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau
dalam rangka tugas pembantuan. Berdasarkan pada hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber
pendanaan daerah, selanjutnya dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri
dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan
untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD Perubahan Tahun Anggaran
2023.

Proyeksi keuangan daerah tidak dapat terlepas dari pengaturan keuangan daerah atau
pengelolaan keuangan daerah. Adapun yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan daerah
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berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah. Kerangka pendanaan dalam RKPD ini akan digunakan sebagai acuan dalam
menentukan Kebijakan umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
sebelum menentukan APBD. Salah satu poin penting dalam menentukan kerangka pendanaan
adalah sumber pendapatan.

Penetapan target pendapatan yang optimis harus menjadi perhatian lebih bagi
Pemerintah Kabupaten Banjar, khususnya pendapatan yang berasal dari penerimaan dana
perimbangan. Diantaranya perubahan struktur APBN yang juga berpengaruh pada dana transfer
ke daerah.

l11.2.2. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam rangka mendukung pembangunan daerah yang berkesinambungan maka
pendapatan daerah tiap tahun diupayakan dapat terus meningkat dengan penetapan target
penerimaan yang terukur secara rasional serta mempertimbangkan ketersediaan sumber daya
untuk mencapai peningkatan kebutuhan untuk pembangunan daerah yang hasil akhirnya adalah
peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjar.

Pendapatan Daerah ditahun 2024 diperkirakan mengalami Peningkatan sebesar 0,63
persen dibanding tahun 2023. Dimana peningkatan pertumbuhan pendapatan diproyeksikan
terjadi pada PAD kelompok pajak, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah,
kecuali Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan yang diasumsikan tetap. Kenaikan ini
terutama terkait jenis pajak dan retribusi, pada Tahun 2023 diasumsikan sudah memasuki dimasa
pemulihan pasca pandemi covid-19, namun pada Tahun 2024 diperkirakan naik namun tidak
sebesar kenaikan tahun sebelumnya dengan asumsi aktivitas ekonomi masyarakat sudah kembali
normal seperti rumah makan dan bisnis perhotelan, dan mulai dibukanya tempat-tempat
destinasi wisata, dan juga dibukanya pusat perbelanjaan baru di kab. banjar. Sehingga
Melambatnya pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah di pada jenis Hasil Pengelolaan Kekayaan
yang Dipisahkan, Perusda Banjar Intan mandiri dinyatakan pailit dan tentunya tidak dapat
memberikan bagi hasil untuk daerah.

Progres pendapatan sampai dengan triwulan Il cukup menggembirakan, target pendapatan
secera keseluruhan sebesar Rp. 2.578.893.855.801 sudah masuk ke kas daerah sebesar Rp.
1.112.511.205.841 atau 43,14 persen. Lebih rinci realisasi pendapatan sebagaimana tabel berikut.

Tabel lll. 3. Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024

6 | e PR T TARGET Murni REALISASI %
TAHUN 2024 TAHUN 2024
l. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 250.300.000.000 145.227.372.036 58,02
a.PAJAK DAERAH 103.675.446.835 54.617.771.352 52,68
b.RETRIBUSI DAERAH 7.925.841.028 2.961.100.615 37,36
¢. HSL PENGELOLAAN KEKAY. DAE. YG
DIPISAHKAN 10.599.000.000 11.008.793.672 103,87
d.LAIN-LAIN PAD YANG SAH 128.099.712.137 76.639.706.397 59,83
1. PENDAPATAN TRANSFER 2.301.301.258.131 | 965.127.902.953 41,94
Il.a | PEND. TRANSFER PEMERINTAH PUSAT 2.178.070.981.131 | 858.505.394.865 39,42
A. DANA PERIMBANGAN 1.946.760.747.131 858.505.394.865 44,10
1. DANA TRANSFER UMUM-DBH 791.468.050.131 450.719.381.073 56,95
2. DANA TRANSFER UMUM-DAU 821.309.221.000 326.093.947.430 =
3. DANA TRANSFER KHUSUS-DAK 333.983.476.000 81.692.066.362 24,46
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TARGET Murni REALISASI
NO | JENIS PUNGUTAN %
TAHUN 2024 TAHUN 2024
a. DAK FISIK 96.310.599.000 10.185.720.749 10,58
b. DAK NON FISIK 237.672.877.000 71.506.345.613 30,09
B. DANA INSENTIF FISKAL 14.592.601.000 = =
C. DANA DESA 216.717.633.000 = =
I.b | PEND. TRANSFER ANTAR DAERAH 123.230.277.000 106.622.508.088 86,52
A. PENDAPATAN BAGI HASIL 123.230.277.000 106.622.508.088 86,52
B. BANTUAN KEUANGAN = = =
Ill. | LAIN-LAIN PEND. DAERAH YG SAH 27.292.597.670 2.155.930.852 7,90
A. PENDAPATAN HIBAH 6.567.047.850 = =
- SUMBANGAN PIHAK KETIGA/SEJENIS 6.567.047.850 -
B. LAIN-LAIN PEND. SESUAI DGN
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG- 20.725.549.820 2.155.930.852 10
UNDANGAN
;IE_FFI)\IDAPATAN DANA KAFITASI KN PADA 20.725.549.820 2.155.930.852 10
TOTAL 2.578.893.855.801 | 1.112.511.205.841 43,14

Sumber: BPKPAD Kab. Banjar, 2024

Dari tabel diatas di ketahui sampai dengan triwulan Il masing-masing pos PAD sudah berkinerja
baik, pada PAD sudah dapat direalisasikan sebesar 58,02 persen. Dana transfer juga sesuai
harapan sudah dapat direalisasikan sebesar 41.94 persen serta pada kelompok lain-lain PD yang
sah dapat direalisasikan sebesar 7,90.

Pada perubahan kebijakan pendapatan daerah pada pos PAD tidak mengalami perubahan,
taget yang telah ditetapkan pada APBD murni 2024 sudah baik. sisa waktu yang tersisa hingga
Desember dapat diupayakan semua pos pendapat dapat dipenuhi targetnya.

Secara lebih rinci, berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan kemandirian
keuangan daerah, diarahkan pada:

1. Mengembangkan/meningkatkan potensi sumber-sumber pendapatan yang sudah ada dan
mengupayakan penggalian sumber-sumber PAD baru dengan tidak memberatkan
masyarakat (retribusi parkir, terminal, dan lain-lain) serta mengupayakan pengembangan
peran sumbangan dari pihak ke tiga;

2. Meningkatkan pelayanan Perpajakan dan Retribusi Daerah dengan membangun sarana,
prasarana dan sistem serta prosedur/mekanisme administrasi pelayanan;

3. Mendorong peran serta pihak ketiga sebagai sumber lain- lain pendapatan asli daerah yang
sah.

4. Mengoptimalkan pendayagunaan aset-aset Daerah yang dapat meningkatkan dan
menghasilkan penerimaan PAD;

5. Memobilisasi potensi sumber daya dan dana masyarakat secara berkelanjutan, adil dan
merata.

6. Meningkatkan kinerja perusahaan daerah terutama kinerja keuangannya, sebagai sumber
PAD dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Dalam pengelolaan pendapatan daerah, sumber pendapatan yang berasal dari Pemerintah
melalui desentralisasi fiskal dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) saat ini masih menempati
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proporsi yang paling besar terhadap pendapatan daerah di Pemerintah Kabupaten Banjar.
Kondisi ini merupakan tantangan sekaligus peluang yang perlu disikapi dengan usaha keras agar
komposisi peran PAD dan pendapatan dari pemerintah pusat mencapai titik keseimbangan
(equilibrium).

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Banjar wajib berupaya menggali segala potensi
sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru untuk dikembangkan. Upaya peningkatan
yang dimaksud adalah melalui kebijakan revitalisasi pemungutan sumber/potensi pendapatan
yang sudah ada, penciptaan sumber/potensi baru, peningkatan pelayanan kepada masyarakat,
serta peningkatan kualitas pengelolaan manajemen pendapatan daerah termasuk juga
peningkatan kinerja/penyehatan Badan Usaha Milik Daerah

I11.2.3. Kebijakan Belanja Daerah
Kebijakan belanja pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan 2024
mencakup beberapa aspek penting, antara lain hal-hal sebagai berikut.
a. Prioritas Pembangunan: Alokasi anggaran diarahkan pada program dan kegiatan yang
menjadi prioritas pembangunan daerah. Prioritas ini bisa meliputi
- Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada
pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdayasaing

- Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan

- Meningkatkan tata kelola kepemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan
birokrasi

- Penguatan Karakter Agamis Dan Kehidupan Masyarakat Yang Demokratis

b. Efisiensi Anggaran: Pemerintah daerah akan meninjau kembali alokasi anggaran untuk
memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan hasil yang maksimal.

c. Penguatan Pelayanan Publik: Alokasi anggaran untuk memperkuat pelayanan publik, seperti
kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial, juga menjadi prioritas. Ini bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

d. Peningkatan Kapasitas SDM, Investasi pada pengembangan sumber daya manusia juga
menjadi bagian penting, baik melalui pelatihan, pendidikan, maupun peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah daerah. Terutama di tahun depan disusun perencanaan pembangunan
jangka menengah daerah dan juga di SKPD sehingga diperlukan peningkatan kapasitas SDM
perencana.

e. Belanja Operasi
Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), Pemerintah Daerah wajib
melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional
guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta
penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai denganketentuan peraturan
perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan
pemberi pelayanan kesehatan. Diperlukan alokasi anggaran sehinga target 98% dapat dicapai

f. Belanja Modal
Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Perubahan
Tahun Anggaran 2024 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang
terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi
daerah. Juga untuk Peremajaan kenderaan dinas bagi beberapa SKPD yang dinilai sudah
melampaui umur ekonomis

g. Belanja Transfer
Kebijakan belanja transfer dalam rangka penganggaran bagi hasil pendapatan pajak daerah
dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa serta penganggaran Alokasi
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Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa yang besarnya paling sedikit 10% (sepuluh persen)
dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Perubahan Tahun
Anggaran 2023 setelah dikurangi DAK. Belanja transfer digunakan untuk operasional

Pemerintah Desa, pemberdayaan masyarakat desa dan kemasyarakatan yang
peruntukkannya dan besarannya disesuaikan dengan peraturan perundang- undangan yang
berlaku

Secara keseluruhan Anggaran belanja perubahan mengalami peningkatan dari APBD
murni Rp 2.728.539.957.743  menjadi Rp. 2.983.514.191.180 meningkat sebesar Rp.
254.974.233.437 atau 9,34 persen. Peningkatan ini disebabkan antara lain ada nya penambahan
belanja disebabkan adanya SiLPA tahun 2024 yang melampaui target.

111.2.4. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah pada perubahan RKPD Tahun 2024 menyesuaikan target
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2023, terjadi kenaikan Penerimaan Pembiayaan
sebesar Rp. 254.974.233.437 dari sebelumnya ditargetkan sebesar Rp. 174146101104 menjadi
Rp. 429.120.334.541 Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah tidak berubah yaitu sebesar
Rp. 24.500.000.000

SiLPA tersebut bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan
pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah,
pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga
sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target
kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan dan/atau sisa belanja lainnya.

Dari Jumlah SiLPA tersebut terdapat anggaran yang ditentukan penggunaannya
berdasarkan peraturan perundang- undangan pada Tahun Anggaran sebelumnya, diantaranya
Sisa DAk Fisik, Sisa DAK non Fisik, Sisa DID, sisa DAU Kelurahan, Sisa Bantuan Kesehatan, Sisa
BLUD, sida dana BOS. Pemerintah Daerah wajib menganggarkan SiLPA dimaksud sesuai
penggunaannya. SiLPA yang bebas penggunaanya adalah sebesar Rp. 321.139.871.628,24. Setelah
dikurangai dengan taget SiLPA yang sudah ditetapkan pada APBD 2024 maka di perubahan RKPD
ini pagu yang digunakan untuk mempecepat akselerasi target RPJMD adalah sebesar Rp.
146.993.770.524

Gambaran perubahan proyeksi/target Pendapatan. Belanja dan Pembiayaan tahun 2024
dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel lll. 4. Perubahan Target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan tahun 2024

Pergeseran li

RKPD Perubahan

KODE URAIAN APBD 2024 APaD 2024 2094
4 PENDAPATAN DAERAH
4,1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 250.300.000.000 250.300.000.000 | 250.570.000.000
41.01 Pajak Daerah 103.675.446.835 103.675.446.835 | 103.675.446.835
4.1.02 Retribusi Daerah 7.925.841.028 7.925.841.028 7.925.841.028
4.1.03 gf‘;iil:;l:‘agne'o'aa” Kekayaan Daerah yang 10.599.000.000 10.599.000.000 10.599.000.000
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 128.099.712.137 128.099.712.137 | 128.369.712.137
4,2 PENDAPATAN TRANSFER 2.301.301.258.969 | 2.301.301.258.969 | 2.301.301.258.969
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2.178.070.981.131 2.178.070.981.131 2.178.070.981.131
4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 123.230.277.838 123.230.277.838 123.230.277.838
4,3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 27.292.597.670 27.292.597.670 | 27.292.597.670
43.01 Pendapatan Hibah 6.567.047.850 6.567.047.850 6.567.047.850
4303 ;aeigt'j;;‘np‘;'e‘fuanp;atzrg‘_Stfs::in‘;zzga” Ketentuan 20.725.549.820 20.725.549.820 20.725.549.820
Jumlah Pendapatan 2.578.893.856.639 | 2.578.893.856.639 | 2.579.163.856.639
5 BELANJA DAERAH
5,1 BELANJA OPERASI 1.913.173.586.882 | 1.907.586.174.358 | 1.995.787.675.361
5.1.01 Belanja Pegawai 1.048.226.212.082 1.047.965.996.322 | 1.057.999.219.571
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 752.243.613.192 747511076428 | 824.855.295.682
5.1.05 Belanja Hibah 110.054.161.608 109.459.501.608 | 109.833.560.108
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KODE URAIAN APBD 2024 P::,%e;ezrg'z’ 4" RKPD :g;:baha“
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 2.649.600.000 2.649.600.000 3.099.600.000
5,2 BELANJA MODAL 408.554.776.861 416.235.207.261 501.595.829.114
5.2.01 Belanja Modal Tanah 5.280.000.000 5.280.000.000 3.615.000.000
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 76.338.518.911 76.398.691.211 102.902.745.816
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 81.751.892.284 81.751.892.284 84.172.071.619
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 242.880.417.066 250.438.872.066 308.165.356.579
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1.520.098.600 1.581.901.700 2.217.805.100
5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 783.850.000 783.850.000 522.850.00
5,3 BELANJA TIDAK TERDUGA 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000
5.3.01 Belanja Tidak Terduga 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000
5,4 BELANJA TRANSFER 396.811.594.000 394.718.576.124 399.295.592.462
5.4.01 Belanja Bagi Hasil 8.916.525.800 8.916.525.800 8.916.525.800
5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 387.895.068.200 385.802.050.324 390.379.066.662

Jumlah Belanja 2.728.539.957.743 2.728.539.957.743 | 2.906.679.096.937
Total Surplus/(Defisit) -149.646.101.104 -149.646.101.104 | -327.515.240.298
6 PEMBIAYAAN DAERAH
6,1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 174.146.101.104 174.146.101.104 429.120.334.541
6.1.01 gzgeﬁj::yzerhit“ngan Anggaran Tahun 174.146.101.104 174146.101.104 | 429.120.334.541
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 24.500.000.000 24.500.000.000 24.500.000.000
6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 24.500.000.000 24.500.000.000 24.500.000.000

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

174.146.101.104

174.146.101.104

429.120.334.541
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KODE

URAIAN

APBD 2024

Pergeseran li
APBD 2024

RKPD Perubahan
2024

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

24.500.000.000

24.500.000.000

24.500.000.000

Pembiayaan Netto

149.646.101.104

149.646.101.104

404.620.334.541

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun
Berkenaan (SILPA)

0,00

0,00

77.105.094.243

Sumber : Tim RKPD-P 2024
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BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

IV.1. Sasaran Pembangunan Kabupaten Banjar

Sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah terhadap program
pembangunan daerah serta dalam rangka memberikan kepastian operasional dan keterkaitan
antara misi dengan program pembangunan sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang
ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan dan sasaran pembangunan
menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah
yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan

Sasaran pembangunan diturunkan dari Visi dan Misi pembangunan sebagaimana
ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 adalah “Terwujudnya Kabupaten
Banjar Maju, Mandiri dan Agamis”. Dalam Rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten
Banjar Tahun 2021-2026, maka telah ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan Kabupaten Banjar
yang terdiri dari:

Misi 1 Peningkatan Kualitas hidup dan Kualitas sumber daya manusia.

Misi 2 Peningkatan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan dan Pemerataan
pembangunan daerah yang berkeadilan.

Misi 3 Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan.

Misi 4 Penyelenggaraan ke Pemerintahan yang amanah. baik. bersih dan efektif

Misi 5 Penguatan karakter masyarakat yang religius, berakhlak baik dan ke Pemerintahan luhur,
serta menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan demokratis.

Selanjutnya melalui misi tersebut dirumuskan tujuan dan sasaran daerah secara lebih rinci
dan terukur untuk mempermudah operasional pelaksanaan sebagai jalan yang akan ditempuh
untuk mencapai visi, Tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta strategi untuk
mewujudkannya disajikan pada tabel berikut:

Tabel IV. 1. Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
Visi: Terwujudnya Kabupaten Banjar Maju, Mandiri, Agamis

Tujuan Sasaran Strategi

Misi 1 Peningkatan Kualitas Hidup dan Kualitas Sumber Daya Manusia

Tujuan 1: Sasaran 1.1 Strategi 1.1

Terwujudnya Meningkatnya derajat Mengedepankan upaya
sumber daya kesehatan masyarakat preventif kesehatan diimbangi
manusia yang dengan upaya kuratif dengan
berkualitas mengupayakan pelayanan

kesehatan yang berkualitas,
mudah dan menjangkau seluruh
lapisan ~ masyarakat  untuk
menghasilkan SDM yang Sehat

Sasaran 1.2 Strategi 1.2
Meningkatnya Kualitas Meningkatkan hard skill & soft
Pendidikan skill berlandaskan etika budaya

& agama melalui fasilitasi akses
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Visi: Terwujudnya Kabupaten Banjar Maju, Mandiri, Agamis

Tujuan Sasaran Strategi

dan kualitas pendidikan yang
bermutu agar menghasilkan
SDM vyang cerdas, terampil &

produktif
Sasaran 1.3 Strategi 1.3a
Meningkatnya daya beli Melakukan upaya untuk
masyarakat menstabilkan harga & akses

masyarakat miskin & berdaya
beli rendah terhadap barang2
kebutuhan pokok

Strategi 1.3b

Melakukan pengembangan,
penataan, dan pembinaan yang
setara dan berkeadilan terhadap
Pasar rakyat, pusat
perbelanjaan, toko swalayan,
dan perkulakan untuk
menciptakan kepastian
berusaha dan hubungan kerja
sama yang seimbang antara
pemasok dan pengecer dengan
tetap memperhatikan
keberpihakan kepada koperasi
dan usaha mikro, kecil, dan
menengah. Hal tersebut diatas
dilakukan melalui pengaturan
Perizinan Berusaha, tata ruang,
zonasi dengan memperhatikan
jarak dan lokasi pendirian,
kemitraan, dan kerja sama

usaha.
Sasaran 1.4 Strategi 1.4
Meningkatnya ketahanan Melakukan upaya diversifikasi

pangan dan gizi masyarakat | keanekaragaman pangan serta
upaya ketahanan pangan dan
gizi masyarakat secara terpadu

Sasaran 1.5 Strategi 1.5

Meningkatnya Melakukan upaya untuk
pemberdayaan dan mewujudkan keberpihakan/
perlindungan perempuan advokasi dan pemberdayaan
serta perlindungan anak terhadap perempuan & anak

Misi 2: Peningkatan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan dan
Pemerataan pembangunan daerah yang berkeadilan

Tujuan 2.1: Sasaran 2.1.1 Strategi 2.1.1
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Visi: Terwujudnya Kabupaten Banjar Maju, Mandiri, Agamis

Tujuan Sasaran Strategi
Terwujudnya Meningkatnya ketersediaan | Meningkatkan ketersediaan dan
ekonomi infrastruktur wilayah dan pemanfaatan infrastruktur
berbasis konektivitas konektivitas yang terintegrasi
kerakyatan yang dengan pembangunan sektor
dapat unggulan
mendorong Sasaran 2.1.2 Strategi 2.1.2a
kemandirian, Meningkatnya keunggulan | Meningkatkan produktivitas
produktif, pertanian dan perikanan pertanian melalui penyediaan
berdaya saing sarana dan prasarana
dan kokoh pendukung pertanian
dengan masyarakat, mekanisasi
pertumbuhan pertanian dan akselerasi akses
yang inklusif & permodalan
berkualitas

Strategi 2.1.2b
Ekstensifikasi pertanian melalui
revitalisasi dan rehabilitasi lahan
tidur dan lahan pertanian yang
rusak menjadi lahan pertanian
yang produktif.

Strategi 2.1.2c
Meningkatkan produktivitas

hasil perikanan melalui
penyediaan infrastruktur
pendukung, sarana dan
prasarana, kelembagaan
berbasis komunitas,
peningkatan kompetensi dan
kemampuan nelayan,
pembudidaya, pengolah hasil
perikanan, pemasar hasil
perikanan dan akselerasi akses
permodalan

Strategi 2.1.2d

Upaya pengembangan hasil
pertanian & perikanan yang
terintegrasi mulai dari hulu ke
hilir, serta mulai dari produksi,
distribusi  dan  pemasaran
dengan mengutamakan
keberpihakan kepada Petani/
Nelayan & Masyarakat
Pengguna hasil  pertanian/
perikanan

Sasaran 2.1.3 Strategi 2.1.3a
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Visi: Terwujudnya Kabupaten Banjar Maju, Mandiri, Agamis

Tujuan Sasaran Strategi
Meningkatnya industri Meningkatkan  daya  saing
pengolahan, Ekonomi industri besar, menengah &
kreatif dan Pariwisata, dan kecil serta industri kreatif, serta
Ekonomi Digital meningkatkan fasilitas sarana &

prasarana pelayanan untuk
menunjang perkembangan
Industri. ~ Hulunilasasi  dan

hilirisasi  sektor industri yang
terintegrasi dengan baik

Strategi 2.1.3b

Peningkatan ~ pengembangan
destinasi wisata dan ekonomi
kreatif

Strategi 2.1.3c

Pengembangan infrastruktur
digital dan program-program
inovasi digital sektor
perekonomian  dan  usaha
produktif masyarakat dengan

mengutamakan produk

unggulan Kabupaten Banjar
Tujuan 2.2 Sasaran 2.2.1 Strategi 2.2.1a
Terwujudnya Menurunnya Tingkat Pemenuhan lapangan pekerjaan
penurunan Pengangguran melalui link & match antara
kemiskinan dan kebutuhan suplly & demand
Ketimpangan tenaga kerja, terutama tenaga
distribusi kerja penganggur
pendapatan Strategi 2.2.1b

Mempercepat tumbuhnya

wirausahawan muda dengan
penyediaan fasilitas pendidikan
dan pelatihan kewirausahaan
yang melibatkan komunitas
pendidikan, sektor ekonomi
kreatif, dan sektor ekonomi

unggulan
Sasaran 2.2.2 Strategi 2.2.2a
Meningkatnya produktivitas | Meningkatkan upaya pemulihan
dan daya saing Koperasi & pengembangan Koperasi
dan UM Sehat & UMKM yang mandiri,

serta hasil produk yang berdaya
saing & terserap pasar melalui
kolaborasi pentahelix
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Visi: Terwujudnya Kabupaten Banjar Maju, Mandiri, Agamis

Tujuan Sasaran Strategi

pemerintah, masyarakat, swasta,
media & akademisi

Sasaran 2.2.3 Strategi 2.2.4a
Meningkatnya sistem Upaya pemetaan  kembali
perlindungan sosial kelompok target & penanganan

berkelanjutan PPKS

Strategi 2.2.4b

Reformasi sistem penyaluran
bantuan sosial sehingga lebih
sederhana, transparan, tepat
sasaran, terintegrasi  serta

memperhatikan penciptaan
multiplier bagi ekonomi UMKM
Sasaran 2.2.4 Strategi 2.2.5
Menurunnya kemiskinan Meningkatkan kapasitas dan
dan kesenjangan di tata kelola pemerintahan desa
perdesaan melalui untuk  melakukan  inovasi,
Pembangunan Perdesaan partisipatif inklusif, transparan
serta akuntabel.
Sasaran 2.2.5 Strategi 2.2.6
Terciptanya ekonomi Upaya peningkatan pendapatan
keluarga yang kuat yang keluarga pra sejahtera
mampu menciptakan khususnya  melalui  usaha
mandiri ekonomi rumah mandiri ibu rumah tangga
tangga
Sasaran 2.2.6 Strategi 2.2.7
Meningkatnya infrastruktur | Upaya membangun
untuk pemerataan infrastruktur fisik dan non fisik

pembangunan antar wilayah | termasuk ~ komunikasi  dan
informasi melalui IT dll untuk

pembangunan yang
berkeadilan antar wilayah dan
masyarakat.

Misi 3: Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan

Tujuan 3 Sasaran 3.1 Strategi 3.1

Terwujudnya Terwujudnya Kesesuaian Upaya mensinkronkan rencana

pembangunan Pemanfaatan Ruang tata ruang dengan realisasi
pembangunan
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Visi: Terwujudnya Kabupaten Banjar Maju, Mandiri, Agamis

Tujuan Sasaran Strategi
yang Sasaran 3.2 Strategi 3.2
berkelanjutan Terciptanya pemukiman Upaya penataan permukiman

yang nyaman dan layak huni | padat  guna mewujudkan
permukiman yang nyaman dan

layak huni
Sasaran 3.3 Strategi 3.3
Meningkatnya mitigasi Upaya peningkatan kesadaran
kebencanaan masyarakat & desa agar siap,

tangguh dan sadar akibat
bencana alam

Sasaran 3.4 Strategi 3.4

Meningkatnya kesadaran Upaya penataan sarana &

hukum masyarakat di prasarana lingkungan hidup

bidang lingkungan hidup mengikuti perkembangan
regulasi sebagaimana

pengaturan aspek lingkungan
dalam UU Cipta Kerja

Misi 4: Penyelenggaraan kePemerintahan yang amanah, baik, bersih dan
efektif

Tujuan 4: Sasaran 4.1 Strategi 4.1
Terwujudnya Meningkatnya pendapatan | Upaya ekstensi dan intensifikasi
birokrasi yang daerah sumber PAD seperti penggalian
amanah, baik, potensi transaksi perdagangan
bersih & efektif dan ekonomi berbasis
elektronik
Sasaran 4.2 Strategi 4.2a
Meningkatnya kualitas dan Upaya peningkatan layanan
inovasi pelayanan publik publik yang berkualitas, mudah,
cepat & bermanfaat untuk
masyarakat

Strategi 4.2a
Upaya Pemenuhan Standar
Pelayanan Minimal

Sasaran 4.3 Strategi 4.3a

Meningkatnya kapasitas dan | Upaya peningkatan kualitas

akuntabilitas perencanaan berbasis kinerja

penyelenggaraan dan sistem yang terintegrasi

pemerintahan antar perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan &
pelaporan

Strategi 4.3b
Upaya penataan pengelolaan
keuangan seluruh SKPD
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Visi: Terwujudnya Kabupaten Banjar Maju, Mandiri, Agamis

Tujuan Sasaran Strategi

berdasar standar akuntansi

pemerintah

Strategi 4.3c

Upaya peningkatan
akuntabilitas kinerja birokrasi
berdasarkan sistem
akuntabilitas  kinerja instansi
pemerintah

Strategi 4.3d
Upaya pengembangan kinerja
sistem pengawasan yang efektif
untuk menghasilkan birokrasi
yang akuntabel, bersih
&berintegritas

Strategi 4.3e

Upaya pengembangan sistem
informasi  dengan  ditunjang
sarana & prasarana IT yang
memadai

Strategi 4.3f

Percepatan dalam koordinasi
dan kolaborasi pengembangan
e-government yang terintegrasi

Sasaran 4.4 Strategi 4.5
Berkembangnya Upaya peningkatan kinerja ASN
profesionalitas ASN yang berintegritas &

berkapasitas tinggi berdasarkan
sistem merit

Misi 5: Penguatan karakter masyarakat yang religius, berakhlak baik dan
berkepribadian luhur, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib,
aman, dan demokratis

Tujuan 5 Sasaran 5.1 Strategi 5.1
Terwujudnya Meningkatnya toleransi Pengarusutamaan nilai-nilai
masyarakat antar dan inter umat pancasila dan agama dalam
religius yang beragama; bidang pendidikan sejak usia
bertoleransi dini
Sasaran 5.2 Strategi 5.2
Meningkatnya pelestarian Upaya mendorong
seni budaya pengembangan kelompok
budaya dan seni khas Banjar
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Visi: Terwujudnya Kabupaten Banjar Maju, Mandiri, Agamis

Tujuan Sasaran Strategi

secara berkelanjutan secara
nasional maupun internasional

Sasaran 5.3 Strategi 5.3
Meningkatnya peran serta Upaya fasilitasi peran pemuda
pemuda dan santri dalam dan santri yang berkinerja tinggi
memajukan olahraga dalam seni budaya dan olah
raga
Sasaran 5.4 Strategi 5.4
Meningkatkan ketertiban Upaya pencegahan terjadi
umum dan ketenteraman di | konflik ideologi dan SARA
masyarakat dimasyarakat melalui kolaborasi

dengan sektor keamanan dan
pertahanan lintas wilayah dan

nasional

Strategi 5.5

Meningkatkan pencegahan dan
pemberantasan penyakit
masyarakat

Sumber : Bappeda Litbang, 2024

IV.2. Prioritas Pembangunan 2024

Prioritas pembangunan Kabupaten Banjar Tahun 2024 merupakan fokus pembangunan
pemerintah daerah yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan
daerah, memiliki tingkat urgensi yang tinggi untuk segera diwujudkan serta memiliki daya ungkit
bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Perumusan sasaran dan prioritas pembangunan
daerah tahun 2024 harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta
prioritas dan sasaran pembangunan Kalimantan Selatan untuk menjaga konsistensi dan
keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah. Selain itu, prioritas dan sasaran
pembangunan daerah disusun juga memperhatikan permasalahan dan isu strategis yang dihadapi
dan bersifat mendesak untuk diselesaikan berdasarkan hasil evaluasi kinerja pembangunan.

IV.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024

Tema RKP Tahun 2024 adalah “Mempercepat Transformasi ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan”. Kedudukan RKP Tahun 2024 sebagai penjabaran tahun terakhir dari RPJMN Tahun
20202024 melatar belakangi komitmen pemerintah untuk mengutamakan pencapaian target-
target pembangunan pada tahun 2024 sebagaimana termuat dalam RPJMN sehingga hasil
pembangunan diharapkan dapat benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat dan
menghasilkan stabilitas di berbagai bidang pembangunan.

Hal ini guna menyediakan prakondisi yang kuat sebagai fondasi pembangunan nasional
jangka menengah periode selanjutnya (2025-2029). Dalam sudut pandang ini, RKP Tahun 2024
menjadi sangat strategis. Tema ini dipandang sebagai upaya terhadap pencapaian target-target
sasaran akhir RPJMN Tahun 2020-2024, dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh untuk
melanjutkan estafet pembangunan periode 2025-2029.

Selanjutnya prioritas Nasional (PN) sama dengan tahun sebelumnya yakni sebagai berikut :
PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
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Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan
merata. pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya
saing melalui:

a. pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta
pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energ;,
serta kehutanan; dan

b. akselerasi peningkatan nilai tambah agrofishery industry, kemaritiman, energi, industri,
pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Dengan program prioritas :

- Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan

(EBT)

- Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi,

- Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan

- Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan

- Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi

- peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi

- peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri

(TKDN)
- penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi

PN 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan

pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan

dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan

dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

- pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;

- distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;

- peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;

- memperkuat kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan ilmu pengetahuan dan teknologi
(IPTEK) berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; serta

- meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) melalui pemenuhan pelayanan dasar
secara merata

PN 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan
yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. pemerintah Indonesia berkomitmen untuk
meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) yaitu sumber daya manusia
(SDM) yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:
- pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- pengentasan kemiskinan; dan
- peningkatan produktivitas dan daya saing.
PN 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan
sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi
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pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu

pada:

- revolusi mental dalam sistem pendidikan;

- revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan

- revolusi mental dalam sistem sosial. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya
pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan
budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan dengan major project
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta
mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan
pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:
- menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur

wilayah;

- peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
- pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
- rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
- mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

PN 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya

tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan

hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui

kebijakan:

- peningkatan kualitas lingkungan hidup;

- peningkatan ketahanan bencana dan iklim; serta

- pembangunan rendah karbon.

PN 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta
pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan
negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan
transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:
- reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil;
- memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
- mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
- mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI)
di luar negeri.
Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Kalimantan Tahun 2024
1. Mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru-paru dunia (Heart of Borneo) dengan
menjaga kawasan berfungsi pelestarian lingkungan dan ekologis
2. Meningkatkan konservasi dan rehabilitasi DAS, lahan kritis, hutan lindung, dan hutan
produksi.
3. Mengembangkan pencegahan bencana alam banjir dan kebakaran hutan.
4. Mempertahankan peran sebagai lumbung energi nasional melalui pengembangan hilirisasi
komoditas batu bara, termasuk pengembangan energi baru terbarukan.
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5. Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijih besi, gas alam
cair, pasir zirkon dan pasir kuarsa.

6. Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) di Kaltim untuk mendorong diversifikasi ekonomi dan
meningkatkan output sektor ekonomi non tradisional, perdagangan antarwilayah,
kesempatan kerja dan menurunkan ketimpangan pendapatan, serta menciptakan peluang
investasi baru dan peningkatan kontribusi investasi Pulau Kalimantan terhadap nasional.

Sasaran utama pengembangan Wilayah Kalimantan pada tahun 2024 diutamakan pada

1) Mempercepat laju pertumbuhan ekonomi

2)  Menurunnya tingkat kemiskinan, serta

3)  Meningkatnya lapangan kerja yang berkualitas

IV.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024

Arah Kebijakan Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka mengatasi Isu Strategis sebagai
berikut :
a. Lingkungan Hidup
Masih terjadinya kerusakan lingkungan (pencemaran air, lubang tambang, dan
deforestasi) dan belum optimalnya mitigasi bencana (banjir dan kebakaran hutan lahan.
b. Infrastruktur
Belum mantapnya infrastruktur dasar dan infrastruktur pendukung ekonomi (termasuk
energi dan konektivitas)
c. Sumber Daya Manusia
Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia
d. Ekonomi
Belum terdiversifikasinya sektor ekonomi di kalimantan selatan dalam mendukung
transformasi struktur ekonomi daerah (pertanian, pariwisata, hilirisasi komoditas
unggulan, dan pelaku UMKM)
e. Tata Kelola Pemerintahan
Belum optimalnya tata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan ke masyarakat berbasis
digital
f. Gerbang Ibu Kota Negara Baru dan Food Estate
Kalimantan Selatan memiliki peluang besar menjadi gerbang food estate di kalteng dan
ibu kota negara di Kaltim (jalur logistik dan konektivitas)

Tema Pembangunan yang diusung pada RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 adalah:
“PENINGKATAN KUALITAS DAYA SAING DAERAH UNTUK MENDORONG PERTUMBUHAN
EKONOMI INKLUSIF”

Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 diarahkan untuk peningkatan daya
saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, kesetaraan,
keberlanjutan dan mengutamakan aspek lokal dengan target pembangunan ekonomi yang
tumbuh secara inklusif. Pertumbuhan ekonomi inklusif tidak lepas dari pencapaian kualitas daya
saing daerah melalui akselerasi pembangunan pada berbagai bidang (sosial, ekonomi,
infrastruktur dan lingkungan hidup) baik dalam hal kuantitas dan kualitas untuk mewujudkan
“Kalsel MAJU".

Tema tersebut di jabarkan melalui beberapa prioritas sebagai berikut:
1. Penguatan sektor industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata, dengan sub prioritas, yakni:
a. Peningkatan nilai tambah, daya saing hasil industri, UMKM, pertanian dan kelautan
berkelanjutan
b. Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja
c. Pengembangan pariwisata dan Ekonomi Kreatif berbasis Geopark

Perubahan RKPD Kab. Banjar Tahun 2024 m



d. Peningkatan jumlah dan kelas wirausaha baru berbasis digital
e. Peningkatan realisasi investasi yang berdampak ke daerah
f.  Peningkatan Produktivitas Pertanian sebagai Lumbung Pangan IKN
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang unggul dan berdaya saing, dengan
sub prioritas:
Peningkatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah
Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda
Perencanaan Penganggaran Yang Responsif Gender Dan Inklusif
Penurunan Penyakit Melalui GERMAS
Pengendalian Prevalensi Stunting
Penurunan Angka Pernikahan Anak
Peningkatan Prestasi Olahraga
Pengembangan Budaya Daerah
3. Memperkuat infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan dasar dan pengembangan
perekonomian daerah, dengan sub prioritas :
a. Pemenuhan Pencapaian Infrastruktur Dasar
b. Pembangunan Sarana dan Prasarana menunjang Konektivitas antar Wilayah
c. Pengembangan Kawasan Prioritas dan pedesaan yang terintegrasi dengan infrastruktur
sebagai pendukung pintu Gerbang IKN
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang fokus pada pelayanan publik, dengan sub
prioritas :
Penguatan Reformasi Birokrasi
Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (PDN)
Pelaksanaan Pilkada Serentak
Peningkatan Keamanan Dan Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat
Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka
meningkatkan Pelayanan Publik
f. Pengembangan Satu Data Kalsel
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5. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung ketahanan bencana,
dengan sub prioritas :
a. Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup
b. Pelaksanaan Mitigasi dan Pemulihan Pasca Bencana

IV.2.3. Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Banjar Tahun 2024

Prioritas pembangunan tahun 2024 untuk mengatasi isu strategis daerah, Pada Bab Il telah
diuraikan hasil evaluasi pencapaian target RPJMD Kabupaten banjar sampai tahun 2023 serta
permasalahan-permasalahan pembangunan. Diperoleh rumusan isu strategis daerah yang
menjadi prioritas pada tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut;

1. Pembangunan ekonomi yang inklusif yang mendorong pemerataan kesejahteraan
masyarakat yang belum tercapai secara optimal

2. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang masih perlu didorong dengan
optimal

3. Pembangunan infrastruktur ekonomi yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan
infrastruktur layanan dasar yang memenuhi kebutuhan pelayanan dasar dan pengelolaan
lingkungan belum terpenuhi secara optimal

4. Penyelenggaraan kepemerintahan yang amanah, baik dan bersih belum dilaksanakan secara
optimal
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5. Penguatan karakter agamis, dan kehidupan masyarakat yang demokratis masih perlu
didorong dan ditingkatkan

RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2024, disusun melalui koordinasi kebijakan dengan rencana
pembangunan lainnya, termasuk melalui evaluasi dokumen perencanaan pembangunan nasional.
Proses penyusunan RKPD mengacu pada RKP dengan menyelaraskan tema, arah kebijakan, dan
prioritas pembangunan nasional dengan prioritas pembangunan daerah. Dalam hal ini, tema
RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2024 ditentukan dengan mempertimbangkan arah kebijakan
pembangunan dalam RPJMD, RKP dan RKPD Provinsi Kalsel.

Tema yang ditetapkan pada RKPD Kabupaten Banjar tahun 2024 adalah “Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan yang Tangguh, Mandiri dan Berdaya Saing” makna yang dimaksud pada
tema tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Vv Ekonomi Kerakyatan yang Tangguh

merupakan konsep pembangunan ekonomi yang mengutamakan partisipasi masyarakat dan
mengakui peran penting dari pelaku ekonomi lokal dalam membangun ekonomi yang kuat dan
berkelanjutan dan mencakup berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat,
menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi di dalam masyarakat. Ekonomi Kerakyatan
yang Tangguh dapat mencakup pelatihan keterampilan dan pemberdayaan masyarakat untuk
berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi lokal. Hal ini termasuk pelatihan kewirausahaan, akses ke
sumber daya modal, serta dukungan untuk mempromosikan produk-produk lokal dan
meningkatkan daya saing.

VvV Mandiri

maksudnya mengedepankan kemandirian masyarakat dalam mengelola sumber daya ekonomi
yang ada di wilayahnya, memberdayakan masyarakat dalam mengembangkan potensi ekonomi
lokal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan yang dapat diwujudkan melalui
pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pemberdayaan masyarakat
dalam mengelola sumber daya alam, termasuk sumber daya pertanian, perikanan, dan kehutanan.
Vv Berdaya saing

maksudnya memperkuat posisi UMKM dalam pasar domestik dan global, sehingga mampu
menghasilkan produk berkualitas, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah yang signifikan
bagi perekonomian. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan infrastruktur pendukung,
pelatihan dan pendampingan pengembangan UMKM, pemberian akses modal dan teknolog;i,
serta promosi produk lokal di pasar domestik dan internasional. Selain itu, pemerintah juga dapat
memberikan dukungan kebijakan yang memperkuat posisi UMKM dalam pasar, seperti
pengurangan biaya produksi, pemberian insentif pajak, dan perlindungan hak kekayaan
intelektual.

Tema RKPD Kabupaten Banjar 2024 diselaraskan dengan tema RKPD Provinsi dan RKP tahun
2024. Sinkronisasi antara RKPD Kabupaten dan RKPD Provinsi penting untuk memastikan
tercapainya tujuan pembangunan secara lebih luas, serta untuk menghindari tumpang tindih dan
duplikasi program yang dapat menghambat efisiensi dan efektivitas pembangunan.

Proses sinkronisasi dan harmonisasi RKPD Kabupaten Banjar 2024 dengan RPJMD dan RKPD
Provinsi serta RKP tahun 2024 melalui program dan kegiatan. RPJMD Kabupaten Banjar menjadi
acuan utama dalam penyusunan RKPD Kabupaten Banjar 2024. RKPD Kabupaten Banjar 2024
disusun dengan mempertimbangkan prioritas dan arah kebijakan yang tercantum dalam RPJMD.
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Tabel IV 2. Persandingan Tema RKP. Tema RKPD Provinsi Kalimantan Selatan

RKPD PROVINSI KALIMANTAN

RKP NASIONAL SELATAN

RKPD KABUPATEN BANJAR

Peningkatan Ekonomi Kerakyatan
Mandiri  dan

Peningkatan Kualitas Daya Saing
Daerah untuk mendorong | yang Tangguh,
pertumbuhan ekonomi inklusif Berdaya Saing

Mempercepat
transformasi  ekonomi
yang inklusif ~ dan
berkelanjutan

Tema pembangunan tersebut menjadi panduan dalam menentukan dan menjabarkan
prioritas daerah ke dalam program-program prioritas pembangunan

Indikator makro yang harus dicapai pada akhir tahun 2024 dengan menyelaraskan target
indikator makro RKP dan RKPD Prov. Kalsel Serta dokumen RPJMD Kab. Banjar 2021-2026 adalah
sebagai berikut.:

Tabel IV. 3. Keselarasan Indikator Makro antara RKP, RKPD Prov. Kalsel dan RKPD Kab.
Banjar Tahun 2024

N Realisasi Target 2024 Target Prov. Tal:get
2023 Murni Perubahan Kalsel Nasional
IPM 74,01 71,63-72,00* 74,16 72,65 -
o

IPG 92,49 92,32 92,64 - -
Pertumbuhan Ekonomi (%) 4,35 4,92-6,05 4,92-6,05 4,6-5,0 4,8-5,2
Pendapatan per Kapita (Rp) 22.954.520 21.628.000 23.405.521 - -
Penduduk Miskin (%) 2,44 2,70 -2,65 2,41 4,40-4,22 3,0-3.3
Tingkat Pengangguran 2,73 2,66 2,72 4,05 3,7-4,4
Terbuka (%)
Indeks Gini 0,297 0,298 0,296 0,324 -
IKLH 71,62 62,58 71,95 70,44 -

Dengan mempertimbangkan prospek sektor utama pembangunan yaitu pertambangan,
perdagangan, transportasi, dan industri pengolahan, Kalimantan Selatan memiliki potensi untuk
tumbuh sesuai dengan sasaran RKP 2024. Tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2024 telah
menyelaraskan dengan pertumbuhan ekonomi nasional dan Prov. Kalsel dengan pertimbangan
capaian tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar tahun 2023 tumbuh positif dan cukup
tinggi sebesar 4,35%, diperkirakan tahun 2024 akan tumbuh lebih baik lagi. Pada belanja
pemerintah juga mengalami peningkatan dalam rangka memanfaatkan SiLPA 2024, peningkatan
belanja pemerintah ini akan mendorong peningkatan sektor PRDB lainnya. Diperkirakan tahun
2023 dapat tumbuh pada kisaran 4,92-6,05. Target ini melebihi target RPJMD yang disusun pada
saat terjadi pandemi covid yang tidak diketahui kapan berakhirnya.

Optimisme pertumbuhan ekonomi tersebut diharapkan dapat mendorong penurunan
tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan di dalam kisaran target RKP 2024 (untuk
provinsi) dengan mempertimbangkan penanganan kemiskinan ekstrem melalui percepatan
perbaikan program kemiskinan termasuk di dalamnya perbaikan administrasi NIK agar penyaluran
bantuan lebih tepat sasaran. Angka pengangguran di kabupaten banjar ditetapkan sebesar 2.72
persen lebih optimis dari target RPJMD yakni 3,06 persen. ditetapkan target lebih rendah dari

Perubahan RKPD Kab. Banjar Tahun 2024



nasional dan hampir sama dengan target yang ditetapkan provinsi Kalsel untuk Kabupaten Banjar.

Untuk kemiskinan ditetapkan target sebesar 2.41 persen lebih rendah dari nasional dan sama

dengan target dari Provinsi Kalsel, dengan kerja keras dari kabupaten dan dukungan dari prov.

Kalsel dan Nasional diharapkan target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Optimisme IPM dalam Perubahan RKPD ini dengan meningkatkan target menjadi 74,16
melalui peningkatan sarpras dan SDM bidang kesehatan dan pendidikan serta Didorong
peningkatan semua komponen pembentuk IPM lainnya, terutama dari daya beli yang makin
meningkat pesan sejalan dengan mulai pulihnya perekonomian. .

Tingkat kesenjangan antar-individu dapat didorong lebih rendah melalui penyempurnaan
intervensi kebijakan afirmasi kelompok rentan dengan reformasi sistem perlindungan sosial yang
terfokus pada masyarakat 40% terbawah dan kelompok menengah. dan Indeks gini ditetapkan
selaras dari prov. Kalsel dan lebih baik dari target nasional.

Dengan memperhatikan uraian diatas maka Pemerintah Kabupaten banjar menetapkan 5
(lima) prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan daerah adalah agenda pembangunan
pemerintah daerah tahunan yang menjadi tonggak capaian antara menuju sasaran 5 (lima)
tahunan RPJMD, terdiri dari sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan
dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kumendesakan dan daya ungkit bagi
peningkatan kinerja pembangunan daerah.

Prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2024 juga berpedoman pada
kebijakan Nasional yang tercantum dalam RKP 2024 dan bersifat mandatori serta memperhatikan
pula RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024. Dengan memperhatikan uraian diatas maka
ditetapkan 5 Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar tahun 2024 sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada
pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan
sub prioritas:

a. Peningkatan investasi di Kabupaten Banjar melalui realisasi investasi pada sektor-sektor
unggulan.

b. Pengembangan pariwisata yang mendorong peningkatan jumlah kunjungan wisata, baik
lokal, regional maupun internasional.

c. Mengembangkan ekonomi kreatif yang mampu mendorong peningkatan UMKM berbasis
sumber daya lokal dan digital.

d. Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian dan perikanan yang mampu
mendorong ketahanan pangan daerah dan pengembangan industri pengolahan berbasis
pertanian dan perikanan.

e. Penurunan kemiskinan ekstrem melalui inovasi program komplementer, penguatan
kapasitas kelembagaan, koordinasi antar sektor terkait, dan penguatan kemitraan
pemerintah daerah dengan sektor bukan pemerintah.

f. Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (PDN) dalam upaya penguatan pasar
lokal.

g. Peningkatan upaya penciptaan lapangan pekerjaan mandiri berbasis potensi dan sumber
daya lokal.

h. Penajaman strategi ekspor dan impor dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi
dan ketahanan pangan daerah.

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdayasaing, dengan sub prioritas:
a. Peningkatan Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS), khususnya pada angka partisipasi

terhadap Sekolah Menengah Pertama.

b. Peningkatan layanan kesehatan bagi ibu dan bayi, khususnya pada layanan preventif dan
edukatif bagi, remaja putri, ibu hamil dan menyusui.
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c. Peningkatan upaya pencegahan pernikahan anak melalui edukasi dan advokasi bagi
orangtua dan anak.

d. Peningkatan upaya pencegahan dan penurunan prevalensi stunting melalui peningkatan
kapasitas kelembagaan, kader dan intervensi gizi spesifik dan sensitif.

e. Peningkatan cakupan kesehatan semesta (UHC) melalui strategi yang kolaboratif dan
sinergi antar pemangku kepentingan.

f. Mendorong penyediaan pangan, khususnya penyediaan pangan bahan pokok dan
penting dengan harga terjangkau.

g. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui gerakan memasyarakatkan budaya
hidup sehat serta meninggalkan kebiasaan dan perilaku masyarakat yang kurang sehat
sebagai upaya pencegahan terhadap penyakit menular dan penyakit tidak menular.

3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan dalam upaya mendorong
pertumbuhan ekonomi, pemenuhan pelayanan dasar dan pengelolaan lingkungan
hidup, dengan sub prioritas:

a. Peningkatan layanan infrastruktur dasar yang mendorong pada peningkatan derajat

kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup.

b. Peningkatan layanan infrastruktur, sarana dan prasarana wilayah yang mendorong

pertumbuhan ekonomi dan konektivitas antar wilayah.

c. Peningkatan pengendalian pencemaran, kerusakan sumber daya alam dan lingkungan

hidup.

d. Peningkatan pembangunan berbasis kawasan strategis (prioritas) dan perdesaan yang

mendorong pemerataan ekonomi wilayah.

e. Peningkatan pengelolaan kebencanaan berbasis mitigasi dan rehabillitasi yang sinergi

dan kolaboratif antar pemangku kepentingan.

4. Meningkatkan tata kelola kepemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan
birokrasi, dengan sub prioritas:

a. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

(SPBE).

b. Peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) melalui strategi intensifikasi dan

ekstensifikasi sektor-sektor pendapatan.

c. Pengembangan Satu Data untuk pembangunan dan informasi statistik.

d. Peningkatan Kompetensi ASN sebagai upaya terwujudnya ASN yang profesional dan

BERAKHLAK.
Penerapan Sistem renumerasi yang lebih adil dan kompetitif.

f. Penerapan sistem pengendalian internal pemerintah sebagai upaya peningkatan

akuntabilitas kinerja dan pencegahan korupsi.

5. Penguatan Karakter Agamis Dan Kehidupan Masyarakat Yang Demokratis dengan sub
prioritas:

a. Peningkatan penyelenggaraan even keagamaan dan kebudayaan dalam upaya
mendorong karakter religius dan agamis.

Pembentukan pemuda berkarakter

Peningkatan partisipasi pemuda dan santri dalam pembangunan daerah dan olahraga.

d. Peningkatan partisipasi masyarakat pada Pemilu Legislatif, Pemilihan Presiden dan
Pemilihan Kepala Daerah
e. Penurunan Kasus Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum

Adapun gambaran keselarasan antara Isu strategis dengan prioritas Daerah tahun 2024 disajikan

dalam tabel berikut ini:

o T
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____Isu Strategis

Prioritas

Pambangunan akonom| yang Inklusll yang
hierasi mas:

yarakat ‘
—

mendorong pemerataan
yang balum mpal secara optimal

Upaya peningkatan kualitas sumber daya
manusia yang masih perlu didorong dengan

optimal ‘

wkonom yung

Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong
pada pertumbuhan ekonomi makro dan mening kesejzhteraan
masyarakat

Meningkatkan Kualitas Sumber Days Manusia

Mermg'hall_kan u:mhajg:_mn hEr_asIr;dkmr dan kewilayahan dalam upaya mendorong

balum berpemuhi decun

par
WREE T e Uk WM ST YR e U b kebutuban
=pbimal

Panyale: ragn kepamerintahan yang amanah, balk
dan berslf belum dilakeanskan escara optimal

‘

perd -dasiar dian pengelolaan inghungan
hithap

rintahan melakui reformasi dan

M =nin. tata kelola kep
penyedernanaan birokrasi

Penguatan Karakter Agamis Dan Kehidupan Masyarakat Yang Demokratis

Gambar IV. 1. Hubungan Isu Strategis dengan Prioritas Daerah

Selain itu pemilihan prioritas juga memperhatikan keselarasan dengan prioritas

pembangunan Provinsi dan Prioritas pembangunan

Nasional, dengan mempertimbangkan

substansi dari setiap prioritas pembangunan tersebut, maka keselarasan antar prioritas
pembangunan RKPD Kabupaten Banjar tahun 2024 dengan RKP dan RKPD Provinsi Kalimantan
Selatan dapat diilustrasikan melalui gambar berikut :

Prioritas Provinsi‘Kalsel

Kabupaten

Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk
Pertumbuhan yang Berkualitas dan
Berkeadilan

Penguatan sektor industri, UMKM,
Pertanian dan Pariwisata

Mengembangan Wilayah untuk

-

Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin
Pemerataan

Meningkatkan Sumberdaya Manusia

Meningkatkan kualitas sumberdaya
i manusia yang unggul dan berdaya saing

yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Revolusi Mental dan Pembangunan
Kebudayaan,

s Memperkuat infrastruktur untuk
4 pemenuhan pelayanan dasar dan
pengembangan perekonomian daerah

Memperkuat Infrastruktur untuk

Meningkatkan Tata Kelola
Pemerintahan Yang Fokus Pada
Pelayanan Publik

Meningkatkan Pengelolaan

Mendukung Pengembangan Ekonomi
dan Pelayanan Dasar
\
4
Membangun Lingkungan Hidup,
Meningkatkan Ketahanan Bencana dan
Perubahan Iklim
\
- Lingkungan Hidup Untuk
Memperkuat Stabilitas Pohukhankam il G e EEEen
dan Transfermasi Pelayanan Publik
\

Gambar IV. 3. Sinkronisasi Prioritas Nasional, Provinsi Dan Kabupaten Tahun 2024
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Dalam perencanaan pembangunan, tidak dapat dipisahkan Sasaran dan target kinerja yang telah
ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banjar 2021-2026, namun target pada tahun 2024
juga disesuaikan dengan hasil pencapaian tahun 2022 dan hasil kesepakatan melalui koordinasi
dengan Pemerintah Provinsi Kalsel. Keselarasan prioritas dan sasaran RPJMD dan target tahun
2024 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel IV. 4. Keselarasan prioritas dan sasaran RPJMD dan target tahun 2024

No. Prioritas Sasaran Indikator Realisasi RKPD 2024
2023 Murni Perubahan

Meningkatkan Meningkatnya keunggulan LPE sub sektor 0,78% 2,50% 2,50%

Pembangunan pertanian dan perikanan pertanian

Ekonomi

Kerakyatan
LPE sub sektor 3,43% 3,88% 3,88%
Perikanan
Nilai Tukar Petani 113,16 104,90 114,68
(NTP)

Meningkatnya industri LPE sektor industri 2,27 % 2,07% 2,31%

pengolahan, Ekonomi Kreatif dan Pengolahan
Pariwisata, dan Ekonomi Digital

Jumlah kunjungan  3.255.500 4.500.000 4.500.000

wisatawan
Menurunnya tingkat Tingkat 2.73% 2.66% 2,72%
pengangguran Pengangguran
Terbuka
Meningkatnya produktivitas dan Persentase 39,72% 42,34% 42,34%
daya saing Koperasi dan UM Koperasi
Berkualitas
Persentase Usaha 13.71% 13,69% 15.20%
Mikro yang
menjadi wirausaha
Meningkatnya sistem Persentase 29,77% 20% 31,27%
perlindungan sosial Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan
Sosial (PPKS) yang
mandiri
Menurunnya kemiskinan dan Indeks Desa 0,728 0,6907 0,734
kesenjangan di perdesaan Membangun (IDM)
melalui Pembangunan Perdesaan
Terciptanya ekonomi keluarga  Persentase Usaha 97,3% 86,84% 100%
yang kuat yang mampu Peningkatan
menciptakan mandiri ekonomi  Pendapatan
rumah tangga Keluarga Sejahtera
(UPPKS) yang
mandiri
Meningkatkan Meningkatnya derajat kesehatan Indeks Kesehatan 73,86 74,15 82,47
Kualitas Sumber masyarakat
Daya Manusia
Meningkatnya kualitas Indeks Pendidikan 62,66 62,29 63,01
pendidikan
Meningkatnya daya beli Indeks Daya beli 78,85 78,53 79,09
masyarakat
Meningkatnya ketahanan Indeks Ketahanan 81,63 80,39 81,73
pangan dan gizi masyarakat Pangan
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Meningkatnya pemberdayaan  Indeks 0,498 82,02 0473
dan perlindungan perempuan  Ketimpangan
serta perlindungan anak Gender (IKG)
Indeks 61,25 69,24 69,24
Perlindungan Anak
(IPA)
PEMBANGUNAN Meningkatnya ketersediaan Indeks Konektivitas 79,1 75,46 81,86
INFRASTRUKTUR infrastruktur wilayah dan
konektivitas
Meningkatnya infrastruktur Indeks 78,55 76,14 79,25
untuk pemerataan Infrastruktur
pembangunan antar wilayah
Terwujudnya kesesuaian Persentase 94.520% 94,526% 94,526%
pemanfaatan ruang kepatuhan
terhadap Rencana
Tata Ruang
Terciptanya pemukiman yang Persentase 9.12% 9,36% 9,04%
nyaman dan layak huni Kawasan Kumuh
Meningkatnya mitigasi Indeks Resiko 133,44 149,6 132,94
kebencanaan Bencana
Meningkatnya kesadaran Persentase 22,85% - 20,75%
hukum masyarakat di bidang penurunan
lingkungan hidup pelanggaran
lingkungan hidup
Reformasi Dan Meningkatnya pendapatan Persentase 30% 4% 4%
Penyederhanaan daerah Peningkatan
Birokrasi Pendapatan Asli
Daerah
Meningkatnya kualitas dan Indeks Kepuasan 85,56 86,00 86,00
inovasi pelayanan publik Masyarakat
Meningkatnya kapasitas dan Nilai SAKIP 68.10 76,32 76,32
akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan
Nilai Opini BPK WTP WTP WTP
Indeks Perilaku 4.06 3,31 4,12
Anti Korupsi
Indeks SPBE 2,87 2,40 2,92
Berkembangnya profesional Indeks 63,98 65,50 65,50
ASN Profesionalitas
ASN
Penguatan Meningkatnya toleransi antar Angka kasus 0 0 0
Karakter Agamis dan inter umat beragama konflik Ideologi,
Dan Kehidupan SARA, Sosial,
Masyarakat Yang Budaya dan
Demokratis Ekonomi di
masyarakat yang
tertangani
Meningkatnya pelestarian seni ~ Persentase 60% - 66,67%
budaya cakupan
pelestarian budaya
Meningkatnya peran serta Prestasi pemuda 76 medali 69 medali 69 medali
pemuda dan santri dalam dan Santri dalam
memajukan olahraga Olahraga
Meningkatkan ketertiban Rasio pelanggaran 0,996 1,84 0,955
umum dan ketenteraman di perda dan
masyarakat trantibum
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Intervensi terhadap prioritas Daerah pada Perubahan RKPD

Selanjutnya disajikan penambahan belanja pada prioritas di Kabupaten Banjar pada tahun
2024, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV 5. Tambahan Intervensi terhadap prioritas Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024

AKTIVITAS | SKPD

PRIORITAS 1 : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan
ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Pembuatan Sumur Bor Dinas Pertanian
Penguatan promosi pariwisata Disbudporapar
Pelatihan Kerajinan Kayu, Pelatihan Bordir DKUMPP

PRIORITAS 2: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdayasaing

Rehabilitasi ruang kelas, sarana dan prasarana sekolah Dinas Pendidikan
Bimtek PPG Guru PAI SD dan SMP Dinas Pendidikan
Kegiatan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah sebagai Tuan Rumah Dinas Pendidikan
Alokasi anggaran utuk UHC 98% Dinas Kesehatan
Peningkatan Layanan Puskesmas Dinas Kesehatan

PRIORITAS 3: Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan dalam upaya mendorong
pertumbuhan ekonomi

Perbaikan jalan Kabupaten dan Desa DPUPRP
Pembangunan SPAM DPUPRP
Pemeliharaan etalase perkotaan pedestrian Ahmad Yani DPUPRP

Perbaikan kantor kodim DPUPRP

Pembuatan pagar kantor kecamatan Martapura Timur DPUPRP

Pengelolaan RTH DPRKPLH

Pemenuhan bahan kimia untuk akreditasi laboratorium DPRKPLH
Peningkatan Jalan Lingkungan DPRKPLH
Peningkatan PJU DPRKPLH

Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana BPBD

Pengadaan Mobil Derek DISHUB

PRIORITAS 4: Meningkatkan tata kelola kepemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi
Peningkatan layanan RSUD melalui BLUD RSUD RATU ZALECHA
Pengadaan Mobil Dinas Jabatan DPRD SET. DPRD
Penambahan Alokasi Dana Desa DPMD

PRIORITAS 5: Penguatan Karakter Agamis Dan Kehidupan Masyarakat Yang Demokratis

Kegiatan Event Kebudayaan DISBUDPORAPAR
Penguatan fungsi satlinmas SATPOL PP
Tambahan bonus atlet DISBUDPORAPAR
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BABV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Banjar
Tahun Anggaran 2024 sampai Bulan Mei 2024 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan
asumsi-asumsi khususnya pada kerangka pendanaan, maka perlu dilakukan perubahan
program/kegiatan dalam RKPD Tahun 2024, baik berupa pergeseran pagu kegiatan antar
SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan
atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok
sasaran kegiatan.

Perubahan RKPD 2024 secara garis besar sebagai berikut :

a. Perubahan pada Pendapatan dan Pembiayaan sebagai berikut :

- Penerimaan Pembiayaan pada SiLPA 2023 diasumsikan sebesar Rp.
363.419.641.282,83, sedangkan dari Hasil Laporan Audit Keuangan Pemerintah
Kabupaten Banjar oleh Badan Pemeriksa Keuangan didapatkan nilai SiLPA Rp.
429.120.334.540,89 sehingga terdapat kelebihan sebesar Rp. 65.700.693.258,06 yang
dapat dimanfaatkan untuk pembangunan daerah

b. Perubahan pada belanja antara lain :

- Pergeseran belanja antara rekening belanja pada sub kegiatan dan pergeseran antar
sub kegiatan dalam rangka mengoptimalkan belanja dalam rangka pencapaian target
kinerja

- Tambahan belanja lainnya dalam
pembangunan tahun 2024

rangka mendukung tema dan prioritas

Rencana kerja berupa program dan kegiatan pembangunan seluruh perangkat daerah
sebagai instrumen pelaksana prioritas daerah sekaligus pelaksanaan urusan kewenangan
Tahun 2024 dapat diketahui lebih detil pada lampiran Perubahan RKPD. Berikut di informasikan
program dan kegiatan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Kabupaten Banjar serta berdasarkan prioritas daerah sebagaimana Tabel
5.1, 5.2 dan 5.3 berikut :

Tabel V. 1. Rekapitulasi Berdasarkan Perangkat Daerah

No SKPD RKPD APBD RKPD P

1 Dinas Pendidikan 451.449.366.817 | 680.419.719.360 | 688.159.541.212
2 Dinas Kesehatan 215.962.694.949 | 316.012.360.353 317.206.595.376
3 Puskesmas Martapura 1 3.050.327.040 4.793.795.467 6.461.411.505
4 Puskesmas Martapura 2 1.356.436.180 2.374.400.207 2.938.546.142
5 Puskesmas Martapura Timur 1.352.216.900 2.356.207.883 2.801.993.209
6 Puskesmas Martapura Barat 1.236.805.973 2.287.786.503 2.396.479.367
7 Puskesmas Astambul 1.603.243.962 2.780.497.891 3.364.505.253
8 Puskesmas Mataraman 936.359.800 1.826.402.754 2.297.425.824
9 Puskesmas Simpang Empat 1 620.711.844 1.603.387.053 1.874.705.728
10 | Puskesmas Simpang Empat 2 875.436.000 1.673.603.086 1.968.598.674
11 Puskesmas Sambung Makmur 618.215.600 1.486.703.340 1.841.081.610
12 | Puskesmas Pengaron 926.032.499 1.956.359.961 2.683.723.860
13 | Puskesmas Sungai Pinang 637.717.600 1.602.773.276 1.720.193.639
14 | Puskesmas Paramasan 319.428.294 1.097.595.499 1.151.794.680
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No SKPD RKPD APBD RKPD P
15 | Puskesmas Sungai Tabuk 1 1.633.678.745 2.726.876.926 3.018.892.526
16 Puskesmas Sungai Tabuk 2 719.690.000 1.653.335.089 1.824.125.930
17 | Puskesmas Sungai Tabuk 3 784.681.820 1.748.806.271 2.091.986.491
18 Puskesmas Gambut 1.995.331.600 3.277.684.494 4.179.730.027
19 | Puskesmas Kertak Hanyar 1.696.236.340 2.894.704.502 3.362.816.502
20 | Puskesmas Tatah Makmur 830.069.960 1.646.818.353 1.705.221.557
21 Puskesmas Aluh Aluh 2.013.822.496 3.352.303.893 3.800.758.526
22 | Puskesmas Beruntung Baru 998.208.640 1.939.466.459 2.158.300.828
23 Puskesmas Karang Intan 1 773.219.480 1.681.815.714 2.201.329.881
24 | Puskesmas Karang Intan 2 893.906.160 1.994.413.729 3.282.746.411
25 Puskesmas Aranio 565.144.400 1.882.622.261 2.138.675.261
26 | Puskesmas Telaga Bauntung 662.906.580 1.454.323.477 1.374913.617
o7 | Laboratorium Kesehatan 779.478.157 779.478.157 779.478.157
Daerah
28 Instalasi Farmasi Kabupaten 603.510.000 603.510.000 603.507.740
29 | Puskesmas Cintapuri 457.243.712 1.378.996.537 1.523.238.190
Darussalam
30 | Rumah Sakit Umum Daerah 173.629.195.518 | 182.176.500.682 | 206.159.289.682
Ratu Zalecha
Dinas Pekerjaan Umum,
31 | Penataan Ruang dan 182.618.062.647 | 308.446.024.503 | 369.079.538.226
Pertanahan
Dinas Perumahan Rakyat,
32 Kawasan Permukiman dan 65.060.421.825 74.477.097.425 86.932.097.821
Lingkungan Hidup
UPTD Pengelolaan Sampah
33 dan Air Limbah - BLUD Intan 5.796.463.500 6.816.163.500 9.505.813.108
Hijau
34 | Satuan Polisi Pamong Praja 11.647.625.601 18.501.822.062 21.442.122.062
35 B'a”na::s;‘r;‘:‘:;';;ebakara” 10.020.668.196 | 20.317.480.264 | 22.337.905.064
36 | Badan Penanggulangan 9370231628 | 13.102.259.423 | 13.630.406.423
Bencana Daerah
Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
37 Anak, If’)engendalian Pegnduduk 18.354.835.867 31.244.317.450 32.093.173.050
dan Keluarga Berencana
3g | Dinas Tenaga Kerja Dan 8752500205 | 11.930450.978 | 12.180.248.443
Transmigrasi
39 | Dinas Ketahanan Pangan dan 12.004.896.328 | 17.604.375.671 | 17.973.895.771
Perikanan
40 | Dinas Kependudukan Dan 9.706.650.064 | 10.960.403.751 | 11.483.262.751
Pencatatan Sipil
41 | Dinas Pemberdayaan 154.534.508.483 | 183.823.220.740 | 191.662.339.836
Masyarakat Dan Desa
42 Dinas Perhubungan 11.725.884.709 13.555.047.331 17.723.910.986
Dinas Komunikasi Dan
43 Informatika, Statistik Dan 16.437.756.556 18.047.453.930 20.387.905.130

Persandian
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No SKPD RKPD APBD RKPD P
Dinas Koperasi, Usaha Mikro,
44 | Perindustrian dan 16.324.323.758 18.807.960.831 19.304.865.831
Perdagangan
45 | Dinas Penanaman Modaldan | 4 170597563 | 11744240908 | 11.744.240.908
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dinas Kebudayaan,
46 | Kepemudaan, Olah Raga dan 21.662.368.720 24.376.911.112 26.292.078.912
Pariwisata
47 | Dinas Perpustakaan Dan 6303023549 | 8.381.197.361 8.586.782.361
Kearsipan
48 | Dinas Pertanian 40.806.745.491 49.999.883.371 50.710.202.802
49 | Sekretariat Daerah 61.786.107.016 76.464.770.933 80.424.064.633
50 | Sekretariat DPRD 69.214.831.323 81.297.481.689 93.683.564.600
Badan Perencanaan
51 Pembangunan Daerah, 12.462.667.293 14.659.879.356 15.845.447.216
Penelitian Dan Pengembangan
5p | Badan Pengelolaan Keuangan, | o7 957775 133 | 296839215942 | 309.491.297.641
Pendapatan dan Aset Daerah
Badan Kepegawaian dan
53 Pengembangan Sumber Daya 17.876.750.698 20.689.839.644 21.125.029.644
Manusia
54 | Inspektorat Daerah 14.518.452.576 18.777.455.545 20.046.993.895
55 | Kecamatan Kertak Hanyar 4.465.304.629 4.848.412.454 4.906.890.454
56 Kelurahan Manarap Lama 351.475.600 583.230.600 597.218.721
57 | Kelurahan Kertak Hanyar | 375.884.050 612.939.050 626.927.171
58 | Kelurahan Mandar Sari 332.972.550 556.172.550 579.132.671
59 | Kecamatan Astambul 2.400.732.514 2.555.048.552 2.604.856.444
60 | Kecamatan Gambut 4.694.485.214 5.130.370.514 5.168.250.392
61 Kelurahan Gambut 481.771.000 742.826.000 756.814.121
62 | Kelurahan Gambut Barat 424.693.500 681.748.500 711.826.421
63 Kecamatan Karang Intan 3.068.284.649 3.311.449.597 3.367.218.857
64 | Kecamatan Martapura 9.376.640.135 10.025.645.995 10.079.545.995
65 | Kelurahan Sungai Paring 401.747.000 692.742.000 706.730.122
66 | Kelurahan Murung Keraton 376.162.000 606.817.000 620.805.000
67 | Kelurahan Jawa 401.110.000 661.605.000 675.593.122
68 | Kelurahan Keraton 612.846.000 915.011.000 928.999.000
69 | Kelurahan Sekumpul 444.965.800 723.820.800 737.808.800
70 | Kelurahan Tanjung Rema Darat 387.942.000 622.797.000 636.785.000
71 Kelurahan Pasayangan 379.585.000 608.465.000 624.253.000
72 Kecamatan Aranio 2.459.362.280 2.744.898.627 2.847.716.747
73 | Kecamatan Sungai Tabuk 4.963.372.342 5.155.825.761 5.200.375.761
74 | Kelurahan Sungai Lulut 491.374.400 833.554.400 857.542.200
75 | Kecamatan Aluh-Aluh 2.936.355.319 3.168.024.513 3.269.445.173
76 Kecamatan Mataraman 2.753.796.292 2.940.844.156 3.004.569.771
77 Kecamatan Simpang Empat 2.360.148.478 2.536.289.272 2.624.613.272
78 | Kecamatan Pengaron 3.322.492.184 3.558.865.249 3.628.865.249
79 | Kecamatan Sungai Pinang 2.360.706.928 2.549.505.648 2.631.828.048
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No SKPD RKPD APBD RKPD P
80 | Kecamatan Beruntung Baru 2.375.333.693 2.647.307.514 2.712.328.614
81 Kecamatan Martapura Barat 2.842.426.272 3.126.928.872 3.165.627.872
82 | Kecamatan Sambung Makmur 2.011.963.835 2.196.433.402 2.312.544.401
83 Kecamatan Martapura Timur 3.002.719.122 3.266.777.652 3.291.177.652
84 Kecamatan Paramasan 2.117.323.812 2.338.226.377 2.421.484.167
85 | Kecamatan Tatah Makmur 2.703.364.058 2.904.366.693 2.932.664.022
86 Kecamatan Telaga Bauntung 2.342.090.920 2.529.579.967 2.581.189.967
g7 | Kecamatan Cinta Puri 2317.622.454 | 2494268273 | 2.544.268073
Darussalam
88 Egﬁ;ﬁ Kesatuan Bangsa Dan 56.665.608.169 | 65340.956.858 | 65.564.406.138
JUMLAH 1.842.067.827.694 | 2.728.539.957.743 | 2.906.679.096.937
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Tabel V. 2. Rekapitulasi Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024

Jumlah Program

Jumlah Kegiatan

Jumlah Sub Kegiatan

Jumlah Pagu

Urusan RKPD | APBD | P-RKPD | RKPD | APBD | P-RKPD | RKPD | APBD | P-RKPD RKPD APBD P_RKPD 2024 SKPD
2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024
Urusan
Pemerintahan 3 3 3 7 7 7 59 101 101 451.449.366.817 680.419.719.360 688.159.541.212 | Dinas Pendidikan
Bidang Pendidikan
Urusan Dinas Kesehatan, RSUD Ratu
Pemerintahan 3 4 4 9 10 10 52 58 58 418.531.950.249 | 553.043.529.817 588.912.066.193 | Zalecha, Puskesmas dan UPT
Bidang Kesehatan lainnya
Urusan
Pemerintahan
Bidang Pekerjaan 9 9 9 14 14 14 45 47 47 181.620.124.547 307.724.316.403 368.567.830.126 . .
Umum Dan Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan
Penataan Ruang
Pertanahan
Urusan
Pemerintahan 4 4 4 4 4 4 6 6 6 997.938.100 721.708.100 511.708.100
Bidang Pertanahan
Urusan
Pemerintahan Dinas Perumahan Rakyat,
Bidang Perumahan 4 4 4 8 8 8 16 16 16 24.484.000.054 32.081.295.584 37.401.623.084 | Kawasan Permukiman dan
Dan Kawasan Lingkungan Hidup
Permukiman
Dinas Perumahan Rakyat,
Urusan .
Pemerintahan Kawasan Permukiman dan
X R 9 9 9 12 12 12 29 29 29 46.372.885.271 49.211.965.341 59.036.287.845 | Lingkungan Hidup, UPTD
Bidang Lingkungan .
Hidup Pengelolaan Sampah dan Air
Limbah - BLUD Intan Hijau
Urusan 11.647.625.601 18.501.822.062 21.442.122.062 | Satuan Polisi Pamong Praja
Pemerintahan s Permadam Kebak
Bidang 10.020.668.196 | 20.317.480.264 |  22.337.905.064 | - > emla am febakaran
Ketenteraman Dan 3 3 3 10 10 10 37 39 39 Dan Penyelamatan

Ketertiban Umum
Serta Perlindungan
Masyarakat

9.370.231.628

13.102.259.423

13.630.406.423

Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
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Urusan

Jumlah Program

Jumlah Kegiatan

Jumlah Sub Kegiatan

Jumlah Pagu

RKPD
2024

APBD
2024

P-RKPD
2024

RKPD
2024

APBD
2024

P-RKPD
2024

RKPD
2024

APBD
2024

P-RKPD
2024

RKPD
2024

APBD
2024

P-RKPD 2024

SKPD

Urusan
Pemerintahan
Bidang Sosial

24

30

30

16.871.548.867

21.610.553.150

22.468.702.350

Urusan
Pemerintahan
Bidang
Pemberdayaan
Perempuan Dan
Perlindungan Anak

11

11

12

12

12

521.626.200

1.287.497.000

1.334.741.000

Urusan
Pemerintahan
Bidang
Pengendalian
Penduduk Dan
Keluarga Berencana

11

11

11

961.660.800

8.346.267.300

8.289.729.700

Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana

Urusan
Pemerintahan
Bidang Tenaga Kerja

15

15

15

8.546.221.205

11.724.171.978

11.973.969.443

Urusan
Pemerintahan
Bidang Transmigrasi

206.279.000

206.279.000

206.279.000

Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi

Urusan
Pemerintahan
Bidang Pangan

12

13

13

10.578.024.328

12.029.339.671

12.407.311.771

Urusan
Pemerintahan
Bidang Kelautan
Dan Perikanan

11

13

19

26

26

1.426.872.000

5.575.036.000

5.566.584.000

Dinas Ketahanan Pangan dan
Perikanan

Urusan
Pemerintahan
Bidang Administrasi
Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil

9.706.650.064

10.960.403.751

11.483.262.751

Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil
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Urusan

Jumlah Program

Jumlah Kegiatan

Jumlah Sub Kegiatan

Jumlah Pagu

RKPD
2024

APBD
2024

P-RKPD
2024

RKPD
2024

APBD
2024

P-RKPD
2024

RKPD
2024

APBD
2024

P-RKPD
2024

RKPD
2024

APBD
2024

P-RKPD 2024

SKPD

Urusan
Pemerintahan
Bidang
Pemberdayaan
Masyarakat Dan
Desa

20

20

20

154.534.508.483

183.823.220.740

191.662.339.836

Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa

Urusan
Pemerintahan
Bidang
Perhubungan

11

11

27

27

27

11.725.884.709

13.555.047.331

17.723.910.986

Dinas Perhubungan

Urusan
Pemerintahan
Bidang Komunikasi
Dan Informatika

12

12

12

16.246.724.456

17.856.421.830

19.706.380.830

Urusan
Pemerintahan
Bidang Statistik

126.998.500

126.998.500

594.510.500

Urusan
Pemerintahan
Bidang Persandian

64.033.600

64.033.600

87.013.800

Dinas Komunikasi Dan
Informatika, Statistik Dan
Persandian

Urusan
Pemerintahan
Bidang Koperasi,
Usaha Kecil, Dan
Menengah

14

18

18

12.449.689.212

14.353.326.285

14.385.969.285

Urusan
Pemerintahan
Bidang Perdagangan

11

12

19

20

20

2.390.710.946

2.570.710.946

2.590.124.946

Urusan
Pemerintahan
Bidang Perindustrian

1.483.923.600

1.883.923.600

2.328.771.600

Dinas Koperasi, Usaha Mikro,
Perindustrian dan
Perdagangan

Urusan
Pemerintahan
Bidang Penanaman
Modal

11

11

11

10.170.297.263

11.744.240.908

11.744.240.908

Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
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Jumlah Program

Jumlah Kegiatan

Jumlah Sub Kegiatan

Jumlah Pagu

Urusan RKPD | APBD | P-RKPD | RKPD | APBD | P-RKPD | RKPD | APBD | P-RKPD RKPD APBD P_RKPD 2024 SKPD
2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024
Urusan 2 2 2 7 7 7 9 9 9 16.241.638.320 17.859.957.712 18.617.572.212
Pemerintahan
Bidang Kepemudaan
Dan Olahraga .
Dinas Kebudayaan,
Urusan Kepemudaan, Olah Raga dan
Pemerintahan 3 3 3 6 6 6 8 8 8 1.641.963.400 1.770.713.400 2.125.599.400 p . ' 9
. Pariwisata
Bidang Kebudayaan
Urusan
Pemerintahan 3 3 3 5 5 5 10 10 10 3.778.767.000 4.746.240.000 5.548.907.300
Bidang Pariwisata
Urusan
Efdrzs””taha” 2 2 2 3 3 3 7 7 7 5.932.445.549 8.010.619.361 8.255.889.361
9 Dinas Perpustakaan Dan
Perpustakaan .
Kearsipan
Urusan
Pemerintahan 2 2 2 7 7 7 13 13 13 370.578.000 370.578.000 330.893.000
Bidang Kearsipan
Urusan
Pemerintahan 6 6 6 16 16 16 30 32 32 40.806.745.491 49.999.883.371 50.710.202.802 | Dinas Pertanian
Bidang Pertanian
Sekretariat Daerah 2 2 2 8 8 8 20 20 20 61.786.107.016 76.464.770.933 80.424.064.633 | Sekretariat Daerah
Sekretariat DPRD 1 1 1 3 3 3 7 7 7 69.214.831.323 81.297.481.689 93.683.564.600 | Sekretariat DPRD
Perencanaan 2 2 2 6 6 6 26 26 26 11.717.667.293 13.914.879.356 14.995.241.856 | Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah,
Penelitian Dan
o Pengembangan
Penelitian Dan 1 1 1 4 4 4 5 5 5 745.000.000 745.000.000 850.205.360
Pengembangan
Badan Pengelolaan
Keuangan 3 3 3 7 7 7 45 46 46 57.927.775.133 | 296.839.215.942 309.491.297.641 | Keuangan, Pendapatan dan

Aset Daerah
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Urusan

Jumlah Program

Jumlah Kegiatan

Jumlah Sub Kegiatan

Jumlah Pagu

RKPD | APBD | P-RKPD | RKPD | APBD | P-RKPD | RKPD | APBD | P-RKPD RKPD APBD P_RKPD 2024 SKPD
2024 | 2024 | 2024 2024 | 2024 | 2024 2024 | 2024 2024 2024 2024
Kepegawaian 1 1 1 4 4 4 22 22 22 11.782.675.698 |  13.695.764.644 13.961.512.144 | Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber
- Daya Manusia
Pendidikan Dan 1 1 1 2 2 2 7 7 7 6.094.075.000 |  6.994.075.000 7.163.517.500
Pelatihan
Inspektorat Daerah 2 2 2 3 3 3 11 11 11 14.518.452.576 |  18.777.455.545 20.046.993.895 | Inspektorat Daerah
Kecamatan 5 5 5 11 11 11 33 33 33 70.337.054.030 78.870.797.988 80.355.896.280 | Kecamatan
Kesatuan Bangsa 5 5 5 5 5 5 15 15 15 56.665.608.169 |  65.340.956.858 65.564.406.13g | Badan Kesatuan Bangsa Dan
Dan Politik Politik
Urusan Penunjang 1 1 1 15 15 15 72 69 69
Pemerintah Daerah
Total 137 139 139 280 284 284 806 877 877 1.842.067.827.694 | 2.728.539.957.743 2.906.679.096.937
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Tabel V. 3. Rekapitulasi Perubahan Program dan Kegiatan berdasarkan Prioritas Daerah

Jumlah Program Jumlah Kegiatan Jumlah Sub Kegiatan Pagu (Rp)
Prioritas
P- P- P-
RKPD | APBD RKPD | APBD RKPD | APBD RKPD APBD
RKPD RKPD RKPD P-RKPD 2024
2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

Meningkatkan Pembangunan
Ekonomi Inklusif yang mampu
mendorong pada pertumbuhan 39 39 39 69 71 71 152 171 171 241.066.215.658 302.268.901.424 313.141.455.316
ekonomi makro dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat
Meningkatkan kualitas sumber daya 22 | 24 | 24 | 45 | a7 | 47 | 154 | 204 | 204 | 883471678540 | 1.249.350.796.794 | 1.93.403.785.122
manusia yang berdayasaing
Meningkatkan pembangunan
infrastruktur dan kewilayahan dalam 28 28 28 49 49 49 | 123 | 125 | 125 | 265.200.832.681 | 403.294.332.759 | 483.241.360.141
upaya mendorong pertumbuhan
ekonomi
Meningkatkan tata kelola
kepemerintahan melalui reformasi 34 34 34 74 74 74 236 237 237 346.741.365.501 636.732.737.047 673.174.485.059
dan penyederhanaan birokrasi
Penguatan Karakter Agamis Dan
Kehidupan Masyarakat Yang 13 13 13 28 28 28 69 71 71 105.587.735.314 136.893.189.719 143.718.011.299
Demokratis

Jumlah 136 138 138 265 269 269 734 808 808 1.842.067.827.694 2.728.539.957.743 2.906.679.096.937
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Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang bertambah yang sebelumnya tidak ada di RKPD murni dan muncul di APBD dan Perubahan RKPD 2024 atau yang
hilang sebagai berikut :

Tabel V. 4. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang bertambah di Tahap APBD

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SKPD ALASAN
Menyesuaikan dengan Adanya Memunculkan Sub Kegiatan Pengendalian
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN DINKES dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko
MAKANAN MINUMAN Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional
(UMOT) yang menjadi rumahan Dana DAK dari BPOM
Menyesuaikan dengan Adanya Memunculkan Sub Kegiatan Pengendalian
Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat DINKES dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko
Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional
(UMOT) yang menjadi rumahan Dana DAK dari BPOM
1. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah DISDIK Untuk mengampu Dana Pusat (Baik Dana DAK Fisik/Non-Fisik)
2. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar DISDIK Untuk mengampu Dana Pusat (Baik Dana DAK Fisik/Non-Fisik)
3. Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar DISDIK Untuk mengampu Dana Pusat (Baik Dana DAK Fisik/Non-Fisik)
4. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah DISDIK Untuk mengampu Dana Pusat (Baik Dana DAK Fisik/Non-Fisik)
5. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama DISDIK Untuk mengampu Dana Pusat (Baik Dana DAK Fisik/Non-Fisik)
6. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU DISDIK Untuk mengampu Dana Pusat (Baik Dana DAK Fisik/Non-Fisik)
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PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SKPD ALASAN

7. Pengelolaan Dana BOP PAUD DISDIK Untuk mengampu Dana Pusat (Baik Dana DAK Fisik/Non-Fisik)

8. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU DISDIK Untuk mengampu Dana Pusat (Baik Dana DAK Fisik/Non-Fisik)

9. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan DISDIK Untuk mengampu Dana Pusat (Baik Dana DAK Fisik/Non-Fisik)

10. Penyediaan infrastruktur TIK DISDIK Untuk mengampu Dana Pusat (Baik Dana DAK Fisik/Non-Fisik)

11. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya DINKES Untuk mengampu Dana Pusat (Baik Dana DAK Fisik/Non-Fisik)

12. Pengelolaan upaya kesehatan lbu dan Anak DINKES Untuk mengampu Dana Pusat (Baik Dana DAK Fisik/Non-Fisik)

13. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut

Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat DINKES Untuk mengampu Dana Pusat (Baik Dana DAK Fisik/Non-Fisik)

Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

14. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa DPUPRP Untuk mengampu Dana Pusat (Baik Dana DAK Fisik/Non-Fisik)

15. P.erluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan DPUPRP Untuk mengampu Dana Pusat (Baik Dana DAK Fisik/Non-Fisik)

Perpipaan
Tahun Anggaran 2024 Ter Anggarkan (Rp. 91.480.000) Sub Kegiatan Masuk
pada Tahapan Setelah RKPD Murni (KUA-PPAS atau tahapan lainnya setelah

16. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan RKPD) Isian dari Sub Kegiatan ini adalah dianggap sesuai (Sosial

. DINSOS . . .

Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Kelembagaan Masyarakat) dengan Indikator Sub Kegiatan yaitu berupa
Pembinaan terhadap Veteran dan Penjaga Makam Pahlawan yang ada di
Kabupaten Banjar

17. Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap DKPP Untuk mengampu Dana Pusat (Baik Dana DAK Fisik/Non-Fisik)
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PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN

SKPD

ALASAN

18. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha
Tani

DINAS PERTANIAN

Untuk mengampu Dana Pusat (Baik Dana DAK Fisik/Non-Fisik)

19. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana
Pertanian Lainnya

DINAS PERTANIAN

Untuk mengampu Dana Pusat (Baik Dana DAK Fisik/Non-Fisik)

20. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak
Daerah

BPKPAD

Adanya penambahan kegiatan terkait pemasangan plang parkir untuk
menambah pendapatan dari pajak parkir

21. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Peremajaan kendaraan dinas yang telah berusia lebih dari 10 tahun

Sub Kegiatan yang dihapus sebagai berikut :

Tabel V. 5. Sub Kegiatan yang dihapus di Tahap APBD dan RKPD

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SKPD ALASAN
. . i h | i DAK, l, k iusulkan |
1. Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja DPRKPLH Sebagai rumahan usulan dari namun batal, karena diusulkan lewat
DPUPRP
2. Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi DKUMPP Penyesuaian pemetaan nomenklatur sub kegiatan
3. Penyusunan Basis Data Usaha Mikro DKUMPP akan dikerjakan di 2025 dengan target 5000 data usaha mikro
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BAB VI
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan-RKPD) Kabupaten Banjar
Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat perubahan
kerangka pendanaan, pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan
kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu
kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Perubahan RKPD disusun
untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan
dan pengawasan yang menjabarkan pelaksanaan dari kebijakan pembangunan daerah untuk
tahun kelima melalui program-program pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun
2021-2026.

Perubahan RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2024 sebagai dokumen rencana operasional
pembangunan Tahun 2024 yang memusatkan pada pencapaian tujuan, sasaran, prioritas dan
tema pembangunan Tahun 2024 dengan mengacu perubahan kerangka pendanaan dan hasil
evaluasi sampai dengan semester Il Tahun 2024. Dalam rangka menjamin terlaksananya
kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua
pihak yang terkait, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagai acuan penyusunan perubahan Rencana Kerja Satuan
Kerja Perangkat Daerah (P- Renja SKPD);

2. Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 serta Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 untuk
menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024;

3. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta dalam pembangunan, baik sebagai
pelaksana maupun sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program/
kegiatan.

4. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap kepala SKPD wajib
melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dan
melaporkannya kepada Bupati melalui Bappeda Litbang Kabupaten Banjar.

5. Kepala Bappeda Litbang Kab. Banjar melalukan evaluasi terhadap laporan hasil
pemantauan dan pengendalian SKPD. Apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian/
penyimpangan, Bupati Banjar c.q. Kepala Bappeda Litbang Kab. Banjar menyampaikan
rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala
SKPD.

6. Kepala SKPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/ penyempurnaan kepada Bupati
Banjar c.q. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Banjar.

7. Pada akhir Tahun Anggaran 2024, setiap SKPD wajib melakukan evaluasi kinerja
pelaksanaan pembangunan/ kegiatan Tahun 2024.

Bupati Banjar,
H. SAIDI MANSYUR, S.l.LKom
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Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Kabupaten Banjar
Tahun : 2024

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
101 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 680.419.719.360 95.317.172.835 273.692.193.381 273.692.193.381
510.624.421.919 680.419.719.360 95.317.172.835 273.692.193.381 273.692.193.381 DINAS PENDIDIKAN
101 |01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAl Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern 80| 1.707.838.708.164 | 64,54|PERSEN 396.178.824.446 74|Nilai 513.665.286.085 86,15| 78.809.850.005 86,15| 237.886.167.535
(IKK1) Dinas Pendidikan
1|01 (01 01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja gl D Per 100 persen 100|Persen 25 50
Penganggaran dan Laporan Kinerja SKPD
dengan baik
11|01 (01 01 |01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Jumlah Dokumen Perencanaan 6|Dokumen 5.145.100 6|Dokumen 26.498.000 2 19.544.800 2 22.794.000 2 22.794.000 8,0 27.939.100
Daerah Perangkat Daerah
1 (01 (o1 01 (02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan 2|Dokumen 7.000.000 1|Dokumen 7.062.000 1 - 1 - 1 - 3 7.000.000
Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD
1 (01 (o1 01 (03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA{Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2|Dokumen 6.500.000 1|Dokumen 6.500.000 0 - 0 - - - 2 6.500.000
SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-
SKPD
1|01 (01 01 |04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan 2|Dokumen 6.500.000 1|Dokumen 6.578.000 1 - 1 6.578.000 1 6.578.000 3 13.078.000
Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen
DPA-SKPD
11|01 (01 01 |05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen PerubahanDPA SKPD 2|Dokumen 6.500.000 1|Dokumen 6.500.000 0 - 0 - - - 2 6.500.000
dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-
SKPD
1101 (01 01 |06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja |Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 3|Laporan 12.710.300 3|Laporan 12.736.500 1 - 1 3.188.900 1 3.188.900 4 15.899.200
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
1 (01 (o1 01 (07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 24|Laporan 1.377.300 26|Laporan 2.249.300 5 - 5 2.249.300 5 2.249.300 29 3.626.600
Perangkat Daerah
1|01 (01 02 asi K Daerah A Persentase Administrasi Keuangan 85|persen 100|Persen 25 45
Perangkat Daerah
1(01 (o1 02 |01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 3662|Orang/Bula| 384.657.884.102 3661|0rang/Bula 501.144.844.287 3661 77.670.905.351 3661 235.199.159.236 3.661 235.199.159.236 7323| 619.857.043.338
Tunjangan ASN n
1|01 (01 02 |03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi |Jumlah Dokumen Penatausahaan dan 12 |Dokumen 7.683.500 1900|Dokumen 406.823.000 470 80.150.000 670 180.055.000 670 180.055.000 682 187.738.500
Keuangan SKPD Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
11|01 (01 02 |05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir |Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 1|Laporan 16.248.000 1|Laporan 22.194.000 0 1.550.000 0 3.648.000 - 3.648.000 1 19.896.000
Tahun SKPD SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD
1101 (01 02 |07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan JumlahLaporanKeuanganBulanan/ 18|Laporan 10.080.600 20(|Laporan 10.104.000 5 1.350.000 7 1.350.000 7 1.350.000 25 11.430.600
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Triwulanan/Semesteran SKPD dan
Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
101 |01 05 Administrasi ian P kat Daerah P inistrasi k 95 (persen 100 |persen 25 50
SKPD yang Terpenuhi
1|01 (01 05 |03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Jumlah Dokumen Pendataan dan 2|Dokumen 34.342.000 2|Dokumen 65.000.000 1 9.000.000 1 22.797.500 1 22.797.500 3 57.139.500
Kepegawaian Pengolahan Administrasi Kep: 1
11|01 (01 05 |11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-|Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan 10|Orang 50.000.000 10|Orang 201.500.000 0 - 0 - - - 10 50.000.000
Undangan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-undangan
1|01 (01 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum 95|persen 100|persen 25 50
Perangkat Daerah
1 (01 (o1 06 (02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatn dan Perlengkapan 1|Paket 36.727.000 1|paket 15.605.000 0 - 1 - 1 - 2 36.727.000
Kantor Yang Disediakan
1 (01 (o1 06 (03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga 1|Paket 14.200.000 1|paket 13.344.000 0 - 1 10.116.000 1 10.116.000 2 24.316.000
yang Disedi \
101 (01 06 |04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 1|Paket 59.668.180 1|paket 85.204.000 1 7.460.000 1 27.563.000 1 27.563.000 2 87.231.180
Disediak
1 (01 (o1 06 |05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan 1|Paket 97.946.700 1|paket 34.810.000 1 740.000 1 7.681.800 1 7.681.800 2 105.628.500
Penggandaan
11|01 (01 06 |08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan 25(Laporan 45.890.000 30|Laporan 25.500.000 10 9.575.000 12 13.700.000 12 13.700.000 37 59.590.000
Tamu
1101 (01 06 |09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah Laporan Penyelenggara Rapat 35|Laporan 821.843.432 40| Laporan 1.069.500.000 10 14.779.609 10 249.510.404 10 249.510.404 45 1.071.353.836
SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD
101 |01 07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemer| P P d; BMD P 100 |persen 100 |persen 0 50
Urusan Pemerintah Daerah
1 (01 (o1 07 |06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya 3[Unit 2.195.383.400 3[Unit 45.000.000 0 - 1 45.000.000 1 45.000.000 4 2.240.383.400
yang Disedi |
1|01 (01 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |A Persentase Jasa Penunjang Urusan 95|persen 100|persen 25 50
Pemerintah Daerah
1101 (01 08 |02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12|Laporan 224.333.233 36|Laporan 324.991.598 9 47.695.957 18 117.329.863 18 117.329.863 30 341.663.096
Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
yang Disediakan
1101 (01 08 |04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12|Laporan 6.270.867.771 12|Laporan 9.490.504.000 3 918.621.243 6 1.699.385.337 6 1.699.385.337 18 7.970.253.108
Pelayanan Umum Kantor yang
Disediak
101 |01 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah P j Urusan Pen|P P iharaan BMD 95 (persen 100 |persen 25 50
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1 (01 (o1 09 |01 Penyediaan Jasa F liharaan, Biaya F liharaan, [Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 1|unit 38.990.000 1|Unit 38.990.000 1 6.465.000 1 12.912.530 1 12.912.530 2 51.902.530
dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau atau Kendaraan Dinas Jabatan yang
Kendaraan Dinas Jabatan Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
101 (01 09 |02 Penyediaan Jasa P iharaan, Biaya P iharaan, |Jumlah Kendaraan Dinas Operasional 7| unit 112.576.553 7|Unit 134.790.000 5 20.055.045 5 40.749.715 5 40.749.715 12 153.326.268
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan
atau Lapangan dibayarkan Pajak dan perizinannya
1 (01 (o1 09 |06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 45 40.688.375 50| Unit 32.900.000 5 1.958.000 20 7.023.000 20 7.023.000 65 47.711.375
yang dipelihara




Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 1.397.738.900 435.558.400 213.375.950 213.375.950 1.611.114.850
Bangunan Lainnya Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
101 |02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Angka Partisipasi Kasar SD 99,96 456.988.144.394 | 91,9|persen 114.366.072.673 100|Persen 166.599.433.275 110,35 16.457.772.830 110,35 35.683.301.846
Angka Partisipasi Murni SD 89,3 91,45 |persen 99,32|Persen 99,03 85
Angka Partisipasi SD 100 83,78|persen 99,88|Persen 91,9 85
Angka Partisipasi SMP 92,51 72,63 |persen 89|Persen 72,93 72,93
Angka Partisipasi Kasar SMP. 99,82 78,76|persen 89,8|Persen 81,76 81,76
Angka Partisipasi Murni SMP 85,51 55,57 | persen 80,1|Persen 71,73 71,73
Angka Partisipasi Kasar PAUD 65,58 91,26|persen 64,74|Persen 91,26 91,26
1 (01 (02 (2 |01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Anak Usia 7-12 Tahun yang 100|persen 100 |Persen 0 50
Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar
(APS)
Rata-Rata Kemampuan Literasi SD 1,7|persen 57,38|Nilai [1] 57,38
Kan .
Rata-Rata Kemampuan Numerasi SD 1,7 |persen 43,05 | Nilai L] 43,05
b Kan i
Indeks Iklim Kebhinekaan SD 90,89 | Nilai 0 90,89
Indeks Iklim SD 87,77 |Nilai 0 87,77
Indeks Inklusivitas SD 79,87 |Nilai 0 79,87
101 (02 |2 (01 |01 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Jumlah Sekolah Baru yang Telah 1|unit 35.000.000 0 - 0 1.500.000 - 1.500.000 0 1.500.000
Dibangun
1 (01 (02 (2 |01 (03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 3[Ruang 470.421.000 10|Ruang 1.707.456.999 0 - 0 - - - 3 470.421.000
yang Telah Dibangun
1|01 (02 (2 (01 (04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah 12 |Ruang 917.332.000 9|Ruang 1.215.000.000 0 - 0 - - - 12 917.332.000
yang Telah Dibangun
1 (01 (02 |2 |01 |05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah 6[Ruang 954.229.300 10|Ruang 2.544.051.499 0 - 0 99.800.000 - 99.800.000 6 1.054.029.300
Dibangun
1|01 |02 (2 |01 |06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah |Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas 21|Unit 2.275.843.000 15 |unit 2.278.855.282 0 - 0 99.700.000 - 99.700.000 21 2.375.543.000
Sekolah yang Telah Dibangun
1|01 (02 |2 (01 |07 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, 7|Unit 1.133.230.000 6| unit 1.228.108.999 0 - 0 - - - 7 1.133.230.000
Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Guru, Penjaga Sekolah yang Telah
Dibangun
1 (01 (02 (2 |01 (09 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 14|Ruang 1.631.321.000 10|10 Ruang 1.488.987.499 0 - 0 - - - 14 1.631.321.000
Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
101 (02 |2 (01 |11 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah 9|Ruang 837.331.900 4|Ruang 603.106.500 0 - 0 - - - 9 837.331.900
Direhabilitasi Sedang/Berat
1 (01 (02 (2 |01 (13 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, 7 [Unit 768.163.680 7|Unit 960.039.374 0 - 0 - - - 7 768.163.680
Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Guru, Penjaga Sekolah yang Telah
DiRehabilitasi Sedang/Berat
1|01 (02 (2 (01 (14 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia 2|Paket 302.150.112 2|Paket 341.277.000 0 - 0 - - - 2 302.150.112
1 (01 (02 (2|01 |16 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah Perlengkapan Sekolah yang 1|Paket 1.414.855.000 2(Paket 3.752.671.000 0 - 0 - - - 1 1.414.855.000
Tersedia
101 (02 |2 (01 |21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang 16000 | Peserta 4.000.000.000 0 - 0 - - - 0 -
Dasar Menerima Biaya Personil Peserta Didik Didik
1(01 (02 |2 |01 |22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 101.010.000 - - 0 -
1101 (02 (2 (01 |25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang 626 |Peserta Did 543.190.000 990|Peserta 487.861.500 0 - 0 204.681.000 - 204.681.000 626 747.871.000
Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Didik
Akademik
1 (01 (02 (2|01 |26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi [Jumlah Pendidik dan Tenaga 60|Orang 7.378.500 10 - 35 5.378.500 35 5.378.500 35 5.378.500
Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Kependidikan yang Tersedia pada Satuan
Pendidikan Sekolah Dasar
1 (01 (02 (2 |01 (27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Jumlah Pendidik dan Tenaga 580|Orang 1.426.069.400 230|Orang 800.000.000 100 173.641.500 150 347.752.500 150 347.752.500 730 1.773.821.900
Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar |Kependidikan yang Mendapatkan
Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan,
Pemberian Promosi, Peningkatan
Kompetensi dan Kualifikasi
1 (01 (02 (2 |01 (28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang 372|Satuan Pen| 684.744.800 360 |Satuan 936.250.892 0 - 250 299.494.000 250 299.494.000 622 984.238.800
Dil kan Pembinaan K ! Pendidikan
dan manajemen sekolah
1|01 (02 |2 (01 |29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 372|Satuan Pen{ 39.794.727.326 372|Satuan 40.778.900.000 200 2.548.361.966 250 14.468.549.341 250 14.468.549.341 622 54.263.276.667
Dana BOS Pendidikan
1|01 (02 (2 01 (30 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah |Jumlah Tenaga Pengelola yang 730|Orang 666.240.000 744|0rang 1.125.540.000 744 284.790.000 744 284.790.000 744 284.790.000 1474 951.030.000
Dasar Meningkat Kapasitasnya dalam
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
1 (01 (02 (2 |01 (31 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah 13|Ruang 2.618.850.000 12|Ruang 2.995.157.000 0 - 0 - - - 13 2.618.850.000
Dasar yang Telah Dibangun
1|01 (02 |2 (01 |35 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Jumlah orang yang mendapatkan 373|orang 150.000.000 0 - 100 - 100 - 100 -
Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Pembinaan Penggunaan Teknologi,
Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk
Pendidikan
1 (01 (02 (2|01 (36 Pengembangan konten digital untuk pendidikan jumlah konten digital untuk pendidikan 2|konten 100.000.000 0 - 1 - 1 - 1 -
yang telah dikembangkan digital
1 (01 (02 (2 |01 (37 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan 372|Orang 50.000.000 372 39.580.000 372 39.580.000 372 39.580.000 372 39.580.000
aplikasi di bidang pendidikan yang
1|01 (02 [2 (01 |38 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, 2|Dokumen 10.000.000 0 - 0,5 - 1 - 0,5 -
Layanan di Bidang Pendidikan Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi
Layanan di Bidang Pendidikan
1 (01 (02 (2 |01 (39 ialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan |Jumlah kegiatan Sosialisasi dan advokasi 2|Dokumen 100.000.000 0 - 1 - 1 - 1 -
kebijakan di bidang pendidikan yang
1 (01 (02 (2 |01 (47 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang 13|Ruang 2.160.884.999 0 - 0 99.900.000 - 99.900.000 0 99.900.000
Bertambah
1|01 |02 (2 |01 (48 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas 10|Unit 983.782.000 12|Unit 1.076.446.999 0 - 0 - - - 10 983.782.000
Utilitas Sekolah Sekolah yang Telah Direhabilitasi
Sedang/Berat
1|01 |02 (2 |01 (49 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL |Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, 56|0rang 226.300.000 56 212.980.000 56 212.980.000 56 212.980.000 56 212.980.000
untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk
Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
yang dilaksanakan
1 (01 (02 (2|01 |50 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang 360|3satuan 883.900.800 0 217.878.750 100 - 100 - 100 -
Menyelenggarakan Proses Belajar pendidikan




Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Ruang 15.192.936.996
Direhabilitasi Sedang/Berat
1|01 |02 |2 |02 lol; P idil Sekolah h Pertama Persentase anak usia 13-15 Tahun yang 100 |persen 2(Persen 0 2,21
berpartisipasi dalam pendidikan dasar
(SMP)
Persentase lembaga pendidikan dasar 100 |persen 96 50
SMP yang terakreditasi minimal B
Rata-rata kompetensi Literasi SMP 72,71|persen 60 |Nilai 0 60
Kan .
sekolah yang 70,55|Persen 75,06 75,06
rasio guru siswa Jenjang SMP
Persentase pendidik SMP yang 12,5(Persen 9,77 10,25
bersertifikasi
Rata-rata kompetensi Numerasi SMP 48,03 |persen 64 |Nilai 55,52 59,1
b Kan i
Persentase Pendidik dan Tenaga 58,76|Persen 72,26 72,26
Kependidikan SMP dengan kualifikasi
minimal D,IV/S1
Nilai Survey Karakter SMP 54,47 | persen 100|Persen 98,97 98,97
1|01 (02 |2 (02 |01 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Jumlah Sekolah Baru yang Telah 1|unit 35.000.000 0 - 0 29.000.000 - 29.000.000 0 29.000.000
Dibangun
1 (01 (02 (2 |02 (03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 2|Ruang 491.828.000 4|Ruang 1.016.006.500 0 - 0 27.188.950 - 27.188.950 2 519.016.950
yang Telah Dibangun
1|01 (02 (2 (02 (04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah 1|Ruang 138.681.000 3|Ruang 459.228.250 0 - 0 - - - 1 138.681.000
yang Telah Dibangun
1 (01 (02 (2|02 |06 Pembangunan Laboratorium Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah 1|Ruang 435.594.000 6[Ruang 2.127.660.000 0 - 0 - - - 1 435.594.000
Dibangun
1|01 (02 |2 (02 |09 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, 1|Ruang 234.603.250 0 - 0 13.593.200 - 13.593.200 0 13.593.200
Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Guru, Penjaga Sekolah yang Telah
Dibangun
1|01 (02 (2 (02 (10 Pembangunan Fasilitas Parkir Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah 5|Unit 558.287.000 6|Unit 978.904.775 0 - 0 - - - 5 558.287.000
Dibangun
1|01 (02 |2 02 |12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah [Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas 7|Unit 859.020.000 7|Unit 849.580.820 0 - 0 48.009.700 - 48.009.700 7 907.029.700
Sekolah yang Telah Dibangun
1 (01 (02 (2|02 |14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah 5[Ruang 805.686.000 32|Ruang 4.912.744.000 0 - 0 32.900.950 - 32.900.950 5 838.586.950
Direhabilitasi Sedang/Berat
1|01 (02 (2 (02 |16 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah 1|Ruang 8.490.000 1|Ruang 87.550.000 0 - 0 - - - 1 8.490.000
Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
1|01 (02 (2 (02 |17 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah 3|Ruang 641.270.000 4|Ruang 698.884.450 0 - 0 - - - 3 641.270.000
Direhabilitasi Sedang/Berat
1 (01 (02 (2 |02 (18 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Jumlah Laboratorium yang Telah 1|Ruang 333.015.000 4|Ruang 1.096.453.750 0 - 0 9.625.400 - 9.625.400 1 342.640.400
Direhabilitasi Sedang/Berat
101 |02 (2 |02 (24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas 3|Unit 260.590.907 8|Unit 661.190.000 0 - 0 14.926.000 - 14.926.000 3 275.516.907
Utilitas Sekolah Sekolah yang Telah Direhabilitasi
Sedang/Berat
1|01 (02 |2 (02 |25 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 1|Paket 97.895.000 1|Paket 710.747.000 0 - 0 - - - 1 97.895.000
1 (01 (02 (2|02 |26 Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang 1|Paket 198.965.000 1|Paket 302.760.000 0 - 0 - - - 1 198.965.000
Tersedia
1|01 (02 (2 (02 |32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Jumlah Peserta didik Sekolah 900|Peserta 225.000.000 0 - 0 - - - 0 -
Menengah Pertama MenengahPertamayangMenerima Biaya Didik
Personil Peserta Didik
1|01 (02 (2 (02 (34 Perlengkapan Belajar Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang 1|Paket 361.980.000 0 - 0 - - - 0 -
Tersedia
1 (01 (02 (2 |02 (35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa 8|Paket 1.094.972.500 0 - 0 - - - 0 -
yang Tersedia
1|01 (02 (2 (02 (38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti 826|Peserta 445.508.300 1018|Peserta 686.101.100 0 44.998.000 0 234.895.800 - 234.895.800 826 680.404.100
AjangKompetisi/LombaAkademik dan Didik Didik
Non Akademik
1|01 (02 |2 (02 |39 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi |Jumlah Pendidik dan Tenaga 25(Orang 5.000.000 0 - 0 2.500.000 - 2.500.000 0 2.500.000
Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Kependidikan yang Tersedia pada Satuan
Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
1 (01 (02 (2|02 |40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Jumlah Pendidik dan Tenaga 943|Orang 685.058.200 512|Orang 510.000.000 85 39.678.500 420 298.020.000 420 298.020.000 1363 983.078.200
Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Kependidikan yang Mendapatkan
Menengah Pertama Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan,
Pemberian Promosi, Peningkatan
Kompetensi dan Kualifikasi
1 (01 (02 (2|02 (41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang 75 [Satuan pen( 80.626.200 75 [Satuan 317.550.000 0 17.500.000 50 70.392.500 50 70.392.500 125 151.018.700
Dilaksanakan Pembinaan Pendidikan
1 (01 (02 (2 |02 (42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama  [Jumlah Sekolah Menengah pertama yang 74(Satuan Pen|  16.306.582.049 75|Satuan 15.800.960.000 0 2.388.183.114 0 6.238.496.905 - 6.238.496.905 74| 22.545.078.954
Mengelola Dana BOS Pendidikan
1 (01 (02 (2 |02 (43 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah [Jumlah Tenaga yang Meningkat 252|Orang 234.700.000 171|Orang 260.000.000 150 67.237.000 156 119.330.000 156 119.330.000 408 354.030.000
Menengah Pertama Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana
BOS Sekolah Menengah Pertama
1|01 (02 (2 (02 (44 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU Jumlah Ruang TU yang Telah 1 9.990.000 2|Ruang 309.000.000 0 - 0 - - - 1 9.990.000
Direhabilitasi Sedang/Berat
1 (01 (02 (2 |02 (45 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah 2|Ruang 102.500.000 0 - 0 - - - 0 -
Direhabilitasi Sedang/Berat
1|01 (02 (2 (02 (48 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Jumlah Orang yang Mendapatkan 76|0rang 35.000.000 76 34.625.000 76 34.625.000 76 34.625.000 76 34.625.000
Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Pembinaan Penggunaan Teknologi,
Informasi Dan Komunikasi (TIK) untuk
Pendidikan
1 (01 (02 (2 |02 (49 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah Konten Digital untuk Peendidikan 1|Konten 75.000.000 0 - 0 - - - 0 -
yang telah Dikembangkan Digital
1 (01 (02 (2|02 |50 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Pelatihan Penggunaan 76|Orang 30.000.000 76 29.655.000 76 29.655.000 76 29.655.000 76 29.655.000
Aplikasi
1|01 |02 (2 |02 |51 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, 1|Dokumen 25.000.000 0 - 0 - - - 0 -
Layanan di Bidang Pendidikan Perencanaan,
SupervisidanEvaluasiLayanandi Bidang
Pendidikan
1 (01 (02 (2 |02 (52 ialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan |Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi 1|Dokumen 60.000.000 0 - 0 - - - 0 -
Kebijakan di Bidang Pendidikan yang
1 (01 (02 (2 |02 (58 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Peeerta Didik yang Mengikuti 4250 |Peserta 589.631.500 75 210.400.000 100 233.700.000 100 233.700.000 100 233.700.000
Proses Belajar Didik




Pembangunan Ruang Kelas Baru

Jumlah Ruang Kelas Baru yang
Bertambah

Ruang

2.003.566.250

76.374.200

76.374.200

76.374.200

01 |02 02 |60 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL  |Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, 95(Orang 100.000.000 0 - 95 - 95 - 95 -
untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidik Pelatihan, dan/atau PKL untuk
Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
yang dilaksanakan
01 |02 02 |61 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta |Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang 1080 | buku 202.117.000 0 - 1080 178.287.000 1.080 178.287.000 1080 178.287.000
Didik Diterima Peserta Didik
01 (02 02 |64 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 7 |Ruang 949.138.000 0 - 0 27.588.900 - 27.588.900 0 27.588.900
Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
01 (02 03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah Anak Usia 5-6 Tahun yang 79,82|persen 71,32|Persen 50 60
Berpartisipasi Dalam Pendidikan (APS)
Rasio Pengawas dan Penilik PAUD 5,75 |persen 100|Persen 57,49 57,49
Peningkatan proporsi jumlah satuan 48,12|persen 6,21(Persen 3 4
PAUD yang mendapatkan Minimal
Akreditasi B
Pertumbuhan Pendidik PAUD yang 69,7 |persen 69,78|Persen 58,31 58,71
memiliki kualifikasi akademik paling
rendah D-IV/S1
01 |02 03 |02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD  |Terbangunnya Sarana, Prasarana dan 11|Unit 1.365.740.000 15|Ruang 2.201.438.000 0 - 0 103.910.000 - 103.910.000 11 1.469.650.000
Utilitas PAUD
01 (02 03 |03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat 1|Unit 99.563.000 3[Ruang 400.000.000 0 - 0 33.450.000 - 33.450.000 1 133.013.000
Kelas/Ruang Guru PAUD Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
01 (02 03 |04 habilitasi Sedang/Berat F Inan Sarana, Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat 3[Ruang 300.000.000 0 - 0 26.900.000 - 26.900.000 0 26.900.000
Prasarana dan Utilitas PAUD Pembangunan Sarana, Prasarana dan
Utilitas PAUD
01 (02 03 |07 Pengadaan Mebel PAUD Terlaksananya Pengadaan Mebel PAUD 20|Paket 199.969.000 0 - 0 - - - 0 -
01 |02 03 |09 Pengadaan Mebel PAUD Jumlah perlengkapan PAUD yang 10| Unit 101.494.000 302|Paket 350.000.000 0 - 0 - - - 10 101.494.000
Tersedia
01 (02 03 (11 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD Jumlah Peserta Didik PAUD yang 200|Peserta 480.000.000 0 - 0 - - - 0 -
Menerima Biaya Personil Peserta Didik Didik
01 (02 03 (12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD Terlaksananya Pengadaan Alat Praktik 50 |Paket 270.546.399 54|Paket 774.980.883 0 - 0 145.000.000 - 145.000.000 50 415.546.399
dan Peraga Siswa PAUD
01 |02 03 |13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Jumlah Peserta Didik PAUD yang 15183 | Peserta Did 284.836.000 10774 |Peserta 440.000.000 11114 - 11114 126.259.000 11.114 126.259.000 26297 411.095.000
Mengikuti Proses Belajar Didik
01 (02 03 (15 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi [Jumlah Pendidik dan Tenaga 15|Orang 5.000.000 5 2.550.000 5 2.550.000 5 2.550.000 5 2.550.000
Satuan PAUD Kependidikan yang tersedia pada PAUD
01 (02 03 |16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Jumlah Pendidik dan Tenaga 185|orang 316.363.600 7 [Kegiatan 325.084.600 2 - 4 4.840.000 4 4.840.000 189 321.203.600
Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Kependidikan yang mendapatkan
Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan,
Pemberian Promosi, Peningkatan
Kompetensi dan Kualifikasi
01 (02 03 (17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Jumlah PAUD yang Dilaksanakan 443|Satuan Pen( 1.165.524.500 437|Satuan 138.900.000 0 - 210 30.573.000 210 30.573.000 653 1.196.097.500
Pembinaan Kelembagaan dan Pendidikan
A f )
01 (02 03 (18 Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP 422|Satuan Pen( 9.325.422.000 430|Satuan 8.784.780.000 430 4.303.845.000 430 4.467.075.000 430 4.467.075.000 852 13.792.497.000
Pendidikan
01 (02 03 (19 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD |Jumlah Tenaga yang Meningkat 480|Orang 107.954.000 433|Orang 100.000.000 0 - 0 - - - 480 107.954.000
Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana
BOP PAUD
01 (02 03 |23 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan 100|Orang 35.000.000 0 - 100 34.550.000 100 34.550.000 100 34.550.000
yang telah dikembangkan
01 (02 03 |24 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Pelatihan Penggunaan 100|Orang 35.000.000 0 - 100 32.549.000 100 32.549.000 100 32.549.000
Aplikasi Bidang Pendidikan dilaksanakan
01 |02 03 |25 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, 2|Dokumen 60.000.000 1 30.093.500 1 30.093.500 1 30.093.500 1 30.093.500
Layanan di Bidang Pendidikan Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi
Layanan di Bidang Pendidikan
01 (02 03 |26 ialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan |Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi 7|Dokumen 330.000.000 0 - 6 83.256.500 6 83.256.500 6 83.256.500
kebijakan di bidang Pendidikan yang
01 (02 03 (28 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Terlaksnanya Pembanguna Runag Guru 2|Ruang 416.019.000 0 - 0 50.065.000 - 50.065.000 0 50.065.000
Kepala sekolah dan TU
01 |02 03 |30 Pembangunan Ruang Kelas Baru Terlaksananya Pembangunan Ruang 1|Ruang 2.403.153.628 0 - 0 - - - 0 -
Kelas Baru
01 |02 03 |39 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL  |Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, 224|Orang 600.000.000 0 - 0 - - - 0 -
untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidik Pelatihan, dan/atau PKL untuk
Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
yang dilaksanakan
01 (02 03 |40 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Terbangunnya Unit Sekolah Baru (USB) 1|Unit 999.998.181 0 - 0 65.715.000 - 65.715.000 0 65.715.000
01 (02 04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Persentase masyarakat yang terlayani 60,5|persen 62,5|Persen 10 20
Pendidikan kesetaraan, keaksaraan dan
L hidup
Persentase pesantren dalam 90,5 persen 92,5(Persen 35 50
penyelenggaraan kejar paket sesuai
standar
Persentase Peningkatan Jumlah Warga 20(persen 30(Persen 5 20
Belajar
01 |02 04 |01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Terlaksananya Pembangunan 2| Unit 618.925.000 3|Ruang 500.000.000 0 - 0 38.675.000 - 38.675.000 2 657.600.000
Nonformal/Kesetaraan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru
Nonformal/Kesetaraan
01 |02 04 |10 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik 2508 | Peserta 940.500.000 627 - 1254 - 1.254 - 1254 -
Nonformal/Kesetaraan Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Didik
Biaya Personil Peserta Didik
01 (02 04 (11 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal /| Terlaksananya Pengadaan Alat Praktik 1|Paket 101.885.000 3[Paket 400.000.000 0 - 0 - - - 1 101.885.000
Kesetaraan dan Peraga Siswa Nonformal /
Kesetaraan
01 (02 04 |16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan 26|Satuan Pen{ 11.887.052.000 31 3.322.407.000 0 10.000.000 0 10.000.000 - 10.000.000 26| 11.897.052.000

Nonformal/Kesetaraan

yang Dilaksanakan Pembinaan
Kelembagaan dan Manajemen




Daerah

Pengelolaan Dana BOP Sekolah Jumlah Sekolah Nonfornal/ Kesetaraan Satuan pen| 8.706.500.000 Satuan 10.470.760.000 5.143.380.000 5.143.380.000 5.143.380.000 13.849.880.000
Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP Pendidikan
1|01 |02 (2 |04 (27 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Jumlah Dokumen Hasil 26|Dokumen 20.000.000 5 - 10 - 10 - 10 - 0 -
Layanan di Bidang Pendidikan Koordinasi,Perencanaan, Supervisi dan
Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
1 (01 (02 (2 |04 (33 Penyediaan infrastruktur TIK Terlaksananya Pengadaan Penyediaan 1|Paket 100.000.000 0 - 0 - - - 0 - 0 -
infrastruktur TIK
1|01 (02 (2 (04 (46 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang 8971 |Peserta 5.000.000.000 2242 658.395.500 4484 1.352.846.000 4.484 1.352.846.000 4484 1.352.846.000 0 -
Menyelenggarakan Proses Belajar Didik
1 (01 (02 (2 |04 (48 Pengadaan Mebel Sekolah Terlaksananya Pengadaan Mebel Sekolah 11|Paket 600.000.000 0 - 0 - - - 0 - 0 -
1|01 (02 |2 (04 |49 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Terlaksananya Pemeliharaan Rutin 1|Ruang 200.000.000 0 - 0 - - - 0 - 0 -
Sekolah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1|01 (02 (2 (04 (50 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat 2|Ruang 415.492.000 0 - 0 18.400.000 - 18.400.000 0 18.400.000 0 -
Ruang Kelas Sekolah
101 |03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Persentase Implementasi 100 424.646.400 67 |persen 30.155.000 82(Persen 85.000.000 70 49.550.000 75 84.175.000
Penyelenggaraan Kegiatan
1 (01 (03 (2 |01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Kegiatan Penetapan Kurikulum 67 |Persen 2 [} 2
Mulok Dasar
101 (03 |2 (01 |02 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar |Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan 4|Dokumen 30.155.000 2|Dokumen 35.000.000 0 - 2 34.625.000 2 34.625.000 6 64.780.000 0 -
Anak Usia Dini dan Pendidikan Non
Formal yang Tersusun
1 (01 (03 (2 |02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak UsialJumlah Kegiatan Penetapan Kurikulum 3 0 3
Mulok Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Non Formal
1|01 (03 |2 (02 |02 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak  |Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan 3|Dokumen 50.000.000 3 49.550.000 3 49.550.000 3 49.550.000 3 49.550.000 0 -
Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Anak Usia Dini dan Pendidikan
Nonformal yang Tersusun
1|01 |04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Rasio Guru - Siswa Jenjang SD 17,8 324.979.354 | 12,89 |persen 49.369.800 12,89|Persen 70.000.000 6 o 6,9 38.549.000
Rasio Guru - Siswa Jenjang PAUD 12,79 11,62 |persen 18(Persen 15 16
| Rasio Guru-Siswa Jenjang SMP 10,17 18,1|persen 12,5(Persen 9,77 10,25
1|01 (04 (2 (01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga K Rata-Rata Kemampuan Literasi SMP 0|Nilai 0 0
b Kan i
Jumlah Dokumen Perencanaan 70,55|Dokumen [1] 0
Distribusi, Penempatan dan Formasi PTK
Rata-Rata Kemampuan Numerasi SD 12|Nilai 3 6
Kan .
Rata-Rata Kemampuan Literasi SD 43,05 |Nilai L] 0
b Kan i
Rasio Pengawas dan Penilik PAUD 57,38|Persen 0 0
1|01 (04 (2 (01 |01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan 6|Dokumen 32.890.400 5|Dokumen 35.000.000 0 - 1 18.649.000 1 18.649.000 7 51.539.400 0 -
Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga
Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar,
PAUD, dan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
1|01 (04 (2 (01 |02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan 8|Laporan 16.479.400 7|Laporan 35.000.000 1 - 2 19.900.000 2 19.900.000 10 36.379.400 0 -
Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, |Penataan Pendistribusian Pendidik dan
dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan
Dasar, PAUD, dan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : melakukan konsultasi dengan Inspektorat -menjalankan koordinasi dengan sekretaris, kepala sub, bag, umum dan kepegawaian, kepala sub, bag, keuangan dan aset, kepala sub, bag, perencanaan beserta para operatornya, -belum masuk waktu penilaian; Melakukan Koordinasi Interenal; 1, Adanya mutasi guru yang membuat pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan menjadi lebih baik 2, guru-guru yang pensiun
sudah digantikan dengan PPPK baru;
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : masih dalam proses pengumpulan data dukung pemenuhan penilaian mandiri IKKI semester 1 tahun 2024 -penilaian akan dilakukan satu kali dalam setahun pada bulan Oktober -hasil akan diperoleh pada tw 4; Penilaian Persentase Implementasi Penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan Kurikulum untuk 1 Belum dilak k Jak antara latar belakang pendidikan guru dengan mata pelajaran
yang diajar;
1 (02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 546.840.274.817 44.093.954.744 239.428.638.160 = = 239.428.638.160
| 260.143.111.850 364.663.774.135 12.290.642.051 152.455.317.519 o o 152.455.317.519 DINAS KESEHATAN
1)02 |01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KA| Indeks Kepatuhan dan Kinerja intern 80| 634.404.348.784 | 95,71|indeks 130.604.481.738 95|Indeks 163.453.830.281 0| 10.025.492.702 0 87.262.542.188
1|02 (01 (2 (01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangk| P Dok Per 100(Persen 100|% 32,35 52,93
Penganggaran, dan Laporan Kinerja
SKPD Tersusun Dengan Baik
1 (02 (o1 (2 |01 (01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Jumlah Dokumen Perencanaan 7|Dokumen 186.478.700 6[Dokumen 52.065.000 3 - 4 5.134.200 4 5.134.200 11 191.612.900 0 -
Daerah Perangkat Daerah
102 (01 |2 (01 |02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan 6|Dokumen 15.568.500 7|Dokumen 20.118.000 2 - 4 14.968.000 4 14.968.000 10 30.536.500 0 -
Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen
RKASKPD
102 (01 (2 (01 |07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 7|Dokumen 74.092.800 22|Laporan 39.300.000 9 - 4 9.250.000 4 9.250.000 11 83.342.800 0 -
Perangkat Daerah
102 (01 |2 |02 A asi P kat Daerah inistrasi 25(indek 25|Persen 25 25
daerah
102 (01 (2 (02 |01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 12900|Orang/Bula| 118.343.377.584 1304|Orang/Bula 148.373.585.781 1.304 9.467.211.572 1026 83.049.642.115 1.026 83.049.642.115 13926 201.393.019.699 0 -
Tunjangan ASN n
1 (02 (o1 (2 |02 (03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi [Jumlah Dokumen Penatausahaan dan 12|Dokumen 1.031.060.000 12|Dokumen 1.299.300.000 3 88.860.000 6 237.080.000 6 237.080.000 18 1.268.140.000 0 -
Keuangan SKPD Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
1 (02 (o1 (2 |02 |05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir [Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 12|Laporan 16.700.000 3 - 6 4.050.000 6 4.050.000 6 4.050.000 0 -
Tahun SKPD SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD
102 (o1 |2 (02 |07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 12 |Dokumen 99.770.000 12|Laporan 23.300.000 3 6.840.000 6 - 6 - 18 99.770.000 0 -
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Triwulanan/ Semesteran SKPD dan
Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
1|02 (01 (2 (05 asi K i Daerah Persentasi Kepegawaian SKPD Yang 25|indek 100|peresen 25 25
terpenuhi
1(02 (o1 |2 |05 |04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan 1[{Dokumen 15.961.500 1(Dokumen 16.161.500 0 = 0 = = = 1 15.961.500 0 =
Kepegawaian Pelaksanaaan Sistem Informasi
Kepegawaian
1 (02 (o1 (2 |05 (09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas |Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan 58|Dokumen 81.392.725 45(Orang 100.000.000 4 - 10 30.470.000 10 30.470.000 68 111.862.725 0 -
dan Fungsi Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan
Pelatihan
1 (02 (o1 (2 |06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum 25(indek 100 |peresen 100 100




Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
yang Disedi \

10.395.000

10.000.000

10.395.000

102 (01 06 |04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 5|Paket 181.307.750 5|Paket 220.000.000 2 - 5 42.320.000 5 42.320.000 10 223.627.750
Disediak
1 (02 (o1 06 |05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan 4|Paket 41.343.300 5(Paket 43.246.000 1 - 5 21.900.000 5 21.900.000 9 63.243.300
Penggandaan yang Di
102 (01 06 |09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 12 |Paket 1.069.991.886 12|Laporan 1.500.000.000 3 - 6 593.193.079 6 593.193.079 18 1.663.184.965
SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1|02 (01 07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemer| BMD 25|indek 100|peresen 0 0
Urusan Pemerintah Daerah
102 (01 07 | 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung |Jumlah Unit Sarana dan Prasarana 19| Unit 243.266.000 104 |Unit 132.506.000 0 - 0 - - - 19 243.266.000
Kantor atau Bangunan Lainnya Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya yang Disedi |
1|02 (01 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Jasa Penunjang Urusan 25|indek 100|peresen 25 100
Pemerintah Daerah
1102 (01 08 |01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 12|Laporan 8.000.000 12|Laporan 9.800.000 2 - 6 2.600.000 6 2.600.000 18 10.600.000
Menyurat
102 (01 08 |02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12|Laporan 242.354.043 12|Laporan 432.750.000 3 21.432.330 6 109.812.781 6 109.812.781 18 352.166.824
Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
yang Disedi \
102 (01 08 |04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12|Laporan 7.664.025.040 12|Laporan 8.763.450.000 3 427.600.000 6 2.928.355.779 6 2.928.355.779 18 10.592.380.819
Pelayanan Umum Kantor yang
Disedi
1|02 (01 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pen| -aan BMD 25|indek 100|peresen 100 100
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
102 (01 09 |01 Penyediaan Jasa P aan, Biaya P iharaan, |Jumlah Kendaraan Dinas Operasional 1|Unit 28.350.800 13| Unit 38.990.000 1 - 4 9.748.363 4 9.748.363 5 38.099.163
dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau atau Lapangan yang Dipelihara dan
Kendaraan Dinas Jabatan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
1 (02 (o1 09 |02 Penyediaan Jasa F liharaan, Biaya F liharaan, [Jumlah Kendaraan Dinas Operasional 9[Unit 382.986.110 13| Unit 446.940.000 2 13.548.800 4 81.396.337 4 81.396.337 13 464.382.447
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan
atau Lapangan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
102 (01 09 |09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 1|Unit 884.760.000 1|Unit 1.864.868.000 1 - 1 98.871.534 1 98.871.534 2 983.631.534
Bangunan Lainnya Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
102 |01 09 | 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung 75| Unit 50.750.000 18 - 50 23.750.000 50 23.750.000 50 23.750.000
Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
yang Dipelihara/Direhabilitasi
1|02 |02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PEROI DA kreditasi 88 416.338.309.721 61|persen 89.537.824.067 52|% 142.267.281.872 100 71.718.000 50 51.392.710.437
| utama
1|02 (02 01 y Fasilitas Ki untuk UKM dar|Persentasi capaian ASPAK Puskesmas 67|Persen 63 63
minimal 70 %
1102 (02 01 |02 Pembangunan Puskesmas Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat 1|Unit 16.665.783.976 21| Unit 7.147.870.500 21 - 21 114.260.000 21 114.260.000 22 16.780.043.976
PL ) yang Dibangun
1102 (02 01 |03 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang 2| Unit 1.560.970.000 19| Unit 4.099.918.000 19 - 19 74.691.000 19 74.691.000 21 1.635.661.000
Dibangun
1 (02 (02 01 (07 Per b ) Fasilitas hatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang 21|Unit 11.310.331.500 21 - 21 - 21 - 21 -
Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat
Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar
1 (02 (02 01 (09 habilitasi dan P iharaan P Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat 2|Unit 197.300.000 0 - 2 36.800.000 2 36.800.000 2 36.800.000
Kesehatan yang Telah Dilakukan
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh
pusk
1102 (02 01 | 10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat 2|Unit 593.804.619 11|Unit 1.996.421.000 11 - 11 157.074.000 11 157.074.000 13 750.878.619
Lainnya Kesehatan yang Telah Dilakukan
Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh
Fasilitas Kesehatan Lainnya
1102 (02 01 | 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang 5|Unit 23.614.116.208 7|Unit 6.207.645.000 7 - 5 3.691.950.000 5 3.691.950.000 10 27.306.066.208
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
yang Disediakan
1102 (02 01 | 20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat |Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang 1|Unit 465.564.000 0 - 1 10.545.000 1 10.545.000 1 10.545.000
Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang
Terpelihara Sesuai Standar
1|02 |02 01 | 23 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan 5|Paket 6.383.199.505 5 28.300.000 5 158.656.000 5 158.656.000 5 158.656.000
Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan
Fasilitas Kesehatan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang
disediakan
1 (02 (02 01 | 25 Per b 1 Pendekatan Pelay Kesehatan di  [Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK 1000|Layanan 18.320.000 0 - 215 - 215 - 215 -
DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, |Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus
Pelayanan 1 Berbasis Tel dicil Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis
Telemedicine) yang Dilakukan
rer b 1
102 |02 02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujul| Persentase capaian SPM Puskesmas 80|persen 25|persen 0 25
1102 (02 02 |01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah lbu Hamil yang Mendapatkan 8342|0Orang 535.965.250 10645 |Orang 642.676.000 1891 - 3365 526.927.500 3.365 526.927.500 11707 1.062.892.750
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
1102 (02 02 |02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan 8363 |Orang 39.682.000 10161 |Orang 61.284.000 1988 - 3910 - 3.910 - 12273 39.682.000
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
1102 (02 02 |03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang 8899|0rang 13.303.100 9309|Orang 398.006.965 1975 - 4042 - 4.042 - 12941 13.303.100
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
102 (02 02 |04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan 35370|Orang 23.731.100 38677 |0rang 410.489.100 7494 - 15408 - 15.408 - 50778 23.731.100
Pelayanan kesehatan sesuai standar
1 (02 (02 02 |05 Pengelol Pelayanan Kesehatan pada Usia Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang 54019|0rang 5.391.000 79524|0rang 255.457.000 0 - 15662 247.500.000 15.662 247.500.000 69681 252.891.000
Pendidikan Dasar Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
1 (02 (02 02 |06 Pengelol Pelayanan Keseh 1 pada Usia Jumlah Penduduk Usia Produktif yang 2E+05|Orang 596.334.850 | 370296|Orang 100.000.000 46593 = 97960 29.292.000 97.960 29.292.000 335714 625.626.850
Produktif Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
1 (02 (02 02 (07 Pengelol Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut  |[Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang 43319|Orang 7.001.500 96812|0rang 38.777.000 12851 - 24225 - 24.225 - 67544 7.001.500

Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar




Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Jumlah Penderita Hipertensi yang Orang 5.937.500 38160|Orang 26.875.000 5.937.500
Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
1|02 (02 |2 (02 |09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes |Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang 5723|Orang 49.041.000 5046|0rang 1.305.435.385 2819 - 4282 63.000.000 4.282 63.000.000 10005 112.041.000 0 -
Melitus Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
102 (02 (2 (02 | 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Jumlah Orang yang Mendapatkan 1034|Orang 22.012.000 848|0rang 102.535.275 881 - 991 2.046.000 991 2.046.000 2025 24.058.000 0 -
Gangguan Jiwa Berat Pelayanan Kesehatan Orang dengan
Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar
102 (02 (2 (02 | 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Jumlah Orang Terduga Menderita 7329|0Orang 26.633.000 10020|Orang 473.820.400 2057 - 4439 40.617.800 4.439 40.617.800 11768 67.250.800 0 -
Tuberkulosis Tuberkulosis yang Mendapatkan
Pelayanan Sesuai Standar
1102 (02 (2 (02 | 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Jumlah Orang Terduga Menderita HIV 13473|Orang 576.269.750 10020|Orang 755.061.500 3873 7.696.000 7201 479.763.500 7.201 479.763.500 20674 1.056.033.250 0 -
Risiko Terinfeksi HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai
Standar
1102 (02 (2 (02 | 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 4|Dokumen 41.804.800 3|Dokumen 72.300.000 0 - 2 900.000 2 900.000 6 42.704.800 0 -
pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk
pada Kondisi Kejadian Luar Biasa KLB
Sesuai Standar
1 (02 (02 (2 )02 | 15 Pengelol Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 25|Dokumen 3.756.199.300 25|Dokumen 1.103.210.000 25 3.222.000 25 100.516.000 25 100.516.000 50 3.856.715.300 0 -
Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
1 (02 (02 (2 )02 | 16 Pengelol Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga |Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 3[Dokumen 61.854.000 5[Dokumen 50.000.000 0 - 3 5.594.000 3 5.594.000 6 67.448.000 0 -
Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
1 (02 (02 (2 )02 | 17 Pengelol Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 5[Dokumen 917.695.900 3[Dokumen 566.325.000 0 - 2 - 2 - 7 917.695.900 0 -
Pelayanan Kesehatan Lingkungan
102 (02 (2 (02 | 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 1|Dokumen 502.798.000 5|Dokumen 459.593.500 0 - 2 42.302.000 2 42.302.000 3 545.100.000 0 -
Pelayanan Promosi Kesehatan
1 (02 (02 (2 )02 | 19 Pengelol Pelayanan Kesehatan Tradisional, Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 3[Dokumen 20.462.900 25|Dokumen 70.000.000 0 - 0 4.080.000 - 4.080.000 3 24.542.900 0 -
Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya |Pelayanan Kesehatan Tradisional,
Akupuntur, Asuhan Mandiri dan
Tradisional Lainnya
1|02 (02 (2 (02 | 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 3|Dokumen 184.245.400 6|Dokumen 437.080.000 1 4.000.000 3 20.200.000 3 20.200.000 6 204.445.400 0 -
Surveilans Kesehatan
1 (02 (02 (202 | 22 Pengelol Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang 6[Orang 14.880.000 200(Orang 64.925.000 1 - 1 1.800.000 1 1.800.000 7 16.680.000 0 -
\ kan Pelay Kesehatan
1102 (02 (2 (02 | 24 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 12 |Dokumen 1.018.672.847 12 |Dokumen 1.268.768.000 0 1.125.000 2 694.967.101 2 694.967.101 14 1.713.639.948 0 -
Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Upaya Pengurangan Risiko Krisis
Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
1 (02 (02 (202 | 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan 12|Dokumen 1.024.015.000 12|Dokumen 1.998.863.800 3 - 6 135.399.900 6 135.399.900 18 1.159.414.900 0 -
Menular Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak
Menular
1 (02 (02 (202 | 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 1|Dokumen 36.428.496.900 2[Dokumen 91.647.985.017 0 - 0 44.580.811.800 - 44.580.811.800 1| 81.009.308.700 0 -
Jaminan Kesehatan Masyarakat
1102 (02 (2 (02 | 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Jumlah Spesimen Penyakit Potensial 1|Paket 102.328.500 1 - 1 - 1 - 1 - 0 -
Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Kejadian Luar Biasa KLB ke Laboratorium
Rujukan/Nasional yang Didistribusikan
1 (02 (02 (2 )02 | 29 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan 1|Dokumen 40.000.000 0 - 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 0 -
Kabupaten/Kota Sehat
1 (02 (02 (202 | 34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan 12|Dokumen 19.700.000 3 - 6 - 6 - 6 - 0 -
Fasilitas Kesehatan Lainnya
1 (02 (02 (2 )02 | 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Unit 889.185.047 25| Unit 105.000.000 0 - 52 - 52 - 52 889.185.047 0 -
Ki aten/Kota Terakreditasi di K 1/Kota
1102 (02 (2 (02 | 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian |Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal 12|Laporan 26.640.000 0 - 0 - - - 0 - 0 -
Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |Kejadian Tidak Diharapkan Kejadian
Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian
Obat Massal)
1 (02 (02 (2 )02 | 38 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Jumlah Public Safety Center PSC 119 1|Unit 642.184.800 0 27.375.000 0 134.815.036 - 134.815.036 0 134.815.036 0 -
Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi
Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem
Penanganan Gawat Darurat Terpadu
(SPGDT)
1 (02 (02 (2 )02 | 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang 100|Orang 262.415.500 229 - 576 12.000.000 576 12.000.000 576 12.000.000 0 -
Tuberkulosis mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standar
1 (02 (02 (2 )02 | 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV  [Jumlah orang dengan HIV ODHIV yang 100|Orang 62.917.500 13 - 36 12.058.500 36 12.058.500 36 12.058.500 0 -
(ODHIV) mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standar
1 (02 (02 (202 | 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan 39(Orang 136.428.360 100|Orang 212.902.625 16 - 29 9.364.500 29 9.364.500 68 145.792.860 0 -
pelayanan kesehatan malaria
1102 (02 (2 (02 | 46 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan 12 |Dokumen 357.335.000 0 - 6 - 6 - 6 - 0 -
upaya kesehatan ibu dan anak
1 (02 (02 (2 |03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Secara Terir|P K yang melaporkan 196|Persen 100 |Persen 100 100
melalui sistem informasi kesehatan
terintegrasi
1 (02 (02 |2 |03 (02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 12|Dokumen 198.458.000 1 - 7 3.778.800 7 3.778.800 7 3.778.800 0 -
Sistem Informasi Kesehatan
102 |02 (2 |04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelay¢ Penerbitan Izin Rumah Sakit kelas, C,D 94|% 100 2 0 50
dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1 (02 (02 (2 |04 (03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang 30| Unit 188.209.760 25| Unit 23.163.000 0 - 0 - - - 30 188.209.760 0 -
Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional
Mutu (INM) Pelayanan kesehatan
1102 (02 (2 (04 (04 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan 1|Dokumen 16.899.000 4|Dokumen 78.199.500 0 - 0 - - - 1 16.899.000 0 -
Kesehatan Rujukan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan
Kesehatan Rujukan
1|02 |03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSI/ Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis 100 23.944.487.439 | 100|% 2.121.935.884 88|% 3.164.647.200 88 90.000.000 88 426.720.000
Tenaga Kesehatan Sesuai Standar
1|02 (03 (2 (02 Per: Ki dan Sumber Day| P memiliki 72|Persen 90|Persen 96 94
perencanaan kebutuhan SDMK melalui
ABK SDMK
102 (03 (2 (02 |03 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia |Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan 16 |Dokumen 329.620.000 16 | Dokumen 269.252.200 1 - 0 - - - 16 329.620.000 0 -
Kesehatan Pengawasan Sumber Daya Manusia
Kesehatan




1|02 (03 (2 (03 Mutu dan i K i Teknig| SDMK yang 355|0rang 65|Persen 0 0
Pengembangan Mutu dan Peningkatan
i Teknis
102 (03 (2 (03 |01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi  |Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan 107 |Orang 1.792.315.884 100(Orang 2.895.395.000 0 90.000.000 0 426.720.000 - 426.720.000 107 2.219.035.884
Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang
Daerah Kabupaten/Kota Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya
1|02 |04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKAN| Persentase Fasilitas Pelayanan 95,93 36.272.029 o 95,54|% 542.101.000 90 o 93 58.430.000
Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat)
yang Memenuhi Standar dan
1|02 (04 (2 (01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan d|Persentase Apotek dan Toko Obat yang - 82|persen 920 93
berizin
1 (02 (04 (2 |01 (01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan 1|Dokumen - 12|Dokumen 542.101.000 12 - 6 58.430.000 6 58.430.000 7 58.430.000
Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat |Pengawasan serta Tindak Lanjut
Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional| Pengawasan Perizinan Apotek, Toko
(umorT) Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal,
Usaha Mikro Obat Tradisional UMOT
1|02 |05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATA| 100 1.354.080.640 | 21,7(% 870.559.600 93,4(% 381.245.000 92,28 o 80 o
Bidang h
102 |05 (2 |01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemi i Peran ¢ desa/| yang 100(% 100(% 10 15
1102 (05 |2 (01 |01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, 1|Dokumen 40.436.000 4|Dokumen 79.925.000 0 - 2 - 2 - 3 40.436.000
Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan
Masyarakat
1|02 |05 (2 (02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingk| Persentase Posyandu AKtif 10(% 76|% 0 0
102 (05 (2 (02 |01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan 1|Dokumen 84.846.000 7|Dokumen 80.000.000 0 - 2 - 2 - 3 84.846.000
Hidup Bersih dan Sehat Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup
Bersih dan Sehat
1|02 |05 (2 03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersun| Persentasi UKBM Aktif 0|% 100(% 15 15
102 (05 (2 (03 |01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan |Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis 1|Dokumen 745.277.600 5|Dokumen 221.320.000 0 - 3 - 3 - 4 745.277.600
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya dan Supervisi Upaya Kesehatan
Masyarakat (UKBM) Bersumber Daya Masyarakat UKBM
Instalasi Farmasi Kabup:
102 |02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 529.477.150 603.510.000 99.758.365 202.441.399
1|02 (02 (2 o1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
102 |02 (2 |01 | 10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat 12 |dokumen 529.477.150 20|unit 151.514.000 0 19.220.000 0 39.620.000 - 39.620.000 12 569.097.150
Lainnya Kesehatan Yang Telah Dilakukan
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh
Fasilitas Kesehatan Lainnya
1|02 (02 (2 (02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1|02 (02 (2 (02 | 34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan 12 |dokumen 451.996.000 1 80.538.365 1 162.821.399 1 162.821.399 1 162.821.399
Fasilitas Kesehatan Lainnya
L ium
102 |02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 592.310.643 779.478.157 83.122.399 161.601.658
1]02 |02 |2 |01 Fasilitas K untuk UKM dan UKP K Daerah Ki /Kota
1(02 (02 |2 |01 | 10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Jumlah Sarana Prasarana dan Alat 17 |unit 33.500.000 4 8.590.000 3 15.167.525 3 15.167.525 3 15.167.525
Lainnya Kesehatan yang Telah Dilakukan
Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh
Fasilitas Kesehatan Lainnya
1]02 (02 (2 (02 Layanan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah K; /Kota
1 (02 (02 (202 | 34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan 12|Dokumen 592.310.643 12|dokumen 745.978.157 3 74.532.399 8 146.434.133 8 146.434.133 20 738.744.776
Fasilitas Kesehatan Lainnya
Puskesmas Aluh Aluh
102 |02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 3.169.488.613 3.321.763.893 = 478.206.812
1|02 (02 (2 o1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
1|02 |02 (2 |01 |09 habilitasi dan P iharaan Pt Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat 48| unit 253.014.676 0 - 0 15.600.000 - 15.600.000 0 15.600.000
Kesehatan yang Telah Dilakukan
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh
pusk
1|02 (02 (2 (02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
102 (02 (2 (02 |01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah lbu Hamil yang Mendapatkan 373|orang 164.050.000 539|orang 42.750.000 89 - 89 7.125.000 89 7.125.000 462 171.175.000
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
102 (02 (2 (02 |02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah lbu Bersalin yang Mendapatkan 514|orang 16.800.000 90 - 90 - 90 - 90 -
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
1|02 (02 |2 (02 |05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang 2405|orang 32.550.000 4111|orang 103.950.000 0 - 0 9.225.000 - 9.225.000 2405 41.775.000
Pendidikan Dasar Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
102 (02 (2 (02 | 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Jumlah Orang Terduga Menderita 365|orang 35.600.000 634|orang 34.200.000 127 - 127 - 127 - 492 35.600.000
Tuberkulosis Tuberkulosis yang Mendapatkan
Pelayanan Sesuai Standar
1102 (02 (2 (02 | 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Jumlah Orang Terduga Menderita HIV 685|orang 1.125.000 190 - 190 - 190 - 190 -
Risiko Terinfeksi HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai
Standar
1102 (02 (2 (02 | 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 1|Dokumen 313.925.500 12 |dokumen 304.933.000 0 - 0 - - - 1 313.925.500
Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
1102 (02 (2 02 | 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 3|Dokumen 26.250.000 12 |dokumen 36.000.000 0 - 0 1.200.000 - 1.200.000 3 27.450.000
Pelayanan Kesehatan Lingkungan
1 (02 (02 (202 | 20 Pengelol Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 1|Dokumen 9.450.000 12|dokumen 40.950.000 0 - 0 4.050.000 - 4.050.000 1 13.500.000
Surveilans Kesehatan
1102 (02 (2 (02 | 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan 1|Dokumen 181.375.000 12 |dokumen 208.425.000 0 - 0 8.550.000 - 8.550.000 1 189.925.000
Menular Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak
Menular
1102 (02 (2 (02 | 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan 12 |Dokumen 2.397.213.113 12 |dokumen 2.030.316.217 0 - 0 391.131.812 - 391.131.812 12 2.788.344.925
Puskesma
1 (02 (02 (202 | 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian |Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal 1|Laporan 525.000 12|laporan 2.400.000 0 - 0 - - - 1 525.000
Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian
Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian
Obat Massal)
1|02 (02 (2 (02 | 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang 106 (orang 8.550.000 634|orang 16.200.000 0 - 0 - - - 106 8.550.000
Tuberkulosis mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standar
1102 (02 (2 (02 | 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV |Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang 685|orang 4.200.000 0 - 0 - - - 0 -
(ODHIV) mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standar




Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi

Jumlah dokumen hasil pengelolaan
pelayanan kesehatan reproduksi

dokumen

11.400.000

1 (02 (02 02 | 46 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan 12|dokumen 215.100.000 0 - 0 41.325.000 - 41.325.000 0 41.325.000
upaya kesehatan ibu dan anak
1 (02 |05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 28.110.000 30.540.000 = =
1|02 |05 03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1102 (05 03 |01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan |Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis 1|Dokumen 28.110.000 12 |dokumen 30.540.000 0 - 0 - - - 1 28.110.000
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya dan Supervisi Upaya Kesehatan
Masyarakat (UKBM) Bersumber Daya Masyarakat (UKBM
Puskesmas Aranio
102 |02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 873.304.816 1.863.122.261 = =
1|02 |02 01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
1|02 |02 01 |09 habilitasi dan P iharaan Pt Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat 28|unit 122.400.000 0 - 0 - - - 0 -
Kesehatan yang Telah Dilakukan
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh
pusk
1|02 |02 02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1102 (02 02 |01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan 0|orang 25.000.000 12|orang 47.520.000 0 - 0 - - - 0 25.000.000
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
1102 (02 02 |05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang 0|orang 19.100.000 1185|orang 88.230.000 0 - 0 - - - 0 19.100.000
Pendidikan Dasar Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
1102 (02 02 | 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Jumlah Orang Terduga Menderita 0|orang 8.200.000 192 (orang 32.400.000 0 - 0 - - - 0 8.200.000
Tuberkulosis Tuberkulosis yang Mendapatkan
Pelayanan Sesuai Standar
1102 (02 02 | 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Jumlah Orang Terduga Menderita HIV 0|orang 2.200.000 12|orang 14.400.000 0 - 0 - - - 0 2.200.000
Risiko Terinfeksi HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai
Standar
1102 (02 02 | 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 12 |Dokumen 188.839.300 12 |dokumen 303.658.000 0 - 0 - - - 12 188.839.300
Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
1102 (02 02 | 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 12 |Dokumen 14.300.000 12 |dokumen 20.775.000 0 - 0 - - - 12 14.300.000
Pelayanan Kesehatan Lingkungan
1 (02 (02 02 | 20 Pengelol Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 12|Dokumen 2.400.000 12|dokumen 39.450.000 0 - 0 - - - 12 2.400.000
Surveilans Kesehatan
1102 (02 02 | 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan 12 |Dokumen 52.782.500 dokumen 225.930.000 0 - 0 - - - 12 52.782.500
Menular Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak
Menular
1102 (02 02 | 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan 12 |Dokumen 558.483.016 12 |dokumen 708.064.261 0 - 0 - - - 12 558.483.016
Pusk
1 (02 (02 02 | 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian |Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal 0(laporan - 12|laporan 2.700.000 0 - 0 - - - 0 -
Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |Kejadian Tidak Diharapkan Kejadian
Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian
Obat Massal)
1102 (02 02 | 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang 0|orang 2.000.000 12|orang 18.000.000 0 - 0 - - - 0 2.000.000
Tuberkulosis mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standar
1102 (02 02 | 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV |Jumlah orang dengan HIV ODHIV yang 12|orang 600.000 0 - 0 - - - 0 -
(ODHIV) mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standar
1102 (02 02 | 44 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan 12 |dokumen 16.425.000 0 - 0 - - - 0 -
pelayanan kesehatan reproduksi
1 (02 (02 02 | 46 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan 12|dokumen 222.570.000 0 - 0 - - - 0 -
upaya kesehatan ibu dan anak
1 (02 |05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 10.158.000 19.500.000 = =
1|02 |05 03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1102 (05 03 |01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan |Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis 12 |Dokumen 10.158.000 12 |dokumen 19.500.000 0 - 0 - - - 12 10.158.000
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya dan Supervisi Upaya Kesehatan
Masyarakat (UKBM) Bersumber Daya Masyarakat UKBM
Puskesmas Astambul
102 |02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 2.258.231.626 2.760.537.891 32.543.190 490.667.906
1|02 |02 01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
1|02 |02 01 |09 habilitasi dan P iharaan Pt Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat 1|unit 274.710.082 0 - 0 - - - 0 -
Kesehatan yang Telah Dilakukan
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh
pusk
1|02 |02 02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1102 (02 02 |01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan 475 |orang 172.825.000 686|orang 84.480.000 106 - 207 28.160.000 207 28.160.000 682 200.985.000
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
1102 (02 02 |02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah lbu Bersalin yang Mendapatkan 624|orang 2.725.000 108 - 220 - 220 - 220 -
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
1102 (02 02 |05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang 4636 |orang 25.480.000 4613|orang 91.280.000 1017 - 1601 24.080.000 1.601 24.080.000 6237 49.560.000
Pendidikan Dasar Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
1102 (02 02 | 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Jumlah Orang Terduga Menderita 150(orang 9.240.000 136|orang 11.760.000 12 - 41 - 41 - 191 9.240.000
Tuberkulosis Tuberkulosis yang Mendapatkan
Pelayanan Sesuai Standar
1102 (02 02 | 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Jumlah Orang Terduga Menderita HIV 1|orang 1.120.000 0 - 2 280.000 2 280.000 2 280.000
Risiko Terinfeksi HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai
Standar
1102 (02 02 | 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 12 |Dokumen 330.705.000 12 |dokumen 271.324.115 2 - 6 9.044.890 6 9.044.890 18 339.749.890
Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
1102 (02 02 | 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 12 |Dokumen 18.200.000 12 |dokumen 14.140.000 2 - 6 3.220.000 6 3.220.000 18 21.420.000
Pelayanan Kesehatan Lingkungan
1 (02 (02 02 | 20 Pengelol Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 12|Dokumen 4.340.000 12|dokumen 44.170.000 2 - 6 5.180.000 6 5.180.000 18 9.520.000
Pelayanan Surveilens Kesehatan
1102 (02 02 | 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan 19 |Dokumen 214.800.000 12 |dokumen 218.235.000 2 - 6 48.730.000 6 48.730.000 25 263.530.000
Menular Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak
Menular
102 (02 02 | 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Hasil Operasional 3|Dokumen 1.473.401.626 3|dokumen 1.565.417.880 1 32.543.190 2 318.613.016 2 318.613.016 5 1.792.014.642
Pelayanan Pusk
1 (02 (02 02 | 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian |Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal 12|Laporan 3.080.000 12|laporan 3.080.000 2 - 6 140.000 6 140.000 18 3.220.000
Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian
Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian
Obat Massal)
1102 (02 02 | 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Jumlah Orang Terduga Menderita 118|orang 6.160.000 12|orang 5.600.000 2 - 18 - 18 - 136 6.160.000

Tuberkulosis

Tuberkulosis yang Mendapatkan
Pelayanan Sesuai Standar




Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV
(ODHIV)

Jumlah Orang Terduga Menderita HIV
yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai
Standar

orang

560.000

140.000

140.000

140.000

1102 (02 02 | 44 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan 12 |dokumen 7.980.000 3 - 38 3.360.000 38 3.360.000 38 3.360.000
pelayanan kesehatan reproduksi
1 (02 (02 02 | 46 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan 12|dokumen 163.720.000 3 - 6 49.720.000 6 49.720.000 6 49.720.000
upaya kesehatan ibu dan anak
1|02 (02 03 Penyelenggaraan Sistem Informasi K Secara Teri i
1 (02 (02 03 |02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 12|dokumen 235.814 3 - 6 - 6 - 6 -
Sistem Informasi Kesehatan
102 |05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 22.610.000 19.960.000 = =
1|02 |05 03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1102 (05 03 |01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan |Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis 12 |Dokumen 22.610.000 12 |dokumen 19.960.000 2 - 6 - 6 - 18 22.610.000
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya dan Supervisi Upaya Kesehatan
Masyarakat (UKBM) Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Puskesmas Beruntung B:
102 |02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.214.876.657 1.921.496.459 25.716.683 666.216.167
1|02 |02 01 enyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Ko
1|02 |02 01 |09 habilitasi dan P iharaan Pt Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat 92 [unit 163.371.000 3 - 62 111.325.357 62 111.325.357 62 111.325.357
Kesehatan yang Telah Dilakukan
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh
pusk
1|02 |02 02 enyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1102 (02 02 |01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan lbu Hamil Jumlah lbu Hamil yang Mendapatkan 264|orang 72.125.000 274|orang 54.000.000 4 - 62 20.010.000 62 20.010.000 326 92.135.000
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
1102 (02 02 |02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan 262|orang 5.600.000 4 - 43 - 43 - 43 -
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
1102 (02 02 |05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang 1221|orang 9.900.000 1629|orang 93.075.000 16 - 43 21.900.000 43 21.900.000 1264 31.800.000
Pendidikan Dasar Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
1102 (02 02 | 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Jumlah Orang Terduga Menderita 243|orang 3.355.000 300|orang 10.950.000 6 - 23 1.350.000 23 1.350.000 266 4.705.000
Tuberkulosis Tuberkulosis yang Mendapatkan
Pelayanan Sesuai Standar
1102 (02 02 | 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Jumlah Orang Terduga Menderita HIV 220|orang 300.000 340|orang 7.200.000 0 - 14 - 14 - 234 300.000
Risiko Terinfeksi HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai
Standar
1102 (02 02 | 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 12 |dokumen 202.570.000 1167 |orang 220.595.000 16 - 26 3.600.000 26 3.600.000 38 206.170.000
Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
1102 (02 02 | 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 5|Dokumen 24.140.000 1|dokumen 31.800.000 0 - 0,6 10.950.000 1 10.950.000 5,6 35.090.000
Pelayanan Kesehatan Lingkungan
1 (02 (02 02 | 20 Pengelol Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 4|Dokumen 535.000 48|dokumen 27.700.000 0 - 14 6.750.000 14 6.750.000 18 7.285.000
Surveilans Kesehatan
1102 (02 02 | 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan 311|orang 100.605.000 5328|dokumen 163.570.000 22 - 46 51.450.000 46 51.450.000 357 152.055.000
Menular Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak
Menular
1102 (02 02 | 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan 12 |Dokumen 798.156.657 12 |dokumen 1.024.385.459 1 25.716.683 6 396.280.810 6 396.280.810 18 1.194.437.467
pusk
1 (02 (02 02 | 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian |Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal 0(laporan - 1|laporan 600.000 0 - 0,6 - 1 - 0,6 -
Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |Kejadian Tidak Diharapkan Kejadian
Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian
Obat Massal)
1102 (02 02 | 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang 248|orang 3.190.000 299|orang 4.350.000 15 - 42 1.275.000 42 1.275.000 290 4.465.000
Tuberkulosis mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standar
1102 (02 02 | 44 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan 1|dokumen 4.050.000 0 - 0,6 1.500.000 1 1.500.000 0,6 1.500.000
pelayanan kesehatan reproduksi
1 (02 (02 02 | 46 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan 1|dokumen 110.250.000 0 - 0,6 39.825.000 1 39.825.000 0,6 39.825.000
upaya kesehatan ibu dan anak
1 (02 |05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 11.400.000 17.970.000 = =
1|02 |05 03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1102 (05 03 |01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan |Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis 4|Dokumen 11.400.000 1|dokumen 17.970.000 0 - 0,5 - 1 - 4,5 11.400.000
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya dan Supervisi Upaya Kesehatan
Masyarakat (UKBM) Bersumber Daya Masyarakat UKBM
Puskesmas Cintapuri Dal
102 |02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 459.683.317 1.374.046.537 = 351.526.653
1|02 |02 01 enyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Ko
1|02 |02 01 |09 habilitasi dan P iharaan Pt Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat 23 |unit 102.537.000 0 - 0 20.360.000 - 20.360.000 0 20.360.000
Kesehatan yang Telah Dilakukan
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh
pusk
1|02 |02 02 enyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1102 (02 02 |01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah lbu Hamil yang Mendapatkan 0|orang 35.880.000 244|orang 59.400.000 0 - 0 7.425.000 - 7.425.000 0 43.305.000
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
1102 (02 02 |02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah lbu Bersalin yang Mendapatkan 0|orang - 143 |orang 8.300.000 0 - 0 - - - 0 -
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
1102 (02 02 |05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang 0|orang - 1534 |orang 37.050.000 0 - 0 5.625.000 - 5.625.000 0 5.625.000
Pendidikan Dasar Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
1102 (02 02 | 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Jumlah Orang Terduga Menderita 0|orang - 39|orang 12.150.000 0 - 0 1.800.000 - 1.800.000 0 1.800.000
Tuberkulosis Tuberkulosis yang Mendapatkan
Pelayanan Sesuai Standar
1102 (02 02 | 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Jumlah Orang Terduga Menderita HIV 138|orang 9.075.000 0 - 0 1.800.000 - 1.800.000 0 1.800.000
Risiko Terinfeksi HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai
Standar
1102 (02 02 | 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0|Dokumen 81.365.000 560|orang 214.577.000 0 - 0 46.098.000 - 46.098.000 0 127.463.000
Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
102 (02 02 | 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0|Dokumen 5.545.000 1|dokumen 14.250.000 0 - 0 2.250.000 - 2.250.000 0 7.795.000
Pelayanan Kesehatan Lingkungan
1 (02 (02 02 | 20 Pengelol Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0[Dokumen - 1|dokumen 26.600.000 0 - 0 5.975.000 - 5.975.000 0 5.975.000
Surveilans Kesehatan
1102 (02 02 | 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan 0|Dokumen - 1|dokumen 175.875.000 0 - 0 30.450.000 - 30.450.000 0 30.450.000
Menular Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak
Menular
1102 (02 02 | 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan 0|Dokumen 336.893.317 12 |dokumen 557.932.537 0 - 0 195.198.653 - 195.198.653 0 532.091.970

Pusk




Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian |Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Laporan laporan 900.000
Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian
Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian
Obat Massal)
1 (02 (02 (2 )02 | 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang 39|orang 6.750.000 0 - 0 - - - 0 - 0 -
Tuberkulosis mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standar
1 (02 (02 (2 )02 | 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV |Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang 5|orang 75.000 0 - 0 - - - 0 - 0 -
(ODHIV) mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standar
1 (02 (02 (202 | 44 Pengelol Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan 1|dokumen 26.400.000 0 - 0 4.620.000 - 4.620.000 0 4.620.000 0 -
pelayanan kesehatan reproduksi
1102 (02 (2 (02 | 46 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan 1|dokumen 122.175.000 0 - 0 29.925.000 - 29.925.000 0 29.925.000 0 -
upaya kesehatan ibu dan anak
1|02 |05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 30.360.000 4.950.000 o o
1 (02 (05 (2 |03 dan Upaya K Bersumber Daya (UKBM) Tingkat Daerah K: /Kota
1 (02 (05 (2 |03 (01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan  [Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis 0[Dokumen 30.360.000 1|dokumen 4.950.000 0 - 0 - - - 0 30.360.000 0 -
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya dan Supervisi Upaya Kesehatan
Masyarakat (UKBM) Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Puskesmas Gambut
102 |02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 2.445.969.231 3.258.484.494 829.933.980 1.504.039.078
1102 |02 |2 |01 i Fasilitas K untuk UKM dan UKP K Daerah Ki /Kota
102 (02 (2 |01 (09 habilitasi dan F liharaan Pusk Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat 36| unit 193.800.000 20 72.993.534 22 113.894.919 22 113.894.919 22 113.894.919 0 =
Kesehatan yang telah dilakukan
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh
PL
1|02 (02 (2 (02 i Layanan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah K; /Kota
1 (02 (02 |2 |02 |01 Pengelol Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan 1044 |orang 69.605.000 897 |orang 68.040.000 304 17.010.000 304 17.010.000 304 17.010.000 1348 86.615.000 0 -
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
1 (02 (02 |2 |02 (02 Pengelol Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan 162|orang 5.180.000 856|orang 2.820.000 0 - 0 - - - 162 5.180.000 0 -
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
1 (02 (02 |2 |02 |05 Pengelol Pelayanan Kesehatan pada Usia Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang 114|orang 14.280.000 1691|orang 66.360.000 270 7.840.000 270 7.840.000 270 7.840.000 384 22.120.000 0 -
Pendidikan Dasar Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
1 (02 (02 (202 | 11 Pengelol Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Jumlah Orang Terduga Menderita 843|orang 12.600.000 446 5.250.000 446 5.250.000 446 5.250.000 446 5.250.000 0 -
Tuberkulosis Tuberkulosis yang Mendapatkan
Pelayanan Sesuai Standar
1 (02 (02 (2 )02 | 12 Pengelol Pelayanan Kesehatan Orang dengan Jumlah Orang Terduga Menderita HIV 1123|orang 4.200.000 628 1.890.000 628 1.890.000 628 1.890.000 628 1.890.000 0 -
Risiko Terinfeksi HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai
Standar
1 (02 (02 (2 )02 | 15 Pengelol Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 1|dokumen 375.050.000 12|dokumen 280.472.000 3 137.540.000 6 137.540.000 6 137.540.000 7 512.590.000 0 -
Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
1 (02 (02 (202 | 17 Pengelol Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 1|dokumen 25.060.000 12|dokumen 28.700.000 3 8.820.000 6 8.820.000 6 8.820.000 7 33.880.000 0 -
Pelayanan Kesehatan Lingkungan
1|02 (02 |2 (02 | 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 1|dokumen 49.190.000 12 |dokumen 30.450.000 3 1.260.000 6 1.260.000 6 1.260.000 7 50.450.000 0 -
Surveilans Kesehatan
1 (02 (02 (202 | 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan 1|dokumen 168.390.000 12|dokumen 236.370.000 3 52.220.000 6 52.220.000 6 52.220.000 7 220.610.000 0 -
Menular Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak
Menular
1 (02 (02 (2 )02 | 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan 3|dokumen 1.718.284.231 12|dokumen 2.052.212.494 3 520.360.446 6 1.092.804.159 6 1.092.804.159 9 2.811.088.390 0 -
PL
1|02 (02 (2 (02 | 34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan 12 |dokumen 39.840.000 3 4.750.000 4 4.750.000 4 4.750.000 4 4.750.000 0 -
Fasilitas Kesehatan Lainnya
1102 (02 (2 (02 | 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian |Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal 0|laporan - 12(laporan 3.920.000 3 - 6 - 6 - 6 - 0 -
Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |Kejadian Tidak Diharapkan Kejadian
Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian
Obat Massal)
1 (02 (02 (2 )02 | 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang 299|orang 20.930.000 421|orang 4.900.000 0 - 46 700.000 46 700.000 345 21.630.000 0 -
Tuberkulosis mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standar
1 (02 (02 (202 | 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV [Jumlah orang dengan HIV ODHIV yang 1123|orang 2.940.000 0 - 0 1.260.000 - 1.260.000 0 1.260.000 0 -
(ODHIV) mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standar
1 (02 (02 (202 | 44 Pengelol Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan 12|dokumen 2.380.000 0 - 6 - 6 - 6 - 0 -
pelayanan kesehatan reproduksi
1|02 (02 (2 (02 | 46 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan 12 |dokumen 228.480.000 0 - 6 58.800.000 6 58.800.000 6 58.800.000 0 -
upaya kesehatan ibu dan anak
1]02 |05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 31.035.000 19.200.000 o o
1 (02 (05 (2 |03 dan Upaya K Bersumber Daya (UKBM) Tingkat Daerah K: /Kota
1 (02 (05 (2 |03 (01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan  [Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis 1|Dokumen 31.035.000 12|dokumen 19.200.000 0 - 6 - 6 - 7 31.035.000 0 -
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya dan Supervisi Upaya Kesehatan
Masyarakat (UKBM) Bersumber Daya Masyarakat UKBM
Puskesmas Karang Intan
102 |02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 428.531.272 1.676.815.714 o o
1]02 |02 |2 |01 i Fasilitas K untuk UKM dan UKP K Daerah Ki /Kota
1102 (02 |2 (01 |09 habilitasi dan F liharaan Pusk Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat 100 unit 136.499.000 0 - 0 - - - 0 - 0 -
Kesehatan yang Telah Dilakukan
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh
PL
1(02 (02 (2 (02 i Layanan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah K; /Kota
1 (02 (02 |2 |02 (01 Pengelol Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan 0forang 45.435.000 264 |orang 35.100.000 0 - 0 - - - 0 45.435.000 0 -
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
1 (02 (02 |2 |02 (02 Pengelol Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan 0forang - 252|orang 18.400.000 0 - 0 - - - 0 - 0 -
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
1 (02 (02 |2 |02 |05 Pengelol Pelayanan Kesehatan pada Usia Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang 0forang 45.840.000 2092|orang 58.500.000 0 - 0 - - - 0 45.840.000 0 -
Pendidikan Dasar Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
1 (02 (02 (202 | 11 Pengelol Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Jumlah Orang Terduga Menderita 0forang 4.965.000 238|orang 28.650.000 0 - 0 - - - 0 4.965.000 0 -
Tuberkulosis Tuberkulosis yang Mendapatkan
Pelayanan Sesuai Standar
1 (02 (02 (2 )02 | 12 Pengelol Pelayanan Kesehatan Orang dengan Jumlah Orang Terduga Menderita HIV 0forang 7.625.000 1387|orang 4.950.000 0 - 0 - - - 0 7.625.000 0 -
Risiko Terinfeksi HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai
Standar
1 (02 (02 (2 )02 | 15 Pengelol Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0[Dokumen 109.185.000 12|dokumen 214.531.000 0 - 0 - - - 0 109.185.000 0 -
Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat




Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dokumen 6.390.000 dokumen 7.500.000 6.390.000
Pelayanan Kesehatan Lingkungan
1 (02 (02 (202 | 20 Pengelol Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0[Dokumen 1.950.000 12|dokumen 16.175.000 0 - 0 - - - 0 1.950.000 0 -
Surveilans Kesehatan
1102 (02 |2 (02 | 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan 0|Dokumen 103.335.000 12 |dokumen 173.100.000 0 - 0 - - - 0 103.335.000 0 -
Menular Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak
Menular
1 (02 (02 (2 )02 | 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan 0[Dokumen 103.806.272 12|dokumen 819.685.714 0 - 0 - - - 0 103.806.272 0 -
pusk
1 (02 (02 (2 )02 | 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian |Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal 0(Laporan - 12|laporan 975.000 0 - 0 - - - 0 - 0 -
Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian
Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian
Obat Massal)
1|02 (02 (2 (02 | 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang 44|orang 15.600.000 0 - 0 - - - 0 - 0 -
Tuberkulosis mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standar
1102 (02 (2 (02 | 44 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan 12 |dokumen 5.850.000 0 - 0 - - - 0 - 0 -
pelayanan kesehatan reproduksi
1 (02 (02 (2 )02 | 46 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan 12|dokumen 141.300.000 0 - 0 - - - 0 - 0 -
upaya kesehatan ibu dan anak
1 (02 |05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 4.855.000 5.000.000 = =
1|02 |05 (2 03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
102 (05 (2 (03 |01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan |Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis 0|Dokumen 4.855.000 12 |dokumen 5.000.000 0 - 0 - - - 0 4.855.000 0 -
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya dan Supervisi Upaya Kesehatan
Masyarakat (UKBM) Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Puskesmas Karang Intan
102 |02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.507.818.524 1.986.413.729 4.410.000 72.285.000
1|02 (02 (2 o1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
1 (02 |02 (2 |01 |09 habilitasi dan P iharaan Pt Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat 26|unit 86.821.600 0 4.410.000 0 4.410.000 - 4.410.000 0 4.410.000 0 -
Kesehatan yang Telah Dilakukan
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh
Pusk
1|02 (02 (2 (02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
102 (02 (2 (02 |01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan 338|orang 78.340.000 417 [orang 23.400.000 0 - 0 9.750.000 - 9.750.000 338 88.090.000 0 -
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
102 (02 (2 (02 |02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan 398|orang 6.850.000 0 - 0 - - - 0 - 0 -
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
1|02 (02 |2 (02 |05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang 1353|orang 21.375.000 2771|orang 117.450.000 0 - 0 18.150.000 - 18.150.000 1353 39.525.000 0 -
Pendidikan Dasar Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
102 (02 (2 (02 | 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Jumlah Orang Terduga Menderita 415|orang 10.520.000 431|orang 15.000.000 0 - 0 3.000.000 - 3.000.000 415 13.520.000 0 -
Tuberkulosis Tuberkulosis yang Mendapatkan
Pelayanan Sesuai Standar
1102 (02 (2 (02 | 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Jumlah Orang Terduga Menderita HIV 400(orang 7.970.000 524|orang 7.800.000 0 - 0 3.150.000 - 3.150.000 400 11.120.000 0 -
Risiko Terinfeksi HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai
Standar
1102 (02 (2 (02 | 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 100(dokumen 171.480.000 12 |dokumen 284.462.483 0 - 0 6.900.000 - 6.900.000 100 178.380.000 0 -
Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
1102 (02 (2 02 | 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 100(dokumen 12.980.000 12 |dokumen 13.650.000 0 - 0 1.800.000 - 1.800.000 100 14.780.000 0 -
Pelayanan Kesehatan Lingkungan
1 (02 (02 (202 | 20 Pengelol Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 100 50 5.195.000 12|dokumen 29.605.000 0 - 0 2.100.000 - 2.100.000 100 7.295.000 0 -
Surveilans Kesehatan
1102 (02 |2 (02 | 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan 100 (dokumen 150.945.000 12 |dokumen 211.875.000 0 - 0 2.475.000 - 2.475.000 100 153.420.000 0 -
Menular Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak
Menular
102 (02 (2 (02 | 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan 12 |dokumen 1.039.763.524 12 |dokumen 1.028.624.646 0 - 0 - - - 12 1.039.763.524 0 -
Pusk
1 (02 (02 (2 )02 | 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian |Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal 5(laporan 375.000 0 - 0 - - - 0 - 0 -
Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian
Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian
Obat Massal)
1|02 (02 (2 (02 | 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang 33|orang 9.250.000 431|orang 24.000.000 0 - 0 - - - 33 9.250.000 0 -
Tuberkulosis mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standar
1|02 (02 (2 (02 | 44 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan 12 |dokumen 12.000.000 0 - 0 - - - 0 - 0 -
pelayanan kesehatan reproduksi
1 (02 (02 (202 | 46 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan 12|dokumen 124.500.000 0 - 0 20.550.000 - 20.550.000 0 20.550.000 0 -
upaya kesehatan ibu dan anak
1 (02 |05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 20.185.000 8.000.000 = =
1|02 |05 (2 03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
102 (05 (2 (03 |01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan |Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis 12 |dokumen 20.185.000 12 |dokumen 8.000.000 0 - 0 - - - 12 20.185.000 0 -
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya dan Supervisi Upaya Kesehatan
Masyarakat (UKBM) Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Puskesmas Kertak Hany:
102 |02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.480.051.081 2.838.834.502 253.204.901 734.361.679
1|02 (02 (2 o1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
1|02 (02 |2 (01 |09 habilitasi dan P iharaan Pu Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang 5|unit 50.000.000 5 - 5 15.628.400 5 15.628.400 5 15.628.400 0 -
Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat
Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar
1|02 (02 (2 (02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
102 (02 (2 (02 |01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan 556|orang 47.325.000 568|orang 35.100.000 0 8.775.000 0 17.550.000 - 17.550.000 556 64.875.000 0 -
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
102 (02 (2 (02 |02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan 550|orang 7.000.000 0 - 0 - - - 0 - 0 -
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
1|02 (02 |2 (02 |05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang 4208|orang 17.220.000 4210|orang 101.250.000 0 21.150.000 0 56.925.000 - 56.925.000 4208 74.145.000 0 -
Pendidikan Dasar Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
102 (02 (2 (02 | 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Jumlah Orang Terduga Menderita 62|orang 19.800.000 0 4.800.000 0 9.750.000 - 9.750.000 0 9.750.000 0 -
Tuberkulosis Tuberkulosis yang Mendapatkan
Pelayanan Sesuai Standar
1102 (02 (2 (02 | 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Jumlah Orang Terduga Menderita HIV 312|orang 1.400.000 310|orang 24.600.000 0 4.950.000 0 9.900.000 - 9.900.000 312 11.300.000 0 -
Risiko Terinfeksi HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai
Standar
1102 (02 (2 (02 | 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 33|dokumen 238.887.800 401 |dokumen 268.520.000 0 72.540.000 0 83.165.000 - 83.165.000 33 322.052.800 0 -
Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat




Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan Lingkungan

dokumen

19.530.000

dokumen

12.675.000

4.125.000

7.500.000

7.500.000

27.030.000

1 (02 (02 02 | 20 Pengelol Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 64|dokumen 13.440.000 74|dokumen 17.975.000 0 5.775.000 0 7.425.000 - 7.425.000 64 20.865.000
Surveilans Kesehatan
1102 (02 02 | 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan 268|dokumen 125.540.000 478|dokumen 186.675.000 0 27.525.000 0 60.075.000 - 60.075.000 268 185.615.000
Menular Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak
Menular
1102 (02 02 | 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan 12 |dokumen 987.258.281 12 |dokumen 1.842.489.502 12 40.939.901 12 346.318.279 12 346.318.279 24 1.333.576.560
pusk
1 (02 (02 02 | 34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan 53|dokumen 37.250.000 0 - 0 14.900.000 - 14.900.000 0 14.900.000
Fasilitas Kesehatan Lainnya
1 (02 (02 02 | 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang 41|orang 29.450.000 77 |dokumen 36.000.000 0 2.250.000 0 4.500.000 - 4.500.000 41 33.950.000
Tuberkulosis mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standar
1 (02 (02 02 | 44 Pengelol Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan 60|dokumen 10.950.000 0 3.000.000 0 5.700.000 - 5.700.000 0 5.700.000
pelayanan kesehatan reproduksi
1102 (02 02 | 46 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan 91|dokumen 188.550.000 0 57.375.000 0 95.025.000 - 95.025.000 0 95.025.000
upaya kesehatan ibu dan anak
102 |03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN o 37.700.000 o o
1|02 (03 02 Peri Ki dan Sumber Daya i untuk UKP dan UKM di Wilayah K: /Kota
1 (02 (03 02 (02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan 2|orang 37.700.000 0 - 0 - - - 0 -
Kesehatan Sesuai Standar yang Memenubhi Standar di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)
1 (02 |05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 10.690.000 18.170.000 8.450.000 15.700.000
1|02 |05 03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1102 (05 03 |01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan |Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis 9|dokumen 10.690.000 13 |dokumen 18.170.000 0 8.450.000 0 15.700.000 - 15.700.000 9 26.390.000
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya dan Supervisi Upaya Kesehatan
Masyarakat (UKBM) Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Puskesmas Martapura 1
102 |02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 4.329.676.740 4.776.795.467 327.291.432 1.936.349.961
1|02 |02 01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
1|02 |02 01 |09 habilitasi dan P iharaan Pt Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat 40| unit 370.780.000 0 2.635.000 19 7.545.000 19 7.545.000 19 7.545.000
Kesehatan yang telah dilakukan
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh
pusk
1|02 |02 02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1102 (02 02 |01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah lbu Hamil yang Mendapatkan 430(orang 132.675.000 3060|orang 67.500.000 0 - 1530 22.500.000 1.530 22.500.000 1960 155.175.000
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
1102 (02 02 |02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah lbu Bersalin yang Mendapatkan 100(orang 5.900.000 0 - 50 1.400.000 50 1.400.000 50 1.400.000
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
1102 (02 02 |05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Jumlah anak Usia Pendidikan Dasar yang 1638|orang 109.200.000 1966 |orang 147.450.000 0 - 983 29.550.000 983 29.550.000 2621 138.750.000
Pendidikan Dasar mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
1102 (02 02 | 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Jumlah orang terduga menderita 774|orang 49.500.000 368|orang 27.600.000 0 - 184 9.000.000 184 9.000.000 958 58.500.000
Tuberkulosis Tuberkolosis yang mendapatkan
pelayanan sesuai standar
1102 (02 02 | 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan jumlah Orang terduga Menderita HIV 408|orang 27.200.000 255|orang 19.125.000 0 - 0 - - - 408 27.200.000
Risiko Terinfeksi HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai
Standar
1102 (02 02 | 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan 19699 |dokumen 470.700.000 438|dokumen 376.456.000 0 - 219 153.667.000 219 153.667.000 19918 624.367.000
pelayanan kesehatan Gizi Masyarakat
1102 (02 02 | 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 1|dokumen 35.400.000 780|dokumen 58.500.000 0 - 390 22.500.000 390 22.500.000 391 57.900.000
Pelayanan Kesehatan Lingkungan
1102 (02 02 | 20 Pengelol; Surveilans Keseh d jumlah Dokumen Hasil Pengeloaan 1|dokumen 57.150.000 7|dokumen 68.100.000 0 - 3,5 22.875.000 4 22.875.000 4,5 80.025.000
Surveilans kesehatan
1102 (02 02 | 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan 216.200.000 10|dokumen 261.675.000 0 - 4,5 66.825.000 5 66.825.000 4,5 283.025.000
Menular Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak
Menular
1102 (02 02 | 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah dokumen Operasional Pelayanan 12 |dokumen 3.186.051.740 dokumen 3.020.159.467 0 324.656.432 6 1.484.987.961 6 1.484.987.961 18 4.671.039.701
Pusk
1 (02 (02 02 | 34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan 3|dokumen 54.000.000 0 - 1,6 18.000.000 2 18.000.000 1,6 18.000.000
Fasilitas Kesehatan Lainnya
1 (02 (02 02 | 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian |Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal 12|laporan 2.400.000 1|laporan 600.000 0 - 0 - - - 12 2.400.000
Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian
Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian
Obat Massal)
1102 (02 02 | 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Jumlah Orang Terduga Menderita 864|orang 43.200.000 368|orang 13.500.000 0 - 184 4.500.000 184 4.500.000 1048 47.700.000
Tuberkulosis Tuberkulosis yang Mendapatkan
Pelayanan Sesuai Standar
1102 (02 02 | 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV |Jumlah orang dengan HIV ODHIV yang 8|orang 600.000 0 - 0 - - - 0 -
(ODHIV) mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standar
102 (02 02 | 44 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan 1|dokumen 16.800.000 0 - 1 3.900.000 1 3.900.000 1 3.900.000
pelayanan kesehatan reproduksi
1 (02 (02 02 | 46 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan 4|dokumen 268.050.000 0 - 2 89.100.000 2 89.100.000 2 89.100.000
upaya kesehatan ibu dan anak
1 (02 |05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 84.450.000 17.000.000 = 8.500.000
1|02 |05 03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1102 (05 03 |01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan |Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis 2|dokumen 84.450.000 8|dokumen 17.000.000 0 - 8 8.500.000 8 8.500.000 10 92.950.000
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya dan Supervisi Upaya Kesehatan
Masyarakat (UKBM) Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Puskesmas Martapura 2
102 |02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.597.180.414 2.369.400.207 11.653.100 806.236.392
1|02 |02 01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
1|02 |02 01 |09 habilitasi dan P iharaan Pt Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat 171|unit 277.457.800 0 - 28 88.800.645 28 88.800.645 28 88.800.645
Kesehatan yang Telah Dilakukan
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh
Pusk
1|02 |02 02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1102 (02 02 |01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan 0|orang 61.002.800 678|orang 23.400.000 0 - 151 7.800.000 151 7.800.000 151 68.802.800
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
1102 (02 02 |02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah lbu Bersalin yang Mendapatkan 0|orang 1.300.000 647|orang 3.850.000 0 - 151 - 151 - 151 1.300.000

Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar




Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
Pendidikan Dasar

Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar

orang

11.550.000

orang

143.325.000

31.950.000

31.950.000

43.500.000

1102 (02 02 | 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Jumlah Orang Terduga Menderita 100(orang 2.475.000 - 326 300.000 326 300.000 326 300.000
Tuberkulosis Tuberkulosis yang Mendapatkan
Pelayanan Sesuai Standar
1102 (02 02 | 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Jumlah Orang Terduga Menderita HIV 0|dokumen 4.200.000 100(orang 21.600.000 - 317 7.200.000 317 7.200.000 317 11.400.000
Risiko Terinfeksi HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai
Standar
1102 (02 02 | 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0|dokumen 291.715.000 100 (dokumen 229.554.000 - 2 5.400.000 2 5.400.000 2 297.115.000
Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
1102 (02 02 | 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0|dokumen 7.880.000 100(dokumen 12.000.000 - 45 5.400.000 45 5.400.000 45 13.280.000
Pelayanan Kesehatan Lingkungan
1 (02 (02 02 | 20 Pengelol Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0[dokumen 7.150.000 100|dokumen 14.490.000 - 0 2.850.000 - 2.850.000 0 10.000.000
Surveilans Kesehatan
1102 (02 02 | 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan 0|dokumen 130.105.438 100(dokumen 209.325.000 - 24 50.400.000 24 50.400.000 24 180.505.438
Menular Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak
Menular
1102 (02 02 | 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan 12 |dokumen 1.081.077.176 orang 1.278.648.407 11.653.100 6 559.585.747 6 559.585.747 18 1.640.662.923
Pusk
1 (02 (02 02 | 34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan 100|dokumen 31.250.000 - 28 8.900.000 28 8.900.000 28 8.900.000
Fasilitas Kesehatan Lainnya
1 (02 (02 02 | 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian |Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal 100|dokumen 750.000 - 0 - - - 0 -
Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian
Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian
Obat Massal)
1102 (02 02 | 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang 0|dokumen 1.200.000 676|orang 1.575.000 - 28 450.000 28 450.000 28 1.650.000
Tuberkulosis mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standar
1102 (02 02 | 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV |Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang 100(orang 300.000 - 0 - - - 0 -
(ODHIV) mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standar
1102 (02 02 | 44 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan 100(dokumen 3.600.000 - 33 1.200.000 33 1.200.000 33 1.200.000
pelayanan kesehatan reproduksi
1 (02 (02 02 | 46 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan 100|dokumen 115.800.000 - 31 36.000.000 31 36.000.000 31 36.000.000
upaya kesehatan ibu dan anak
102 |05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 5.450.000 5.000.000 = =
1|02 |05 03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1102 (05 03 |01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan |Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis 0|dokumen 5.450.000 100 (dokumen 5.000.000 - 0 - - - 0 5.450.000
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya dan Supervisi Upaya Kesehatan
Masyarakat (UKBM) Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Puskesmas Martapura B
102 |02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.710.571.613 2.268.136.503 = 600.557.156
1|02 |02 01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
1|02 |02 01 |09 habilitasi dan P iharaan Pt Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat 54 (unit 162.652.000 - 10 11.895.000 10 11.895.000 10 11.895.000
Kesehatan yang Telah Dilakukan
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh
Pusk
1|02 |02 02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1102 (02 02 |01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan lbu Hamil Jumlah lbu Hamil yang Mendapatkan 376|orang 86.130.000 376|orang 51.300.000 - 100 8.550.000 100 8.550.000 476 94.680.000
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
1102 (02 02 |05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang 1785|orang 42.350.000 1785|orang 91.800.000 - 600 24.150.000 600 24.150.000 2385 66.500.000
Pendidikan Dasar Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
1102 (02 02 | 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Jumlah Orang Terduga Menderita 328|orang 7.000.000 328|orang 15.300.000 - 100 2.850.000 100 2.850.000 428 9.850.000
Tuberkulosis Tuberkulosis yang Mendapatkan
Pelayanan Sesuai Standar
1102 (02 02 | 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Jumlah Orang Terduga Menderita HIV 403 |orang 7.280.000 403 |orang 2.925.000 - 1 - 1 - 404 7.280.000
Risiko Terinfeksi HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai
Standar
1102 (02 02 | 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 10|dokumen 182.690.000 12 |dokumen 250.975.000 - 1 - 1 - 11 182.690.000
Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
102 (02 02 | 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 6|dokumen 9.940.000 8|dokumen 8.700.000 - 1 3.750.000 1 3.750.000 7 13.690.000
Pelayanan Kesehatan Lingkungan
1 (02 (02 02 | 20 Pengelol Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 12|dokumen 2.660.000 12|dokumen 23.620.000 - 2 600.000 2 600.000 14 3.260.000
Surveilans Kesehatan
1102 (02 02 | 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan 25|dokumen 154.450.000 25|dokumen 203.775.000 - 12 42.750.000 12 42.750.000 37 197.200.000
Menular Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak
Menular
1102 (02 02 | 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan 12 |dokumen 1.214.151.613 12 |dokumen 1.285.789.503 - 6 479.162.156 6 479.162.156 18 1.693.313.769
pusk
1 (02 (02 02 | 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian |Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal 1|laporan 1.500.000 - 0 - - - 0 -
Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian
Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian
Obat Massal)
1102 (02 02 | 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan umlah orang dengan Tuberkulosis yang 64 |orang 3.920.000 65|orang 6.000.000 - 15 1.200.000 15 1.200.000 79 5.120.000
Tuberkulosis mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standar
102 (02 02 | 46 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan 6|dokumen 163.800.000 - 3 25.650.000 3 25.650.000 3 25.650.000
upaya kesehatan ibu dan anak
1]02 |05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 25.130.000 19.650.000 o o
1 (02 (05 03 dan Upaya K Bersumber Daya (UKBM) Tingkat Daerah K: /Kota
1 (02 (05 03 |01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan  [Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis 10|dokumen 25.130.000 12|dokumen 19.650.000 - 1 - 1 - 11 25.130.000
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya dan Supervisi Upaya Kesehatan
Masyarakat (UKBM) Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Puskesmas Martapura Ti
102 |02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.841.442.746 2.356.207.883 23.935.000 713.491.165
1]02 {02 01 Fasilitas K untuk UKM dan UKP K Daerah Ki /Kota
1102 (02 01 |09 habilitasi dan F liharaan Pusk Jumlah sarana, Prasarana dan Alat 46| unit 156.997.400 2.235.000 0 2.835.000 - 2.835.000 0 2.835.000
kesehatan yang telah dilakukan
Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh
PL
1 (02 (02 02 Layanan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah K: /Kota
1 (02 (02 02 (01 Pengelol Pelayanan K 1 Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan 463|orang 114.525.000 10988 |orang 72.000.000 - 0 24.000.000 - 24.000.000 463 138.525.000

Pelayanan sesuai Standart




Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan 10489 |orang 7.675.000
Pelayanan sesuai Standart
102 (02 |2 (02 |05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang 2975|orang 34.150.000 3680|orang 51.150.000 0 - 0 16.425.000 - 16.425.000 2975 50.575.000 0 -
Pendidikan Dasar Mendapatkan Pelayanan sesuai Standart
102 (02 (2 (02 | 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang 279|orang 8.000.000 652|orang 16.500.000 0 - 0 5.250.000 - 5.250.000 279 13.250.000 0 -
Tuberkulosis Mendapatkan Pelayanan sesuai Standart
1102 (02 (2 (02 | 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Jumlah Orang dengan Risiko Terinfeksi 279|orang 900.000 696|orang 1.500.000 0 - 0 - - - 279 900.000 0 -
Risiko Terinfeksi HIV HIV yang Mendapatkan Pelayanan sesuai
Standart
1102 (02 |2 (02 | 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 2|dokumen 285.910.000 12 |dokumen 229.254.000 0 - 0 3.000.000 - 3.000.000 2 288.910.000 0 -
Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
102 (02 (2 (02 | 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 2|dokumen 11.200.000 12 |dokumen 15.300.000 0 - 0 10.275.000 - 10.275.000 2 21.475.000 0 -
Pelayanan Kesehatan Lingkungan
1 (02 (02 (202 | 20 Pengelol Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 1|dokumen 5.200.000 12|dokumen 10.800.000 0 - 0 3.150.000 - 3.150.000 1 8.350.000 0 -
Pelayanan Surveilans Kesehatan
1102 (02 |2 (02 | 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 3|dokumen 176.750.000 12 |dokumen 218.625.000 0 - 0 78.000.000 - 78.000.000 3 254.750.000 0 -
Menular Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular
dan Tidak Menular
1102 (02 (2 (02 | 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan 12 |dokumen 1.199.307.746 12 |dokumen 1.397.381.483 0 21.700.000 0 509.731.165 - 509.731.165 12 1.709.038.911 0 -
Pusk
1 (02 (02 (2 )02 | 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian |Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal 2|laporan 2.200.000 12|dokumen 1.500.000 0 - 0 - - - 2 2.200.000 0 -
Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian
Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian
Obat Massal)
1|02 (02 |2 (02 | 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang 1|dokumen 3.300.000 326|orang 4.500.000 0 - 0 2.250.000 - 2.250.000 1 5.550.000 0 -
Tuberkulosis Mendapatkan Pelayanan sesuai Standart
1102 (02 (2 (02 | 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV |Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang 350|orang 3.000.000 0 - 0 - - - 0 - 0 -
(ODHIV) Mendapatkan Pelayanan sesuai Standart
1|02 (02 (2 (02 | 44 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 12 |dokumen 11.700.000 0 - 0 4.125.000 - 4.125.000 0 4.125.000 0 -
Pelayanan Kesehatan Reproduksi
1 (02 (02 (2 )02 | 46 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 12|dokumen 158.325.000 0 - 0 54.450.000 - 54.450.000 0 54.450.000 0 -
upaya kesehatan Ibu dan Anak
Puskesmas
102 |02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 546.565.000 1.817.402.754 o 254.232.302
1]02 |02 |2 |01 i Fasilitas K untuk UKM dan UKP K Daerah Ki /Kota
102 (02 (2 |01 (09 habilitasi dan F liharaan Pusk Jumlah Sarana,Prasarana dan Alat 155|unit 109.117.600 0 = 5 2.895.455 5 2.895.455 5 2.895.455 0 =
Kesehatan yang telah Dilakukan
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh
PL
1(02 (02 (2 (02 i Layanan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah K; /Kota
1 (02 (02 |2 |02 |01 Pengelol Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan 491 |orang 116.200.000 467 |orang 48.600.000 0 - 65 5.400.000 65 5.400.000 556 121.600.000 0 -
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
1 (02 (02 |2 |02 |02 Pengelol Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan 467 |orang 7.325.000 0 - 1 - 1 - 1 - 0 -
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
1 (02 (02 |2 |02 |05 Pengelol Pelayanan Kesehatan pada Usia Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang 3442|orang 41.230.000 3442|orang 51.975.000 0 - 630 14.400.000 630 14.400.000 4072 55.630.000 0 -
Pendidikan Dasar Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
1 (02 (02 (202 | 11 Pengelol Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Jumlah Orang Terduga Menderita 169|orang 6.860.000 34|orang 8.400.000 0 - 7 2.100.000 7 2.100.000 176 8.960.000 0 -
Tuberkulosis Tuberkulosis yang Mendapatkan
Pelayanan Sesuai Standar
1 (02 (02 (2 )02 | 12 Pengelol Pelayanan Kesehatan Orang dengan Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang 578|orang 1.950.000 0 - 233 1.350.000 233 1.350.000 233 1.350.000 0 -
Risiko Terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standar
1 (02 (02 (202 | 15 Pengelol Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 2371|orang 248.135.000 12|dokumen 202.569.000 0 - 3 60.462.000 3 60.462.000 2374 308.597.000 0 -
Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
1 (02 (02 (202 | 17 Pengelol Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 8[dokumen 1.440.000 12|dokumen 9.000.000 0 - 6 4.500.000 6 4.500.000 14 5.940.000 0 -
Pelayanan Kesehatan Lingkungan
1|02 (02 (2 (02 | 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 4|dokumen 1.760.000 12 |dokumen 14.400.000 0 - 1 225.000 1 225.000 5 1.985.000 0 -
Surveilans Kesehatan
1 (02 (02 (202 | 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan 12|dokumen 127.160.000 12|dokumen 191.175.000 0 - 5 84.750.000 5 84.750.000 17 211.910.000 0 -
Menular Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak
Menular
1 (02 (02 (2 )02 | 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan 12|laporan 140.000 dokumen 1.008.041.154 0 - 5 23.324.847 5 23.324.847 17 23.464.847 0 -
PL
1102 (02 (2 (02 | 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian |Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal 12(laporan 140.000 12(laporan 750.000 0 - 1 150.000 1 150.000 13 290.000 0 -
Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian
Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian
Obat Massal)
1 (02 (02 (2 )02 | 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang 273|orang 3.500.000 34|orang 8.400.000 0 - 10 2.100.000 10 2.100.000 283 5.600.000 0 -
Tuberkulosis mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standar
1 (02 (02 (2|02 | 44 Pengelol Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan 12|dokumen 27.900.000 0 - 2 4.725.000 2 4.725.000 2 4.725.000 0 -
pelayanan kesehatan reproduksi
1102 (02 (2 (02 | 46 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan 12 |dokumen 127.800.000 0 - 5 47.850.000 5 47.850.000 5 47.850.000 0 -
upaya kesehatan ibu dan anak
1]02 |05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 6.000.000 9.000.000 o 2.250.000
1 (02 (05 (2 |03 dan Upaya K Bersumber Daya (UKBM) Tingkat Daerah K: /Kota
1 (02 (05 (2 |03 (01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan  [Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis 3|dokumen 6.000.000 12|dokumen 9.000.000 0 - 5 2.250.000 5 2.250.000 8 8.250.000 0 -
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya dan Supervisi Upaya Kesehatan
Masyarakat (UKBM) Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Puskesmas Paramasan
102 |02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 711.871.487 1.079.995.499 o o
1]02 |02 |2 |01 i Fasilitas K untuk UKM dan UKP K Daerah Ki /Kota
1102 (02 |2 (01 |09 habilitasi dan F liharaan Pusk Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat 16| unit 48.896.100 0 - 0 - - - 0 - 0 -
Kesehatan yang Telah Dilakukan
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh
PL
1]02 (02 (2 (02 i Layanan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah K; /Kota
1 (02 (02 |2 |02 |01 Pengelol Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan 70|orang 63.350.000 74|orang 28.800.000 0 - 0 - - - 70 63.350.000 0 -
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
1 (02 (02 |2 |02 |02 Pengelol Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan 71|orang 9.800.000 0 - 0 - - - 0 - 0 -
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar




Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
Pendidikan Dasar

Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar

orang

31.800.000

orang

46.800.000

31.800.000

1102 (02 02 | 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Jumlah Orang Terduga Menderita 29|orang 23.400.000 108 |orang 22.200.000 0 0 - - - 29 23.400.000
Tuberkulosis Tuberkulosis yang Mendapatkan
Pelayanan Sesuai Standar
1102 (02 02 | 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Jumlah Orang Terduga Menderita HIV 84|orang 4.800.000 0 0 - - - 0 -
Risiko Terinfeksi HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai
Standar
1102 (02 02 | 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 70|orang 95.370.000 12 |dokumen 198.313.000 0 0 - - - 70 95.370.000
Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
1102 (02 02 | 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 69 |dokumen 14.700.000 12 |dokumen 10.800.000 0 0 - - - 69 14.700.000
Pelayanan Kesehatan Lingkungan
1 (02 (02 02 | 20 Pengelol Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 40|dokumen 12.000.000 12|dokumen 21.750.000 0 0 - - - 40 12.000.000
Surveilans Kesehatan
1102 (02 02 | 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan 77|dokumen 116.250.000 12 |dokumen 140.100.000 0 0 - - - 77 116.250.000
Menular Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak
Menular
1102 (02 02 | 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan 34|dokumen 355.001.487 12 |dokumen 428.936.399 0 0 - - - 34 355.001.487
Pusk
1 (02 (02 02 | 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian |Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal 12|dokumen 1.200.000 0 0 - - - 0 -
Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian
Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian
Obat Massal)
1102 (02 02 | 46 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan 12 |dokumen 117.600.000 0 0 - - - 0 -
upaya kesehatan ibu dan anak
1|02 |05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 5.700.000 17.600.000 o
1 (02 (05 03 dan Upaya K Bersumber Daya (UKBM) Tingkat Daerah K: /Kota
1 (02 (05 03 |01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan  [Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis 42 |dokumen 5.700.000 12|dokumen 17.600.000 0 0 - - - 42 5.700.000
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya dan Supervisi Upaya Kesehatan
Masyarakat (UKBM) Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Puskesmas Pengaron
102 |02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 2.037.642.966 1.945.859.961 69.482.173
1]02 {02 01 Fasilitas K untuk UKM dan UKP K Daerah Ki /Kota
1102 (02 01 |09 habilitasi dan F liharaan Pusk Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat 1|unit 120.009.600 0 1 5.791.685 1 5.791.685 1 5.791.685
Kesehatan yang Telah Dilakukan
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh
PL
1 (02 (02 02 Layanan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah K: /Kota
1 (02 (02 02 (01 Pengelol Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan 328|orang 158.995.000 orang 54.000.000 0 0 - - - 328 158.995.000
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
1 (02 (02 02 |02 Pengelol Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan 314|orang 13.250.000 0 0 - - - 0 -
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
1 (02 (02 02 |05 Pengelol Pelayanan Kesehatan pada Usia Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang 2208|orang 12.210.000 2212|orang 47.550.000 0 0 - - - 2208 12.210.000
Pendidikan Dasar Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
1 (02 (02 02 | 11 Pengelol Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Jumlah Orang Terduga Menderita 303|orang 15.320.000 303|orang 15.150.000 0 0 - - - 303 15.320.000
Tuberkulosis Tuberkulosis yang Mendapatkan
Pelayanan Sesuai Standar
1 (02 (02 02 | 12 Pengelol Pelayanan Kesehatan Orang dengan Jumlah Orang Terduga Menderita HIV 360(orang 4.050.000 0 0 - - - 0 -
Risiko Terinfeksi HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai
Standar
1 (02 (02 02 | 15 Pengelol Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 12|dokumen 351.457.000 12|dokumen 242.058.000 0 0 - - - 12 351.457.000
Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
1 (02 (02 02 | 17 Pengelol Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 12|dokumen 16.135.000 12|dokumen 19.300.000 0 0 - - - 12 16.135.000
Pelayanan Kesehatan Lingkungan
1102 (02 02 | 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 12 |dokumen 2.630.000 12 |dokumen 25.350.000 0 0 - - - 12 2.630.000
Surveilans Kesehatan
1 (02 (02 02 | 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan 12|dokumen 135.155.000 12|dokumen 201.150.000 0 0 - - - 12 135.155.000
Menular Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak
Menular
1 (02 (02 02 | 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan 12|dokumen 1.341.310.966 12|dokumen 1.019.642.361 0 5 63.690.488 5 63.690.488 17 1.405.001.454
PL
1102 (02 02 | 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian |Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal 18(laporan 1.350.000 12(laporan 600.000 0 0 - - - 18 1.350.000
Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian
Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian
Obat Massal)
1 (02 (02 02 | 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang 300(orang 3.080.000 302|orang 3.600.000 0 0 - - - 300 3.080.000
Tuberkulosis mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standar
1 (02 (02 02 | 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV |Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang 396|orang 300.000 0 0 - - - 0 -
(ODHIV) mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standar
1 (02 (02 02 | 44 Pengelol Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan 12|dokumen 9.750.000 0 0 - - - 0 -
pelayanan kesehatan reproduksi
1102 (02 02 | 46 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan 12 |dokumen 170.100.000 0 0 - - - 0 -
upaya kesehatan ibu dan anak
1|02 |05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 11.880.000 10.500.000 o
1 (02 (05 03 dan Upaya K Bersumber Daya (UKBM) Tingkat Daerah K: /Kota
1 (02 (05 03 |01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan  [Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis 12|dokumen 11.880.000 12|dokumen 10.500.000 0 0 - - - 12 11.880.000
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya dan Supervisi Upaya Kesehatan
Masyarakat (UKBM) Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Puskesmas Ma
102 |02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 966.698.336 1.473.203.340 531.443.839
1]02 {02 01 Fasilitas K untuk UKM dan UKP K Daerah Ki /Kota
1102 (02 01 |09 habilitasi dan F liharaan Pusk Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat 5|unit 62.706.000 0 0 - - - 0 -
Kesehatan yang Telah Dilakukan
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh
PL
1 (02 (02 02 Layanan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah K: /Kota
1 (02 (02 02 (01 Pengelol Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan 27|orang 69.340.000 1428|orang 31.500.000 27 12 10.500.000 12 10.500.000 39 79.840.000
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
1 (02 (02 02 (02 Pengelol Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan 127|orang 5.250.000 0 0 4.800.000 - 4.800.000 0 4.800.000

Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar




Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
Pendidikan Dasar

Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar

orang

34.304.000

orang

51.000.000

11.850.000

11.850.000

46.154.000

1102 (02 02 | 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Jumlah Orang Terduga Menderita 30|orang 8.960.000 168|orang 12.600.000 20 - 25 3.255.000 25 3.255.000 55 12.215.000
Tuberkulosis Tuberkulosis yang Mendapatkan
Pelayanan Sesuai Standar
1102 (02 02 | 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Jumlah Orang Terduga Menderita HIV 6|orang 5.280.000 0|orang 13.200.000 0 - 0 6.600.000 - 6.600.000 6 11.880.000
Risiko Terinfeksi HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai
Standar
1102 (02 02 | 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 10|dokumen 108.428.000 11|dokumen 196.002.000 2 - 2 44.490.000 2 44.490.000 12 152.918.000
Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
1102 (02 02 | 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 5|dokumen 28.142.500 2|dokumen 27.525.000 2 - 2 14.475.000 2 14.475.000 7 42.617.500
Pelayanan Kesehatan Lingkungan
1 (02 (02 02 | 20 Pengelol Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 6|dokumen 3.900.000 9[dokumen 26.715.000 4 - 4 4.550.000 4 4.550.000 10 8.450.000
Surveilans Kesehatan
1102 (02 02 | 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan 8|dokumen 73.920.000 27 |dokumen 135.000.000 12 - 20 35.850.000 20 35.850.000 28 109.770.000
Menular Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak
Menular
1102 (02 02 | 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan 10|dokumen 629.463.836 12 |dokumen 730.355.340 0 - 7 337.548.839 7 337.548.839 17 967.012.675
Pusk
1 (02 (02 02 | 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian |Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal 3|laporan 480.000 1|laporan 750.000 0 - 0 - - - 3 480.000
Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian
Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian
Obat Massal)
1102 (02 02 | 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang 6|orang 4.480.000 180(orang 13.500.000 12 - 36 3.150.000 36 3.150.000 42 7.630.000
Tuberkulosis mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standar
1102 (02 02 | 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV |Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang 4|orang 300.000 0 - 0 - - - 0 -
(ODHIV) mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standar
1102 (02 02 | 44 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan 3|dokumen 53.100.000 2 - 2 17.700.000 2 17.700.000 2 17.700.000
pelayanan kesehatan reproduksi
1 (02 (02 02 | 46 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan 6[dokumen 113.700.000 5 - 3 36.675.000 3 36.675.000 3 36.675.000
upaya kesehatan ibu dan anak
1 (02 |05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 5.460.000 13.500.000 = =
1|02 |05 03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1102 (05 03 |01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan |Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis 6|dokumen 5.460.000 12 |dokumen 13.500.000 0 - 0 - - - 6 5.460.000
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya dan Supervisi Upaya Kesehatan
Masyarakat (UKBM) Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Puskesmas Simpang Emj
102 |02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 962.562.855 1.571.037.053 = 576.596.624
1|02 |02 01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Ko
1|02 |02 01 |09 habilitasi dan P iharaan Pt Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat 65 |unit 107.952.320 0 - 16 45.740.000 16 45.740.000 16 45.740.000
Kesehatan yang Telah Dilakukan
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh
pusk
1|02 |02 02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1102 (02 02 |01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan 163 |orang 61.890.000 229|orang 42.000.000 0 - 38 13.800.000 38 13.800.000 201 75.690.000
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
1102 (02 02 |02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah lbu Bersalin yang Mendapatkan 218|orang 8.200.000 0 - 63 4.000.000 63 4.000.000 63 4.000.000
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
1102 (02 02 |05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang 1885|orang 17.770.000 2037|orang 58.350.000 0 - 565 13.350.000 565 13.350.000 2450 31.120.000
Pendidikan Dasar Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
1102 (02 02 | 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Jumlah Orang Terduga Menderita 143|orang 5.840.000 293|orang 7.500.000 0 - 96 1.500.000 96 1.500.000 239 7.340.000
Tuberkulosis Tuberkulosis yang Mendapatkan
Pelayanan Sesuai Standar
1102 (02 02 | 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Jumlah Orang Terduga Menderita HIV 269|orang 7.150.000 275|orang 13.500.000 0 - 215 - 215 - 484 7.150.000
Risiko Terinfeksi HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai
Standar
1102 (02 02 | 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 2|dokumen 154.160.000 12 |dokumen 228.874.000 0 - 5 45.510.000 5 45.510.000 7 199.670.000
Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
102 (02 02 | 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 1|dokumen 9.950.000 12 |dokumen 13.950.000 0 - 3 3.600.000 3 3.600.000 4 13.550.000
Pelayanan Kesehatan Lingkungan
1 (02 (02 02 | 20 Pengelol Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 1|dokumen 1.380.000 12|dokumen 37.675.000 0 - 3 8.175.000 3 8.175.000 4 9.555.000
Surveilans Kesehatan
1102 (02 02 | 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan 2|dokumen 71.525.000 12 |dokumen 170.550.000 0 - 4 46.950.000 4 46.950.000 6 118.475.000
Menular Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak
Menular
1102 (02 02 | 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan 12 |dokumen 631.057.855 12 |dokumen 710.615.733 0 - 6 340.421.624 6 340.421.624 18 971.479.479
pusk
1 (02 (02 02 | 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian |Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal 12|laporan 1.350.000 0 - 0 - - - 0 -
Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian
Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian
Obat Massal)
1102 (02 02 | 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang 20|orang 1.840.000 40|orang 1.200.000 0 - 10 300.000 10 300.000 30 2.140.000
Tuberkulosis mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standar
102 (02 02 | 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV |Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang 275|orang 900.000 0 - 0 - - - 0 -
(ODHIV) mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standar
1102 (02 02 | 44 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan 7926 |orang 9.900.000 0 - 2205 3.300.000 2.205 3.300.000 2205 3.300.000
pelayanan kesehatan reproduksi
1 (02 (02 02 | 46 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan 12|dokumen 158.520.000 0 - 4 49.950.000 4 49.950.000 4 49.950.000
upaya kesehatan ibu dan anak
102 |05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 8.115.000 32.350.000 = =
1|02 |05 03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1102 (05 03 |01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan |Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis 4|dokumen 8.115.000 12 |dokumen 32.350.000 0 - 0 - - - 4 8.115.000
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya dan Supervisi Upaya Kesehatan
Masyarakat (UKBM) Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Puskesmas Simpang Emj
1 (02 |02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.039.197.196 1.662.603.086 208.050.119 519.159.428
1|02 |02 01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Ko
1|02 |02 01 |09 habilitasi dan P iharaan Pt Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat 66 |unit 216.571.200 0 - 16 72.504.000 16 72.504.000 16 72.504.000
Kesehatan yang Telah Dilakukan
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh
Puskesma
1|02 (02 02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota




Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan orang 87.160.000 orang 37.800.000 8.120.000 9.450.000 9.450.000 96.610.000
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
102 (02 |2 (02 |02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah lbu Bersalin yang Mendapatkan 0|orang 4.725.000 0 - 81 - 81 - 81 - 0 -
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
1|02 (02 |2 (02 |05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang 1702|orang 7.905.000 0|orang 51.600.000 0 - 423 9.375.000 423 9.375.000 2125 17.280.000 0 -
Pendidikan Dasar Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
102 (02 (2 (02 | 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Jumlah Orang Terduga Menderita 139(orang 3.810.000 0|orang 17.100.000 0 - 93 3.600.000 93 3.600.000 232 7.410.000 0 -
Tuberkulosis Tuberkulosis yang Mendapatkan
Pelayanan Sesuai Standar
1102 (02 (2 (02 | 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Jumlah Orang Terduga Menderita HIV 0|orang 5.400.000 0 - 209 - 209 - 209 - 0 -
Risiko Terinfeksi HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai
Standar
102 (02 (2 (02 | 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 4|dokumen 80.105.000 0|dokumen 198.280.000 0 - 6 12.575.000 6 12.575.000 10 92.680.000 0 -
Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
1102 (02 (2 02 | 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 6|dokumen 4.620.000 0|dokumen 5.250.000 0 - 6 - 6 - 12 4.620.000 0 -
Pelayanan Kesehatan Lingkungan
1 (02 (02 (202 | 20 Pengelol Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 6|dokumen 8.855.000 0[dokumen 30.100.000 0 - 6 1.425.000 6 1.425.000 12 10.280.000 0 -
Surveilans Kesehatan
1102 (02 (2 (02 | 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan 6|dokumen 61.625.000 0|dokumen 146.625.000 0 - 6 24.150.000 6 24.150.000 12 85.775.000 0 -
Menular Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak
Menular
102 (02 (2 (02 | 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan 12 |dokumen 785.117.196 0|dokumen 821.801.886 0 199.930.119 6 356.305.428 6 356.305.428 18 1.141.422.624 0 -
Pusk
1 (02 (02 (2 )02 | 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian |Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal 0(laporan 1.200.000 0 - 0 - - - 0 - 0 -
Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian
Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian
Obat Massal)
1|02 (02 (2 (02 | 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang 0|orang 6.000.000 0 - 8 1.350.000 8 1.350.000 8 1.350.000 0 -
Tuberkulosis mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standar
1102 (02 (2 (02 | 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV |Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang 0|orang 900.000 0 - 0 - - - 0 - 0 -
(ODHIV) mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standar
1|02 (02 (2 (02 | 44 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan 0|dokumen 5.400.000 0 - 6 900.000 6 900.000 6 900.000 0 -
pelayanan kesehatan reproduksi
1 (02 (02 (2|02 | 46 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan 0[dokumen 113.850.000 0 - 6 27.525.000 6 27.525.000 6 27.525.000 0 -
upaya kesehatan ibu dan anak
1 (02 |05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 6.250.000 11.000.000 = 2.750.000
1|02 |05 (2 03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
102 (05 (2 (03 |01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan |Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis 4|dokumen 6.250.000 0|dokumen 11.000.000 0 - 6 2.750.000 6 2.750.000 10 9.000.000 0 -
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya dan Supervisi Upaya Kesehatan
Masyarakat (UKBM) Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) : 0
Dokumen
Puskesmas Sungai Pinan
102 |02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 983.781.172 1.590.358.276 = 400.805.868
1|02 (02 (2 o1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
1|02 |02 (2 |01 |09 habilitasi dan P iharaan Pt Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat 15 |unit 68.668.800 0 - 0 23.555.000 - 23.555.000 0 23.555.000 0 -
Kesehatan yang Telah Dilakukan
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh
pusk
1|02 (02 (2 (02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
102 (02 (2 (02 |01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan 68|orang 72.125.000 291|orang 29.700.000 0 - 0 7.425.000 - 7.425.000 68 79.550.000 0 -
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
102 (02 (2 (02 |02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan 278|orang 15.125.000 0 - 0 - - - 0 - 0 -
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
1|02 (02 |2 (02 |05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang 865|orang 11.700.000 2272|orang 67.800.000 0 - 0 13.050.000 - 13.050.000 865 24.750.000 0 -
Pendidikan Dasar Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
102 (02 (2 (02 | 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Jumlah Orang Terduga Menderita 200|orang 10.200.000 329|orang 14.625.000 0 - 0 4.950.000 - 4.950.000 200 15.150.000 0 -
Tuberkulosis Tuberkulosis yang Mendapatkan
Pelayanan Sesuai Standar
1102 (02 (2 (02 | 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Jumlah Orang Terduga Menderita HIV 100(orang 8.250.000 282|orang 8.250.000 0 - 0 - - - 100 8.250.000 0 -
Risiko Terinfeksi HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai
Standar
1102 (02 (2 (02 | 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 2|dokumen 182.017.300 1505 |dokumen 231.339.000 0 - 0 22.508.000 - 22.508.000 2 204.525.300 0 -
Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
102 (02 (2 (02 | 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 2|dokumen 10.250.000 12 |dokumen 14.100.000 0 - 0 3.000.000 - 3.000.000 2 13.250.000 0 -
Pelayanan Kesehatan Lingkungan
1 (02 (02 (202 | 20 Pengelol Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 11|dokumen 2.425.000 12|dokumen 29.275.000 0 - 0 450.000 - 450.000 11 2.875.000 0 -
Surveilans Kesehatan
1102 (02 (2 (02 | 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan 2|dokumen 112.525.000 12 |dokumen 189.450.000 0 - 0 38.025.000 - 38.025.000 2 150.550.000 0 -
Menular Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak
Menular
102 (02 (2 (02 | 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan 12 |dokumen 572.938.872 12 |dokumen 763.325.476 0 - 0 251.917.868 - 251.917.868 12 824.856.740 0 -
Pusk
1102 (02 |2 |02 | 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian |Diharapkan Kejadian Ikutan Pasca 12|laporan 600.000 0 - 0 - - - 0 - 0 -
Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
1 (02 (02 (202 | 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang 5|orang 1.350.000 329|orang 5.400.000 0 - 0 600.000 - 600.000 5 1.950.000 0 -
Tuberkulosis mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standar
1(02 (02 (202 | 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV [Jumlah orang dengan HIV ODHIV yang 12|orang 150.000 0 - 0 - - - 0 - 0 -
(ODHIV) mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standar
1 (02 (02 (2|02 | 44 Pengelol Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan 12|dokumen 29.700.000 0 - 0 4.950.000 - 4.950.000 0 4.950.000 0 -
pelayanan kesehatan reproduksi
1102 (02 (2 (02 | 46 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan 12 |dokumen 122.850.000 0 - 0 30.375.000 - 30.375.000 0 30.375.000 0 -
upaya kesehatan ibu dan anak
1|02 |05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 11.635.000 12.415.000 o o
1 (02 (05 (2 |03 dan Upaya K Bersumber Daya (UKBM) Tingkat Daerah K: /Kota
1 (02 (05 (2 |03 (01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan  [Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis 0[dokumen 11.635.000 12|dokumen 12.415.000 0 - 0 - - - 0 11.635.000 0 -
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya dan Supervisi Upaya Kesehatan
Masyarakat (UKBM) Bersumber Daya Masyarakat UKBM
Puskesmas Sungai Tabuk
102 |02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 941.213.689 2.711.726.926 66.450.000 452.188.000
102 02 |2 |01 yedi: Fasilitas K untuk UKM dan UKP K Daerah K: /[Kota |




habilitasi dan P iharaan PL

Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat
Kesehatan yang Telah Dilakukan
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh
Pusk

203.316.000

1.500.000

12.689.000

12.689.000

12.689.000

1|02 |02 02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1102 (02 02 |01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan 20|orang 35.735.000 2496|orang 57.600.000 - 624 13.950.000 624 13.950.000 644 49.685.000
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
1102 (02 02 |02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah lbu Bersalin yang Mendapatkan 189|orang 7.875.000 - 0 - - - 0 -
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
102 (02 02 |05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang 4847 |orang 69.535.000 1928|orang 90.600.000 - 642 7.200.000 642 7.200.000 5489 76.735.000
Pendidikan Dasar Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
SesuaiStandar
1102 (02 02 | 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Jumlah Orang Terduga Menderita 477 |orang 3.115.000 66|orang 4.950.000 - 17 1.350.000 17 1.350.000 494 4.465.000
Tuberkulosis Tuberkulosis yang Mendapatkan
Pelayanan Sesuai Standar
1102 (02 02 | 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Jumlah Orang Terduga Menderita HIV 664|orang 5.950.000 108 |orang 8.100.000 - 0 - - - 664 5.950.000
Risiko Terinfeksi HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai
Standar
1102 (02 02 | 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 12 |dokumen 282.664.000 9|dokumen 252.264.000 - 4 198.384.000 4 198.384.000 16 481.048.000
Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
1102 (02 02 | 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 12 |dokumen 10.940.000 3|dokumen 5.400.000 - 1 900.000 1 900.000 13 11.840.000
Pelayanan Kesehatan Lingkungan
1 (02 (02 02 | 20 Pengelol Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 12|dokumen 5.035.000 11|dokumen 74.650.000 - 3 16.800.000 3 16.800.000 15 21.835.000
Surveilans Kesehatan
102 (02 02 | 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan 12 |dokumen 127.780.000 32|dokumen 227.900.000 - 10 41.375.000 10 41.375.000 22 169.155.000
Menular Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak
Menular
1102 (02 02 | 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan 12 |dokumen 398.404.689 12 |dokumen 1.650.521.926 64.950.000 6 132.690.000 6 132.690.000 18 531.094.689
Pusk
1 (02 (02 02 | 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian |Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal 4|laporan 300.000 - 0 - - - 0 -
Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian
Ikutan Pascalmunisasi dan Pemberian
Obat Massal)
1102 (02 02 | 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang 477 |orang 2.055.000 60|orang 4.500.000 - 20 750.000 20 750.000 497 2.805.000
Tuberkulosis mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuaistandar
1102 (02 02 | 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV |Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang 120(|orang 9.000.000 - 0 - - - 0 -
(ODHIV) mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuaistandar
1102 (02 02 | 44 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan 2|dokumen 2.400.000 - 1 600.000 1 600.000 1 600.000
pelayanan kesehatan reproduksi
1 (02 (02 02 | 46 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan 9(dokumen 112.350.000 - 4 25.500.000 4 25.500.000 4 25.500.000
upaya kesehatan ibu dan anak
102 |05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 730.000 15.150.000 = =
1|02 |05 03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1102 (05 03 |01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan |Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis 12 |dokumen 730.000 9|dokumen 15.150.000 - 0 - - - 12 730.000
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya dan Supervisi Upaya Kesehatan
Masyarakat (UKBM) Bersumber DayaMasyarakat (UKBM)
Puskesmas Sungai Tabuk
102 |02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.170.320.143 1.646.835.089 = 536.771.022
1|02 |02 01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
1|02 |02 01 |09 habilitasi dan P iharaan Pt Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat 96 |unit 213.947.196 - 5 43.327.280 5 43.327.280 5 43.327.280
Kesehatan yang Telah Dilakukan
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh
pusk
1|02 |02 02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1102 (02 02 |01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Terkelolanya Pelayanan Kesehatan lbu 0|dokumen 91.070.000 100(orang 27.000.000 - 0 9.000.000 - 9.000.000 0 100.070.000
Hamil Sesuai Standar
1 (02 (02 02 |02 Pengelol Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan 10|orang 5.110.000 - 0 - - - 0 -
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
1 (02 (02 02 |05 Pengelol Pelayanan Kesehatan pada Usia Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang 0[dokumen 53.800.000 100|orang 55.125.000 - 0 4.350.000 - 4.350.000 0 58.150.000
Pendidikan Dasar Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
1 (02 (02 02 | 11 Pengelol Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Jumlah Orang Terduga Menderita 0[dokumen 9.895.000 12|orang 15.225.000 - 0 3.375.000 - 3.375.000 0 13.270.000
Tuberkulosis Tuberkulosis yang Mendapatkan
Pelayanan Sesuai Standar
1 (02 (02 02 | 12 Pengelol Pelayanan Kesehatan Orang dengan Jumlah Orang Terduga Menderita HIV 12|orang 2.700.000 - 0 600.000 - 600.000 0 600.000
Risiko Terinfeksi HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai
Standar
1 (02 (02 02 | 15 Pengelol Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0[dokumen 300.720.000 12|dokumen 219.979.000 - 0 112.059.000 - 112.059.000 0 412.779.000
Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
1 (02 (02 02 | 17 Pengelol Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0[dokumen 24.650.000 12|dokumen 13.125.000 - 0 3.150.000 - 3.150.000 0 27.800.000
Pelayanan Kesehatan Lingkungan
102 (02 02 | 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0|dokumen 3.570.000 12 |dokumen 50.450.000 - 0 12.850.000 - 12.850.000 0 16.420.000
Surveilans Kesehatan
1 (02 (02 02 | 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan 0[dokumen 89.510.000 12|dokumen 191.925.000 - 0 48.750.000 - 48.750.000 0 138.260.000
Menular Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak
Menular
1 (02 (02 02 | 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan 16|dokumen 595.530.143 12|dokumen 693.848.893 - 3 249.509.742 3 249.509.742 19 845.039.885
PL
1102 (02 02 | 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian |Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal 6|laporan 300.000 - 0 - - - 0 -
Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian
Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian
Obat Massal)
1 (02 (02 02 | 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang 0[dokumen 1.575.000 12|orang 7.500.000 - 0 1.200.000 - 1.200.000 0 2.775.000
Tuberkulosis mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standar
1 (02 (02 02 | 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV |Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang 0forang 1.200.000 - 0 - - - 0 -
(ODHIV) mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standar
1 (02 (02 02 | 44 Pengelol Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan 12|dokumen 27.000.000 - 0 9.000.000 - 9.000.000 0 9.000.000
pelayanan kesehatan reproduksi
1|02 (02 02 | 46 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan 12 |dokumen 122.400.000 - 0 39.600.000 - 39.600.000 0 39.600.000
upaya kesehatan ibu dan anak
1]02 |05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 7.470.000 6.500.000 o 6.500.000
1 (02 (05 03 dan Upaya K Bersumber Daya (UKBM) Tingkat Daerah K: /Kota




Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya
Masyarakat (UKBM)

Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis
dan Supervisi Upaya Kesehatan
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

dokumen

7.470.000

dokumen

6.500.000

6.500.000

6.500.000

13.970.000

Puskesmas Sungai Tabuk

102 |02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.123.991.561 1.730.416.271 59.990.500 445.644.403
1|02 |02 01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Ko
1|02 |02 01 |09 habilitasi dan P iharaan Pt Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat 9|unit 134.718.692 30.139.500 3 31.139.500 3 31.139.500 3 31.139.500
Kesehatan yang Telah Dilakukan
Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh
Fasilitas Kesehatan Lainnya
1|02 |02 02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1102 (02 02 |01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan lbu Hamil Jumlah lbu Hamil yang Mendapatkan 400(orang 68.965.000 453 |orang 33.480.000 - 40 8.370.000 40 8.370.000 440 77.335.000
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
102 (02 02 |02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah lbu Bersalin yang Mendapatkan 433|orang 20.130.000 - 50 4.950.000 50 4.950.000 50 4.950.000
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
1102 (02 02 |05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang 4072 |orang 20.495.000 2594|orang 40.050.000 - 0 9.900.000 - 9.900.000 4072 30.395.000
Pendidikan Dasar Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
1102 (02 02 | 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Jumlah Orang Terduga Menderita 10|orang 1.520.000 389|orang 12.900.000 - 0 3.150.000 - 3.150.000 10 4.670.000
Tuberkulosis Tuberkulosis yang Mendapatkan
Pelayanan Sesuai Standar
1102 (02 02 | 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Jumlah Orang Terduga Menderita HIV 400(orang 11.040.000 541|orang 9.000.000 - 0 2.250.000 - 2.250.000 400 13.290.000
Risiko Terinfeksi HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai
Standar
1102 (02 02 | 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 7|dokumen 234.105.000 12 |dokumen 219.175.000 - 0 31.215.000 - 31.215.000 7 265.320.000
Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
1102 (02 02 | 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 5|dokumen 21.725.000 12 |dokumen 21.600.000 - 0 5.400.000 - 5.400.000 5 27.125.000
Pelayanan Kesehatan Lingkungan
1 (02 (02 02 | 20 Pengelol Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 10|dokumen 9.870.000 12|dokumen 78.690.000 - 0 19.185.000 - 19.185.000 10 29.055.000
Surveilans Kesehatan
1102 (02 02 | 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan 12 |dokumen 74.440.000 12 |dokumen 174.750.000 - 3 37.875.000 3 37.875.000 15 112.315.000
Menular Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak
Menular
1102 (02 02 | 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan 12 |dokumen 674.151.561 12 |dokumen 844.052.579 29.851.000 5 256.554.903 5 256.554.903 17 930.706.464
Pusk
1 (02 (02 02 | 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian |Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal 3|laporan 450.000 - 0 - - - 0 -
Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian
Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian
Obat Massal)
102 (02 02 | 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang 189orang 7.680.000 389|orang 1.800.000 - 50 225.000 50 225.000 239 7.905.000
Tuberkulosis mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standar
1102 (02 02 | 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV |Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang 541|orang 900.000 - 30 300.000 30 300.000 30 300.000
(ODHIV) mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standar
1102 (02 02 | 44 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan 12 |dokumen 11.400.000 - 3 2.850.000 3 2.850.000 3 2.850.000
pelayanan kesehatan reproduksi
1 (02 (02 02 | 46 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan 12|dokumen 127.320.000 - 3 32.280.000 3 32.280.000 3 32.280.000
upaya kesehatan ibu dan anak
102 |05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 10.760.000 18.390.000 = = = 10.760.000
1|02 |05 03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1102 (05 03 |01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan |Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis 12 |dokumen 10.760.000 12 |dokumen 18.390.000 - 0 - - - 12 10.760.000
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya dan Supervisi Upaya Kesehatan
Masyarakat (UKBM) Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Puskesmas Tatah Makm
102 |02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.186.687.790 1.638.403.353 29.527.600 390.208.773
1|02 |02 01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Ko
1102 (02 01 |09 habilitasi dan P iharaan PL Jumlah Dokumen Rehabilitasi dan 2|dokumen 143.340.800 - 0 37.145.000 - 37.145.000 0 37.145.000
Pemeliharaan F
1|02 |02 02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1102 (02 02 |01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan 1|orang 30.268.000 226|orang 63.180.000 - 0 15.795.000 - 15.795.000 1 46.063.000
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
1102 (02 02 |02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah lbu Bersalin yang Mendapatkan 215|orang 5.325.000 - 0 1.750.000 - 1.750.000 0 1.750.000
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
1102 (02 02 |05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang 1|orang 11.200.000 95|orang 41.550.000 - 1 8.100.000 1 8.100.000 2 19.300.000
Pendidikan Dasar Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
102 (02 02 | 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Jumlah Orang Terduga Menderita 1|orang 2.800.000 236|orang 15.150.000 - 1 3.600.000 1 3.600.000 2 6.400.000
Tuberkulosis Tuberkolusis yang Mendapatkan
Pelayanan Sesuai Standar
1102 (02 02 | 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Jumlah Orang dengan Risiko Terinfeksi 0|orang 11.700.000 - 0 - - - 0 -
Risiko Terinfeksi HIV HIV yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
1 (02 (02 02 | 15 Pengelol Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 1|dokumen 160.530.000 2|dokumen 182.298.000 - 0 45.165.000 - 45.165.000 1 205.695.000
Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
1 (02 (02 02 | 17 Pengelol Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 1|dokumen 6.010.000 5[dokumen 11.700.000 - 3 2.700.000 3 2.700.000 4 8.710.000
Pelayanan Kesehatan Lingkungan
1]02 {02 02 | 20 Per Surveilans Kesehatan Per Surveilans Kesehatan 1|dokumen 2.100.000 3|dokumen 20.485.000 - 1 1.200.000 1 1.200.000 2 3.300.000
1 (02 (02 02 | 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan 1|dokumen 105.700.000 4|dokumen 153.600.000 - 2 27.225.000 2 27.225.000 3 132.925.000
Menular Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak
Menular
1 (02 (02 02 | 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan 3|dokumen 864.439.790 22|dokumen 851.819.553 29.527.600 1 215.458.773 1 215.458.773 4 1.079.898.563
PL
1102 (02 02 | 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian |Investigasi Awal Kejadian tidak 1|laporan 1.820.000 1|laporan 1.950.000 - 0 - - - 1 1.820.000
Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |diharapkan (Kejadian lkutan Pasca
Imunisasi dan Pemberian)
102 (02 02 | 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Jumlah Orang dengan Tuberkolusis yang 1|orang 1.820.000 49|orang 2.250.000 - 3 450.000 3 450.000 4 2.270.000
Tuberkulosis Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar
1102 (02 02 | 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV [Jumlah Orang dengan HIV (Odhiv) yang 0|orang 75.000 - 0 - - - 0 -
(ODHIV) Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar
1102 (02 02 | 44 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 1|dokumen 2.400.000 - 1 1.200.000 1 1.200.000 1 1.200.000

Pelayanan Kesehatan Reproduksi




Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah Kesehatan lbu dan Anak yang orang 131.580.000 30.420.000 30.420.000 30.420.000
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
1 (02 |05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 13.965.000 8.415.000 = =
1|02 |05 03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1102 (05 03 |01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan |Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis 1|dokumen 13.965.000 1|dokumen 8.415.000 0 - 0 - - - 1 13.965.000 -
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya dan Supervisi Upaya Kesehatan
Masyarakat (UKBM) Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Puskesmas Telaga Baunt
102 |02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 526.765.923 1.427.323.477 39.394.080 384.701.436
1|02 |02 01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
1 (02 (02 01 (09 habilitasi dan P iharaan P Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat 1|unit 270.921.500 0 27.000.000 0 73.288.000 - 73.288.000 0 73.288.000 -
Kesehatan yang Telah Dilakukan
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh
pusk
1|02 |02 02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1102 (02 02 |01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah lbu Hamil yang Mendapatkan 60|orang 39.825.000 114 (orang 25.200.000 13 - 26 9.600.000 26 9.600.000 86 49.425.000 -
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
1102 (02 02 |02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah lbu Bersalin yang Mendapatkan 83|orang 10.375.000 8 - 20 - 20 - 20 - -
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
1102 (02 02 |05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang 400(orang 4.050.000 444 |orang 33.300.000 149 - 160 8.100.000 160 8.100.000 560 12.150.000 -
Pendidikan Dasar Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
1102 (02 02 | 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Jumlah Orang Terduga Menderita 5|orang 750.000 192 |orang 14.400.000 5 - 10 1.350.000 10 1.350.000 15 2.100.000 -
Tuberkulosis Tuberkulosis yang Mendapatkan
Pelayanan Sesuai Standar
1102 (02 02 | 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Jumlah Orang Terduga Menderita HIV 8|orang 2.600.000 128|orang 9.600.000 5 - 9 1.800.000 9 1.800.000 17 4.400.000 -
Risiko Terinfeksi HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai
Standar
1102 (02 02 | 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 180(dokumen 83.850.000 12 |dokumen 203.412.000 3 - 6 71.352.000 6 71.352.000 186 155.202.000 -
Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
1102 (02 02 | 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 12 |dokumen 2.975.000 12 |dokumen 28.800.000 3 - 6 5.100.000 6 5.100.000 18 8.075.000 -
Pelayanan Kesehatan Lingkungan
1 (02 (02 02 | 20 Pengelol Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 12|dokumen 450.000 12|dokumen 17.800.000 0 - 6 4.100.000 6 4.100.000 18 4.550.000 -
Surveilans Kesehatan
1102 (02 02 | 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan 12 |dokumen 46.350.000 12 |dokumen 111.150.000 0 - 6 20.100.000 6 20.100.000 18 66.450.000 -
Menular Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak
Menular
1102 (02 02 | 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan 12 |dokumen 344.415.923 12 |dokumen 577.714.977 3 12.394.080 6 151.286.436 6 151.286.436 18 495.702.359 -
pusk
1 (02 (02 02 | 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang 8|orang 1.500.000 62|orang 8.100.000 0 - 10 2.700.000 10 2.700.000 18 4.200.000 -
Tuberkulosis mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standar
1 (02 (02 02 | 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV |Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang 78|orang 1.200.000 0 - 3 600.000 3 600.000 3 600.000 -
(ODHIV) mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standar
1 (02 (02 02 | 44 Pengelol Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan 12|dokumen 27.825.000 3 - 6 6.000.000 6 6.000.000 6 6.000.000 -
pelayanan kesehatan reproduksi
1102 (02 02 | 46 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan 12 |dokumen 87.525.000 3 - 6 29.325.000 6 29.325.000 6 29.325.000 -
upaya kesehatan ibu dan anak
1|02 |05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN o 27.000.000 o o
1 (02 (05 03 dan Upaya K Bersumber Daya (UKBM) Tingkat Daerah K: /Kota
1 (02 (05 03 |01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan  [Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis 0[dokumen - 12|dokumen 27.000.000 0 - 6 - 6 - 6 - -
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya dan Supervisi Upaya Kesehatan
Masyarakat (UKBM) Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi yang baik dengan Inspektorat; Sudah terbentuk susunan Panitia, Penguji UKOM dan Maping Calon Peserta UKOM JFK Tahun 2024 Pembekalan bagi Calon Penguji UKOM JFK Tahun 2024; Sk Tim TPCB dan Jadwal pembinaan TPCB ke Puskesmas sudah ada ; 1, Tersedianya data sarana apotek dan toko obat berizin yang ada di wilayah kerja Kab, Banjar 2, SIEKA sistem pelaporan evaluasi pengawasan dan
perbaikan apotek dan toko obat Dinas kesehatan sebagai feedback dari pengawasan dan pengendalian 3, adanya kerjasama antara OP, dinkes dan BBPOM untuk pengawasan dan pengendalian apotek toko obat; - Tersedianya SDM (petugas promkes) di semua puskesmas - Tersedianya perencanaan dan anggaran untuk melaksanakan kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat - Adanya dukungan SKPD yang
termasuk dalam Pokjanal posyandu dalam kabupaten untuk 1akan pembinaan P du sesuai dengan kewenangan masing-masing;

Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Peraturan baru dari Inspektorat bahwa penilaian IKKI dilaksanakan 1x per tahun sehingga TW 2 belum ada penilaian,; Uji kompetensi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan dilakukan 1 x dalam setahun; Jadwal pembinaan TPCB ke Puskesmas sering berubah karena jadwal dari baik ketua cluster maupun anggota sering bersamaan sehingga kegiatan TPCB sering tertunda; 1, Adanya perubahan jadwal pelaksanaan
pembinaan dan pengawasan Apotek dan Toko Obat 2, Kurangnya Sarana Transportasi yang digunakan untuk melakukan pengawasan Apotek dan Toko Obat 3, Apotek dan Toko Obat yang jam buka dan tutupnya tidak menentu 4, Tidak ada laporan dari pemilik apotek atau toko obat bahwa sudah tidak beroperasi 5, Masih ada pemilik apotek dan toko obat yang tidak kooperatif saat pembinaan 6, Masih sedikit apotek
dan toko obat yang menyampaikan feedback perbaikan 7, Pelaporan SIMONA dan SIPNAP yang belum tepat waktu; - Masih ada Posyandu balita yang kadernya kurang dari 5 orang - Adanya pergantian unsur pimpinan di desa/kelurahan sehingga ada pengurangan dan pergantian kader , insentif dan kebijakan yang berhubungan dengan bidang kesehatan - Adanya p p du dengan pengelol posyandu
baru yaitu posyandu siklus hidup - Belum terintegrasinya kegiatan survei PHBS dengan program lain - Belum adanya 1 di tingkat 1 untuk if i posyandu siklus hidup - Belum adanya penataan sistem di tingkat daerah dalam implementasi Posyandu siklus hidup - Tidak tersosialisasinya tentang SBH ke pihak pendidikan (korwil pendidikan) dan satuan pendidikan (sekolah) untuk kegiatan SBH;

| 159.741.437.084 182.176.500.682 31.803.312.693 86.973.320.641 86.973.320.641 RSUD RATU ZALECHA
1|02 |01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KA| Persentase Bangunan Gedung RS yang 80  755.639.205.480 | 87,1|indeks 151.080.462.873 76 |persen 173.393.143.496 0| 31.797.152.693 0 85.442.710.641
sesuai dengan Standar
1 (02 (o1 01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangk| P Laporan 100|persen 100 |persen 25 25
Kinerja
102 (01 01 |01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Jumlah Dokumen Perencanaan 15|dokumen 21.086.000 15|Dokumen 22.080.000 7 1.500.000 9 1.500.000 9 1.500.000 24 22.586.000 -
Daerah Perangkat Daerah
1102 (01 01 |06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja |Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 5|Laporan 5.685.000 5|Laporan 10.860.000 3 - 3 5.150.000 3 5.150.000 8 10.835.000 -
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
1102 (01 01 |07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 16|Laporan 14.787.500 16|Laporan 24.000.000 4 5.250.000 9 11.700.000 9 11.700.000 25 26.487.500 -
Perangkat Daerah
1|02 (01 02 asi K Daerah 100 persen 100 | persen 25 25
1102 (01 02 |01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 6922|Orang 54.492.729.956 623 |Orang/bula 77.092.635.496 503 11.173.756.320 514 34.235.372.350 514 34.235.372.350 7436 88.728.102.306 -
Tunjangan ASN n
102 (01 02 |03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi |Jumlah Dokumen Penatausahaan dan 24 |dokumen 140.618.900 24|Dokumen 288.240.000 6 23.220.000 12 55.050.000 12 55.050.000 36 195.668.900 -
Keuangan SKPD Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
102 (01 02 |07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 24|Laporan 4.773.000 24 LAPORAN 8.740.000 6 - 12 225.000 12 225.000 36 4.998.000 -
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Triwulanan/ Semesteran SKPD dan
Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
1|02 (01 05 asi K i Daerah Capaian Pelaksanaaan Administrasi 100 | persen 100 persen 25 25
Umum RS
1 (02 (o1 05 (03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Jumlah Dokumen Pendataan dan 6|dokumen 8.460.000 6[Dokumen 12.000.000 3 - 4 - 4 - 10 8.460.000 -
Kepegawaian Pengolahan Administrasi
KepegawaianJumlah Dokumen
Pendataan dan Pengolahan Administrasi
Kepegawaian




Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas |Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Orang 1.047.906.769 orang 1.440.000.000 163.574.246 489.360.567 489.360.567 1.537.267.336
dan Fungsi Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan
Pelatihan
102 |01 |2 |06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Pelaksanaaan Administrasi 100|persen 100|persen 25 25
Umum RS
1 (02 (01 |2 |06 (02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan 3[Paket 2.009.912.500 4|paket 1.219.741.000 1 - 1 910.840.000 1 910.840.000 4 2.920.752.500 0 -
Perlengkapan Kantor yang Disediakan
1 (02 (01 (2 |06 (09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 4|laporan 95.375.000 1 - 2 - 2 - 2 - 0 -
SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1|02 |01 |2 |08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah|Tersedianya Jasa Penunjang Pemerintah 100 |persen 100 |persen 25 25
Daerah
1|02 (01 (2 (08 (04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12(Laporan 2.547.524.200 12(Laporan 7.179.472.000 3 780.279.121 6 3.413.493.166 6 3.413.493.166 18 5.961.017.366 0 -
Pelayanan Umum Kantor yang
Disediak
102 |01 |2 |10 Peningkatan Pelayanan BLUD Capaian Pelayanan BLUD Rumah Sakit 100|persen 100|persen 25 25
102 (01 (2 (10 |01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan 6|Unit kerja 90.786.979.048 6|unit 86.000.000.000 6 19.649.573.006 6 46.320.019.558 6 46.320.019.558 12| 137.106.998.606 0 -
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
102 |02 |2 |01 yedi Fasilitas Ki untuk UKM dar|Persentase Sarana Rumah Sakit Sesuai 78,46 |persen 80|persen [] 0
Standar
P P han Alat h 15|persen 86 |persen 72,7 86
/ Kedokteran sesuai kebutuhan
1 (02 (02 |2 |01 (01 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan 0[Unit -
Prasarana Pendukungnya
1102 (02 (2 (01 |08 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat 2|Unit 2.267.542.480 2| unit 3.498.426.000 0,26 - 1 - 1 - 3 2.267.542.480 0 -
Kesehatan yang Telah Dilakukan Program
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh
Rumah Sakit
1(02 (02 (2|01 | 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang 51|Unit 6.159.449.331 22|unit 4.817.899.586 4 - 22 1.498.900.000 22 1.498.900.000 73 7.658.349.331 0 -
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
yang Disediakan
102 02 [2 )01 | 22 Per | 1 Rumah Sakit
1|02 |02 |2 |02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujul| Persentase Capaian Akreditasi 80(Persen 80(persen 80 80
Persentase Capaian Akreditasi 80|Persen 80|persen 80 80
I k Berfokus Pada Pel:
1 (02 (02 (2 )02 | 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 4|dokumen 36.180.000 4|Dokumen 98.575.600 1 - 1 - 1 - 5 36.180.000 0 -
Pelayanan Promosi Kesehatan
1 (02 (02 (2 )02 | 32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan 1|Dokumen 99.827.000 0 - 0 - - - 0 - 0 -
Rumah Sakit
1 (02 (02 (2 )02 | 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Jumlah Fasilitas Kesehatan yang 1|Unit 97.697.500 80(Persentase 150.435.000 80 - 80 9.870.000 80 9.870.000 81 107.567.500 0 -
Ki /Kota Terakreditasi di Kak 1/Kota
102 |02 |2 |04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayg| Capaian SPM 92,3|persen 88|persen 84 84
P Capaian SPM Pel. 90,5 |persen 92,3|persen 92,3 95
Medik
Capaian SPM 84 |persen 90,5 |persen 90,5 90,5
P jang dan Kefarmasian
1 (02 (02 (2 |04 (03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang 1|Unit 100.104.900 1|unit 118.194.000 1 6.160.000 1 21.840.000 1 21.840.000 2 121.944.900 0 -
Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional
Mutu (INM) Pelayanan kesehatan
[ hloafes | T [T | |PROGRAW PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYAMANUSIAKESEHATAN | 100| ssaeaatsorz | omleesen | [ T 7 [ (¢ [/
102 |03 |2 |02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 70|orang
102 (03 (2 (02 |02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia 70|Orang -
Kesehatan Sesuai Standar
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya dukungan dari pimpinan dan bidang; Adanya dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah;
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Masih dalam proses ilaian dari i ktorat; Masih melakukan peny prioritas per
[1Jo3] T T [ [ [URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERIAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [ [ [ I [ [ 313.927.571.403 | 4.476.577.153 | [ 52788131919 | -[ [ -] [ 52.788.131.919 | I
193.542.519.570 313.927.571.403 4.476.577.153 52.788.131.919 52.788.131.919 DINAS PEKERJAAN UMU

103 |01 |2 |01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangk| P Ter Dok 100|% 100|% 53,63 73,68

Perencanaan, Penganggaran dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat
Waktu dan Tepat Mutu

103 (01 (2 (01 |01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Jumlah Dokumen Perencanaan 7|Dokumen 4.388.400 7|Dokumen 50.000.000 4 10.625.000 5 13.125.000 5 13.125.000 12 17.513.400 0 -
Daerah Perangkat Daerah
1 (03 (01 (2 |01 |04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan 2|Dokumen 5.714.100 2[Dokumen 10.000.000 1 1.970.000 1 5.204.200 1 5.204.200 3 10.918.300 0 -
Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen
DPA-SKPD
1103 (01 (2 (01 (06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja |Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 10(Laporan 8.398.000 10(|Laporan 10.000.000 5 - 8 - 8 - 18 8.398.000 0 -
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan

Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

1|03 |01 |2 |02 inistrasi P gkat Daerah P Ter Dok 100(% 100(% 26,67 50
Keuangan Perangkat Daerah Tepat
Waktu dan Tepat Mutu
103 (01 (2 (02 |01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 70|Orang/Bula 7.500.130.766 70|Orang/Bula 10.669.776.688 70 1.120.844.954 70 4.908.797.506 70 4.908.797.506 140 12.408.928.272 0 -
Tunjangan ASN n
1 (03 (o1 (2 |02 (03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi [Jumlah Dokumen Penatausahaan dan 12|Dokumen 137.840.000 12|Dokumen 170.100.000 3 35.565.000 6 71.130.000 6 71.130.000 18 208.970.000 0 -
Keuangan SKPD Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
1 (03 (o1 (2 |02 |05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir [Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 1|Laporan 7.139.100 1|Laporan 9.538.500 1 - 1 - 1 - 2 7.139.100 0 -
Tahun SKPD SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD




Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Jumlah Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
dan Laporan Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Laporan

2.948.200

Laporan

3.608.000

2.948.200

03 (01 02 |08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis 1|Dokumen 1.804.000 1|Dokumen 3.698.000 0 - 0 - - - 1 1.804.000
Realisasi Anggaran Prognosis Realisasi Anggaran
03 |01 03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Daerah Ter D 100(% 25 50
Barang Milik Daerah pada Perangkat
Daerah Tepat Waktu dan Tepat Mutu
03 (01 03 |06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang 4|Laporan 17.200.000 0 - 2 - 2 - 2 -
Milik Daerah pada SKPD
03 (01 05 asi Ki i Daerah K i 105,6(% 100(% 100 100
Daerah Sesuai Kebutuhan dan Tepat
Waktu
03 |01 05 (11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-{Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan 19|Orang 70.550.000 14|Orang 70.000.000 14 67.900.000 14 67.900.000 14 67.900.000 33 138.450.000
Undangan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan
03 |01 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Terpenuhinya 100(% 100(% 25 50
Penyelenggaraan Penunjang
inistrasi Perkantoran
03 (01 06 |01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan  |Jumlah Paket Komponen Instalasi 12 |Paket 9.152.000 12 |Paket 16.137.300 2 - 6 1.957.500 6 1.957.500 18 11.109.500
Bangunan Kantor Listrik/Penerangam Bangunan Kantor
yang Disediakan
03 (01 06 |02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan 12 |Paket 3.791.433.950 12 |Paket 347.351.600 3 - 6 - 6 - 18 3.791.433.950
Perlengkapan Kantor yang Disediakan
03 (01 06 |04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 12 |Paket 136.119.900 12 |Paket 176.542.500 3 20.604.000 6 37.727.500 6 37.727.500 18 173.847.400
Disediak
03 (01 06 |05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan 12 |Paket 19.990.600 12 |Paket 47.820.500 3 4.473.650 6 7.473.650 6 7.473.650 18 27.464.250
Penggandaan yang Disediak
03 (01 06 |06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- |Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 48|Dokumen 28.360.000 72|Dokumen 72.000.000 10 10.000.000 30 20.000.000 30 20.000.000 78 48.360.000
undangan Peraturan Perundang-Undangan yang
Disediak
03 |01 06 (08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan 12(Laporan 4.272.500 12|Laporan 14.800.000 3 450.000 6 1.875.000 6 1.875.000 18 6.147.500
Tamu
03 (01 06 |09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 12 |Laporan 1.285.881.830 12|Laporan 1.524.300.000 3 183.972.072 6 500.945.290 6 500.945.290 18 1.786.827.120
SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD
03 (01 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah|P Ter i P 100(% 100(% 25 50
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
03 |01 08 (01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 12(Laporan 1.774.000 12|Laporan 21.675.000 3 - 6 9.000.000 6 9.000.000 18 10.774.000
Menyurat
03 (01 08 |02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12|Laporan 231.353.209 12|Laporan 400.675.866 3 83.595.358 6 143.227.508 6 143.227.508 18 374.580.717
Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
yang Disediakan
03 |01 08 (04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 (Laporan 2.802.496.786 12(Laporan 3.198.760.000 3 834.426.120 6 1.393.832.960 6 1.393.832.960 18 4.196.329.746
Pelayanan Umum Kantor yang
Disediak
03 (01 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah P Urusan Pen|P Ter inya Pelay 100|% 100|% 25 0 - 100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
03 |01 09 (01 Penyediaan Jasa P aan, Biaya P liharaan, [Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 1|Unit 18.338.521 1|Unit 38.990.000 1 5.842.530 1 11.977.235 1 11.977.235 2 30.315.756
dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau atau Kendaraan Dinas Jabatan yang
Kendaraan Dinas Jabatan Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
03 (01 09 |02 Penyediaan Jasa liharaan, Biaya F liharaan, [Jumlah Kendaraan Dinas Operasional 57|Unit 589.496.514 63| Unit 960.660.000 3 106.889.833 25 272.618.770 25 272.618.770 82 862.115.284
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan
atau Lapangan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
03 (01 09 |03 Penyediaan Jasa P aan, Biaya P liharaan [Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan 2|unit 74.052.500 10| Unit 100.000.000 0 15.920.000 10 22.744.000 10 22.744.000 12 96.796.500
dan Perizinan Alat Besar Dibayarkan Perizinannya
03 (01 09 |06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 115|Unit 63.182.840 159|Unit 114.295.000 3 4.595.000 60 14.640.000 60 14.640.000 175 77.822.840
yang Dipelihara
03 (01 09 |09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 2|unit 420.831.000 2|Unit 340.327.100 2 14.543.000 2 234.659.000 2 234.659.000 4 655.490.000

Bangunan Lainnya

Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

SDA dan Pantai pada W|Persentase Panjang Sungai yang dikelola 4,01(% 2,31|% 0,37
03 |02 01 (73 Operasi dan Pemeliharaan Sungai Panjang Sungai yang Dioperasikan dan 6,106 KM 1.161.764.600 2|KM 1.236.681.000 1,55 82.920.900 5 194.910.900 5 194.910.900 11,106 1.356.675.500
Dipelihara
03 (02 01 (93 Normalisasi/Restorasi Sungai Panjang Sungai yang 15,56 |KM 1.674.216.850 2(KM 512.950.000 0 59.661.000 0 59.661.000 - 59.661.000 15,564 1.733.877.850
Dinormalisasi/Direstorasi
03 |02 01 (09 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Panjang Bangunan Perkuatan Tebing 1,062 |KM 1.782.502.800 0,15(KM 2.021.618.031 0 - 0 - - - 1,0623 1.782.502.800
yang Dibangun
03 (02 01 (18 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS [Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan 1|Dokumen 201.575.000 1|Dokumen 297.047.000 0 1.400.000 0 2.800.000 - 2.800.000 1 204.375.000
Kewenangan Kabupaten/Kota SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota
yang Disusun
03 (02 01 |20 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan 7|Dokumen 257.031.000 3[Dokumen 203.794.663 0 - 0 - - - 7 257.031.000
Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, [Dokumen Lingkungan Hidup untuk
Lahar, dan Pengaman Pantai Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan
Pengaman Pantai yang Disusun
03 |02 02 dan Sistem Irigasi Primer dan|Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan 62,41|% 69721|% 62,41 62,41 0 0

Kabupaten/Kota yang Dilayani Oleh
Jaringan Irigasi




Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa

Dokumen Lingkungan Hidup untuk
Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun

Pembangunan Bendung Irigasi Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun Bendung 1.399.104.700 Bendung 584.614.000 59.180.000 59.430.000 59.430.000 1.458.534.700
1103 (02 02 (16 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang 29632 |KM 6.719.217.000 0 820.000 0 820.000 - 820.000 0 820.000
Direhabilitasi
1 (03 (02 02 |23 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang 27,48 (KM 3.719.838.680 14|KM 3.908.811.000 0 51.583.000 0,75 333.265.524 1 333.265.524 28,234 4.053.104.204
Dioperasikan dan Dipelihara
1 (03 (02 02 (35 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan 1|Dokumen 104.065.000 2|Dokumen 164.940.000 0 - 0 - - - 1 104.065.000

Jaringan Perpipaan

Terlayani oleh Perluasan Sistem
Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan
Perpipaan

danP Sistem Penyediaan Air M|P jaringan SPAM 1,83 1,6
K
1 (03 (03 01 |22 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) |Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum 1000| Unit 10.175.667.000 0 12.963.100 0 818.788.400 - 818.788.400 0 818.788.400
Bukan Jaringan Perpipaan (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang
Dibangun
1 (03 (03 01 (30 Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum 8[Unit 445.248.000 8 26.000.000 8 130.000.000 8 130.000.000 8 130.000.000
Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang
Kabupaten/Kota Difasilitasi Kerja Sama
1 (03 (03 01 (31 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum 8[Unit 2.034.920.000 8 - 8 - 8 - 8 -
Jaringan Perpipaan (SPAM) Jaringan Perpipaan yang
Bl
1 (03 (03 01 (32 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Sambungan Rumah yang 500(SR 4.583.356.300 0 - 262 - 262 - 262 -

Per 1 Sistem P
Domestik (SPALD)

lolaan Air Limbah

Diberdayakan dalam Pengembangan
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
Domestik (SPALD)

103 |05 01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Dome{Persentase Akses Sanitasi Layak 84,95|% 9,81(% 9,55 9,55
Akses Sanitasi Aman 9,55(% 100|% 10 15
1|03 |05 01 (37 Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja 2|Unit 354.669.200
1 (03 (05 01 (38 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah 1|Unit 211.828.450 1|Unit 491.782.300 0 - 0 - - - 1 211.828.450
Limbah Domestik (SPALD) Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan
Dipelihara
1 (03 (05 01 (39 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki 800|Rumah 12.378.002.500 0 2.350.000 0 7.600.000 - 7.600.000 0 7.600.000
Domestik (SPALD) Setempat Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Tangga
Standar
1 (03 (05 01 |40 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Jumlah Masyarakat yang Dibina dan 19|Orang 782.230.000 0 77.509.800 0 330.798.400 - 330.798.400 0 330.798.400

1|03 |06 01 dan Sistem Drainase yang Tel| 67,66|% 69,08|% 67,66 68,08
1 (03 (06 01 (24 Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang 2|Sistem 429.579.000 0 - 0 - - - 0 -
Ditingkatkan drainase
perk
1 (03 (06 01 (28 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang 2/|Sistem 317.009.998 0 - 0 - - - 0 -
Direhabilitasi Drainase
Perk
1|03 (06 01 (29 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang 10428|M 8.769.176.621 6|Sistem 7.362.543.571 0 - 0 756.056.590 - 756.056.590 | 10428,46 9.525.233.211
Dibangun Drainase
Perk
1 (03 (06 01 (31 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan [Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang 4|Sistem 1.598.920.000 3 321.520.000 4 672.130.000 4 672.130.000 4 672.130.000
Beroperasi dan Terpelihara Drainase
Perk

Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti
Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana
Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim
Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik,
dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG

Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik
Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan
Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana
Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung
(RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai
Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan
Bangunan Gedung melalui SIMBG

1|03 |08 01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Ka|Persentase Bangunan Ber-IMB 8,25|% 8,3|% 20 0

1 (03 (08 01 |19 Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Jumlah Dokumen Kebijakan terkait 2[Dokumen 40.000.000 0 - 0 1.125.000 - 1.125.000 0 1.125.000
Bangunan Gedung Penyelenggaraan Bangunan Gedung

1 (03 (08 01 (23 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan |Jumlah Penerbitan Persetujuan 150|Dokumen 412.207.000 20 6.388.800 40 80.927.800 40 80.927.800 40 80.927.800

dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah
Kabupaten/Kota

Penataan Bangunan dan Lingkungan
yang Disusun di Kawasan Strategis
Daerah Kabupaten/Kota

Persentase Jembatan dalam Kondisi
Baik

91,24|%

91,24|Persen

1|03 |09 01 Peny P dan Lingk P Pemerintah dalam 38,57|% 42,86|% 38,57 38,57
Kondisi Baik
Infrastruktur 100(% [ [
Strategis dalam Kondisi Baik
1 (03 (09 01 |08 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar [Jumlah Bangunan dan Lingkungan 3[Kawasan 47.875.610.619 0 10.383.000 1 1.864.883.870 1 1.864.883.870 1 1.864.883.870
Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Kawasan Cagar Budaya, Kawasan
Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan
Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
yang Ditata
1 (03 (09 01 |10 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan [Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis 7|Dokumen 960.528.100 1 - 1 - 1 - 1 -




dan ilitasi Rumah Korban Be|

Persentase Bertambahnya Panjang Jalan 2,61(% 1,86 (Persen 0,22 0
Kabupaten dalam Kondisi Mantap
Persentase Panjang Jalan Poros Desa 3,48|% 0|Persen [} 0
dalam Kondisi Mantap
11|03 (10 [2 [01 |29 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis [Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, 111 (Dokumen 9.509.317.400 72|Dokumen 5.725.360.000 0 21.480.000 31 1.502.529.000 31 1.502.529.000 142 11.011.846.400 0 -
Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Strategi dan Teknis Pengembangan
Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis
Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
yang Disusun
1|03 |10 (2 |01 (31 Penggantian Jembatan Jumlah Jembatan yang Diganti 36(M 684.338.000 3|Jembatan 10.500.310.000 0 - 0 2.668.749.600 - 2.668.749.600 36 3.353.087.600 0 -
1 (03 [10 [2 |01 |32 Pembangunan Jalan Panjang Jalan yang Dibangun 45,3|KM 6.574.136.380 3,5[KM 6.748.010.000 0 - 0 1.037.694.450 - 1.037.694.450 45,3 7.611.830.830 0 -
103 {10 (2 |01 |33 Rekonstruksi Jalan Panjang Jalan yang Direkonstruksi 22,23 (KM 45.564.323.000 10|KM 88.296.763.000 0 800.000 0 19.822.403.025 = 19.822.403.025 22,23|  65.386.726.025 0 =
11|03 (10 (2 (01 (34 Pemeliharaan Berkala Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara 4,73 (KM 7.333.117.300 2|KM 1.815.250.000 0 - 0 2.856.400 - 2.856.400 4,73 7.335.973.700 0 -
Berkala
1 (03 (10 (2 |01 |38 Pemeliharaan Rutin Jembatan Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara 392,9(M 2.914.939.262 24|Jembatan 5.622.965.000 2 183.178.886 0 1.119.061.237 - 1.119.061.237 392,85 4.034.000.499 0 -
Rutin
1 (03 (10 (2 |01 (39 Rehabilitasi Jembatan Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi 484,5|M 5.468.892.361 18|Jembatan 9.255.433.878 0 - 0 648.430.483 - 648.430.483 484,5 6.117.322.844 0 -
1|03 [10 (2 01 [40 Pembangunan Jembatan Jumlah Jembatan yang Dibangun 60|M 19.203.391.300 7|Jembatan 11.042.620.000 0 500.000 0 2.664.679.000 - 2.664.679.000 60 21.868.070.300 0 -
03 (10 (2 |01 (43 Survey Kondisi Jalan/Jembatan Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey 9[Dokumen 908.234.200 | 1907,25|KM 847.760.000 0 - 535,61 - 536 - 544,61 908.234.200 0 -
Kondisinya
103 [10 (2 |01 |44 Rehabilitasi Jalan Panjang Jalan yang Direhabilitasi 29,1(KM 47.814.138.998 22|KM 36.543.882.640 0 1.300.000 0 6.892.142.700 = 6.892.142.700 29,1 54.706.281.698 0 =
1 (03 (10 (2 |01 |46 Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara 27,52 (KM 10.546.442.452 10|KM 12.204.435.849 2,4 1.001.686.950 10,95 3.148.326.421 11 3.148.326.421 38,47 13.694.768.873 0 -
Rutin
1|03 |11 |2 |01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi  |Persentase Tenaga Terampil Konstruksi 30(% 60(% 32,47 41,5
103 (11 (2 (01 |10 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi |Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi 75|0rang 214.220.500 26 9.628.000 54 112.817.500 54 112.817.500 54 112.817.500 0 -
Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi
atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi
1 (03 (11 (2 |01 (11 Pembinaan dan F k Kapasitas Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang 137|Orang 64.045.700 310(|Lembaga 132.494.500 60 13.320.000 180 43.160.000 180 43.160.000 317 107.205.700 0 -
Jasa Konstruksi Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya
1|03 |11 |2 |02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupa| Prosentase Tersedianya 7 (tujuh) 90(% 90(% 60 70
Layanan Informasi Jasa Konstruksi
Tingkat Kabupaten pada Sistem
Informasi Pembina Jasa Konstruksi
1 (03 (11 (2 |02 (12 Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi |Jumlah Perangkat Pendukung Layanan 2|Perangkat 25.313.600 0 - 0 - - - 0 - 0 -
Jasa Konstruksi Informasi Jasa Konstruksi yang Pendukung
Disediak
1 (03 (11 (2 |02 (13 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Jumlah Dokumen Data dan Informasi 2|Dokumen 21.395.200 0 - 0 - - - 0 - 0 -
Cakupan Kabupaten/Kota Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota
yang Disedi |
1|03 |11 |2 |04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Te| Ter 40(% 60(% [} [}
Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan,
dan Tertib Pemanfaatan Konstruksi
1 (03 (11 (2 |04 |04 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi 150|Paket 14.730.000 0 - 30 - 30 - 30 - 0 -
Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Pekerjaan
Dievaluasi Tertib Penyel aan
1 (03 (11 (2 |04 |06 Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang 30(Lembaga 64.280.000 0 - 16 27.467.500 16 27.467.500 16 27.467.500 0 -
dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Dibina Tertib Usaha, Tertib
Penyelenggaraan, dan Tertib
Pemanfaatan Produk
1|03 |12 |2 |01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Renc|P Penilaian 60(% 80(% [} 36,6
dan RRTR Terhadap Dinamika
1 (03 (12 (2 |01 (03 Penetapan dalam rangka F Jumlah dokumen Kebijakan 1|Dokumen 105.781.600 1|Dokumen 606.683.800 0 1.287.200 0 10.006.200 - 10.006.200 1 115.787.800 0 -
Penataan Ruang Perda/Perkada selain RTRW
Kabupaten/Kota
1 (03 (12 (2 |01 |06 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Jumlah Dokumen Administrasi 1|Dokumen 193.730.000 0 - 0 - - - 0 - 0 -
Kabupaten/Kota Persetujuan Subtansi RDTR
Kabupaten/Kota
1 (03 (12 (2 |01 (12 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Jumlah Pemangku Kepentingan yang 200(Orang 35.000.000 40 5.250.000 365 22.735.000 365 22.735.000 365 22.735.000 0 -
an Bidang Penataan ruang Mengikuti ialisasi
1|03 |12 |2 (03 i dan Sil isasi Ruang Daerah K| 88,65|% 100|% 25 50
Ruang terhadap RUTR
1 (03 (12 (2 |03 (03 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Jumlah Dokumen Koordinasi 4|Dokumen 54.127.900 1 3.250.000 2 11.140.000 2 11.140.000 2 11.140.000 0 -
Penyelenggaraan Ruang
1|03 |12 |2 (04 i dan Si f: Ry i 100(% 25 50
Ruang terhadap RUTR
1 (03 (12 (2 |04 |09 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan  [Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan 300|Laporan 37.272.400 82 - 163 1.900.800 163 1.900.800 163 1.900.800 0 -
Ruang Fungsi Forum Penataan Ruang

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya kerjasama dari bidang teknis; Tim Air Minum, - Tim fasilitator Air Minum, - Pokja PKP, - Ketersediaan anggaran; percepatan sebelum kondisi gahar (cuaca); Memiliki dokumen SSK (Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota); 1, Penyusunan dokumen perencanaan 2, Koordinasi dan Konsultasi 3, Survey Monitoring secara bertahap, dan pelaksanaan dilakukan pada Triwulan IIl; 1, Dukungan/ Support dari Pimpinan dan dari
beberapa stakeholder dan mitra kerja untuk dapat saling bekerjasama dan berkontribusi bersama dalam pemenuhan tenaga kerja yang bersertifikat dan memenuhi kompetensi, 2, Adanya alokasi anggaran kas, ; ketersediaan anggaran dan SDM; Dukungan Masyarakat (Petani); tersedianya produk hukum Bidang Penataan Ruang yaitu Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2021-
2041 sebagai dasar peraturan untuk kegiatan penyelenggaraan penataan ruang untuk pengaturan, pembinaan dan pelaksanaan,

Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Nilai masih bisa berubah, ini masih nilai sementara; Terdapat pekerjaan fisik SPAM yang masih dalam proses pengadaan dengan E-Purchasing - Kurangnya kesiapan tim teknis pengadaan e purhasing untuk pengadaan paket fisik SPAM sehingga proses pengadaan memerlukan waktu yang relatif panjang; masih dalam tahap pencairan dan pengadaan barang; - Belum terhubungnya jaringan drainase dalam sub sistem
drainase ke suatu outlet yang terhubung ke sungai - Belum adanya masterplan drainase di seluruh kecamatan terkecuali kota martapura - Peraturan daerah terkait pengaturan sistem drainase belum ada; Masih tahap pelak persiapan 1 barang/jasa; 1, Proses Rekrutmen Peserta 2, Pemenuhan dan pengumpulan Data Peserta ; Kondisi cuaca yg anomali menyebabkan pasang surut di beberapa paket
pekerjaan dan adanya penyesuaai harga material; Faktor Cuaca dan Masa Tanam; 1, Adanya perubahan Peraturan RTRW Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga peraturan d 1ya yaitu RTRW K: Banjar dan RDTR harus menyesuaikan peraturan diatasnya 2, Adanya pelepasan Kawasan Hutan 3, Adanya program penetapan LSD (Lahan Sawah yang Dilindungi) di Provinsi Kalimantan Selatan;

[toa T T [URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | [ | | [ | | [ 32.081.205.584 | [ 3.960.829.056 | [ 8990520026 [ -] -] [ 8.990.520.026 | [ | [ [

Persentase Rumah yang terdata akibat
korban b

Persen

13.626.100.156

Persen

32.081.295.584

3.960.829.056 8.990.520.026 8.990.520.026 DINAS PERUMAHAN RAF

Kabupaten/Kota

Rawan Bencana Kabupaten/Kota

1 (04 (02 (2 |01 |04 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana [Jumlah Dokumen data Rumah yang 1|Dokumen 76.561.600 0 - 0 - - - 0 - 0 -
Terkena Bencana Kabupaten/Kota
berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah

1 (04 (02 (2 |01 |09 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi 1[{Dokumen 104.205.500 0 - 0 - - - 0 - 0 -




1|04 (02 (2 (02 Sosialisasi dan Persiapan i dan ilitasi Run| orang yang 100(Persen 0 0
materi yang disampaikan setelah
1|04 (02 (2 (02 |01 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi [Jumlah Orang/Sukarelawan yang 100(Orang 9.129.500 0 - 0 - - - 0 - 0 -
Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis
Bencana Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah
Korban Bencana Kabupaten/Kota
1 (04 (02 (2 |03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana at|Persentase unit rumah korban bencana 100|Persen 100 |Persen 0 0
yang direhabilitasi sesuai dengan
rencana aksi
1 (04 (02 (2 |03 |01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah Korban Bencana 15|Unit Rumah 324.627.200 24|Unit Rumah 612.136.700 0 - 0 2.729.000 - 2.729.000 15 327.356.200 0 -
K: /Kota yang Terehabilitasi
1104 (02 |2 |06 Penerbitan Izin dan Perumj D Izin 100|Persen 100|Persen 29 42
dan Pengembangan Perumahan Yang
Diterbitkan
1|04 (02 |2 (06 |01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan 113 |Dokumen 32.910.000 50|Dokumen 49.135.800 29 2.064.000 50 6.863.700 50 6.863.700 163 39.773.700 0 -
Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Per b /Pelaku Pemb Inan
Terintegrasi Secara Elektronik Rumah untuk Penerbitan izin
Pembangunan dan Pengembangan
Perumahan Terintegrasi Secara
Elektronik
1|04 (02 |2 (06 |03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Jumlah Laporan Hasil Koordinasin dan 1|Laporan 74.614.800 2|Laporan 103.703.200 0 2.350.000 0 13.054.950 - 13.054.950 1 87.669.750 0 -
Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan
dan Pengembangan Perumahan
1|04 |03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Persentase Kawasan Kumuh yang 30,23 5.725.075.153 | 16,26|Persen 207.571.900 20,23 |Persen 3.207.571.800 0 6.046.500 0 169.900.000
tertangani
1|04 (03 (2 (02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Per Jumlah desa/| yang 5|Desa 5|Desa 1 1
teridentifikasi sesuai pola penanganan
1|04 (03 (2 (02 (04 Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran 4|Laporan 19.141.000 5|Laporan 35.275.000 1 1.200.000 3 8.550.000 3 8.550.000 7 27.691.000 0 -
Berkembangnya Permukiman Kumuh Publik Pencegahan Tumbuh dan
Berkembangnya Permukiman Kumuh
1 (04 (03 (2 |02 (08 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP |Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP 2|Dokumen 191.310.500 0 - 0 2.555.000 - 2.555.000 0 2.555.000 0 -
yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi
1 (04 (03 (2|02 |14 Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Jumlah Dokumen Hasil Survei dan 2|Dokumen 182.727.300 3[Dokumen 213.377.000 0 2.343.500 1 5.042.500 1 5.042.500 3 187.769.800 0 -
Permukiman Kumuh Penetapan Lokasi Perumahan dan
Permukiman Kumuh
1 (04 (03 (2 |03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh denga|Jumlah Luasan (ha) Kenanganan 2,4|Ha 2,4|Ha 0 0
Infrastruktur Kawasan Kumuh
1|04 (03 (2 (03 (04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan 5|Laporan 5.703.600 2|Laporan 284.639.500 0 1.103.000 0 2.102.500 - 2.102.500 5 7.806.100 0 -
Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Sinkronisasi Pengendalian
Permukiman Kumuh Penyelenggaraan
Pemugaran/Peremajaan Permukiman
Kumuh
1|04 (03 (2 (03 |13 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Luas Kawasan PermukimanKumuh yang 2,4|Ha 2.482.969.800 0 1.400.000 0 151.650.000 - 151.650.000 0 151.650.000 0 -
Kumuh Dir jakan
1|04 |04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMLU{ dan 22,89 7.629.631.102 | 94,89|Persen 454.117.500 22,78|Persen 639.481.300 0 o 0 15.925.000
Kawasan i Kumuh
1|04 (04 (2 (01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Per i Kumu RTLH yang dir 100 (Persen 100|Persen 0 0
sesuai dengan rencana aksi
1 (04 (04 (2 |01 |01 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan [Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk 15|Unit Rumah 454.117.500 24|Unit Rumah 639.481.300 0 - 0 15.925.000 - 15.925.000 15 470.042.500 0 -
Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman |Pencegahan Terhadap Tumbuh dan
Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan |Berkembangnya Permukiman Kumuh di
Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Luar Kawasan Permukiman Kumuh
dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
yang Diperbaiki
1|04 |05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITA{ Persentase Perumahan yang sudah 21,71 61.049.762.339 | 100 (Persen 12.532.258.756 21,33 (Persen 27.279.370.184 0 3.950.368.556 0 8.782.047.376
dilengkapi PSU
1|04 (05 (2 (01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Persentase Perumahan yang 100(Persen 100|Persen 0 0
mendapatkan peningkatan kualitas PSU
1 (04 (05 (2 |01 (03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan [Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan 1|Laporan 10.995.200 1|Laporan 15.000.000 0 513.200 0 4.250.700 - 4.250.700 1 15.245.900 0 -
Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan
Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
Perumahan
1|04 |05 (2 |01 |07 Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang 11|Lokasi 6.243.916.500 0 0 269.779.000 - 269.779.000 0 269.779.000 0 -
Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Dilaksanakan Perbaikan
1|04 (05 (2 (01 |09 Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan [Jumlah Dokumen Kerja Sama 4|Dokumen 12.521.263.556 15|Dokumen 20.690.637.184 5 3.949.198.956 9 8.501.928.776 9 8.501.928.776 13 21.023.192.332 0 -
Penyediaan/Pengelolaan PSU
Perumahan
1|04 (05 (2 (01 |10 Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU 30| Laporan 329.816.500 8 656.400 14 6.088.900 14 6.088.900 14 6.088.900 0 -
Pengembang Perumahan yang Terverifikasi dari
Per
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : 1, Melaksanakan perencanaan untuk mendukung kegiatan fisik 2, Kerjasama dan dukungan yg baik dari aparat desa dan warga setempat dalam proses tahap awal koordinasi, - dukungan dari stakeholder terkait/ pihak ketiga agar pekerjaan dapat terlaksana secara optimal 3, Terus dilakukan koordinasi dengan stakeholder terkait proses pekerjaan paket perencanaan 4, Kerjasama dan komunikasi yang baik dengan
masyarakat serta stakeholder terkait 5, Melaksanakan perencanaan untuk mendukung kegiatan fisik kerjasama dan dukungan yg baik dari aparat desa dan warga setempat dalam proses tahap awal koordinasi, 6, Terjalinnya kerjasama yang baik dengan pihak ketiga membuat pekerjaan dapat berjalan dengan lancar dan optimal 7, Antusiasme untuk melak kan dan y 1 kegi ked Mencegah terjadinya
Kawasan Kumuh Kembali ; Kelancaran pelaksanaan proses fisik dan penyerapan anggaran ; Kelengkapan Kontrak, komunikasi dengan Calon Penerima Bantuan dan Toko Bangunan ; Kelengkapan data dukung untuk kelancaran persiapan pengadaan pekerjaan konstruksi ;
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : 1, Tertundanya pengesahan DPA 2, Beberapa pekerjaan akan dilakukan setelah perubahan 3, Diperkirakan akan ada beberapa pekerjaan yang akan di revisi pada anggaran perubahan mendatang 4, Belum terbentuknya user Pejabat Pengadaan sehingga untuk memulai aktifitas belum dapat di lakukan melalui E-catalog ; karena terdapat perubahan SK, maka memerlukan proses verifikasi ulang, menunggu usulan baru dari
desa, dan memasukkan SK perubahan ke Bag Hukum ; terdapat nama Calon Penerima Bantuan yang sama dengan CPB DTKS Dinsos, komunikasi dengan bag, Hukum ; Pemenuhan data dukung guna kelancaran proses pelaksanaan pemilihan pekerjaan konstruksi ;
1 |05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 51.921.561.749 7.311.801.753 19.162.598.428 19.162.598.428
| 8.156.922.736 13.102.259.423 1.326.727.633 3.789.798.843 3.789.798.843 Badan Penanggulangan
1|05 |01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAl Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern 80 43.969.885.524 | 84,18|Indeks 5.560.779.600 84,18 (Indeks 8.162.569.223 0 1.154.250.133 0 2.785.928.142
BPBD (IKKI)
1 (05 (o1 (2 |01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangk| P Dok Per 100|Persen 100 |Persen 25 50
Penganggaran dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah Tepat Waktu dan
Tepat Mutu
1|05 (01 (2 (01 |01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Jumlah Dokumen Perencanaan 1|Dokumen 1.459.500 2|Dokumen 2.429.000 0 0 500.000 - 500.000 1 1.959.500 0 -
Daerah Perangkat Daerah
1 (05 (01 (2 |01 (02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan 1|Dokumen 1.476.100 1|Dokumen 2.557.000 0 - 0 - - - 1 1.476.100 0 -
Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD
1 (05 (o1 (2 |01 (03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA{Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1|Dokumen 1.042.300 1|Dokumen 1.671.000 0 - 0 - - - 1 1.042.300 0 -
SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-
SKPD
1|05 (01 (2 (01 (04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan 1|Dokumen 2.431.500 1|Dokumen 3.448.000 1 1 2.372.500 1 2.372.500 2 4.804.000 0 -
Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen
DPA-SKPD




Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD Dokumen 939.900 Dokumen 1.339.000 939.900
dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-
SKPD
05 |01 |2 |01 |06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja |Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 1|Laporan 2.793.500 1 685.500 3 1.685.500 3 1.685.500 3 1.685.500 0
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
05 (01 (2 |01 (07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 6[Laporan 4.669.350 6[Laporan 4.890.000 4 1.172.500 6 1.172.500 6 1.172.500 12 5.841.850 0
Perangkat Daerah
05 |01 |2 |02 asi K Daerah Persentase Dokumen Keuangan 100(Persen 100|Persen 25 50 50 150 0
Perangkat Daerah Tepat Waktu dan
Tepat Mutu
05 |01 |2 |02 |01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 22|Orang/bula 2.975.016.905 29|Orang/Bula 4.057.238.355 22 583.429.157 29 1.371.921.016 29 1.371.921.016 51 4.346.937.921 0
Tunjangan ASN n
05 (01 (2 |02 (02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 12|Dokumen 72.370.000 12|Dokumen 82.980.000 3 - 5 17.925.000 5 17.925.000 17 90.295.000 0
Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
05 (01 (2 |02 |05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir [Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 1|Laporan 3.027.400 1|Laporan 3.070.900 1 - 1 - 1 - 2 3.027.400 0
Tahun SKPD SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD
05 |01 |2 |02 |07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 18|Laporan 7.774.000 12|Laporan 7.999.700 2 - 5 - 5 - 23 7.774.000 0
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Triwulanan/ Semesteran SKPD dan
Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
05 |01 |2 |03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Daerah |Pr i Barang Milik 100 (Persen 100|Persen 25 50
Daerah pada Perangkat Daerah
05 (01 (2 |03 |01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik 1|Dokumen 92.500 1|Dokumen 2.113.500 1 - 1 - 1 - 2 92.500 0
Daerah SKPD Daerah SKPD
05 |01 |2 |03 |05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan 4|Laporan 1.275.000 4|Laporan 1.509.700 0 - 1 - 1 - 5 1.275.000 0
Daerah pada SKPD Penyusunan Laporan Barang Milik
Daerah pada SKPD
05 |01 |2 |03 |06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang 12|Laporan 1.527.500 12|Laporan 2.054.000 3 - 5 - 5 - 17 1.527.500 0
Milik Daerah pada SKPD
05 (01 |2 |05 A asi P kat Daerah P Administrasi 100|Persen 100|Persen 25 50
Daerah Sesuai
dan Tepat Waktu
05 (01 (2 |05 (11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-{Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan 5[Orang 23.471.500 5[Orang 50.000.000 1 6.017.000 1 6.017.000 1 6.017.000 6 29.488.500 0
Undangan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan
05 (01 (2 |06 Administrasi Umum Perangkat Daerah P peny aan 100|Persen 100 |Persen 25 50
per
05 |01 |2 |06 |02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan 1|Paket 62.131.997 1|Paket 67.179.000 1 24.779.000 1 27.419.000 1 27.419.000 2 89.550.997 0
Perlengkapan Kantor yang Disediakan
05 |01 |2 |06 |04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 1|Paket 41.705.400 1|Paket 64.406.800 1 2.500.000 1 12.220.100 1 12.220.100 2 53.925.500 0
disediakan
05 (01 (2 |06 |05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan 1|Paket 13.858.000 1|Paket 16.484.000 1 1.184.000 1 4.101.000 1 4.101.000 2 17.959.000 0
Penggandaan yang di
05 |01 |2 |06 |08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan 12|Laporan 3.205.000 12|Laporan 5.500.000 3 500.000 5 1.175.000 5 1.175.000 17 4.380.000 0
Tamu
05 |01 |2 |06 |09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 125(Laporan 322.412.861 105 [Laporan 160.000.000 25 35.274.348 76 80.997.658 76 80.997.658 201 403.410.519 0
SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD
05 (01 (2 |07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemer| Persentase Pengadaan Barang Milik 100|Persen 100 |Persen 25 50
Daerah sesuai dengan rencana
kebutuhan
05 (01 (2 |07 |02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah Unit Kendaraan Dinas 3[Unit 1.441.528.000 1 - 1 472.100.000 1 472.100.000 1 472.100.000 0
Lapangan Operasional atau Lapangan yang
Disediak
05 (01 (2 |07 |05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 11|Unit 33.250.000 4|Unit 9.603.000 0 - 0 - - - 11 33.250.000 0
05 |01 |2 |08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa y 100 (Persen 100|Persen 25 50
Umum Kantor yang Terpenuhi
05 |01 |2 |08 |02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 10(|Laporan 95.124.132 12|Laporan 111.459.768 3 24.461.640 5 39.358.391 5 39.358.391 15 134.482.523 0
Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
yang Disedi \
05 |01 |2 |08 |04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12|Laporan 1.337.885.800 12|Laporan 1.432.690.000 3 366.900.000 5 513.607.120 5 513.607.120 17 1.851.492.920 0
Pelayanan Umum Kantor yang
Disedi
05 |01 (2 (09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pen| Barang Milik Daerah yang 100|Persen 100|Persen 50 60 60 160 0
Terpelihara Sesuai Dengan Rencana
05 |01 |2 (09 |01 Penyediaan Jasa P aan, Biaya P iharaan, |Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 1|Unit 38.978.626 1|Unit 38.990.000 1 4.747.500 1 18.669.350 1 18.669.350 2 57.647.976 0
dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau atau Kendaraan Dinas Jabatan yang
Kendaraan Dinas Jabatan Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
05 (01 (2 |09 (02 Penyediaan Jasa F aan, Biaya F liharaan, |Jumlah Kendaraan Dinas Operasional 28|Unit 455.992.329 29| Unit 423.635.000 15 98.959.488 15 138.944.007 15 138.944.007 43 594.936.336 0
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan
atau Lapangan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
05 |01 |2 |09 |06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 101 |Unit 59.662.000 82|Unit 107.500.000 22 3.640.000 40 20.875.000 40 20.875.000 141 80.537.000 0
yang Dipelihara
05 |01 |2 |09 |10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung 1|Unit 57.500.000 1 - 1 54.868.000 1 54.868.000 1 54.868.000 0
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kantor atau Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
05 |03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Indeks Peningkatan Efektivitas 0,41 5.639.838.485 | 0,38|Indeks 2.596.143.136 0,39|Indeks 4.939.690.200 0 172.477.500 0 1.003.870.701 - 0,38 92,68293
dan Mitigasi
Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan 0,7 0,54 |Indeks 0,68|Indeks 0 0 - 0,54 77,14286
Penanganan Darurat
Indeks Pengembangan Sistem 0,56 0,8|Indeks 0,8|Indeks 0 0 - 0,8 142,8571
05 |03 |2 |01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Indeks Peningkatan Efektivitas 0,36|Indeks 0,39 (Indeks 0 []
Py dan Mitigasi
05 |03 |2 |01 |03 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota [Jumlah Dokumen Kajian Resiko Bencana 1|Dokumen 287.050.000 0 - 0 - - - 0 - 0
(KRB) sampai dengan dinyatakan
sah/legal




Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Jumlah Warga Negara Termasuk Orang 126.314.800 Orang 177.538.500 27.777.500 70.699.000 70.699.000 197.013.800
Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman |Kelompok Rentan di Kawasan Rawan
Bencana) Bencana Kabupaten/Kota yang
Memperoleh Sosialisasi, Komunikasi,
Informasi dan Edukasi Sesuai Jenis
Ancaman Bencana yang Ada di Kawasan
Tempat Tinggalnya Selama 1 (Satu)
Tahun
1|05 |03 02 P dan K Terhadap Bencd Indeks Peningkatan Efektivitas 0,37 (Indeks 0,39(Indeks 0 [1]
P han dan Mitigasi
Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan 0,65 |Indeks 0,68|Indeks [1] []
Darurat Benc:
105 (03 02 |06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan [Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan 1|Kawasan 220.410.500 1|Kawasan 120.706.000 0 - 1 18.200.000 1 18.200.000 2 238.610.500
Kesiapsiagaan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan
Kesiapsiagaan Bencana
1105 (03 02 |08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan 100(Orang 33.621.500 0 - 0 - - - 0 -
Bencana Kabupaten/Kota Kapasitas Teknis dan Manajerialnya
1105 (03 02 |09 Penyusunan Rencana Kontijensi Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi 1|Dokumen 189.090.000 0 - 0 - - - 0 -
yang Dilegal
1 (05 (03 02 |10 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang 100|Orang 43.930.000 0 - 0 - - - 0 -
Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan
1105 (03 02 |11 Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan |Jumlah Dokumen Rencana 1|Dokumen 302.050.000 0 - 0 - - - 0 -
Bencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
SRPKB% yang Dil i
105 (03 02 |12 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti 100(Keluarga 61.236.000 100 (Keluarga 33.173.500 0 - 0 - - - 100 61.236.000
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana
Alam
105 (03 02 |14 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Jumlah dokumen Rencana 1|Dokumen 332.850.000 0 - 0 10.405.384 - 10.405.384 0 10.405.384
Kabupaten/Kota Penanggulangan Bencana (RPB)
Kabupaten/Kota sampai dengan
dinyatakan sah/legal
1 (05 (03 02 |15 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi 11|unit 238.702.200 21|Unit 370.078.000 21 - 21 366.290.000 21 366.290.000 32 604.992.200
Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Individu Warga Negara, Keluarga,
maupun Petugas sesuai dengan jenis
ancaman bencana di kawasan tempat
tinggalnya
1|05 |03 03 Pel Peny dan k i Korban Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan 0,65 |Indeks 0,68|Indeks 0 [] - 0,65
Darurat Benc:
1105 (03 03 |02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen SK Penetapan Status 2|Dokumen 1.399.093.736 2|Dokumen 108.752.500 1 - 1 2.775.000 1 2.775.000 3 1.401.868.736
Darurat Bencana dan SKPDB yang
Ditetapkan Paling Lama 1b24 Jam
berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji
Cepat
105 (03 03 |03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana |Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, 7000|Orang 50.000.000 0 - 687 - 687 - 687 -
Kabupaten/Kota Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis
Kejadian Bencana
1 (05 (03 03 |09 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Jumlah Korban Bencana yang 8280(Orang 491.862.500 1200|Orang 612.937.000 355 - 431 159.019.500 431 159.019.500 8711 650.882.000
Korban Bencana Kabupaten/Kota Mendapatkan Distribusi Logistik
Penyelamatan dan Evakuasi Korban
Bencana
1105 (03 03 |11 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi 2|Laporan 2.152.284.700 1 144.700.000 1 376.481.817 1 376.481.817 1 376.481.817
Bencana Sistem Komando Penanganan Darurat
Bencana Kabupaten/Kota
1|05 |03 04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Indeks Pengembangan Sistem 0,51 Indeks 0,54 Indeks 0 [] - 0,51
105 (03 04 |03 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Jumlah Dokumen Kerja Sama antar 5|Dokumen 58.523.400 4|Dokumen 67.067.000 0 - 0 - - - 5 58.523.400
Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Lembaga dan Kemitraan dalam
Penanggulangan Bencana
1105 (03 04 |10 Koordinasi penanganan Pascabencana Jumlah penyelesaian kegiatan 1|Kegiatan 58.561.500 0 - 0 - - - 0 -
Kabupaten/Kota pascabencana di semua sektor sesuai
berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan
Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi
yang dilegalkan
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Ketersediaan data pendukung yang dimiliki untuk melengkapi syarat pengumpulan dokumen - Adanya komunikasi yang baik dengan verifikator untuk merivisi nilai indeks agar pencapaiannya lebih baik; 1, Kerjasama dan koordinasi yang baik antar unit kerja diinternal BPBD, 2, Adanya komitmen yang tinggi dari masing-masing pengampu kinerja untuk bersama-sama mencapai target kinerja BPBD, yang ditandai dengan
penandatangan komitmen bersama pencapaian target kinerja, 3, Adanya jadwal pelaksanaan rakor perhitungan IKD yang telah direncanakan pada tahun ini, 4, Fasilitas penunjang kerja yang cukup memadai, 5, Dukungan dan komitmen instansi dan stakeholder terkait terhadap terwujudnya ketangguhan ketahanan/kapasitas daerah dari ancaman bencana, 6, Telah melakukan tahapan untuk menunjang penilaian
indikator program diantaranya telah melakukan penyebarluasan informasi dan kegiatan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di 2 lokasi yang terdiri dari Desa Pingaran Ulu Kecamatan Astambul dan Desa Tangkas Kecamatan Martapura Barat pada kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana);
Faktor pengh keberhasilan kinerja : Belum dapat diperoleh realisasi nilai IKKI pada triwulan | karena nilai IKKI hanya diperoleh pada I dan II; Nilai realisasi Indeks P Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana belum didapatkan pada triwulan | karena nilai indeks diperoleh pada Triwulan 1V;
6.739.173.242 20.317.480.264 3.398.634.941 9.119.998.464 9.119.998.464 Dinas Pemadam Kebaka
1|05 |01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAl Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern 80 106.515.007.358 | 89,47 (Indeks 6.335.267.669 74 |persen 13.993.053.264 0 1.189.914.941 0 5.493.692.324
(IKKI) DPKP
1|05 |01 01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangk| P Per P an 100 |Persen 100 |persen 25 50
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Tepat Waktu
1 (05 (o1 01 |01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Jumlah Dokumen Perencanaan 7 dokumen 10.135.500 7 Dokumen 13.440.000 6 645.000 6 4.693.000 6 4.693.000 13 14.828.500
Daerah Perangkat Daerah
1|05 (01 01 |07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 4|Laporan 5.017.200 3|laporan 6.328.500 1 1.250.000 1 2.785.500 1 2.785.500 5 7.802.700
Perangkat Daerah
105 |01 02 A asi P kat Daerah pr Administrasi k 100 |persen 100 |persen 25 50
daerah
1|05 (01 02 |01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 19|orang/Bulal 2.513.501.973 19|orang/bulan 9.187.820.983 19 282.211.588 19 3.292.709.133 19 3.292.709.133 38 5.806.211.106
Tunjangan ASN
1 (05 (o1 02 |02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 12|Dokumen 76.321.800 12|Dokumen 90.540.000 3 20.895.000 5 35.355.000 5 35.355.000 17 111.676.800
Tunjangan ASN
1|05 (01 03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Daerah | pr ter laporan barang 100 persen 41,25 97,5
milik daerah yang tepat waktu dan
tepat mutu
1|05 (01 03 |01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik 1|Dokumen 5.049.000 1 - 1 1.321.000 1 1.321.000 1 1.321.000
Daerah SKPD Daerah SKPD
1|05 |01 05 Administrasi ian P kat Daerah pr inistrasi k 100 |persen 100 |persen 5 5
daerah Tepat waktu
1|05 (01 05 |02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut 1|paket 261.635.000
Kelengk y
1 (05 (o1 05 |11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-{Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan 5|orang 57.172.200 20|orang 150.000.000 0 - 1 8.628.400 1 8.628.400 6 65.800.600
Undangan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang- Undangan
1|05 |01 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah presentase Administrasi Umum 100 |persen 50(persen 25 50
Daerah




Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

yang Di: \

paket

13.774.500

paket

9.469.000

1.311.000

1.311.000

1.311.000

15.085.500

05 (01 06 |04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 12 |paket 39.085.237 12 |paket 29.032.000 3 5.253.000 6 11.584.500 6 11.584.500 18 50.669.737
Disediak
05 (01 06 |05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan 12 |paket 14.251.550 12 |paket 8.529.600 3 - 6 3.650.800 6 3.650.800 18 17.902.350
Penggandaan yang Disediak
05 (01 06 (08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan 12|Laporan 4.500.000 12|Laporan 6.000.000 3 - 6 2.175.000 6 2.175.000 18 6.675.000
Tamu
05 (01 06 |09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 12 |Laporan 313.819.188 12|laporan 400.000.000 3 52.771.224 6 187.805.896 6 187.805.896 18 501.625.084
SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD
05 (01 07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemer| presentase Pengadaan Barang Milik 100 |persen 100 |persen 23 23
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
05 (01 07 |02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah Unit Kendaraan Dinas 1|unit 486.306.000 1 - 1 472.100.000 1 472.100.000 1 472.100.000
Lapangan Operasional atau Lapangan yang
Disediak
05 |01 07 |03 Pengadaan Alat Besar
05 (01 07 |05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 73|Unit 116.603.000 81 |unit 17.352.000 0 - 81 17.226.000 81 17.226.000 154 133.829.000
05 |01 07 |06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya 122(Unit 202.286.735 109 [unit 198.614.000 27 35.010.000 55 95.820.000 55 95.820.000 177 298.106.735
yang Disediakan
05 |01 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | pr It Jasa 100|persen 100|persen 25 50
Urusan Pemerintahan Daerah
05 (01 08 |02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12|Laporan 111.086.191 12|laporan 166.332.181 3 28.529.628 6 55.818.887 6 55.818.887 18 166.905.078
Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
yang Disediakan
05 |01 08 (04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 13|Laporan 2.014.408.023 12|laporan 2.376.710.000 3 716.202.073 6 958.973.809 6 958.973.809 19 2.973.381.832
Pelayanan Umum Kantor yang
Disediak
05 |01 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pen|pr i Barang Milik 100|persen 100|persen 10 50
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
05 |01 09 (01 Penyediaan Jasa P aan, Biaya P liharaan, |Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 1|Unit 38.990.000 4|unit 274.610.000 1 31.255.428 1 69.060.292 1 69.060.292 2 108.050.292
dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau atau Kendaraan Dinas Jabatan yang
Kendaraan Dinas Jabatan Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
05 (01 09 |03 Penyediaan Jasa F liharaan, Biaya F liharaan |Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan 10| Unit 270.866.772 10|unit 366.051.000 10 12.571.000 10 117.164.107 10 117.164.107 20 388.030.879
dan Perizinan Alat Besar dibayarkan Perizinannya
05 (01 09 |06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 10| unit 13.184.000 11|unit 20.640.000 3 2.010.000 3 5.820.000 3 5.820.000 13 19.004.000
yang Dipelihara
05 (01 09 |09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 1|Unit 258.628.800 1|unit 159.318.000 0 - 1 149.690.000 1 149.690.000 2 408.318.800
Bangunan Lainnya Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
05 |01 09 (10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung 6|unit 20.911.000 0 - 0 - - - 0 -

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kantor atau Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi

P Layanan
pemadaman dan pengendalian

100

persen

100

Persen

100

Persentase layanan respon cepat
(l Time) penangg

86,65

Persen

P layanan
peny dan

100

persen

100

Persen

100

Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam
Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan
Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket
dan Pemadaman Kebakaran dalam
Daerah Kabupaten/Kota

.

2

Laporan

15.094.500

365

laporan

511.000.000

182

55.556.140

182

55.556.140

70.650.640

Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan
Non Kebakaran

Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan
Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket
dan Penyelamatan/Evakuasi Saat
Penanggulangan Kebakaran dan Non
Kebakaran

-

2

Dokumen

46.972.000

365

Dokumen

542.000.000

144.700.000

182

144.090.000

182

144.090.000

191.062.000

Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran

Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran
yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan
Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan
Penanggulangan Kebakaran

orang

127.435.073

Orang

465.000.000

79.870.000

127.435.073

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan,
Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri

Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk
Pencegahan dan Penanggulangan
Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang
Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis
Terkait

Unit

3.545.475.700

1.984.150.000

3.240.875.000

3.240.875.000

3.240.875.000

Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar
Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan

Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kerja
Sama dan Koordinasi antar

dalam Pencegahan, Per 1gan, Peny

K /Kota dalam P: h

Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Penanggulangan Kebakaran dan
Penyelamatan Kebakaran dan Non
Kebakaran

[0
=}

Dokumen

22.750.000

Dokumen

25.535.000

22.750.000

Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah
Tangga

Jumlah Keluarga yang Mengikuti
Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran
Rumah Tangga

250

Keluarga

114.725.000




Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran Persentase Pelayanan Inspeksi Dokumen Persen
P Proteksi Kebakaran
Jumlah Dokumen yang Memuat Data 100 |Persen 4|Dokumen 0 0
Bangunan/Gedung/Lingkungan yang
Memenuhi Kelaikan Standar Sarana
Prasarana Proteksi Kebakaran
1 (05 (04 (2 |02 |01 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Data 12|Dokumen 7.075.000 4|Dokumen 102.700.000 0 - 0 - - - 12 7.075.000
Bangunan/Gedung/Lingkungan yang
Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem
Proteksi Kebakaran
1|05 (04 |2 (02 |02 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Data 12 |Dokumen 35.440.000 4|Dokumen 91.600.000 0 - 2 35.348.000 2 35.348.000 14 70.788.000
Bangunan/Gedung/ Lingkungan yang
Memenubhi Kelaikan Standar Sarana
Prasarana Proteksi Kebakaran
11|05 (04 (2 (04 Pemberdayaan Masyarakat dalam P Kebakaran| Pemberdayaan Masyarakat 100 (Persen 100|Persen 0 0
dalam Pencegahan Kebakaran
y Py 25|persen 100|Persen 0 0
Pengendalian, Pemadaman,
Penyelamatan, dan Penanganan Bahan
Berbahaya dan Beracun Kebakaran
dalam Daerah Kabupaten/Kota
1|05 (04 (2 (04 |01 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan  |Jumlah Warga Masyarakat yang 250|orang 118.540.000 500|Orang 100.813.800 676 - 1324 55.587.000 1.324 55.587.000 1574 174.127.000
Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Mend. kan Sosialisasi Edukasi
Edukasi Masyarakat Pencegahan dan Penanggulangan
Kebakaran Setiap Tahunnya
1|05 (04 |2 (04 |02 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk 20|Desa/kelurg] 19.530.000 20|Desa/Kelura 86.200.000 0 - 0 - - - 20 19.530.000
Kebakaran dan Terbina Relawan Pemadam han
Kebakaran pada Lingkup Sistem
Ketahanan Kebakaran Lingkungan SKKL
Setiap Tahunnya
1 (05 (04 (2 |04 (03 Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah 4|Dokumen 123.815.000 0 - 0 - - - 0 -
Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan |SKKL Desa/Kelurahan yang Telah
PraSarana Tersedia Dukungan Sarpras Damkar
1|05 (04 (2 |05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terh{Jumlah Sarana dan Prasarana yang 100 persen 2|Unit 0 - 1 -
Tersedia untuk Pencarian dan
Pertolongan Terhadap Kondisi
Membahayakan
ia/| dan
Sesuai dengan Standar Teknis
1|05 (04 (2 (05 |01 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan 12|Laporan 11.069.000
pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan,
dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia
1105 (04 |2 |05 (02 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan
Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan
Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
1 (05 (04 |2 |05 |05 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Jumlah Sarana dan Prasarana yang 2|Unit 615.562.500 0 - 0 94.850.000 - 94.850.000 0 94.850.000
Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Tersedia untuk Pencarian dan
Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Pertolongan Terhadap Kondisi
Iy y M. ia/Peny £
dan Evakuasi Sesuai dengan Standar
Teknis
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : keberadaan Tenaga Kontrak Pada Dinas dam Kebakaran Dan peny 1 sangat menunjang atau udalam urusan pekerjaan menvapai target kinerja yang diharapkan; - Tersedianya Anggaran - SDM yang berkualitas sebagai pelaksana;
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : JUMLAH sumber daya ASN yang belum memadai dan kompeten di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan; - Koordinasi memerlukan waktu untuk mencapai sepemahaman; dilaksanakan Pada Triwulan 4
11.978.455.308 18.501.822.062 2.586.439.179 6.252.801.121 6.252.801.121 Satuan Polisi Pamong Pr;
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KA| Indek Kepatuhan dan Kinerja Intern 80 75.976.367.802 | 76,14|Indek 10.722.974.758 76|Indek 11.523.387.862 0 2.151.709.179 0 5.835.032.271
(IKKI) Satuan Polisi Pamong Praja
1|05 (01 (2 (01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja gl Ter D 100 persen 100|persen 29 53
Perencanaan, Laporan Kinerja dan
Evaluasi Kinerja Tepat Waktu Sesuai
Tahapan yang telah di Tetapkan
1 (05 (01 (2 |01 (01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Jumlah Dokumen Perencanaan 11|Dokumen 6.415.700 6[Dokumen 6.490.000 4 - 4 4.324.000 4 4.324.000 15 10.739.700
Daerah Perangkat Daerah
1|05 (01 |2 (01 |02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan 2|Dokumen 4.576.800 4|Dokumen 5.064.600 0 - 0 - - - 2 4.576.800
Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD
1|05 (01 (2 (01 (04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan 2|Dokumen 3.409.200 4|Dokumen 3.480.700 1 - 2 1.806.500 2 1.806.500 4 5.215.700
Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen
DPA-SKPD
1|05 (01 (2 (01 |06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja |Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 22|Laporan 9.370.800 20(Laporan 9.879.100 5 - 9 6.696.000 9 6.696.000 31 16.066.800
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
1|05 (01 (2 (02 asi K Daerah h asi 100 | persen 100|persen 22 44
Keuangan Perangat Daerah Tepat
Waktu Sesuai Tahapan yang Telah
1 (05 (01 (2 |02 |01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 614|Orang/bula 5.038.213.147 714|Orang/bula 5.879.991.383 255 984.927.684 357 3.019.586.785 357 3.019.586.785 971 8.057.799.932
Tunjangan ASN n
1|05 (o1 (2 (02 |03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi |Jumlah Dokumen Penatausahaan dan 4|Dokumen 86.280.000 12 |Dokumen 86.880.000 3 21.570.000 6 42.390.000 6 42.390.000 10 128.670.000
Keuangan SKPD Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
1|05 (01 |2 (02 |05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir |Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 2|Laporan 4.552.500 2|Laporan 3.188.000 0 - 0 - - - 2 4.552.500
Tahun SKPD SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD
1|05 |01 (2 (05 asi P kat Daerah P 100|Persen 0 0
administrasi kepegawaian yang
terfasilitasi
1 (05 (01 (2 |05 [11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-{Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan 3|Orang 50.996.000 0 - 1 12.515.987 1 12.515.987 1 12.515.987
Undangan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan




1|05 |01 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah h 100|persen 100|Persen 48 70
Umum Perangkat Daerah Tepat Waktu
Sesuai Tahapan yang Telah ditetapkan
1 (05 (o1 06 |01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan  |Jumlah Paket Komponen Instalasi 12 |Paket 570.000 3[Paket 3.186.000 0 - 1 1.600.000 1 1.600.000 13 2.170.000
Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
yang Disediakan
1 (05 (o1 06 |02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan 2[Paket 75.722.400 3[Paket 87.680.000 1 10.500.000 2 63.688.000 2 63.688.000 4 139.410.400
Perlengkapan Kantor yang Disediakan
1 (05 (o1 06 |04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 12 |Paket 33.096.900 8|Paket 40.000.000 1 2.069.000 3 17.546.000 3 17.546.000 15 50.642.900
Disediak
1 (05 (o1 06 |05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan 12 |Paket 17.443.900 12 |Paket 20.750.000 3 4.990.000 4 6.300.650 4 6.300.650 16 23.744.550
Penggandaan yang Disediak
1105 (01 06 (08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan 12(Laporan 1.575.000 12|Laporan 3.000.000 3 - 6 900.000 6 900.000 18 2.475.000
Tamu
1 (05 (o1 06 |09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 12|Laporan 749.555.642 12|Laporan 590.755.000 3 128.138.673 6 436.901.605 6 436.901.605 18 1.186.457.247
SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1|05 |01 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Layanan Administrasi 100|persen 100|Persen 25 50
Per
1 (05 (01 08 |02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 |Laporan 108.707.113 12|Laporan 127.037.084 3 26.656.644 6 56.799.412 6 56.799.412 18 165.506.525
Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
yang Disediakan
1105 (01 08 (04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12(Laporan 3.514.103.859 12 (Laporan 3.561.080.000 3 814.952.178 6 1.882.387.332 6 1.882.387.332 18 5.396.491.191
Pelayanan Umum Kantor yang
Disediak
1|05 |01 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perr|Cakupan Terpeliharanya Barang Mikik 100 |persen 100 |Persen 94 100
Daerah
1 (05 (o1 09 |01 Penyediaan Jasa P liharaan, Biaya P liharaan, |Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 1|Unit 503.060.892 1|Unit 38.990.000 1 3.000.000 1 12.000.000 1 12.000.000 2 515.060.892
dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau atau Kendaraan Dinas Jabatan yang
Kendaraan Dinas Jabatan Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
1|05 (01 09 (02 Penyediaan Jasa F liharaan, Biaya F liharaan, [Jumlah Kendaraan Dinas Operasional 30| Unit/Tahun| 523.835.905 25| Unit 507.789.998 8 145.908.000 13 254.830.000 13 254.830.000 43 778.665.905
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan
atau Lapangan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
1 (05 (o1 09 |06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 91|Unit 42.485.000 83| Unit 47.171.000 15 8.997.000 26 14.760.000 26 14.760.000 117 57.245.000
yang Dipelihara
1 (05 (01 09 |09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 1|Unit 449.978.997 0 - 0 - - - 0 -
Bangunan Lainnya Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

Gangguan dan Ketertiban Um{Presentase Pemenuhan Rasio Jumlah persen Persen
Satuan Linmas
P Trantil /K3 100(Persen 20 40
(Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)
yang dapat diselesaik
1 (05 (02 01 (04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil 5[Dokumen 411.719.700 5[Dokumen 6.006.804.000 1 294.360.000 2 24.450.000 2 24.450.000 7 436.169.700
rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat
dalam rangka Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
1105 (02 01 (05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja 5|Orang 108.030.000 150(Orang 81.865.000 36 - 71 24.450.000 71 24.450.000 76 132.480.000
P: aja dan Satuan Perli 1 Masyarakat |dan Satuan Perlindungan Masyarakat
Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa |yang Ditingkatkan Kapasitasnya
Hak Asasi M:
1 (05 (02 01 |08 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum 1|Dokumen - 3|Dokumen 875.000 0 - 3 875.000 3 875.000 4 875.000
Ketenteraman Masyarakat dan Ketenteraman Masyarakat yang
Telah Dibuat dan Dimutakhirkan
1105 (02 01 (15 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban |Jumlah Laporan Gangguan 356|Kasus 608.280.000 12|Laporan 582.400.000 3 90.960.000 6 245.840.000 6 245.840.000 362 854.120.000
Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan
Pengamanan, dan Pengawalan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan,
Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
1|05 (02 01 (16 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Jumlah Laporan Gangguan 120|Kasus 5.000.000 12|Laporan 175.912.000 3 29.280.000 6 73.760.000 6 73.760.000 126 78.760.000
Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan |berdasarkan Perda dan Perkada Melalui
Kerusuhan Massa Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa
dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan
Penindakan
1 (05 (02 01 (17 Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Jumlah Laporan Penyediaan Layanan 1|Laporan 6.500.000 0 - 0 - - - 0 -
Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala Dampak Penegakan Perda dan Perkada
daerah yang Terlayani Jumlah Laporan
pemberian pelayanan dasar kepada
warga Layanan yang terdampak
Penegakan Perda dan Perkada yang
Terlayani
105 |02 02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peratu| Persentase Perda dan Perkada yang 63,93 |persen 65,57|Persen 38 49
terdapat unsur sanksi yang ditegakkan
1 (05 (02 02 (10 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan 4|Laporan 60.290.450 4|Laporan 27.553.800 1 5.250.000 2 10.950.000 2 10.950.000 6 71.240.450
Peraturan Kepala Daerah Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah
dan Peraturan Kepala Daerah




Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan |Jumlah Laporan Pelaksanaan Laporan 56.213.500 Laporan 46.521.400 4.480.000 12.960.000 12.960.000 69.173.500
Peraturan Kepala daerah Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan
Daerah dan Peraturan kepala daerah
Sesuai SOP
1 (05 (02 (2 |02 (12 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan |Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan 4|Laporan 5.946.900 4|Laporan 50.003.000 1 10.400.000 2 24.483.850 2 24.483.850 6 30.430.750
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Pengawasan yang Dilakukan Terhadap
Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala
Daerah
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : 1, Tersedianya anggaran 2, Adanya komitmen pimpinan; 1, Koordinasi yang baik dengan Pihak ke-3 (TNI, Polri, dan SKPD terkait) 2, Masyarakat yang melanggar Peraturan Daerah tergolong kooperatif dan tidak anarkis 3, Kerjasama yang baik antar anggota Satpol PP Kabupaten Banjar;
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : 1, Kurangnya koordinasi antar Sub Bagian 2, Jadwal kegiatan yang tumpang tindih; 1, Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah 2, Sarana dan prasarana yang kurang memadai 3, Minimnya PPNS di Satpol PP Kab,Banjar 4, Jumlah personil Satpol PP belum mencukupi dibandingkan dengan jumlah luas wilayah 1 Banjar;
1 (06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 21.610.553.150 3.476.832.539 6.714.964.403 o o 6.714.964.403
12.573.192.288 21.610.553.150 3.476.832.539 6.714.964.403 - - 6.714.964.403 Dinas Sosial, Pemberday
1|06 |01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAl Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern 80 29.825.005.926 | 78,24|Skor 9.482.611.317 76|Indeks 13.781.767.450 0 2.606.497.539 0 5.728.369.603
(IKKI) Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak,
dali: duduk dan
1 (06 (01 (2 |01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangk| Meningkatnya Perencanaan, 100|% 100|Persen 25 50
Penganggaran dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah yang Tersusun
1 (06 (01 (2 |01 (01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Jumlah Dokumen Perencanaan 8[Dokumen 10.000.000 8[Dokumen 18.415.000 2 4.195.500 2 5.195.500 2 5.195.500 10 15.195.500
Daerah Perangkat Daerah
1|06 (01 |2 (01 |02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan 1|Dokumen 2.500.000 1|Dokumen 10.038.500 0 - 1 4.500.000 1 4.500.000 2 7.000.000
Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD
1|06 (01 (2 (01 |03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA{Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1|Dokumen 936.000 0 - 0 - - - 0 -
SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-
SKPD
1 (06 (01 (2|01 |04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan 1|Dokumen 2.500.000 1|Dokumen 7.398.500 1 - 1 1.398.500 1 1.398.500 2 3.898.500
Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen
DPA-SKPD
1 (06 (01 (2 |01 |05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1|Dokumen 936.000 0 - 0 - - - 0 -
dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan DokumenPerubahan DPA-
SKPD
1|06 (01 (2 (01 (06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja |Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 22|Laporan 7.000.000 6|Laporan 10.876.500 3 - 6 1.479.000 6 1.479.000 28 8.479.000
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Laporan HasilKoordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
1|06 (01 |2 (01 |07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 16|Laporan 11.518.000 4 - 8 1.250.000 8 1.250.000 8 1.250.000
Perangkat Daerah
1 (06 (01 (2 |02 Administrasi P kat Daerah P A rasi 100|persen 100 |Persen 25 50
Perangkat Daerah yang Tersedia dan
Tersusun
1|06 (01 (2 (02 |01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 45|0rang 4.973.988.241 45|0rang/bula 6.152.399.669 45 992.246.690 45 2.496.193.353 45 2.496.193.353 90 7.470.181.594
Tunjangan ASN n
1|06 (01 |2 (02 |03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi |Jumlah Dokumen Penatausahaan dan 12 |Dokumen 123.628.750 12 |Dokumen 159.720.000 3 - 4 70.120.000 4 70.120.000 16 193.748.750
Keuangan SKPD Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
1|06 (01 |2 (02 |05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir |Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 1|Persen 278.000 1|Laporan 2.015.000 1 - 1 132.000 1 132.000 2 410.000
Tahun SKPD SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
PenyusunanLaporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD
1|06 (01 (2 (02 |07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 2|Laporan 4.920.900 2|Laporan 7.265.000 0 - 0 - - - 2 4.920.900
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Triwulanan/ Semesteran SKPD dan
Laporan KoordinasiPenyusunan Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
1(06 (01 |2 |05 A asi P kat Daerah P A rasi 100 100|Persen 50 50
Perangkat Daerah yang Bermutu dan
Tepat Waktu
1 (06 (01 (2 |05 [11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-|Jumlah Orang yang mengikuti Bimtek 5 30.000.000 4|Orang/Kegia 20.000.000 2 10.000.000 2 20.000.000 2 20.000.000 7 50.000.000
Undangan Implementasi Peraturan Perundang tan
Undangan
1 (06 (01 (2 |06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Adminsitrasi Umum 100|Persen 100 |Persen 25 50
Daerah yang Tersedia
1|06 (01 |2 (06 |01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan  |Jumlah Paket Komponen Instalasi 80| Paket 4.698.000 60|Paket 128.508.990 15 39.000.000 40 47.723.000 40 47.723.000 120 52.421.000
Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
yang Disedi \
1|06 (01 |2 (06 |02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan 35|Paket 469.855.500 87|Paket 1.235.379.000 33 472.100.000 80 1.042.412.000 80 1.042.412.000 115 1.512.267.500
Perlengkapan Kantor yang Disediakan
1|06 (01 (2 (06 (04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 12 |Paket 53.560.955 2336|Paket 280.155.000 645 77.341.900 1869 117.822.400 1.869 117.822.400 1881 171.383.355
Disediakan
1 (06 (01 (2 |06 |05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan 100|Paket 3.260.000 12 |Paket 40.100.000 6 16.726.400 8,1 21.679.400 8 21.679.400 108,1 24.939.400
Penggandaan yang Di
1|06 (01 |2 (06 |08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan 12|Laporan 5.191.100 12|Laporan 16.500.000 3 1.656.000 7,2 2.747.500 7 2.747.500 19,2 7.938.600
Tamu
1 (o6 (01 (2 |06 (09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 12|Laporan 897.375.008 12|Laporan 815.459.000 3 84.195.913 6 347.351.304 6 347.351.304 18 1.244.726.312
SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1 (06 (01 (2 |08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah|Persentase Jasa Penunjang Urusan 100|Persen 100 |Persen 25 50
Pemerintahan Daerah yang Tersedia
1|06 (01 [2 (08 |01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12|Laporan 1.239.600
1 (06 (01 (2 |08 (02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12|Laporan 108.518.368 12|Laporan 185.399.385 3 33.470.751 6 63.415.615 6 63.415.615 18 171.933.983
Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
yang Disediakan
1|06 (01 (2 (08 (04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12|Laporan 2.325.964.563 12|Laporan 3.168.740.000 3 826.162.766 6 1.227.103.174 6 1.227.103.174 18 3.553.067.737
Pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan
1 (06 (01 (2 |09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah P Urusan Pen|P P aan Barang Milik 100|Persen 100 |Persen 25 50
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah yang Tersedia
1 (06 (01 (2 |09 (01 Penyediaan Jasa F liharaan, Biaya F liharaan, [Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 1|Unit 38.860.000 1|Unit 38.990.000 1 10.500.000 1 21.000.000 1 21.000.000 2 59.860.000
dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau atau Kendaraan Dinas Jabatan yang
Kendaraan Dinas Jabatan Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya




Penyediaan Jasa P aan, Biaya P
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
atau Lapangan

aan,

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional
atau Lapangan yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajak dan Perizinannya

182.717.332

389.400.000

20.596.899

50.435.137

50.435.137

233.152.469

06

01

09

06

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya
yang Dipelihara

30

Unit

17.970.000

Unit

45.730.000

10

2.410.000

2.410.000

40

20.380.000

06

01

09

09

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

Unit

218.585.000

Unit

960.780.566

18.304.720

109.024.720

109.024.720

327.609.720

06

01

09

10

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor dan Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi

Unit

75.107.340

74.977.000

74.977.000

74.977.000

02

PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

Persentase Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang

100

11.401.388.779

100

Persen

954.111.800

100

Persen

673.336.400

54,23

184.224.300

06

02

01

y Sosial Adat Terpencil (KAT)

Persentase Pemberdayaan Sosial
Adat Terpencil (KAT)

100

Persen

100

Persen

06

02

01

02

Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT

Jumlah Keluarga pada KAT yang
Meningkat Kapasitasnya Kewenangan
Kabupaten/Kota

-

Keluarga

10.000.000

06

02

03

Pengembangan Potensi Sumber

Sosial Daelf

Potensi

Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah
K /Kota

100

Persen

100

Persen

54,23

54,23

06

02

03

01

Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial
Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Orang Mendapat Peningkatan
Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat
Kewenangan Kabupaten/Kota

79

Orang

492.461.700

117

Orang

450.444.400

76

76

125.852.300

76

125.852.300

155

618.314.000

06

02

03

02

Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga
Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan
Kabupaten/Kota

Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial
Kecamatan Kewenangan
Kabupaten/Kota yang Meningkat
Kapasitasnya Kewenangan
Kabupaten/Kota

20

Orang

398.382.500

Orang

121.412.000

20

20

52.172.000

20

52.172.000

40

450.554.500

06

02

03

04

Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber
ji -aan Sosial Masyarakat
Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial
yang Meningkat Kapasitasnya
Kewenangan Kabupaten/Kota

-

Lembaga

63.267.600

-

Lembaga

91.480.000

6.200.000

6.200.000

69.467.600

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

Persentase Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang
Rehabilitasi Sosial

7517

3.424.563.511

Persen

512.465.600

15,75

Persen

2.722.559.500

852.300.000

421.510.000

06

04

01

P ilitasi Sosial Dasar

i Sosial Dasar Penyand: Disabilitas Terlantar,

Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta
Gelandangan Pengemis di Luar Panti
Sosial

75

Persen

80

Persen

59,72

06

04

01

01

Penyediaan Permakanan

Jumlah orang yang mendapatkan
pemenuhan kebutuhan permakanan
sesuai dengan standar gizi minimal
kewenangan kabupaten/kota

165

Orang

158.590.000

2367

orang

2.139.600.000

2000

844.800.000

2237

359.445.000

2237

359.445.000

2402

518.035.000

06

04

01

02

Penyediaan Sandang

Jumlah orang yang menerima pakaian
dan kelengkapan laiinya yang tersedia
dalam 1 Tahun kewenangan
Kabupaten/Kota

300

orang

116.600.000

06

04

01

03

Penyediaan Alat Bantu

Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat
Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai
Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota

13

Orang

19.875.000

63

orang

98.400.000

16

19.875.000

06

04

01

04

Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pelayanan Reunifikasi Keluarga
Kewenangan Kabupaten/Kota

53

Orang

32.595.000

50

orang

38.500.000

50

7.500.000

50

7.500.000

50

7.500.000

103

40.095.000

06

04

01

05

Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan
Sosial

Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental,
Spritual dan Sosial Kewenangan
Kabupaten/Kota

33

Orang

17.043.400

50

orang

75.106.500

12

7.200.000

7.200.000

45

24.243.400

06

04

01

06

Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga
Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,
Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis
dan Masyarakat

Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada
Keluarga Penyandang Disabilitas
Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia
Terlantar, serta Gelandangan dan
Pengemis dan Masyarakat Kewenangan
Kabupaten/Kota

60

Orang

12.459.000

orang

11.900.000

60

12.459.000

06

04

01

07

Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan,
Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak

Jumlah Orang yang Terpenuhi
Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk
Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat
Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi
Penyandang Disabilitas Kewenangan
Kabupaten/Kota

orang

5.000.000

06

04

01

09

Pemberian Layanan Data dan Pengaduan

Jumlah Orang yang mendapatkan
Layanan Data dan Pengaduan
Kewenangan Kabupaten/Kota

orang

5.000.000

06

04

01

10

Pemberian Layanan Kedaruratan

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pelayanan Kedaruratan Kewenangan
Kabupaten/Kota

123

Orang

31.691.000

120

orang

34.800.000

30

7.930.000

30

7.930.000

i53)

39.621.000

06

04

01

12

Pemberian Layanan Rujukan

Jumlah Orang yang mendapatkan
Layanan Rujukan Kewenangan
Kabupaten/Kota

Orang

27.829.000

orang

20.900.000

16

7.200.000

7.200.000

32

35.029.000

06

04

02

i Sosial P

P ilitasi Sosial

K

y g aan
Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban
HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial

~

5

Persen

80

Persen

20

40

06

04

02

02

Pemberian Layanan Kedaruratan

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pelayanan Kedaruratan Kewenangan
Kabupaten/Kota

Orang

43.868.500

50

Orang

54.800.000

36

19.400.000

36

19.400.000

117

63.268.500

06

04

02

03

Penyediaan Permakanan

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pemenuhan Kebutuhan Permakanan
Sesuai denganStandar Gizi Minimal
Kewenangan Kabupaten/Kota

Orang

18.000.000

40

Orang

24.300.000

14

5.335.000

5.335.000

63

23.335.000

06

04

02

04

Penyediaan Sandang

Jumlah orang yang Menerima pakaian
dan kelengkapan lainnya yang Tersedia
dalam 1 tahun Kewenangan
Kabupaten/Kota

Orang

5.072.700

20

Orang

7.078.000

10

5.072.700




Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Orang 130.362.000 Orang 59.205.000 130.362.000
Sosial Spiritual dan Sosial Kewenangan
K /Kota
1|06 (04 |2 (02 |13 Pemberian Layanan Rujukan Jumlah Orang Mendapatkan Layanan 7|Orang 15.080.000 12|Orang 18.900.000 5 - 5 7.500.000 5 7.500.000 12 22.580.000 -
Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota
1 (06 (04 (2|02 |14 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan 1|Dokumen 12.470.000 0 - 0 - - - 0 - -
Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Kerja Sama antar Lembaga dan
Kemitraan dalamPelaksanaan
Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota
1|06 |05 |2 (02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah K Data Fakir 47,89|Persen 74,99 |Persen L] 59
Mlskln Cakupan Daerah
Kota yang Terfasilitasi
Persentase Pengelolaan Data Fakir 65|Persen 75|Persen 0 79
Miskin Cakupan Daerah
K: /Kota yang Terdata
1 (06 (05 (2|02 (01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah 26350|Orang 171.860.319 26350|Orang 278.454.500 0 18.035.000 176092 61.468.000 176.092 61.468.000 202442 233.328.319 -
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang Didata
1 (06 (05 (2 |02 (02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Jumlah Keluarga yang Mendapatkan 66883 |0rang 141.550.852 54814 |Keluarga 184.803.800 0 - 67079 10.139.500 67.079 10.139.500 133962 151.690.352 -
Kabupaten/Kota Pengentasan Fakir Miskin
Kabupaten/Kota
1 (06 (05 (2 |02 (03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Jumlah Keluarga Penerima Manfaat 35 [Keluarga 723.023.000 110|Keluarga 2.309.612.500 0 - 0 - - - 35 723.023.000 -
(KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial
aan Keluarga gan
K /Kota
1 (06 (05 (2 |02 |04 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan 95|Orang 257.084.000 100|Orang 219.975.000 0 - 0 - - - 95 257.084.000 -
Masyarakat Pengembangan Ekonomi Masyarakat
Kewenangan Kabupaten/Kota
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabu| Persentase Perlindungan Sosial Korban Persen Persen 4,9
Bencana Alam dan Sosial yang
Tertangani
1|06 (06 (2 (01 |01 Penyediaan Makanan Jumlah Orang yang Mendapatkan 1389|Orang 292.932.000 1000|orang 478.974.000 739 - 1014 97.000.000 1.014 97.000.000 2403 389.932.000 -
Permakanan 3x1 Hari dalam Masa
Tanggap Darurat (Pengungsian)
Kewenangan Kat /Kota
1|06 (06 |2 (01 |02 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Mendapatkan 500|orang 448.766.000 0 - 0 98.775.000 - 98.775.000 0 98.775.000 -
Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang
Tersedia pada Masa Tanggap Darurat
Pengungsian) dan Pasca Bencana
Kewenangan Kabupaten/Kota
1|06 (06 (2 (01 (04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Jumlah Orang yang Mendapatkan 960|orang 428.444.500 0 - 171 98.516.000 171 98.516.000 171 98.516.000 -
Penanganan Khusus bagi Kelompok
Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota
1 (06 (06 |2 |01 |05 Pelayanan Dukungan Psikososial Jumlah Korban Bencana yang 135|orang 11.290.000 0 - 0 - - - 0 - -
\ | kan Layanan Dukungan
Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota
1|06 |06 |2 |02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Terhadap K¢ ggaraan 100|Persen 100|Persen 0 45
Pemberdayaan Masyarakat terhadap
[Kota
yang Terkoordinasi dan Terlaksana
1 (06 (06 |2 |02 |01 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Jumlah Kampung yang Melaksanakan 1|Kampung 18.697.500 1|Kampung 25.000.000 0 - 1 14.962.000 1 14.962.000 2 33.659.500 -
Siaga Bencana Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan
Kampung Siaga Bencana Kewenangan
Kabupaten/Kota
1 (06 [06 |2 |02 (02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga [Jumlah Orang yang Melaksanakan 60|Orang 18.855.900 150|orang 47.569.500 0 - 0 - - - 60 18.855.900 -
Bencana Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan
Taruna Siaga Bencana Kewenangan
Kabupaten/Kota

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Faktor penghambat keberhasilan kinerja :

1, Kurangnya koordinasi antar pihak terkait sehingga pelaksanaan kegiatan belum maksimal 2, Belum adanya dasar hukum mengenai honorarium/tali asih kepada potensi sumber kesejahteraan sosial sehingga penganggaran belum
kegiatan akan baru dilakukan jika terdapat kasus yang membutuhkan layanan, sehingga bisa saja lebih kurang atau melebihi dari target yang ditentukan,; Kurangnya Pemantauan dan Evaluasi: Tidak adanya sistem yang kuat untuk
Akan disesuaikan apabila ada bencana dikabupaten Banjar Lambatnya Proses Pengumpulan Kelengkapan Data Adminstrasi Pihak Terkait; 1, Data yang tersedia masih belum terdokumentasikan dengan baik, 2, Data belum tersedia dalam pemenuhan Kepatuhan dan Kinerja Intern Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

1, Dana yang tersedia; 1, Tersedianya dana pada DPA Tahun 2024 untuk para PPKS yang menjadi sasaran 2, Adanya SDM yang mendukung kegiatan untuk membantu memenuhi pelayanan kepada sasaran 3, Tersedianya data PPKS yang menjadi sasaran berupan BNBA dalam pemenuhan pelayanan rehabilitasi sosial; Aksesibilitas Layanan: Memastikan bahwa layanan kesejahteraan sosial mudah diakses oleh semua PPKS,
termasuk mereka yang berada di daerah terpencil atau rentan, dapat meningkatkan cakupan dan efektivitas program,; Dana Yang Tersedia Di DPA 2024; 1, Komitmen Pimpinan Dalam memenuhi IKKI 2, Peningkatan Kapasitas SDM Perbaikan Manajemen Pekerjaan 3, Blmbmgan dari Inspektorat;

I; 1, Terk
1 dan

ya

i program

-aan sosial dapat

karena daerah yang sulit dijangkau seperti di daerah pesisir dan pedesaan, 2, Beberapa sub kegiatan ada yang bersifat layanan kedaruratan sehingga
masalah yang tidak terdeteksi dan perbaikan yang tidak dilakukan,; Kebencanaan yang tidak terduga Target

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 |07 [URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERIA 11.724.171.978 978.439.913 3.512.492.096 - 3.512.492.096
6.326.025.518 11.724.171.978 978.439.913 3.512.492.096 o 3.512.492.096 Dinas Tenaga Kerja Dan’
2|07 |01 |2 |01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangk| P dok per 100|Persen 100 |Persen 25 50
penganggaran dan evaluasi kinerja
perangkat daerah tepat waktu dan
tepat
2 (07 |01 |2 |01 |01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat| 9[Dokumen 8.760.000 9|Dokumen 13.242.200 5 3.000.000 8 8.115.200 8 8.115.200 17 16.875.200 -
Daerah Daerah
2 |07 |01 |2 (01 |02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan 1|Dokumen 3.793.800 1|Dokumen 4.307.500 0 2.500.000 1 2.764.000 1 2.764.000 2 6.557.800 -
Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD
2 |07 |01 |2 (01 |03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA{Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan 1|Dokumen 3.913.800 1|Dokumen 3.306.300 0 - 0 - - - 1 3.913.800 -
SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD
2 |07 |01 |2 (01 |04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan 1|Dokumen 3.528.000 1|Dokumen 5.499.800 0 - 0 - - - 1 3.528.000 -
Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen
DPA-SKPD
2 |07 |01 |2 |01 |05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1|Dokumen 3.528.000 1|Dokumen 4.499.800 0 - 0 - - - 1 3.528.000 -
dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-
SKPD




Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

Laporan

12.696.800

Laporan

11.467.200

1.500.000

5.216.000

5.216.000

17.912.800

07 |01 01 |07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 19(Laporan 10.894.900 19|Laporan 10.894.600 4 - 9 5.102.000 9 5.102.000 28 15.996.900
Perangkat Daerah
07 (01 02 asi P kat Daerah Persentase dokumen keuangan 100 |Persen 100 |Persen 25 50
perangkat daerah tepat waktu dan
tepat mutu
07 (01 02 |01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 26|Orang/bula 3.248.267.181 26|0Orang/Bula 4.113.762.031 26 674.247.448 29 2.267.266.400 29 2.267.266.400 55] 5.515.533.581
Tunjangan ASN n
07 |01 02 |03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi |Jumlah Dokumen Penatausahaan dan 60| Dokumen 85.260.000 12 |Dokumen 127.300.000 3 30.500.000 6 62.760.000 6 62.760.000 66 148.020.000
Keuangan SKPD Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
07 |01 02 |05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir |Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 1|Laporan 9.325.100 1|Laporan 9.699.800 0,49 1.250.000 1 4.337.200 1 4.337.200 2 13.662.300
Tahun SKPD SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD
07 (01 02 |07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 25|Laporan 18.899.800 3 - 9 8.708.400 9 8.708.400 9 8.708.400
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Triwulanan/ Semesteran SKPD dan
Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
07 (01 05 asi P kat Daerah P Administrasi 100 |persen 100 |Persen 25 50
Daerah sesuai dan
tepat waktu
07 (01 05 |11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-{Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan 30(Orang 49.964.416 5[Orang 50.000.000 2 12.487.387 7 19.127.747 7 19.127.747 37 69.092.163
Undangan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan
07 (01 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah P peny aan 100 |persen 100 |Persen 25 50
i umum per
07 (01 06 |01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan  |Jumlah Paket Komponen Instalasi 5(Paket 10.769.000 5(Paket 6.935.000 0 - 2 - 2 - 7 10.769.000
Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
yang Disediakan
07 (01 06 |02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan 10|Paket 134.423.000 3[Paket 92.242.000 0 - 3 92.000.000 3 92.000.000 13 226.423.000
Perlengkapan Kantor yang Disediakan
07 |01 06 (04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 12|Paket 30.072.000 12|Paket 33.449.500 0 1.000.000 3 6.827.500 3] 6.827.500 15 36.899.500
Disedi
07 |01 06 |05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan 12 |Paket 25.196.100 12 |Paket 20.907.000 1 - 6 980.000 6 980.000 18 26.176.100
Penggandaan yang Disediak
07 (01 06 |06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- |Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 12|Dokumen 1.170.000 12|Dokumen 1.500.000 3 180.000 6 450.000 6 450.000 18 1.620.000
undangan Peraturan Perundang-Undangan yang
Disediak
07 |01 06 (08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan 12|Laporan 9.750.000 12|Dokumen 9.100.000 0 - 6 450.000 6 450.000 18 10.200.000
Tamu
07 |01 06 |09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 12|Laporan 220.211.481 12|Laporan 450.000.000 3 48.260.381 6 126.111.422 6 126.111.422 18 346.322.903
SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD
07 |01 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa pelay 100 (persen 100|Persen 25 50
umum kantor yang terpenuhi
07 |01 08 |02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12|Laporan 46.742.970 12|Laporan 90.997.247 3 11.139.156 6 22.599.710 6 22.599.710 18 69.342.680
Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
yang Disedi \
07 |01 08 |03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor |Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12|Laporan 22.059.200 12|Laporan 34.350.000 2 2.850.000 6 8.760.000 6 8.760.000 18 30.819.200
Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang
Disedi
07 |01 08 |04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12|Laporan 585.645.000 12|Laporan 679.790.000 3 124.083.241 6 268.398.825 6 268.398.825 18 854.043.825
Pelayanan Umum Kantor yang
Disedi
07 |01 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pen| Barang Milik Daerah yang 100 (persen 100|Persen 25 50
terpelihara sesuai dengan rencana
kebutuhan
07 |01 09 |01 Penyediaan Jasa P aan, Biaya P iharaan, |Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 1|Unit 31.244.788 1|Unit 38.990.000 0,25 - 0,5 7.550.000 1 7.550.000 1,5 38.794.788
dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau atau Kendaraan Dinas Jabatan yang
Kendaraan Dinas Jabatan Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
07 |01 09 (02 Penyediaan Jasa aan, Biaya F liharaan, [Jumlah Kendaraan Dinas Operasional 3|Unit 68.057.399 3|Unit 103.000.000 0,25 5.534.300 2 19.849.100 2 19.849.100 5 87.906.499
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan
atau Lapangan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
07 |01 09 |09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung 2|Unit 337.671.783 2|Unit 1.171.615.000 0,25 970.000 0,65 304.343.000 1 304.343.000 2,65 642.014.783
Bangunan Lainnya Kantor atau Bangunan Lainnya yang
Dipelihara / Direhabilitasi
07 (02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 100.000.000 100|Persen 35.820.000 42,1|Persen 48.100.000 0 o 0 35.347.542
Tenaga Kerja yang
07 |02 01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja 100 (Persen 4|Dokumen 0 0
Makro Dan Mikro yang Disusun
07 |02 01 |03 Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro Jumlah SDM Perusahaan Yang Mampu 3|Perusahaan 35.820.000 8|Orang 48.100.000 0 - 0 35.347.542 - 35.347.542 3 71.167.542
Menyusun RTK Mikro
07 (03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KE Tingkat Produktivitas Tenaga kerja Rp,22,044 495.558.850 | 22677 |Rupiah / Ja| 1.052.821.400 22884 (Rupiah / 1.385.336.800 22899 1.750.000 22899 26.302.250
Jam
07 |03 01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit lulusan i yang 9,19(Persen 9,2|Persen 9,19 9,38
menmiliki sertifikat pelatihan /
07 |03 01 |01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat 512|0Orang 1.031.660.900 320|Orang 1.360.159.800 0 1.250.000 16 18.601.000 16 18.601.000 528 1.050.261.900
Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster |Pelatihan Berbasis Kompetensi pada
Kompetensi Tahun n
07 |03 04 i Pre ivitas pada Per Kecil Persentase Perusahaan yang 2,57 |Persen 3,85(Persen 0 0
pkan program p
produktifitas
07 |03 04 |01 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Jumlah Perusahaan Kecil yang mendapat 15| Perusahaan| 21.160.500 15|Perusahaan 25.177.000 0 500.000 0 7.701.250 - 7.701.250 15 28.861.750

Perusahaan Kecil

Konsultasi Peningkatan Produktifitas




Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah lowongan kerja yang tersedia di Lowongan Lowongan
wilayah Kabupaten Banjar
2 |07 |04 01 |02 Pelayanan antar Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan 391|Orang 4.539.000 70(Orang 23.800.000 58 - 126 - 126 - 517 4.539.000 0 -
melalui layanan AKAD dan AKL
2 |07 |04 01 |04 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang 27|Orang 24.670.800 30(|Orang 43.205.000 0 - 0 - - - 27 24.670.800 0 -
Ketenagakerjaan Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD
2 |07 |04 03 Informasi Pasar Kerja Jumlah Tenaga Kerja Yang Terdaftar 1083|Orang 900|Orang 121 407
2 |07 |04 03 |01 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Jumlah Data dan Informasi yang 4|Dokumen 5.890.000 4|Dokumen 38.415.000 1 3.800.000 2 9.726.000 2 9.726.000 6 15.616.000 0 -
Pasar Kerja Online Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja
Online
2 |07 |04 03 |02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang 1083|0rang 8.819.000 1000|Orang 67.600.000 121 - 306 2.650.000 306 2.650.000 1389 11.469.000 0 -
Online Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui
Sistem Online (Karir Hub)
2 |07 |04 03 (03 Job Fair/Bursa Kerja Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan 140(Orang 79.767.000 100(Orang 113.100.000 0 - 46 5.000.000 46 5.000.000 186 84.767.000 0 -
Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja
2 |07 |04 04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna P di Daerah KP PMI (Pra dan Purna) yang 100|Persen 100|Persen 100 100
diberikan fasilitasi Perlindungan
2 |07 |04 04 |01 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan 153|Orang 25.885.000 120|Orang 90.298.500 2 13.663.000 9 19.051.000 9 19.051.000 162 44.936.000 0 -
Pekerja Migran Indonesia (PMI1)/Pekerja Migran Ditingkatkan Kompetensinya
Indonesia (PMI)
2 |07 |04 04 |03 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan 60(Orang 47.593.000 0 - 0 - - - 0 - 0 -
Penempatan
Peraturan Per ftaran Perja| Peraturan per (PP) 39,84 |persen Persen 6,85 7,07
yang disahkan, PKWT yang dicatatkan,
BPJS Ketenagakerjaan yang didaftarkan
oleh per
2 |07 |05 01 |01 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan |Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan 25|Perusahaan| 41.127.000 30(Perusahaan 50.295.700 7 - 8 2.950.000 8 2.950.000 33 44.077.000 0 -
Pengesahan Peraturan Perusahaan yang
Terkait dengan Hubungan Industrial dan
Terdaftar di WLKP Online
2 |07 |05 01 |03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Jumlah Data dan Informasi Sarana HI 4|Laporan 2.677.000 4|Laporan 29.999.900 1 - 2 - 2 - 6 2.677.000 0 -
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja |(PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS
serta Pengupahan Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar
sebagai Peserta Jamsostek serta
rer h
2 |07 |05 02 han dan Peny ian P isi Hub IndyP perselisi 100 |persen 100 |Persen 100 100
Industrial yang
2 |07 |05 02 |01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok |[Jumlah Perselisihan yang Dicegah 25|Perkara 92.785.000 2 - 6 17.176.500 6 17.176.500 6 17.176.500 0 -
Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang
Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu)
Daerah Kabupaten/Kota
2 |07 |05 02 |02 Penyelesaian Perselisihan Hub 1 Industrial, Jumlah Perkara Perselisihan Yang 78|Persen 44.639.600 25|Perkara 60.499.800 4 39.725.000 6 42.181.900 6 42.181.900 84 86.821.500 0 -
Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Terselesaikan
Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota
2 |07 |05 02 (05 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga |Terlaksananya Program Jaminan Sosial 63|orang 36.425.000 10000|Orang 2.527.388.500 0 - 6303 110.390.400 6.303 110.390.400 6366 146.815.400 0 -
Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Tenaga Kerja dan fasilitas Kesejahteraan
Pekerja

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Hasil dari penilaian mandiri IKKI Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab,Banjar = 84,38 Nilai (Belum Hasil Evaluasi dari inspektorat daerah) (Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah) (Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah) April : 1,Adanya arahan dan dukungan dari atasan 2, Adanya kerjasama yang baik dengan bidang Faktor Ekternal: 1, Adanya koordinasi dengan Mitra
Ekonomi Bappedalitbang 2, Adanya koordinasi yang baik dengan mitra bagian ekonomi dan bagian bidang PPE Mei : Faktor Internal: 1,Adanya arahan dan dukungan dari atasan 2, Adanya kerjasama yang baik dengan bidang Faktor Ekternal: 1, Adanya koordinasi dengan Mitra Ekonomi Bappedalitbang 2, Adanya koordinasi yang baik dengan mitra bagian ekonomi dan bagian bidang PPE Juni : Faktor Internal: 1,Adanya
arahan dan dukungan dari atasan 2, Adanya kerjasama yang baik dengan bidang Faktor Ekternal: 1, Adanya koordinasi dengan Mitra Ekonomi Bappedalitbang 2, Adanya koordinasi yang baik dengan mitra bagian ekonomi dan bagian bidang PPE (Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD) April : Faktor Internal: 1, Adanya dukungan dari atasan dan kerjasam yang baik dengan bidang Faktor Ekternal: 1, Adanya
Koordinasi yang baik dengan Bappedda litbang Mei : Faktor Internal: 1, Adanya dukungan dari atasan dan kerjasama yang baik dengan bidang dan SDM yang berkualitas Faktor Ekternal: 1, Adanya Koordinasi yang baik dengan Bappedda litbang Juni : 1, Adanya dukungan dari atasan dan kerjasama yang baik dengan bidang dan SDM yang berkualitas Faktor Ekternal: 1, Adanya Koordinasi yang baik dengan Bappedda
litbang (Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD) April : Faktor Internal: 1, Adanya dukungan dari atasan Faktor eksternal: 2, Adanya dukungan dari Mitra Ekonomi Bappedalitbang Mei : Faktor Internal: 1, Adanya dukungan dari atasan Faktor eksternal: 2, Adanya dukungan dari Mitra Ekonomi BappedalLitbang Juni : Faktor Internal: 1, Adanya dukungan dari atasan Faktor eksternal: 2, Adanya dukungan
dari Mitra Ekonomi Bappedalitbang (Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD) April : Adanya dukungan dari atasan Mei : Adanya dukungan dari atasan Juni : Adanya dukungan dari atasan (Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD) April : Belum ada proses kegiatan Mei : Belum ada proses kegiatan Juni : DPA 2025 masih dalam tahap penyusunan RKPD Pergeseran (Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD) April : Faktor Internal : - Adanya dukungan dari atasan Faktor Eksternal : - Lancarnya koordinasi dengan instansi terkait Mei : Faktor Internal : - Adanya dukungan dari atasan Faktor Eksternal : - Lancarnya koordinasi dengan instansi terkait Juni : Faktor Internal : - Adanya dukungan dari atasan Faktor Eksternal : - Lancarnya koordinasi dengan instansi terkait (Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah) April : Faktor Internal: 1, Koordinasi yang baik dengan bidang-bidang terkait Faktor Eksternal: 2, Adanya koordinasi yang baik dengan bagian organisasi Mei : Faktor Internal: 1, Koordinasi yang baik dengan bidang-bidang terkait Faktor Eksternal: 2, Adanya koordinasi yang baik dengan bagian Mitra dan Organisasi Juni : Faktor Internal: 1, Koordinasi yang baik dengan bidang-bidang terkait Faktor
Eksternal: 2, Adanya koordinasi yang baik dengan bagian Mitra dan Organisasi (Administrasi Keuangan Perangkat Daerah) ( Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN) April : - Proses pengelolaan administrasi keuangan yang lancar/berkualitas - SDM yang berkualitas - Sarana prasarana yang memadai - Kerjasama yang baik dengan rekan kerja, Mei : - Proses pengelolaan administrasi keuangan yang lancar/berkualitas - SDM
yang berkualitas - Sarana prasarana yang memadai - Kerjasama yang baik dengan rekan kerja, Juni : - Proses pengelolaan administrasi keuangan yang lancar/berkualitas - SDM yang berkualitas - Sarana prasarana yang memadai - Kerjasama yang baik dengan rekan kerja, (Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD) April : - Proses pengelolaan administrasi keuangan yang lancar/berkualitas -
SDM yang berkualitas - Sarana prasarana yang memadai - Kerjasama yang baik dengan rekan kerja, Mei : - Proses pengelolaan administrasi keuangan yang lancar/berkualitas - SDM yang berkualitas - Sarana prasarana yang memadai - Kerjasama yang baik dengan rekan kerja, Juni : - Proses pengelolaan administrasi keuangan yang lancar/berkualitas - SOM yang berkualitas - Sarana prasarana yang memadai - Kerjasama
yang baik dengan rekan kerja, (Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD) April : Internal : - Proses pengelolaan administrasi keuangan yang lancar/berkualitas - SDM yang berkualitas - Sarana prasarana yang memadai - Kerjasama yang baik dengan rekan kerja, Eksternal : - Laporan Dan Dokumen yang disiapkan untuk dikirim melalui link yg disedikan lengkap Mei : Internal : - Proses pengelolaan
administrasi keuangan yang lancar/berkualitas - SDM yang berkualitas - Sarana prasarana yang memadai - Kerjasama yang baik dengan rekan kerja, Eksternal : - Laporan Dan Dokumen yang disiapkan untuk dikirim melalui link yg disedikan lengkap Juni : Internal : - Proses pengelolaan administrasi keuangan yang lancar/berkualitas - SOM yang berkualitas - Sarana prasarana yang memadai - Kerjasama yang baik dengan
rekan kerja, Eksternal : - Laporan Dan Dokumen yang disiapkan untuk dikirim melalui link yg disedikan lengkap (Koordinasi dan Penyusunan Laporan K 1 Bulanan/ Triwul; / -an SKPD) April : Internal : - Proses pengelolaan administrasi keuangan yang lancar/berkualitas - SDM yang berkualitas - Sarana prasarana yang memadai - Kerjasama yang baik dengan rekan kerja, Eksternal : - Laporan Dan Dokumen
yang disiapkan untuk dikirim yg disedikan lengkap, Mei : Internal : - Proses pengelolaan administrasi keuangan yang lancar/berkualitas - SDM yang berkualitas - Sarana prasarana yang memadai - Kerjasama yang baik dengan rekan kerja, Eksternal : - Laporan Dan Dokumen yang disiapkan untuk dikirim yg disedikan lengkap, Juni : Internal : - Proses lolaan inistrasi k 1 yang lancar/berkualitas - SDM yang
berkualitas - Sarana prasarana yang memadai - Kerjasama yang baik dengan rekan kerja, Eksternal : - Laporan Dan Dokumen yang disiapkan untuk dikirim yg disedikan lengkap, ( inistrasi K 1 Perangkat Daerah) adanya ketersediaan dana terdapat koordinasi yang baik (Administrasi Umum Perangkat Daerah) Adanya ketersediaan Dana Anggaran dalam kegiatan ini, koordinasi dengan pihak penyedia
barang/jasa terbilang lancar serta barang-barang yang diperlukan sesuai dan selalu available -tercapainya kegiatan dalam proses belanja modal (Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah) -adanya ketersediaan Dana pada kegiatan ini sehingga baik penyediaan servis peralatan dan pembayaran atas tagihan air serta pembayaran Honor PTT menjadi lancar aman terkendali (Internal) -adanya SDM yang
berkualitas yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini (Internal) -teknisi-teknisi handal yang berkompeten pada saat pengerjaan perbaikan (eksternal) -koordinasi dengan pihak teknisi berjalan lancar dan mudah (eksternal) (Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah) -adanya ketersediaan dana pada kegiatan ini -SDM yang berkualitas terilbat dalam pelaksaaan pada kegiatan ini -saat
pembangunan Bangunan Latihan kerja dikerjakan oleh tukang-tukang yang berkompeten berasal dari Kab Trenggalek Provinsi Jawa Timur sehingga progress pekerjaan berjalan dengan baik dan lancar dalam hal ini meningkat sekitar 60 persen dari progres yang berjalan -terjalin kerja sama yang baik antara disnaker, pengelola teknis (PUPRP) pengawas I; 1 konsultan (CV Waig 1a konsultan), konsultan pengawas
(CV AfaPasta consultan nt), kontraktor (CV BCS bangun Cipta Sarana) serta stakeholder yang terkait; (Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro) (April) - Koordinasi dengan PT Sumber Berlian Motor mengenai pembuatan RTK Mikro - Koordinasi dengan PT Adi Sarana Armada mengenai pembuatan RTK Mikro - Koordinasi dengan PT Laut Timur mengenai pembuatan RTK Mikro - Koordinasi dengan PT Panca Teknik
mengenai pembuatan RTK Mikro - Koordinasi dengan PT LGMG mengenai pembuatan RTK Mikro - Koordinasi dengan PT Wira Toyota Motor mengenai pembuatan RTK Mikro - Koordinasi dengan PT Sampoerna mengenai pembuatan RTK Mikro - Koordinasi dengan PT Joyday mengenai pembuatan RTK Mikro - Koordinasi dengan PT Paragon mengenai pembuatan RTK Mikro - Profesionalisme dari Sumber Daya Manusia -
Adanya Dokumen RTK Mikro pada tahun sebelumnya untuk dijadikan contoh (Mei) - Pelaksanaan kegiatan penyusunan RTK Mikro di Hotel Treepark Banjarmasin pada tanggal 30 Mei 2024 - Profesionalisme dari Sumber Daya Manusia - Narasumber didatangkan dari Kementerian k jaan - Banyak per yang datang (Juni) - Penyelesaian SPJ pada bulan Juni - Kunjungan kerja ke perusahaan, yaitu PT Adi
Sarana Armada Tbk, Adira Finance, PT Bandangan Tirta Agung Mandiangin, PT Laut Timur Ardiprima, PT Otto Sukses Jaya Perkasa, dan PT Astra Internasional Tbk - Profesionalisme dari Sumber Daya Manusia; PDRB Tahun 2023 berdasarkan hasil proyeksi data dari BPS Kab Banjar (Data PDRB Masih menggunakan tahun 2023) : PDRB Tahun 2023 = 13,201,000,000,000 Tenaga kerja = 300,242 Waktu 1 Tahun (Data BPS
Tahun 2023 per bulan agustus) 13,201,000,000,000 : 300,242 = 43,967,865,921,49 43,967,865,921,49 : 1920 (jumlah jam kerja selama 1 tahun( 5 hari kerja x 8 jamx 4 minggu x 12 bulan) = Rp 22,899 / Jam (Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit k i) (Proses Pelak Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi) Jumlah Pengangguran 8,433 (BPS Per Agustus
2023) - Peserta yang dilatih pada tahun 2021, 2022, 2023 sebanyak 775 dan Tahun 2024 s,d TW 2 16 Orang Jadi Peserta yang dilatih sebanyak ada 791 orang Jumlah Peserta Yang Dilatih Pada Tahun N ada 791 orang dibagi Jumlah Angka Pengangguran pada Tahun N 8,433 dikali 100% 791 : 8,433 x 100 = 9,38 April : Internal : - Profesionalisme dari SDM - Adanya dukungan oleh atasan Eksternal : - Koordinasi dengan
Instansi terkait dan LPK dalam persiapan kegiatan Mei : Internal : - Profesionalisme dari SDM - Adanya dukungan oleh atasan Eksternal : - Koordinasi dengan Instansi terkait dan LPK dalam persiapan kegiatan Juni : Internal : - Profesionalisme dari SDM - Adanya dukungan oleh atasan Eksternal : - Koordinasi dengan Instansi terkait dan LPK dalam persiapan kegiatan berjalan dengan lancar - Peserta antusias dalam
mengikuti pelatihan (Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil) (Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil) April : - Kegiatan dilaksanakan di triwulan IV sesuai dengan Renkas Internal : - Konsultasi ke Bidang Hubungan Industrial yang menangani perusah di wilayah K: Banjar Eksternal : - Didapatnya jenis pelatihan yang di perusah Mei : Kegi dilaksanakan di




Faktor penghambat keberhasilan kinerja : (Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah) (Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah) April : - Intensitas pekerjaan meningkat sehingga pekerjaan menjadi banyak yang tertunda - Reviu renstra Masih dalam tahap pengkoreksian oleh mitra ekonomi Bappedalitbang - dokumen Ranwal renja tahun 2024 masih koreksi mitra ekonomi Bappedalitbang Faktor Eksternal : - Dokumen
masih dalam tahap proses ttd mitra Ekonomi dan SDA Bappedalitbang - Banyaknya koreksi dari mitra Bappedalitbang - Penginputan pagu di aplikasi SIPD sering mengalami gangguan Mei : Faktor Internal : - Intensitas pekerjaan meningkat sehingga pekerjaan menjadi banyak yang tertunda - Reviu renstra Masih dalam tahap pengkoreksian oleh mitra ekonomi Bappedalitbang - dokumen Ranwal renja tahun 2024 masih
koreksi mitra ekonomi Bappedalitbang Faktor Eksternal : - Dokumen masih dalam tahap proses ttd mitra Ek i dan SDA dalitb: - Banyaknya koreksi dari mitra Bappedalitbang - Penginputan pagu di aplikasi SIPD sering mengalami gangguan Juni : Faktor Internal : - Intensitas pekerjaan meningkat sehingga pekerjaan menjadi banyak yang tertunda - Reviu renstra Masih dalam tahap pengkoreksian oleh mitra

k i jalitbang - dok Ranwal renja tahun 2024 masih koreksi mitra ekonomi Bappedalitbang - Pagu perubahan belum final sehingga penyusunan renja perubahan belum bisa dilakukan Faktor Eksternal : - Dokumen masih dalam tahap proses ttd mitra Ekonomi dan SDA Bappedalitbang - Banyaknya koreksi dari mitra Bappedalitbang - Penginputan pagu di aplikasi SIPD sering mengalami gangguan
(Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD) April : Faktor Internal : 1, Inputan rincian belanja masih banyak yang tidak sesuai dengan kode rekening 2, Menghitung usulan musrenbang yang masuk dengan menyesuaikan anggaran di RKA termakan waktu yang agak lumayan Faktor eksternal: 1, Satuan belanja Pra RKA masih merujuk pada perbub SHS tahun 2022, Mei : Faktor Internal : 1, Inputan rincian belanja
masih banyak yang tidak sesuai dengan kode rekening 2, Menghitung usulan musrenbang yang masuk dengan menyesuaikan anggaran di RKA termakan waktu yang agak lumayan Faktor eksternal: 1, Satuan belanja Pra RKA masih merujuk pada perbub SHS tahun 2022, Juni : 1, Inputan rincian belanja masih banyak yang tidak sesuai dengan kode rekening 2, Adanya perubahan nomenklatur sehingga memperlambat
penyelesaian penginputan RKA Faktor eksternal: 1, Banyaknya satuan belanja yang tidak muncul baik itu ASB, SBU, HSPK maupun SSH sehingga memperlambat penginputan (Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD) April : Faktor Internal: 1, kegiatan dilaksanakan pada triwulan Il 2, Faktor eksternal: 1, Belum ada surat untuk menyusun Perubahan RKA Mei : Faktor eksternal: 1, Belum ada surat untuk
menyusun Perubahan RKA Juni : Faktor eksternal: 1, Lambatnya penyerahan RKA manual oleh bidang-bidang Faktor eksternal: 1, Belum ada surat untuk menyusun Perubahan RKA (Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD) April : kegiatan dilaksanakan pada triwulan IV Mei : kegiatan dilaksanakan pada triwulan IV Juni : kegiatan dilaksanakan pada triwulan IV (Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD) April :
Belum ada proses kegiatan Mei : Belum ada proses kegiatan Juni : DPA 2025 masih dalam tahap penyusunan RKPD Pergeseran (Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD) April : Faktor Eksternal : - Dokumen sudah selesai disusun namun masih dalam tahap koreksi dari masing -masing instansi terkait Mei : Faktor Eksternal : - Dokumen sudah selesai disusun namun masih
dalam tahap koreksi dari masing -masing instansi terkait Faktor Internal : - Masih ada Perbaikan di dokumen-dokumen Sakip Juni : Faktor Eksternal : - Dokumen sudah selesai disusun namun masih dalam tahap koreksi dari masing -masing instansi terkait Faktor Internal : - Masih ada Perbaikan di dokumen-dokumen Sakip (Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah) April : Faktor Internal 1, Operator di simondalev sebagian masih
belum memahami pengisian di simondalev terkait banyak nya perubahan operator yang baru Faktor ekternal: 1, Adanya Koreksi Dokumen Laporan Triwulan | dari bagian organisasi 2, Realisasi keuangan di SIPD Penatausahaan terkadang kendala susah nya masuk di Aplikasi Mei : Faktor Internal 1, Operator di simondalev sebagian masih belum memahami pengisian di simondalev terkait banyak nya perubahan operator
yang baru Faktor ekternal: 1, lisasi k 1 di SIPD Per h terkadang kendala susah nya masuk di Aplikasi Juni : Faktor Internal 1, Operator di simondalev sek masih belum hami pengisian di simondalev terkait banyak nya perubahan operator yang baru 2, Lambatnya penguploadan data dukung oleh bidang berupa dokumen pada aplikasi Simondalev Faktor ekternal: 1, Realisasi keuangan di SIPD
Penatausahaan terkadang kendala susah nya masuk di Aplikasi (Administrasi Keuangan Perangkat Daerah) ( Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN) April : - Terjadinya gangguan jaringan/koneksi pada aplikasi Mei : - Terjadinya gangguan jaringan/koneksi pada aplikasi Juni : - Terjadinya gangguan jaringan/koneksi pada aplikasi (Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD) April : - Terjadinya
gangguan jaringan/koneksi pada aplikasi Mei : - Terjadinya gangguan jaringan/koneksi pada aplikasi Juni : - Terjadinya gangguan jaringan/koneksi pada aplikasi (Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD) April : Eksternal: -Terjadinya gangguan jaringan/ koneksi pada aplikasi Internal : - Scan dokumen agak terlambat mengingat dokumen scan banyak Mei : Eksternal: -Terjadinya gangguan jaringan/
koneksi pada aplikasi Internal : - Scan dokumen agak terlambat mengingat dokumen scan banyak Juni : Eksternal: -Terjadinya gangguan jaringan/ koneksi pada aplikasi Internal : - Scan dokumen agak terlambat mengingat dokumen scan banyak (Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD) April : Internal : - Terjadinya gangguan jaringan/koneksi pada aplikasi (Internet
gangguan) Eksternal : - Dokumen laporan bulanan yang perlu disiapkan banyak - Cetak rekening koran agak lama dikarenakan dokumen laporan yang banyak Mei : Internal : - Terjadinya gangguan jaringan/koneksi pada aplikasi (Internet gangguan) Eksternal : - Dokumen laporan bulanan yang perlu disiapkan banyak - Cetak rekening koran agak lama dikarenakan dokumen laporan yang banyak Juni : Internal : - Terjadinya
gangguan jaringan/koneksi pada aplikasi (Internet gangguan) Eksternal : - Dokumen laporan bulanan yang perlu disiapkan banyak - Cetak rekening koran agak lama dikarenakan dokumen laporan yang banyak (Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah) tidak bisa di prediksi jadwal terkait adanya penyelenggaraan Bimtek harus menunggu surat undangan Bimtek dari BKD (Administrasi Umum Perangkat Daerah) -untuk
subkeg Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dalam proses administrasi mengalami keterlambatan terkadang harus mencari dulu toko elektronik yang sesuai terkait proses SPJ - dalam melakukan proses belanja modal lami kendala saat 1akan E-Katalog dikarenakan server jaringan kurang stabil sehingga terkadang mengalami keterlambatan dalam melengkapi berkas
istrasi, - It i E Katalog dalam sub keg Penyediaan Bahan Logistik Kantor terbilang memakan waktu yang lama sehi terkadang i keter 1 dalam melengkapi berkas administrasi, -dalam sub keg Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan terkadang mengalami keterlambatan dalam proses administrasi, -dalam Penyediaan Bahan Bacaan koran harian di kantor pada proses
kelengkapan spj pembayaran terlebih dahulu harus k janji untuk penand; 1an kepada pihak penyedia Koran menyebabkan proses sedikit terhambat, -dalam sub keg Fasilitasi Kunjungan Tamu hambatan yg terjadi adalah saat memakai E Katalog memakan waktu yang lama sehi terkadang lami keter 1 dalam melengkapi berkas administrasi dan sebelumnya harus koordinasi dulu dengan
pihak penyedia catering, dalam pelaksanaan perjadin pada TW 2 ini mengalami hambatan terkait proses administrasi spj yang kadang terlambat (Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah) dalam sub keg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik terdapat hambatan antara lain : - dalam mengecek tagihan pada Aplikasi PLN Mobile terkadang lambat akses masuknya (external) - pembayaran
dilakukan pada pertengahan bulan yang biasanya dibayarkan pada awal bulan sehingga sedikit terlambat pada prosesnya (internal) dalam sub keg Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor terdapat hambatan antara lain : - untuk melakukan servis AC harus membuat janji terlebih dahulu dengan tukang servis mengenai jadwal perbaikan sehingga mengalami keterlambatan dim prosesnya (external) -untuk
proses dalam perbaikan PC dan Printer tidak mengalami hambatan dalam sub keg Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor terdapat hambatan antara lain : -Proses dalam pembayaran Honor Pengelola Kearsipan agak terlambat karena harus melengkapi berkas administrasi (internal) -untuk pembayaran gaji PTT proses terbilang lancar (Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah) -dalam
sub keg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terdapat hambatan pada proses spj yaitu untuk melengkapi berkas terkadang mengalami keterlambatan -dalam sub keg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terdapat hambatan pada proses spj yaitu untuk
melengkapi berkas terkadang mengalami keterlambatan dalam sub keg Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terdapat hambatan pada proses spj pembayaran belanja Modal Bangunan Gedung Kantor MC (Monthly Certificate) dikarenakan sekarang menggunakan sistem LS; (Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro) (April) - Kegiatan akan dilaksanakan pada Triwulan Il (Bulan Mei) -
Banyak perusahaan yang masih belum mengetahui tentang penyusunan Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Mikro (Mei) - Beberapa perusahaan tidak hadir pada kegiatan penyusunan RTK Mikro - SPJ tidak bisa diselesaikan pada bulan Mei 2024 (Juni) - Beberapa perusahaan masih menyusun Dokumen RTK Mikro; (Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi) (Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan
Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi) April : Internal : - kegiatan mengalami keterlambatan karena masih ada beberapa persiapan administrasi SPJ pelatihan Eksternal : - Belum Koordinasi dengan Instansi terkait dan LPK dalam persiapan kegiatan karena bertepatan selesainya bulan ramadhan/hari raya idul fitri - Belum semuanya calon peserta pelatihan mengumpul data diri untuk mengikuti
2 |08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.287.497.000 42.519.700 175.975.649 = = 175.975.649
| 2.161.241.087 1.287.497.000 42.519.700 175.975.649 o o 175.975.649 Dinas Sosial, Pemberday
2 |08 |02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYA/| Indeks PUG 0,7724 666.713.174 | 0,503 |Skor 1.864.722.887 | 0,6375|Indeks 925.252.000 0 24.940.000 0 153.127.449
2 |08 |02 01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lemb| Persentase Anggaran Responsif Gender 70(Persen 100 |Persen 0 0
(ARG) pada SKPD
2 |08 |02 01 |03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan |Jumlah Perangkat Daerah yang 27 |Perangkat [] 15.712.400 27 |Perangkat 29.338.000 0 14.744.000 0 14.744.000 - 14.744.000 27 30.456.400
PUG termasuk PPRG Mendapat Advokasi Kebijakan dan Daerah
Pendampingan Pelaksanaan
Pengarustamaan Gender (PUG)
Termasuk Perencaan Pembangunan
Responsif Gender (PPRG) Kewenangan
Kabupaten/Kota
2 |08 |02 02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, | P o) isasi P p yang 100|Persen 100 |Persen 0 0
Dibina
2 |08 |02 02 |01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi 27 |Perangkat [| 10.963.200 1|Dokumen 12.494.000 0 - 0 12.044.000 - 12.044.000 27 23.007.200
Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Peningkatan Partisipasi Perempuan di
Bidang Politik, Hukum, Sosial dan
Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota
2 |08 |02 03 dan Lembaga yedia Layana Peremp yang Dilatih 100 (Persen 100|Persen 0 25
L Hidup
2 |08 |02 03 |02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia 250(|Orang 1.838.047.287 650|Orang 883.420.000 80 10.196.000 162 126.339.449 162 126.339.449 412 1.964.386.736
Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Layanan Pemberdayaan Perempuan
Kewenangan Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota yang
Mendapat Peningkatan Kapasitas
2 |08 |03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Rasio 20 220.724.463 100(Persen 15.939.000 20(Persen 35.020.000 0 350.000 0 o
(Per 100,000 Penduduk Perempuan)
2 |08 |03 01 P h ' Terhadap P p Lingkup Dae|P Kasus terhadap 100|Persen 100 |Persen 0 0
Perempuan yang di Dampingi
2 |08 |03 01 |01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, [Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan 2|Dokumen 14.889.000 2|Dokumen 15.070.000 1 - 1 - 1 - 3 14.889.000
Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan,
Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Program dan Kegiatan Pencegahan
Kabupaten/Kota Kekerasan Terhadap Perempuan
Kewenangan Kabupaten/Kota
2 |08 |03 02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Kc|Persentase Penurunan Kasus Kekerasan 100(Persen 100|Persen 0 0
terhadap Perempuan dan Anak
2 |08 |03 02 (02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan |Jumlah Layanan Tindak Lanjut 24|Layanan 1.050.000 24|Layanan 19.950.000 1 350.000 1 - 1 - 25 1.050.000
Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi
Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban
Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
2 |08 |04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Persentase Keluarga Berkualitas 25 241.028.546 10|Persen 137.259.400 15|Persen 82.241.000 0 13.079.700 0 15.823.700
2 |08 |04 01 i Kualitas dalam j Kesetal Peremp yang Dilatih 10(|Persen 0|Persen 0 0
L Hidup
2 |08 |04 01 |02 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG  |Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi 11|Dokumen 68.376.400 11|Dokumen 70.469.000 2 13.079.700 5 13.079.700 5 13.079.700 16 81.456.100
dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan
Kabupaten/Kota Perlindungan Anak bagi Keluarga
Kewenangan Kabupaten/Kota yang
Tersedia
2 |08 |04 02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layana|Persentase Penguatan dan 10|Persen 100 |Persen 0 0
Lembaga y
Layanan
2 |08 |04 02 (02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia 3|Orang 68.883.000 11|Orang 11.772.000 0 - 0 2.744.000 - 2.744.000 3 71.627.000
Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapat Peningkatan Kapasitas
Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
2 |08 |05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | Persentase Elemen Data Terpilah 100 44.872.951 |Persen| 100 10.599.800 100|Persen 9.117.000 0 o 0 6.692.000
2 |08 |05 01 Analisis dan jian Data Ge| SKPD yang Memiliki Data Persen| 81,02 76,6 (Persen L] 0
Terpilah
2 |08 |05 01 (01 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan jumlah Dokumen Data Gender dan Anak 2[Dokumen 10.599.800 1|Dokumen 9.117.000 0 - 0 6.692.000 - 6.692.000 2 17.291.800
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang Tersedia
2 |08 |06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) IPHA (Indeks han Hak Anak) 67 94.173.000 | 56,8|- 132.720.000 62,2|Indeks 57.728.000 0 - 0 -
2 |08 |06 01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, ifP Kasus Terhadap 57 |Persen 100 |Persen 0 0
Anak yang Di D:
2 |08 |06 01 |01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan |Jumlah Organisasi Pemerintah, Non 60| Organisasi 10.700.000 60| Organisasi 44.240.000 0 - 0 - - - 60 10.700.000
Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha
Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan
Kabupaten/Kota Pendampingan Pemenuhan Hak Anak
pada Organisasi Pemerintah, Non
Pemerintah, Media dan Dunia Usaha




Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan|Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Dokumen 122.020.000 Dokumen 13.488.000 122.020.000
Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan
Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
2 |08 |07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK IPKA (Indeks Perlindungan Khusus Anak) 0,632 221.456.403 | 67,43 (- o 62,4|Indeks 178.139.000 0 4.150.000 0 332.500
2 (08 |07 |2 |01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang il p| D 100 (Persen 62|Persen 0 0
P han Hak Anak
2 |08 |07 |2 (01 |03 Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk |Jumlah kegiatan pencegahan KtA 7 [Kegiatan 158.189.000 1 2.400.000 1 - 1 - 1 - 0
mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan |terpadu
layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA
2 |08 |07 |2 |02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindy| Persentase Penurunan Kasus Kekerasan 100(Persen 100|Persen 0 0
Terhadap Perempuan dan Anak
2 |08 |07 |2 |02 |06 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Jumlah AMPK yang mendapatkan 35|0rang 19.950.000 5 1.750.000 12 332.500 12 332.500 12 332.500 0
layanan
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Sumber Daya Manusia, Koordinasi yang baik ; 1, Tersedianya anggaran untuk mendukung kegiatan, 2, Kerjasama yang baik antar pihak terkait, 3, Kebijakan dari Pimpinan; 1, Dana Tersedia; dana tersedia dan koordinasi yang baik ; 1, Tersedianya anggaran untuk mendukung kegiatan, 2, Kerjasama yang baik antar pihak terkait, 3, Kebijakan dari Pimpinan,; 1, Tersedianya anggaran untuk mendukung kegiatan, 2, Kerjasama
yang baik antar pihak terkait, 3, Kebijakan dari Pimpinan;
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : penetuan tanggal kegiatan ; 1, Terbatasnya sumber daya manusia,; 1, SDM 2, kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan jadwal karena mengikuti jadwal provinsi sehingga kegiatan TPK2D tertunda 3, Kegiatan terkendala dilaksanakan karena terbentur dengan kegiatan lain; Kegiatan terlaksana dengan lancar; 1, Terbatasnya sumber daya manusia,; 1, Terbatasnya sumber daya manusia,;
2 |09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 12.029.339.671 318.986.624 5.277.314.404 o o 5.277.314.404
9.275.840.775 12.029.339.671 318.986.624 5.277.314.404 - - 5.277.314.404 Dinas K Pangar
2 |09 |01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KA| Indeks Kepatuhan dan kinerja 80 24.424.424.635 74|Indeks 8.455.888.875 76| Indeks 10.063.645.271 15 309.307.424 15 5.005.061.229
2 (09 |01 |2 |01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja gk Te dok per: 100(Persen 100|Persen 37,14 54,29
penganggaran dan evaluasi kinerja
perangkat daerah tepat waktu dan
tepat mutu
2 (09 |01 |2 |01 |06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja |Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 35|Laporan 39.328.500 35|Laporan 60.000.000 15 - 19 12.674.800 19 12.674.800 54 52.003.300 0
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan capaian kinerja dan ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
2|09 |01 (2 (02 A asi P kat Daerah Ter P K 100|Persen 100|Persen 25 50
perangkat daerah yang berkualitas
2 (09 |01 |2 |02 |01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan 47|Orang/Bula 5.631.552.252 45|Orang/Bula 6.620.773.227 45 - 45 3.443.965.843 45 3.443.965.843 92 9.075.518.095 0
Tunjangan ASN n
2 (09 |01 |2 |02 |02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 12 |Dokumen 107.220.000 12 |Dokumen 108.420.000 3 - 3 37.775.000 3 37.775.000 15 144.995.000 0
Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
2 (09 |01 |2 |02 |05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir |Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 1|Laporan 4.703.300 1|Laporan 6.082.800 0 - 1 6.082.800 1 6.082.800 2 10.786.100 0
Tahun SKPD SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD
2 (09 |01 |2 |02 |07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Laporan Keuangan 18|Laporan 9.967.800 18|Laporan 17.914.000 5 - 5 10.489.100 5 10.489.100 23 20.456.900 0
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
dan Laporan Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan
2 (09 |01 (2 (05 asi K i Daerah asi K 5|Persen 100|Persen 0 98 98 103 0
Daerah sesuai kebutuhan dan tepat
waktu
2 (09 |01 |2 |05 |11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-|Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan 5|Orang 49.426.498 5|Orang 50.000.000 1 - 1 29.998.086 1 29.998.086 6 79.424.584 0
Undangan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan
2 (09 |01 |2 |06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Terfasilitasinya 1|Persen 100|Persen 25 50
penyelenggaraan penunjang
L i per
2 (09 |01 |2 |06 |02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan kantor yang 11|Paket 540.968.500 3 - 2 472.100.000 2 472.100.000 2 472.100.000 0
disediakan
2|09 |01 |2 (06 (04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket bahan Logistik kantor yang 5(Paket 25.216.185 5(Paket 25.380.500 1 5.283.000 1 10.037.500 1 10.037.500 6 35.253.685 0
2 (09 |01 |2 |06 |05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan 3|Paket 30.232.650 3|Paket 30.617.600 1 12.000.000 1 10.418.800 1 10.418.800 4 40.651.450 0
Penggandaan yang Disediakan
2|09 |01 |2 (06 |09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 2(Laporan 543.440.051 2(Laporan 670.750.000 1 34.003.814 1 223.517.253 1 223.517.253 3 766.957.304 0
SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2|09 |01 |2 |08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah|P jasa j pelay 1|Persen 100 |Persen 25 50
umum kantor yang terpenuhi
2 (09 |01 |2 |08 |01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 1|Laporan 6.190.000 1|Laporan 6.195.000 1 3.000.000 1 3.000.000 1 3.000.000 2 9.190.000 0
Menyurat
2 (09 |01 |2 |08 |02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Jumlah Laporan Penyediaan jasa 2|Laporan 126.142.747 2|Laporan 116.143.644 1 19.803.150 1 36.427.773 1 36.427.773 3 162.570.520 0
Listrik Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
yang Disedi \
2 |09 |01 |2 |08 |04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 1|Laporan 1.197.778.280 1|Laporan 1.285.554.000 1 171.730.960 1 531.018.624 1 531.018.624 2 1.728.796.904 0
Pelayanan Umum Kantor Yang
2 (09 |01 |2 |09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pen| Barang Milik Daerah yang 100 (Persen 100|Persen 25 50
terpelihara sesuai dengan rencana
kebutuhan
2 (09 |01 |2 |09 |01 Penyediaan Jasa P aan, Biaya P aan, |Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 1|Unit 38.826.592 1|Unit 38.990.000 1 5.785.000 1 12.135.000 1 12.135.000 2 50.961.592 0
dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau atau Kendaraan Dinas Jabatan yang
Kendaraan Dinas Jabatan Dipelihara dan dibayarkan pajaknya
2|09 |01 |2 (09 |02 Penyediaan Jasa F liharaan, Biaya F liharaan, [Jumlah Kendaraan Dinas Operasional 22|Unit 410.478.688 22|Unit 412.800.000 3 49.191.500 3 153.520.650 3 153.520.650 25 563.999.338 0
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan
atau Lapangan dibayarkan pajak dan perizinannya
2 |09 |01 |2 |09 |06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang 46| Unit 32.442.392 46| Unit 32.660.000 5 2.245.000 15 4.185.000 15 4.185.000 61 36.627.392 0
dipelihara
2|09 |01 |2 (09 |07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset tetap lainya yang dipelihara 16|Unit 9.650.000 16| Unit 9.760.000 2 490.000 10 1.940.000 10 1.940.000 26 11.590.000 0
2 |09 |01 |2 [09 |10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung 3|Unit 193.292.940 3|Unit 30.636.000 1 5.775.000 1 5.775.000 1 5.775.000 4 199.067.940 0
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kantor atau Bangunan Lainya yang
dipelihara/Direhabilitasi
2 |09 |02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KE|Berkembangnya desa mandiri pangan |1 Desa 2.016.722.750 1[Desa 222.696.200 1[Desa 524.633.000 0 9.679.200 0 35.079.275
2 (09 |02 |2 |01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemand|Jumlah Infrastruktur dan Seluruh 2|Paket 2|Paket 0 0
Penduk dirian Pangan
2|09 |02 |2 (01 |03 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Jumlah Infrastruktur Pendukung 1|Unit 222.696.200 1|Unit 524.633.000 0 9.679.200 0 35.079.275 - 35.079.275 1 257.775.475 0
Pangan Lainnya Kemandirian Pangan yang Tersedia
2 109 |03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PA| Stabilitas Harga Pangan <10 67.988.389 | 13,65|% 534.593.700 15(% 1.050.690.400 0 - 0 182.513.900




Konsumsi per Kapita per Tahun

Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi
Perkapiita Pertahun

Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan La| terci ilitas harga Persen
atas | ditas pangan
2 |09 |03 01 |02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Yang| Laporan 47.758.500 Laporan 45.291.000 0 - 0 - -
Tersedia
2 |09 |03 01 |06 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan
Masyarakat dan Toko Tani Indonesia
2 |09 |03 01 (08 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Jumlah Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Laporan 147.723.500 0 - 0 47.619.500 47.619.500
Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota Harga Pangan Tingkat Produsen dan
Konsumen di Kab /Kota
2 |09 |03 01 |10 Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Jumlah Kelembagaan dan Distribusi Unit 46.386.000 0 - 8 - -
Kak /kota Pangan yang Dikembangkan
2 |09 |03 01 |12 Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen|Informasi Harga Pangan tingkat Laporan 6.957.500 0 - 0 - -
dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota Produsen dan Konsumen wilayah
Kal /Kota
2 |09 |03 01 |16 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) Dokumen 21.766.000 0 - 1 - -
2 |09 |03 02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupa| Persentase cadangan pangan daerah Persen Persen 0 0
2 |09 |03 02 |03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Ton 254.146.200 Ton 373.461.400 1 - 1 - -
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
2|09 |03 04 P P ian Target i Pangan Perkapi|Angka Kecukupan Konsumsi Kelompok Skor kkal/kap/ha 0 0
Pangan ri
2 |09 |03 04 |02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Jumlah Pemberdayaan Kelompok Laporan 176.093.000 Laporan 342.939.000 1 - 1 69.143.100 69.143.100
Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Masyarakat dalam Penganekaragaman
Sumber Daya Lokal Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya
Lokal
2 |09 |03 04 |03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi [Jumlah Koordinasi dan Sinkronasi Laporan 56.596.000 Laporan 66.166.000 0 - 0 65.751.300 65.751.300

Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

Segar Asal Tumbuhan Daerah
Kal /Kota

2 |09 |04 01 y Peta dan Pangan Kecg| Tersusunnya Peta Ketahanan dan Sistem Informasi Sistem 0 0
Ker Pangan K: Informasi
2 |09 |04 01 (01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Peta analisis Ketahanan dan kerentanan Dokumen 11.265.800 Dokumen 99.881.500 0 - 0 1.500.000 1.500.000
Ketahanan dan Kerentanan Pangan pangan yang di mutakhirkan
2 |09 |04 02 Penanganan Kerawanan Pangan /|P Penurunan Desa Rentan % Persen 0 0
Rawan Pangan
2 |09 |04 02 (02 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Dokumen 39.449.400 Dokumen 180.407.000 0 - 0 7.001.500 7.001.500
Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Penyaluran Cadangan Pangan pada
Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kerawanan Pangan yang Mencakup
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2 |09 |05 01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daeral| Skor Keamanan Pangan 65 |Persen Persen 0 0
2 |09 |05 01 |04 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Dokumen 11.946.800 Dokumen 110.082.500 0 - 0 46.158.500 46.158.500

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

ada pemenang Tender sehingga fisik pembangunan sudah bisa

Penyusunan, F

1, Koordinasi dan kerja sama yang baik intern Dinas Ketahanan Pangan dan perikanan 2, sarana dan prasaranan memadai dalam kelancaran pelaksanaan tugas; 1, Adanya ketersediaan anggaran pada tahun 2024 untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur LPM 2, Adanya ketersediaan anggaran pada tahun 2024 untuk sarana pendukung yaitu lantai jemur untuk meningkatkan ketahanan pangan daerah 3, Sudah
iran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 1, Adanya kordinasi dengan instansi terkait dalam penyusunan laporan peta kerentanan dan ketahanan pangan (FSVA) F
Kabupaten/Kota 1, Data terkait peta ketahanan dan kerentanan pangan sudah ada, sebagai acuan untuk penentuan lokus bantuan penanganan desa rawan pangan 2, Rencana alur kegiatan sudah tersedia dan bisa dilaksanakan mulai di triwulan II; 1, Kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan pangan meningkat dari sebelumnya,;

dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah

Faktor penghambat keberhasilan kinerja :

Hamk 1 yang muncul di

oleh beberapa faktor, diantaranya berasal dari faktor internal dan faktor eksternal, Faktor internal adalah hambatan yang berasal dari dalam organisasi tersebut dan faktor eksternal adalah hambatan yang berasal dari luar or;
dilihat pada triwulan akhir; 1, Tingkat kesulitan dalam menemukan kelompok pengusul yang sudah berbadan hukum 2, Kelompok yang memiliki lahan 3, Menemukan dan menentukan kelompok yang aktif dan siap dibina 4, Kontrak pembangunan masih proses; Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 1, Data yang diberikan oleh dinas terkait sebagian belum update (masih pakai
data tahun lalu) Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 1, Akses lokasi bantuan penanganan desa rawan pangan terkadang cukup jauh dan sulit dijangkau 2, Sulit mencari kelompok yang aktif dan dapat dibina; 1, Terbatasnya jumlah SDM petugas k
pestisida, 3, Terbatasnya sarana dan prasarana pengujian sampel PSAT,;

i, 1, Keter!

1 data yang diberikan oleh bidang dan seksi terkait 2, Capaian kinerja penilaian bersifat outcome sehingga akan bisa

ya alat uji rapid test kit

[2 10 ]

|URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

721.708.100 |

43.607.172 |

146.829.907 | |

146.829.907 |

575.118.226

721.708.100

43.607.172

146.829.907

146.829.907

Dinas Pekerjaan Umum,

Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kat /Kota

Pertimt 1 Landreform dalam rangka

Kegiatan Redistribusi Tanah

2 |10 |04 01 y Tanah dalam Daerah Kab| Persentase inventaris potensi % % 25 50
per pertanahan
2 |10 |04 01 (01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Jumlah Data Sengketa, Konflik dan 25|Dokumen 13.513.100 Dokumen 44.013.100 12 500.000 26 6.971.000 6.971.000
Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |Perkara dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/ Kota
2 |10 |04 01 |02 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam [Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Berita Acar{ 114.089.500 Berita Acara 78.900.000 1 - 2 25.407.500 25.407.500
1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik
Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/ Kota
2 |10 |06 01 Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Gan|P ter % % 25 50
subjek dan objek redistribusi tanah
2 |10 |06 01 |03 Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek |Jumlah Dokumen Sidang Panitia Dokumen 646.000 Dokumen 10.000.000 0 - 0 - -

2 |10 (09 01 Penerbitan Izin Membuka Tanah Persentase Jumlah Bidang Tanah % % 55,77 57,22

Pemkab Yang Tersertifikasi
2 |10 |09 01 |02 Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Dokumen 443.321.626 Dokumen 568.795.000 61 43.107.172 90 114.451.407 114.451.407
Pemanfaatan Tanah Negara

Tanah Kabupaten/Kota

Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi
Tanah Kewenangan Kabupaten/ Kota

2 |10 |10 01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah| Persentase inventarisasi aset tanah % % 25 50
pemkab dalam satu tahun
2 |10 |10 01 |01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan [Jumlah Laporan Koordinasi dan Laporan 3.548.000 Laporan 10.000.000 0 - 0 - -
Tanah Sinkronisasi Perencanaan Pengunaan
Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota
2 |10 |10 01 (03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi |Jumlah Dokumen Koordinasi dan Dokumen - Dokumen 10.000.000 0 - 0 - -

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

adanya dukungan dari pihak ahli waris bersedia melakukan mediasi masalah tanah atau lahan ; dimasukkan ke dalam anggota tim, adanya SK kanwil BPN dan SK Bupati Tentang penetapan obyek redistribusi tanah, Dan SK tersebut biasanya dikeluarkan di triwulan I11//1V; Monev Capaian sertifikas Aset Pemkab Banjar Oleh KPK, Keinginan dari pihak sekolah/puskesmas sebagai syarat permohonan rehabilitasi Sumber Dana
DAK dari kementrian, ; 1, Pemantauan Dan Evaluasi Dari Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) Oleh KPK 2, Adanya Data KIB A;




Faktor penghambat keberhasilan kinerja :

setahun, maka dari itu bisa dikatakan sudah mencapai 50 % untuk TW II;

Sulitnya mencari saksi dan tidak adanya data dokumen atas kepemilikan tanah tersebut; Bukan Tupoksi Bidang Pertanahan Tapi BPN, bidang pertanahan hanya sebagai anggota Tim, adapun tahap pekerjaan: Kepala Kantor Wilayah BPN menerbitkan SK Penetapan Calon Lokasi Kegiatan Redistribusi Tanah, Pembentukan Tim Satgas Reforma Agraria , Verifikasi subyek dan obyek calon penerima redistribusi tanah, Rapat
Sidang Panitia Pertimbangan Landreform, Penetapan Calon Penerima Obyek Redistribusi Tanah dengan Keputusan Bupati; 1, Ketidaksesuaian KIB BPKPAD dengan KIB Dinas PUPRP 2, Keterbatasan Tenaga Pengukuran BPN ; 1, Data di KIB berbeda dengan Lapangan 2, Data Yuridis banyak tidak ditemukan 3, kepemilikan masih dimiliki orang lain sudah ada 128 Bidang Tanah yang terinventarisir dari 200 bidang tanah dalam

2|11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 49.211.965.341 9.361.126.250 19.424.129.281 19.424.129.281
29.695.692.267 49.211.965.341 9.361.126.250 19.424.129.281 19.424.129.281 Dinas Perumahan Rakya
2 |11 |01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KA| Indeks Kepatuhan Kinerja Intern 80 51.140.761.334 100|Persen 13.882.250.033 76| Indeks 18.348.400.740 0 2.738.831.458 0 6.771.936.813
2|11 |01 01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja gl Ter D 100(Persen 100|Persen 25 50
Perencanaan, Penganggaran dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat
Waktu Tepat Mutu
2 |11 |01 01 (01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Jumlah Dokumen Perencanaan 2[Dokumen 4.310.000 2[Dokumen 3.000.000 0 - 1 1.177.500 1 1.177.500 3 5.487.500
Daerah Perangkat Daerah
2 |11 |01 01 |02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan 1|Dokumen 1.983.500 1|Dokumen 2.500.000 0 - 0 - - - 1 1.983.500
Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD
2 |11 |01 01 |03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA{Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1|Dokumen 1.944.400 1|Dokumen 1.999.700 0 - 0 617.600 - 617.600 1 2.562.000
SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-
SKPD
2 |11 |01 01 |04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan 1|Dokumen 1.744.500 1|Dokumen 2.499.600 1 - 1 2.497.600 1 2.497.600 2 4.242.100
Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen
DPA-SKPD
2 |11 |01 01 |05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1|Dokumen 1.933.100 1|Dokumen 1.999.700 0 - 0 - - - 1 1.933.100
dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-
SKPD
2 |11 |01 01 |06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja |Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 3|Laporan 1.633.800 3|Dokumen 4.999.800 0 - 1 - 1 - 4 1.633.800
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
2 |11 |01 01 |07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 16|Laporan 18.041.700 16 |Dokumen 18.058.100 4 2.000.000 8 4.825.000 8 4.825.000 24 22.866.700
Perangkat Daerah
2|11 |01 02 Administrasi P kat Daerah P Tersusunya Dok 100 |Persen 100 |Persen 25 50
Pelaporan dan Pengadministrasian
Keuangan Perangkat Daerah Tepat
Waktu Tepat Mutu
2 |11 |01 02 |01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 87|Orang / Bul{ 8.166.165.989 88|0rang 10.247.615.757 88 1.592.277.039 87 3.789.301.465 87 3.789.301.465 174 11.955.467.454
Tunjangan ASN
2 |11 |01 02 (02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 12|Dokumen 150.772.500 13|Dokumen 354.030.000 3 60.460.000 5 102.070.000 5 102.070.000 17 252.842.500
Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
2 |11 |01 02 |05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir [Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 1|Laporan 8.701.000 1|Laporan 7.023.000 0 - 0 - - - 1 8.701.000
Tahun SKPD SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD
2 |11 |01 02 |07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 16|Laporan 10.242.000 16|Laporan 8.366.500 4 - 7 - 7 - 23 10.242.000
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Triwulanan/ Semesteran SKPD dan
Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
2 |11 |01 02 |08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis 13 |Dokumen 11.011.500 13 |Dokumen 9.983.000 3 - 6 3.910.300 6 3.910.300 19 14.921.800
Realisasi Anggaran Prognosis Realisasi Anggaran
2|11 |01 05 asi K i Daerah 8 iyang ik 100 (Persen 100|Persen 24 32
BIMTEK
2 |11 |01 05 (11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-{Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan 7|Orang 69.217.612 5[Orang 50.000.000 6 44.500.000 7 48.000.000 7 48.000.000 14 117.217.612
Undangan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan
2|11 |01 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Terpenuhinya Layanan 100 |Persen 100 |Persen 24 97
Administrasi Umum Perangkat Daerah
2 |11 |01 06 (01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan  |Jumlah Paket Komponen Instalasi 1|Paket 4.544.000 7 [Paket 100.526.568 1 1.934.000 2 48.342.000 2 48.342.000 3 52.886.000
Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
yang Disediakan
2 |11 |01 06 (02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan 5(Paket 322.597.000 43 |Paket 405.770.500 0 - 5 84.399.000 5 84.399.000 10 406.996.000
Perlengkapan Kantor yang Disediakan
2 |11 |01 06 (03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga 1|Paket 4.999.550 2|Paket 4.997.000 1 678.000 2 1.460.000 2 1.460.000 3 6.459.550
yang Disedi \
2 |11 |01 06 |04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 1|Paket 15.135.900 18| Paket 16.995.000 2 1.314.100 2 5.865.200 2 5.865.200 3 21.001.100
